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KATA PENGANTAR

Banding hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali melalui website Mahkamah Agung

(putusan.mahkamahagunggoid), kesempatan uatuk melakukan kajian-kajian atas
putusan pengadilan semakin meningkat. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan (LelP) sendir sejak awal telah mendorong berkembangnya kajian-kajian purusan
pengadilan. Beberapa upaya di antaranya adalah menerbitkan jurnal Kajian Purasan dictum
serta yang saat ini tengah dikembangkan adalsh membuat website indekshukum.org yang
bersi putusan-putusan pengadilan yang telah terklasifikasi berdasarkan jenis perkara, dasar
hukum dan isu hukum, serta menyediakan juga resume dan anotasi atas putusan-putusan
tertenmn guna memudahkan masyarakat khususnya pengmat hukum untuk menemukan
putusan Mahkamah Agung vang relevan dengan kebutuhannya,

D engan mulai dipublikasikannya putusan-putusan pengadilan, baik ditingkat Pertama,

Sejalan dengan hal itu LelP menilai bahwa mengingar pada dasarnya sistem hukum kita
berasal dari Belanda serta masih cokup banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh
Belanda yang masih berlaku hingga saar ini, tentu sangat lah penting bagi penggiat hukum
di Indonesia unwk bisa mengetahui putusan-putusan pengadilan di Belanda -khususnya
putusan Hogeraad (Mahkamah Apung Belanda)- atas permasalahan-permasalahan hukum
vang masih relevan dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui dan
mempelajari putusan-putusan Hogeraad diharapkan dapat memberikan sedikit perbandingan
bagaimana perkembangan penafsiran hukum di sana, cara kerja Hogeraad, struktur serta
sistem kekuasaan kehakiman di Belanda secara lebih dalam lagi dan lain sebagainya yang
mungkin dapat bermanfaar bagi pertkembangan hukum di lndonesia.

Banyak hal vang dapat kita gali apabila kita menipelajari putusan-putusan Hogeraad khususnya
maupun sistem hukum di Belanda secara lebih luas lagi, karena suka atau ridak suka dari
sana lah scjarah sistem hukum kita berasal. Tentu kita tidak bermaksud untuk meniru atao
mentransplantasi apa yang ada di Belanda begiru saja, namun mempelajari perkembangan
hukum khususnya putusan-putusan pengadilan khususnya Hogeraad tetap lah penting. Yang
menjadi permasalahan selama ini tenrunya adalah kendala bahasa. Putusan-putusan Hogeraad
walaupun relah tersedia secara online, namun tetap sulit untuk diakses oleh mayoritas penggiat
hukum, baik akademisi, praktisi hukum, maupun pemerhati hukum sudah sangat jarang vang
memliki kemampuan berbahasa Belanda —terlebih bahasa hukumnya.

Atas dasar 1tu LelP dengan dukungan dari Australian Aid yang dikelola oleh The Asia
Foundadon berinisiatif untuk menerjemahkan beberapa putusan Hogeraad yang memuar
permasalahan-permasalahan hukum yang masih relevan dengan Indonesia, baik putusan
dalam bidang Pidana mapun bidang Perdata. Program penerjamahan putusan Hogeraad ini



[§] Katm Pengantar

diterbitkan dalam 2 {dua) jilid, dimana dalam jilid 1 ini dikhususkan pada putusan-putusan
bidang Pidana, dan dalam jilid 2 dikhususkan pada putusan-putusan bidang Perdata. Masing-
masing jilid terdiri dan 7-10 bugh putusan yang terbagi dalam isu-isu hukum tertentu yang
kami pandang masih cukup relevan dengan permasalahan hukum vang ada di Indonesia serta
putusan-purusan tersebut di Belanda pun dipandang sebagai putusan-putusan yang penting,

Akhir kata, dengan diterbitkannya kumpulan terjemahan putusan Hogeraad terpilih ini
semoga dapat memperkaya wawasan hukum kira serta bermanfaat bagi pﬁ:rkemhangm ilmu
hukom di Indonesia.

LeIP

Jakarta, 30 Mei 2014
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Sekilas Tentang Hoge Raad

Pengantar

Serupa dengan Mahkamah Agung, Hoge Raad merupakan pengadilan tertinggd yang tugas
utamanya adalah memeriksa dan memurus permohonan kasasi, peninjauan kembali dan
sengketa kewenangan antar pengadilan, Namun sedikit berbeda dengan di Indonesia di
Belanda kewenangan Hoge Raad dalam perkara kasasi dan peninjauan kembali hanya dibatasi
pada 3 (tiga) jenis perkara saja, yaitu Pidana, Perdata dan Pajak. Selain itu walaupun secara
umum kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung serupa dengan Hoge Raad namun ter-
dapat perhedaan yang cukup besar antara keduanya, khususnya dalam proses memeriksa dan
mengadili perkara di antara kedua pengadilan tertinggi di kedua negara ini,

Salah satu perbeduan yang culkup signifikan antara Mahkamah Agung dengan Hoge Raad
adalah adanya suatu kantor ‘kejaksaan’ (parket) di dalam tubuh Hoge Raad vang memiliki
fungsi utama memberikan opini independen atas perkara-perkara yang masuk ke Hoge Raad
sebelum perkara tersebut diputus. Kantor ini dipimpin oleh seorang Procureur-Generaal dan
beranggotakan sejumlah Advocar-Generaal'. Kantor ini merupakan suatu bagian vang tak
terpisahkan dari Hoge Raad itu sendiri, namun baik Procureur-Generaal maupun para Advo-
cat —Generaal ini bukan lah hakim agung itu sendid.

Parket yang ada di Hoge Raad ini bukan lah suatu lembaga Kejaksaan dalam artian lembaga
penunturan sebapaimana halnya Kejaksaan Agung yang ada di Indonesia. Walaupun Parket
itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kantor kejaksaan, dan Procureur-Generaal (Pros-
ecutor/ Attorney General) artinya adalah Jaksa Agung, namun tidak dapat disamakan dengan
Kejaksaan Apung atau Jaksa Apung vang ada di Indonesia.? Seperti telah disinggung sebelum-
nya, lemhbaga ini pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk memberikan opini independen
kepada Hoge Raad (para hakim agung) aras perkara-perkara yang dimohonkan ke Hoge Raad,
baik Kasasi maupun Peninjavan Kembali, Opini independen yang disehur dengan Comslusie
(nota konklusi) kemudian akan menjadi bagian yang tak werpisahkan dar pumsan-putusan
kasasi dan peninjauan kembali tersebur.

Untuk memahami ‘kejaksaan” yang ada di Hoge Raad sebelumnya perlu terlebih dahulu men-
genal struktur Hoge Raad itu sendir,

! Procureur-Generaal pada dasarnya adalzh bagian dad Advoecat-Generasl it sendid. Procuruer-Gerneraal
adalah Advocat-Genersal vang dianglat menjadi ketua dan para Advocat-Genersal, Procuroer-Generasl memiliki
seorang wakil vaim Plaatsvervangend Procureur-Crenersal.

* Walaupun dalam beberapa bal Jaksa Agung di Inclonesia memilil beberapi kewenangan yang sams dengan
Procureur-Cieneraal pada Hoge Raad. Bagian ini akan dijelashkin lebih lanjor.
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Struktur Hoge Raad

Secara umum Hoge Raad terdidi dar 2 bagian ind, yaitu Pengadilan (Raad), dan “Kejaksaan’
(Parkefy dan 1 bagian penunjang atau Kesekretariatan (Bedrjfiroering) yang masing-masing
memiliki keruanya masing-masing.

Sebagai pengadilan, schagaimana halnya Mahkamah Agung di Indonesia, Hoge Raad terdin
dari para hakim agung vang diketuai oleh seorang Ketua (President). Para hakim agung ini
dibagi dalam 3 kelompok (kamar) yvaitu Kamar Pidana, Perdata dan Pajak.

Bagian lain dalam Hoge Raad yaitu ‘Kejaksaan’ (Parker bij de Hope Raad), sepert telah
diulas sebelumnya, diketuai oleh seorang Procureur-Generaal dan berangpotakan sejumlah
Advocar-Generaal. Sebagaimana halnya para hakim agung, Advocat-Generaal ini juga dibagi
dalam 3 kelompok (kamat) yaitu kamar Pidana, Perdata dan Pajak. Fungsi utama Procureur-
Generaal yang dibante oleh para Advocat-Generaal adalah memberikan opini independen
dalam perkara-perkara yang akan dipurus oleh para hakim agung. Selain iru terdapat beberapa
kewenangan lainnya, yaitu menerima keluhan atas para hakim, mengusulkan pemberhentian
hakim sccara tetap atau sementara teradap hakim vang dinilal tidak lagi cakap atau telah
melakukan pelangparan serius, mengajukan Kasasi Demi Kepenringan Hukum, dan menjadi
penuntut khusus dalam perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat tinggi vang
menurut hukum di Belanda harus diadili Tangsung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan
tingkat pertama dan rerakhir (forum privilegiatum)’,

Bagian ketiga, yairu Kesckrerariatan. Bagian ini bertanggung jawab untuk memberkan
dukungan administrasi kepada dua bagian sebelumnya yang merupakan bagian inti dari Hoge
Raad itu sendiri.

Proses Perkara di Hoge Raad

Keberadaan Procureur-General (dan Advocat-Generaal) pada Hogre Raad ini membava dam-
pak adanva perbedaan proses penyelesaian perkara antara Mahkamah Agung dan Hoge Raad,
rermasuk bagaimana format putusan antara keduanya. Jika pada Mahkamah Agung berkas
perkara -setelah melalui proses administrasi- langsung diserahkan kepada Majelis Hakim
yang ditenjuk untuk menangani perkara tersebut, di Hoge Raad seriap perkara vang masuk
ke Hoge Raad sebelum diserahkan pada Majelis Hakim diserahkan terlebih dabulu kepada
seorang advocat-generaal’ sesuai bidangryva masing-masing.

Setclah berkas diterima oleh procureor atau advocat-generaal, ia kemudian membuat opini
hukum atas permohonan kasasi atau PK. Opini hukum tersebut disebut dengan comalwie.

* i Indongsia peradilan khusus untuk pejabat ting Megam (forem prveligiatum) ini pernah dikenal pada
masa berlakunys UUD Sementara. Likat Pasal 106 UUDS (UL No. 7 Tahun 1950)

* Yang dimaksud advecate-generaal disini termasuk Procureur-generaal.
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Setelah itu berkas perkara beserta conclusie-nya diserahkan kepada Majelis Hakim yang akan
menangani perkara tersebut,

Selanjutnya setelah berkas dan conclusie dari advocat-generaal diterima Hoge Raad, keduanya
diserahkan pada majelis hakim yang dirunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Conclusic yang dibuat olch advocat-generaal ini sifatnya ddak mengikar, majelis hakim yang
kemudian menangani perkara tersebut bisa saja memiliki pendapat hukum yang berbeda,
sepert terlihat dalam pumsan Lindenbaum/Cohen dalam buku ini. Conclusie ini kemuodian
menjadi bagian dari putusan Hoge Raad itu sendin.

Satu hal yang menarik di Hoge Raad, setelah majelis memeriksa dan membuat pertimbangan
atas perkara vang ditanganinya, perkara tersebut tidak langsung diputus oleh majelis tersebut,
namun sebelumnyza harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat pleno dalam masing-masing
Kamar. Rapat Pleno Kamar ini dihadiri oleh seluruh hakim anggota kamar rersebut.

Dalam rapat yang diadakan seminggu sekali ini setiap anggota kamar dapat memberikan
pandangannya atas rancangan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebur.
Tujuan dari rapat pleno ini adalah untuk menjaga konsistensi dan kesatan pendapat hukum
dant Hoge Raad. Dari rapat ini sangat mungkin terjadi pertimbangan hukum yang dibuat
oleh majelis diubah kembali jika menurut mayoritas anggota kamar tersebut pertimbangan
tersebur kurang tepar atau tidak konsisren dengan pendapat Hoge Raad dalam perkara-
perkara serupa sehelumnya sehingga dapat menpurang! fungsi Hoge Raad dalam menjaga
kesatuan penerapan hukum.®

Rapat pleno tersebut juga merupakan rapat penpambilan keputusan. Artinya bahwa pada
prinsipnya perkara diputus dalam rapar terschut, jika terdapat perkara yang belum masih
diperdebatkan dalam rapat tersebur dan belum dapat diambil kesimpulan, perkara tersebut
akan dibahas kembali dalam rapat pleno selanjutnya.

S Ronzistens) di sind bukan berarn hahwa pandangan hukem Hoge Raad aras suam iso ndsk dapar berubah sama
sekali, namon Hoge Rasd amumnya baro zkan mervhah pandangan hukommya aeas suam isu setdaknya setelsh 5
tahun. Wawancars denpan Kema Hogeraad GIM Corstens tahun 2010,
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Sekilas Tentang Putusan Hoge Raad

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca putusan-putusan Hoge Raad dalam bulku ini
perlu dijelaskan sedikit mengenai susunan putusan Hoge Raad, mengingat dan segi format
terdapat cukup banyak perbedaan antara putusan Hope Raad dengan putusan Mahkamah
Agung, baik kasast maupun peninjauan kembali. Terlebih pada Hoge Raad seperti telah
dijelaskan dalam bagian sebelumnya terdapat satu lembaga vang tidak ada padananya di
Indonesia, yaitu Procureur-generaal pada Hoge Raad (Procureuer-generaal bij de Hogeraad)
vang berfungsi memberikan advisery gpinien kepada Hoge Raad dalam tap permohonan kasasi
dan peninjauan kembali yang masuk ke Hoge Raad.

Susunan dan Format Putusan

Secara umum putusan Hoge Raad terdiri dari dua bagian, yaitu putusan Hoge Raad itu sendiri,
yaltu putusan int, yaitu putusan vang dibuat oleh para hakim agung, dan Nota Konklusi
(comelusie), yaitu opini hukum yang dibuat oleh advocat-generaal. Keduanya bisa memiliki
pertimbangan dan kesimpulan yang berbeda, mengingat baik para hakim agung maupun
advocat-generaal sama-sama independen terhadap satu sama lain, Majelis Hakim Agung vang
memeriksa perkara dapar sependapat manpun tidak terhadap opini yang dibuat oleh advocat—
generaal.

Satu perbedaan yang mencolok antara format purusan Mahkamah Agung Rl dengan putusan
Hoge Raad adalah pada putusan Hoge Raad putusan disusun dalam penomoran-penomoran.
Pada bagian awal berisi identitas (para) terdakwa, selanjutnya informasi tentang putusan
pengadilan yang dimohonkan untuk di kasasi berikut amar putusan tersebur. Kemudian
informasi tentang siapa (para) pihak vang mengajukan permohonan kasast serta pokok
kesimpulan dari Nota Konklusi yang dibuat oleh Advocat-generaal. Bagian selanjutnya vaitu
pokok-pkok alasan kasasi dan (para) pemohon serta pendapat Hoge Raad atas alasan tersebut,
diikuti oleh kesimpulan hukum apakah alasan-alasan kasasi tersebut dikabulkan atau tidak,
dan amar putusannya.

Format putusan tersebut jach lebih ringkas daripada format putusan Mahkamah Agung RI,
dimana dalam format putusan Mahkamah Agung, baik kasasi maupun Peninjavan Kembali
isi dakwaan lenghkap dari surat dakwaan (untuk perkara pidana) dikutip sepenuhnya, schingga
umumnya porsi terbesar dari putusan Mahkamah Agung RT tidak terletak dari pertimbangan
hukum dari Mahkamah Agung ite sendid namun dakwaan itu sendin. Hal ini ridak terjadi
dalam putusan Hoge Raad, dalam putusanoya hanya disebuthan dokumen-dokumen terkait
(surar dakwaan, memori kasasi dll) cukup menjadi lampiran dari putusan tersebut.
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Amar Putusan

Perbedaan lainnya yang cukup mencolok antara purusan Mahkamah Agung RI dengan Hoge
Raad terletak pada bagian amarnya, khususnya jika putusan rtersebut akan mengabulkan
permohonan kasasi (dan PK). Jika Hoge Raad mengabulkan permohonan kasasi dad
pemohon, Hoge Raad tidak akan mengadili peckara itu sendin, misalnya menyatakan terdakwa
tetbukt bersalah dan menjatuhkan hukuman x. Namun Hoge Raad akan memerintahlan
pengadilan tinggi untuk memeriksa dan memutus kembali perkara rersebut berdasarkan
dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Hoge Raad tersebut.

Sebagai contoh, dalam putusan Nr. 11/05421 yang diputus tanggal 12 Marer 2013 yang lalu
dalam perkara ciuman lidah yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Leeuwarden, pertimban-
gan Pengadilan Tinggi vang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa mencium korban secara
paksa dengan memasukan lidah ke mulut korban {forced Freach Kire) terbukt sebagai perkosaan
dibatalkan oleh Hoge Raad, menurut Hoge Raad perbuatan tersebut belum lah memenuhi
unsur perkosaan. Hoge Raad kemudian tidak serta merta membebaskan atau melepaskan Ter-
dakwa, namun memerintahkan Pengadilan Tinggi tersebut untuk memeriksa kembali perkara
tersebut herdasarkan dakwaan subsidairaya, yaita Perbuatan Cabul, mengingat dalam tahap
judex facti sehelumnya dakwaan tersebut belum dibuktikan, dan wilayah pembuktian adalah
wilaya judex facti bukan kasasi yang merupakan judex juns.

Hal yang menarik lainnya, jika Hope Raad mengabulkan permohonan kasasi dan
memerintahkan Pengadilan Tingg untuk memeriksa dan memuts kembali suatu perkara, jika
Pengadilan Tinggi kemudian mengadili dan memurtus perkara tersebut, putusan pengadilan
tinggi yang kedua tersebut dapat kembali diajukan permohonan kasasi ke Hoge Raad.



BAB 1

PUTUSAN-PUTUSAN TERKAIT
KESENGAJAAN BERSYARAT

(DOLUS EVENTUALIS)
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1. Pengantar

Pada bagian ini, pertanyaan hukum yang dibahas adalah apakah dan sejauh mana, scorang
pengemudi yang mengakibatkan terjadinya sebuah ‘kecelakaan® fatal dapar dihukum dengan
delik pembunuhan. Seperti dapat diperhatikan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangannya (Pasal 287 5r.), untuk terpenuhinya delik pembunuhan, bagaimanapun juga,
dipersyaratkan adanva kesenpajaan.

Di Indonesia pertanyaan hukum ini juga kerap muncul. Dalam kasus kecelakaan “Metro
Mini Maut™ di kali Sunter yang terjadi pada tahun 1994, supir dan kondckeur Merro Mini
tersebut dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan akibat perbuatannya mengemudikan
Metro Mini dalam keadaan mabuk dan secara ugal-ugalan yang mengakibatkan kendarsannys
tersebut tercebur ke kali Sunter dan mengakibatkan 32 orang penumpangnya tewas. Dalam
kasus inl muncul perdebatan sejauh mana teori Kesengajaan Bersyarat (Dolus Eventualis) atas
dapat diterapkan, daparkah rerhadap peristiwa terscbur teon ini dapat diterapkan sehingpa
baik supir maupun kondektur Metro Mini tersebut dapat dijerar dengan pasal pembunuhan
(338 KUHP).

Dalam keduva putusan Hoge Raad yang dibahas di sini, bisa lata lihat bagaimana hakim
menguji, antara lain, terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut. Di samping mengenal unsur
kesengajaan ini, dalam kasus pertama terdapar juga pertanyaan hukum mengenai gant rugl,
sedangkan dalam kasus kedua pemohon juga mempermasalahkan keputusan yang diambil
hakim terkait kelalaian prosedural di situ. Namun, untuk memusatkan fokus perhadan kita,
kedua permasalahan hukum yang sebenarnya tak kalah menarik ini tidak akan dibahas lebih

lanyjut di sini.

Dalam kasus pertama (HR 15 Oktober 1996) vang terkenal di Belanda sebagai putusan
“Porsche”, salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Hope Raad adalah apakah pengemudi
Porsche yang telah mengonsumsi alkohol, melanggar batas kecepatan maksimum, menerobos
lampu lalu lintas, mengemudi dengan ugal-ugalan, serta kemudian mengakibatkan terjadinya
tabrakan frontal vanpg memarikan dengan mobil dari arah sebaliknya, juga dapar dianggap
telah ‘dengan sengaja” menyebabkan kematian korban yang meninggal dalam kecelakaan ima?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Hoge Raad pertama-tama menetapkan bahwa dalam
situasi seperti itu tak terutup kemungkinan adanya kesengajaan bersyarat. Dengan kata lain,
pengemudi dapat saja dianggap telah berbuat dengan sengaja, jika dia “secara sadar telah
menerima dan mengambil risiko terkait kemungkinan besar meninggalnya orang lain karcna
perbuatannya itu™ yang dapat dikerahui berdasarkan pernyataan terdakwa sendin, ataupun
keadaan-keadaan tertentu dalam kasusnya (perombangan hukum 5.3). Dalam kasus Porsche
maut ini, Hoge Raad menilai syarat-syarat untuk kesengajaan bersyarat tersebur — tanpa
adanya bukt atau pertimbangan tambahan — tidaklah terpenuhi. Perimbangannya, terdapat
keadaan khusus di dalam kasusnya, yaitu bahwa “terdakwa, karena tindakannya ita, juga telah
mengalami sendin suatu bahaya mematikan yang sangat mungkin terjadi” (pertimbangan
hukum 5.4). Berdasarkan penpgalaman secara umum, menurut Hoge Raad, “tidak mungkin
terdakwa juga telah mengambil risiko [...] yang akan mengakibatkan dia kehilanpan nyawanya
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sendiri” (pertimbangan hukum 5.4). Dalam kasus ini, dengan memperhatikan terjadinya
peristiwa kecelakaan tersebut, memang terdapat juga fakta yang menunjokkan bahwa terdakwa
beberapa kali mengurungkan niatnva untuk mendahului, sebelum melakukan manuver fatal
i

Dalam kasus kedua (HR 23 Januan 2001) yang juga dikenal sebagai putusan “Pembunuhan
Enkhuizer”, pertanyaan serupa kembali muncul. Dalam nota konklusinya dalam perkara
tersebut, AG bahkan menyebut secara eksplisit putusan *Porsche”, mengingatkan kembali
bahwa kesengajaan (bersvarat) bukan hanya dapat ditetapkan dari pernyataan terdakwa sendid
(subyekdf), namun juga keadaan-keadaan (obyektif) kasusnva (poin 4.1 Nota Konklusi).
Argumen pemohon vang didasarkan pada keadaan terdakwa vang tidak ingar lagi pada
peristiwa itu, tdak dinilai cukup beralasan untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak sengaja
melakukan perbuatannya. Menurut AG, seseorang yang mabuk berat dapat saja tak lagi
dapat mengingat apa yang diperbuatnya sebelumnya, tetapi “itu tidak menghapuskan bahwa
seseorang, sehelumnya, telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pada wakt dis
mabuk”™ (poin 4.1 Nota Konklusi}. AG juga menunjuk beberapa bukti lain yang menunjukkan
hahwa terdakwa, pada waktu, sebelum, dan sesudah kejadian rabrakan mengetahui risiko yang
dihadapinya ketika mengemudi dengan kecepatan tinggl, dengan memadamkan lampu, di
tempat vang pada wakeu itu ramai (poin 4.2 Nota Konklusi).

Hoge Raad, dalam kasus tersebut, pada akhirnya memutuskan dengan pertimbangan yang
sepertinya didasarkan pada pertimbangan di atas. Bagaimanapun juga, Hoge Raad menilai
“bahwa [...] tindakan menghantam para pengendara sepeda vang disebutkan di situ, fidak
lagi dapat diingatnya, atau dia [terdakwa, red.] hanya mengingat sebagiannya saja” bukan
merupakan alasan yang cukup untuk membantah penilaian Pengadilan Banding mengenai
adanya kesengajaan (bersyarat), berdasarkan bukd-bukti yang ada (pertimbangan hukum 3.4).
Dengan demilkian, permohonan kasasi terdakwa yang ditujukan untuk membantah penilaian
Pengadilan Banding tersebut dinyatakan gapal oleh Hoge Raad.

2. Dasar Hukum Belanda dan Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)
Dasar Hukum di Belanda
Pasal 287 Wetboek van Strafrecht (St.)

Barangstapa dengan sengaja merampas myawe orang lat, dipidana, Rarena bersalab atas pembunnban,
demgan pidana penjara paling lama lima belas tabin ataw denda Rategori kelima.

Pasal 36f, ayat 1, Sr.

I,  Kepada pibak yens dibakum dengan putusay pengadilan kareng weelokukan tuatu periniatan pidana,
alan Eepada pikak yang mendapatban penetapan hukum, dapat ditetapkan puls kewaiiban untuk
membayar sepumiah wang kepada negara wntnk kepentingan korban. Nepava langowng menyampatkan
Sfenumclah wang yang diterima kepada korbannya.

fis)
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Pasal 6 Wegenverkeerswet (WVW /Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya)

Setiap orang yang turut serfa menggunakan jalan dilarang berperilaksi, re-bingga karema kesalahannya
terjadi kecelakaan laln lintas yang mengakeibatikan meninggainya orang lain, atau dideritanya cedera badan

_yang parab oleh orang lain, ataw cedera badan sedemikian rupa yang menimbulkan penyakit ataw balanan
sementara baginya untuk melakukan kegiatan-kegiatan norms),

Pasal 175 WVW
1. Pelanpparan Pasal 6 dipidana dengan:

d.

Pidana penjara selama-lamanya figa tabun ataw denda kategori keempat, jika memyangkut
sebuab kecelakaan yang mengakibatban meningoalnya orang lain;

Pidana penjara selama-lamanya satu tabun dan enam bulan atas denda kategori keempat, fika
meenyangknt sebuab kevelakaan yang mengakibatkan dideritanya cedera badan oleh orang lain,

2. Jika kesalaban itw berupa kesembronoan, maka pelanggaran Pasal 6 dipidana dengan:

i,

()

Pidana penjara selama-lamanya enam fabun atax denda kategori kslima, jika menyangkut
Selwal kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;

Pidana penjara selama-lamanya tiga tahun ataw denda kategori Reempal, fika menyanghat sebuab
descelnkaan Yang mengakibatkan dideritanya cdera badan oleh orang Lain,

Pasal 35%a Wetboek van Strafvordering (Sv)

1. Pengadilan, jika termyata dalam pemeriksaan pendabuluan terdapat kelalaian-kelalaian prosedural
_yang tak lagi dapat diperbaiki, serta akibat-akibat bukumnya tidak ditentukan olel undang-wndang,
dapat menentukan babwa:

.

Beratnya bukaman, sesuai proporss lingkal keseriusan kelolaionnya, akan diringankan, fika
kerugian yang disebabkan kelalatan ite dapat dikompensasikan dengan cara ini,

Hasil-bail pemeriksaan yang diperoleh karena kelalatannya, Hdak boleh berkontribusi pada
pembukiian fakta yang didakwakan.

Kejaksaan dinyatakan tak dapat diterima, fika karena kelalatannya, tak munghin berlangtung
sHatn penanganan perkara yang memenihi asas-asas tata persidangan yang patnt.

2. Dalam meneraphkan ayat pertama, pengadilan mempertimbanghan ke-pentingan yang dilindungi oleb
Jperataran yang dilanggar, fingkat keseriusan Relalaian, dan kerugian yang ditimbalkannya.

3. Voniswya memust Keputusan-keputnsan yang direhutban pada ayat pertama. Viowis ini dilengkapi
denpan dasar-daiar alasan.

Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)

Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja mevampas nyawa orang lain, diancam Earena Pemrbunuban dengan pidana
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Penpara paling lama lima belas dabun,

Pasal 359 KUHP

Barang siapa karena kesalabannya (Bealpaannya) menyebalikan crang lain mati, diancam dengan pidana
Dengara paling lama ltma tabun ataw pidana Eurangen paiing lanta sats tabhun.

3. Terjemahan Putusan
3.1.NJ 1997, 199, HR No. 102826, 15-10-1996 (Putusan Prosche)

NJ 1997, 199

15 Oktober 1996

Mr. 102826

(Hermans, Keijzet, Bleichrodt, Schipper, Corstens;
Mota Konklusi; AG Meijers; Anotasic A.C. 't Hart)

Esensi

1. Kecelakaan dengan 5 korban jiwa; pembunuhan lalu lintas? Bukd yang tidak memadai
untuk kesengajaan bersvarat terkair kematian para korban: perilaku mengendara bukan
berarti termasuk mengambil risiko kematian diri sendiri.

2. Pemberlakuan secara bertahap Undang-Undang tanggal 23 Desember 1992, Stb. 1993,
29 (Undang-Undang Terwee) tidak bertentangan dengan Pasal 26 IVBP [Konvensi
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, red.], dengan memperdmbangkan juga adanya
kemungkinan untuk menuntut ganti rugl sepenuhnya melalui proses perdata.

Putusan

Putwsan dalam permohonan kasasi terhadap sebuah purusan Pengadilan Banding di
s-Hertogenbosch tanggal 29 Agustus 1995, dalam perkara pidana terhadap M.B,, di Tilburg,
vang pada saat putusan yang dimohonkan kasasi tersebut, ditahan di Rumah Tahanan ‘De
Leuvensepoort” di s-Hertogenbosch, adv. Mr. G. Spong di Den Haag.

Pengadilan Banding:

Pernyataan terbukti dan pengajuan bukd

£ e

4.1. Terhadap terdakwa telah dinyatakan terbukti:

‘Bahwa terdakwa pada tanggal 3 April 1994, di kota Heesch, dengan sengaja telah merampas
nyawa FH. Verkuijlen dan M.J. Verhveven dan H.J. Raaijmakers dan |.C. Verkuljlen dan
A LIM. Steenbergen, bagaimanapun juga, terdakwa ketika i dan di sana, dengan sebuah
kendaraan bermotor yang dia, terdakwa, kemudikan, di dalamnya terdapat Steenbergen itu,
dengan sengaja telah akan mengendara sepenuhnya di atas jalur bedawanan dengan yang
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diperuntukkan baginya, terdakws, ketika pada jalur tersebut terakhir ini terdapat sebuah
kendaaraan bermotor (Volvo) vang dikendarai dan juga berlawanan arah dengan dia, terdakwa,
di mana di dalamnya terdapat EH. Verkuijlen, M.]. Verhoeven, H.J. Raaijmakers, dan J.C.
Verkuijlen tersebut, serta sebuah kendaran bermotor (Audi) yang berjalan di belakangnya
dan juga berlawanan dengan dia, rerdakwa, hingga begitu dekat, schingga menyebabkan
dmbulnya tabrakan antara kendaraan bermotor yang dia, terdakwa, kemudikan ini, dan
kendaraan-kendaraan bermotor yang disebut terakhir tadi, dengan akibat EH. Verkuijlen dan
M.). Verhoeven dan H.J. Raaijmakers dan J.C. Verkuijlen dan A.J.J.M. Steenbergen meninggal

dunia’.

4.2. Pernyataan terbukri ini didasarkan pada alat-alat bukd berikut:
1. Sebuah berira acara berisi, ringkasnya, antara lain:
Sebagai laporan para pembuat berita acara, Scholten dan Greveling, disebutkan:

‘Pada tangpal 3 April 1994, sekitar pukul 19.55, kami ditugaskan oleh Pusar Pelaporan
Polisi Regional *s-Hertogenbosch ke jalan Nistelrodenseweg di kota Heesch. Kami
langsung menuju tempat tersebut. Di sana, kami melihat di hadapan kami pada jalur
sebelah kin — didatangi dari arah desa Heesch — sebuah mobil penumpang, bermerk
Porsche, berwarna abu-abu, berada melintang pada arah berkendaranya. Kami melihar di
kursi penumpangnya, jadi di bagian kanan dari mohil ini, menggantung seorang laki-laki
dengan kepala terjulur ke mulka.

Kami melihat kaki laki-laki tersebut berada di bawsh dasbor. Oleh saksi-saksi Nimwegen
dan Treffers, laki-laki ini, semasa hidupnya bernama A.J.JM. Steenbergen, ditarik keluar
dari mobil dengan mengpunakan kekuatan, karena kaki laki-laki ini terjepit di bawah
dashor,

Kami selanjutnya melihat ke arah diagonal dari Porsche tersebut, sebagian di bahu timur
jalan, terdapat sebuah mobil penumpang vang hancur rotal. Mobil itu bermerk Volvo,
berwarna merah, dpe 340. Di dalam mobil itu, kami melihat tubuh-tubuh dari empar
orang secara keseluruhan. Keempat otang tersebut, semasa hidupnva, diketahui bernama:

1. H.]. Raaijmakers;
2. EH. Verkuijlen;
3. J.C. Verkwijlen;
4. M.J. Verhoeven.

Kami melihat keempar korban tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan.

Berikutnya kami melihat di sebelah kanan Porsche yang melintang paca jalur sebelah
timur dari jalan Nistelrodenseweg di Heesh, terdapar sebuah mobil penumpang bermerk
Audi yang bagian depannya hancur roral,

Oleh dokter-dokter dari GG vang kemudian datang ke tempat kejadian, serta petugas
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koroner [pemeriksa jenazah, red.] kota, kelima korban tersebut diterapkan meninggal di
tempat,

Di tempat kejadian, kami diberitabu oleh para pihak di sekitar tempat i, bahwa
pengemudi Porsche telah kabur dengan berjalan kaki melalui sebuah tanah garapan di
pinggir jalan iru. Pengemudi mungkin relah terluka di lutur, kedua kaki, kedua lengan,
dan kepalanya.

Petugas-petugas polisi yang hadir pada pemerksasn-pemeriksasn konfrontasi dan
pemeriksaan-pemeriksaan lainnya di Rumah Sakit Sint Annaziekenhuis di Oss, pada
tanggal 3 April 1994 sekitar pukul 22.50, di sana melihat seorang laki-laki masuk ke
dalam, didampingi oleh saudara laki-laki dari korban Steenbetgen. Laki-laki ini
menderita berbagai luka di wajahnya dan sangar kesulitan menggerakkan lengan kirinya.
Mereka melihat kepala laki-laki itu dibungkus dengan lkain, Setelah ditanya, laki-lakd itu
memberitahukan bahwa dia telah berada di dalam sebuah Porsche yang rerlibat dalam
sebuah kecelakaan lalu lintas.

Laki-laki tersebut dianggap sebapal tersangka dan bernama:
B., Michiel, lahir pada tanggal (...) di Rotterdam.’

Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:
Sebagai laporan dari pembuat berita acara Van Doorn:

‘Pada hari Minggu, tangpal 3 April 1994, pada pukul 22,55, sava pertama kali berhubungan
langsung dengan terdakwa B., berujung pada ruduhan sebuah perbuatan vang bertentangan
dengan Pasal 36 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Saya mendapati nafas terdakwa
B. mengeluarkan bau yang menunjukkan penggunaan internal minuman mengandung
alkohol. Kemudian, saya menahan rterdakwa terkair dugaan pelanggaran Pasal 36, ayat
ketiga, Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Rava.

Sebagai laporan dari para pembuat berita acara: (dst.; red.)

Sebuah laporan dari Laboratorium Pengadilan dan Kementerian Kehakiman di
Rijswijk berisi, ringkasnya, antara lain:
*‘Penctapan kadar alkohol di dalam darah M.B. (...} dilakukan oleh dua otang petugas

aralis yang masing-masing bekerja secara mandini menurut metode ADH,

Hasil dari analisis tersebut, setelah dikurangi dengan koreksi yang ditentukan, berjumlah
0,72 mg alkohal per ml dasah.

(dst; red,)

Sebuah berita acara dari pemeriksaan saksi pada tanggal 15 September 1994 oleh
hakim pengawas berisi, ringkasnya, antara lain:

Sebagai pernyataan dari EJ.G.A.J. Fautoeboen:
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‘Pada tangpal 3 April 1994, sekitar pukul 19,40, saya mengendara sebagai pengemudi
sebuah mobil penumpang bermerk Seat berwarna merah, dari jalan Wijststraat menuju
ke jalan Nistelrodenseweg di Heesch. Di perempatan itw, saya telah melihat dengan baik
ke arah kiri dan, ketika berbelok ke jalan Nistelrodenseweg, sava tidzk melihat datangnya
sebuah Porsche. Sesaat sesudahnya, untuk pertama kalinya saya melihat ke kaca spion
dan, ketika itu, saya juga tidak melihat adanya sebuah Porsche. Ketika untuk kedua kalinya
saya melihat ke kaca spion saya, saya melihat Porsche itu telah berjalan begitu dekar di
belakang mobil saya. Porsche itu berada sangat dekat di belakang saya dan mengejutkan
saya. Menurur saya, tidak mungkin Porsche itu tiba-tiba telah harus mengerem karena
adanya mobil saya, justru karena ketika saya menengok untuk perrama kalinya ke kaca
spion saya, saya sama sckali belum melihat Porsche itu. Sejak saat saya melihat Porsche
tersebut untuk pertama kalinya, saya terus menerus mengawasinya. Porsche itu telah
berusaha 2-3 kali mendahului saya. Itu saya simpulkan dari fakta bahwa Porsche tersebut
2-3 kali bergerak cukup mendadak ke arah kiri, serta langsung kembali lag ke kanan.

Untuk sisanya, saya tetap betpegang sepenuhnva pada pernyataan-pernyataan vang telah
saya berikan pada tanggal 4 dan 17 April 1994 kepada polisi (him. 131 sampai dengan
134 dari berita acara polisi yang bernomor), yaitu:

‘Sementara itu, saya melihat ke arah depan dan melihat pada jalur dari arah sebaliknya
sebuah mobil berwarna gelap darang mendekatr. Di belakang mobil berwarna gelap i,
terdapat pula sebuah mobil berwarna terang. Saar percobaan mendahului keempart vang
dilakukan pengemudi Porsche, saya melihat dalam sekejap mobil berwarna gelap dan
arah berlawanan i mendekat. Dani kaca spion ki sava, saya melihat mobil berwarna
gelap it menabrak bagian depan Porsche. Saya melihar melalui kaca spion saya, bagian
belakang dari mobil berwarna gelap iru sepenuhnya ringsck. Schubungan dengan mobil
berwarna terang, saya hanya dapat mengatakan bahwa mobil iru menabrak bagian kanan
Porsche. Ini baru saya lihat ketika saya berhenti dan turun dar mobil. Kerika Porsche di
belakang saya tadi jalan, saya melihat dua orang duduk di dalam Porsche rersebut.

Ketika saya berjalan ke arah Porsche setelah rerjadinya tabrakan itu, saya melihat seorang
laki-laki bangkit dari kursi pengemudi. Sava melihat laki-laki iru berjalan terpincang-
pincang keluar dari mobil. Laki-laki itu memakai celana jeans biru dan berambut pendek
berwarna pirang gelap. Dia terjatub beberapa kali. Saya melihat laki-laki itu memasuki
scbuah ladang Di dalam Porsche-nva, saya lihat di kursi penumpang sebefah kanan
tergeletak seorang laki-laki. Laki-laki ini terbujur melintang pada pintu kanan.

Saya perkirakan sejak saat saya melihat Porsche itu untuk pertama kalinya pada kaca
spion saya, hingea bentoran tabrakan tersebu, terdapat jarak wakie 30-45 dedk!

Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:
Sebagai pernyataan G.H. de Wit kepada pembuat berita acara Scholten, disebutkan:

‘Pada tanggal 3 April 1994, menjclang pukul 20.00), sava mengendarai mobil saya,
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bermerk Audi, di jalan Nistelrodenseweg di Heesh, datang dari arah Nistelrode. Saya
mengendara di belakang sebuah mabil penumpang, bermerk Volvo, Kami mengendara
dengan kecepatan sekitar 70-T5 kilometer per jam. Saat itu ramai, terutama pada jalur
dari arah sebaliknya. Tiba-tiba, saya melihar Volvo di depan saya berbelok ke arah kanan.
Saya melewati Volvo itu dan seketika melihat sebuah mobil lain melintang di atas jalur
di depan saya. Meskipun telah menperem dengan kuat, dengan keceparan penuh saya
menabrak sisi kanan mobil itu — yang kemudian saya tahu itu sebuah Porsche, Setelah
mobil saya berhenti, saya turun dari mobil dan langsung berjalan ke sisi kanan dari
Porsche itu, Dari sisi kiri Porsche itu turun seorang laki-laki. Saya tahu pasd bahwa inilah
pengemnudi Porsche itu, Saya melihat di sisi kanan Porsche duduk seorang laki-laki. Ia
ternyata terjepit di situ. Pengemudi Porsche-nya melarikan dirl, Pengemudinya ternyata,
dari apa yang saya dengar, terluka di wajahnya. Meski begitu, laki-laki tersebur kabur
melalui ladang yang berada di pinggir jalan. Ini menyangkut seorang laki-laki tinggi kurus.”

Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:

Sebagai pernyataan M.M.T. Nievelstein kepada pembuat berita acara Greveling,
disebutkan:

‘Pada tanggal 3 Apnl 1994, sekitar pukul 19.45, saya mengendarai mobil saya sebagai
pengemudi pada jalur berkendara di jalan Nistelrodenseweg, berjalan ke arah Heesch.

Saya mengendarai mobil sava di belakang sebuah mobil penumpang berwarna abu-abu.
Saya melihat di depan mobil penumpang herwarna abu-abu, berjalan sebuah mobil
penuimpang berwarna merah. Saya melihat mobil-mobil ini mengurangi kecepatannya.
Kami berjalan dengan kecepatan kira-kira 60) kilometer per jam. Saya melihat sebuah
mobil sport di jalan yang sama berjalan dari arah sebaliknya menuju Nistelrode. Saya
melihat dalam seketika mobil sport ini dengan gerakan tak terduga tiba-tiba masuk ke
dalam jalur yang diperuntukkan bagi arus lalu lintas ke arah Heesch. Saya melihat mobil
sport ini masuk ke jalur itw, tepat di depan mobil merah vang berjalan di depan saya.

Selanjutnya, saya melihat mobil itn meluncur dan terseret dengan hidung ke arah langit.
Sesudah itu, saya melihat mobil merah in, dilibat dar arah sava mengemudi, berhenti
di bahu kanan jalan. Kemudian, mobil penumpang berwarna abu-abu vang berjalan di
depan saya, sava lihat menabrak mobil sport im.

Suami saya, tuan Oldenhof, saat itu duduk di sebelah kanan kursi depan penumpang dari
mobil yang saya kemudikan, langsung melompat turun dari mobil dan berlan ke arah
mobil merah. Saya juga turun untuk untuk melihat apakah sava dapat membantu. Tiba-
tiba, sava melihat seorang laki-laki muda berjalan di jalur sepeda sebelah kiri dar arah
saya mengemudi. Saya lihar laki-laki muda im terluka, Saya berlar ke arah mebil sport,
karena mobil itu terbakar, serta di dalamnya masih ada seseorang. Saya melihat pada
tempar penumpang di bagian kanan depan dar mobil sport i, duduk seorang laki-laki.
Saya, bersama-sama dengan suami sava dan orang-orang di sekitar situ, mencoba untuk
mengeluarkan laki-laki itu dari mobil sport tersebut. Usaha ini tidak berhastl, karena dia,
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dengran bagian kaki sepenuhnya, terjepit di antara bagian bawah dasbor dan kursi depan
kanan/pintu kanan. Saya tahu past bahwa di dalam mobil sport itn hanya terdapat dua

orang’
Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:
Sebagai pernyataan dari R, Oldenhof kepada pembuat berita acara Greveling, disebutkan:

‘Pada tanggal 3 April 1994, sekitar pukul 19.45, saya melewati jalur berkendara di jalan
Mistelrodenseweg ke arah Heesch. Ister saya mengemudikan mobil kami. Saya lihat di
depan kami berjalan sebuah Andi abu-abu. Selanjuraya, sava melihar sebuah Volvo merah
berjalan di depan Audi itu. Tiba-tiba, saya melihat sebuah Porsche berwarna perunggu
berjalan di atas jalan yang sama, namun datang dari arah berlawanan, melakukan sebuah
manuver mendacak ke arah kiri. Saya melihat Porsche ini masuk ke setengah bagian
jalur kami, tepat di depan Volvo yang berjalan di depan kami. Selanjurnya, saya melihac
Volvo merah itu meluncur dengan hidung ke arah langit dan sesudah itu terhenti di bahu
kanan jalan. Saya melonipat keluar dari mobil dan berlari ke tempat tabrakan. Pada waktu
itu, saya melihat seorang laki-laki muda keluar melarikan diri dari dalam Porsche-nva.
Saya berjalan mendekati Porsche itu, di mana di dalamnya masih terdapat seseorang.
Bersama seseorang lain, saya menarik keluar laki-laki itu dari Porsche-nya. Ternyara
itu ddak mudah, karena laki-laki tersebur duduk di kursi kanan depan, serta kaki dan
bagian bawah mwbubnya terjepit di anrara kursi depan kanan/pintu kanan dan bagian
bawah dasbor. Saya hanya melihar saru orang melarikan diri dari Porsche, seketika setelah
terjadinya tabrakan.

(dst.; red.)
Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:
Sebagai pernyataan FJR.C. Hoeks kepada pembuat berita acara Scholten, disebutkan:

‘Pada tanggal 3 April 1994, sekitar pukul 20,00, saya bersepeda dari desa Heesch ke
desa Nistelrode. Pada waktu itu, pada jalur berkendara di jalan Nistelrodenseweg saya
melihat sebuah Porsche berwarna abu-abu melewat saya dengan keceparan tinggi. Saya
lihat dia mendahului bermacam-macam mobil di depannya dengan cara yang sangat
berbahaya, Dia mendekati mobil-mobil vang berjalan di depannya hingga begitu rapat
dan dengan sebuah gerakan singkar kemudian melewatinya, serta kembali berbelok ke
kanan lagi. Pada persimpangan jalan Wijststraat, saya lihat dia mengambil jalur ke arah
kiri dan berlalu lurus terus. Dia berjalan lurus dan, ketika itu, mengikuti juga jalur yang
diperuntukkan bagi arus dari arah berlawanan ke arah kiri. Beberapa saat kemudian, saya
likat Porsche yang sama terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil.?

11. Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:

Sebagai pernyataan FHM. Klerkx kepada pembuat berita acara Scholten, disebutkan:

‘Pada ranggal 3 April 1994, sekitar pukul 19.50, saya mengendarai mobil saya dari arah
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Oss ke arah Nistelrode. Saya berhent untuk lampu lalu lintas pada perempatan di
Heesch, Ketika saya berhend, dari sisi kiri saya lewat sebuah Porsche dengan warna
terang, Mobil ini meninggalkan saya dengan kecepatan sangat tinggi dan berjalan dengan
kecepatan yang tak berkurang, menerobos lampu merah di perempatan dengan brual.
Saya melihat mobil itn berjalan lurus terus. Saya lihat dia mendzhului sebuah mobil yang
berjalan di depannya, sesudah melewar lampu lalu lintas di Hoogstraat itu. Untungnya
ini terjadi persis tanpa akibat buruk bagi pengendara dan arah sehaliknya. Porsche it
dapar kembali lagi ke kanan pada wakro yang tepat. Saya juga melihat mobil ito tidak
berhenti untuk lampu merah berikutnya dan terus berlalu dengan kecepatan yang tak
berkurang, Tak berapa lama kemudian, sava lihat lagi Porsche yang sebelumnya telah
lihat, terlibat dalam sebuah kecelakaan di jalan Nistelrodenseweg, Saya melihat Porsche
itu telah melintang di atas jalur jalan Nistelrodenseweg dan di seberang Porsche terdapat
sebuah Volvo yang hancur total. Di sebelah kanan Porsche, saya lihat juga sebuah mobil
ketiga yang hancur bagian depannya.’

Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:

Sebagai pernyataan T.C. van Loosbrock kepada pembuat berita acara Scholten,
disebutkan:

‘Pada tanggal 3 April 1994, beberapa menit sebelum jam delapan malam, saya bersepeda
bersama isteri saya melalui jalur berkendara Osseweg di Heesch. Pada wakeu iru, isteri saya
dan saya melihat sebuah mobil sport datang dar arah Oss, Sava melihat sebuah Porsche
berjalan dengan kecepatan yang sangar tinggi. Porsche it berjalan, sepengerahuan saya
di rempat kejadian, lebih cepat dari kecepatan B0 kilometer per jam yang diperbolehkan.
Tak lama setelah itu, saya lihat sebuah bencana besar, beberapa mobil saling bertabrakan,

Di situ terdapat pula mobil sport vang telah saya gambarkan sebelumnya)”

Sebuah berita acara, dibuat dan ditandatangani oleh |.]. van den Broek, pengawas
teknis pada Polisi Daerah Brabant Noord, secara ringkas berisi, antara lain:

Scbagai laporan dari pembuat berita acara Van den Brock, disebutkan:

Pada tanggal 3 Apnl 1994, sckitar pukul 20,15, sava telah melaksanakan scbuah
pemeriksaan teknis dan pelacakan jejak, terkait schuah tabrakan yang melibackan
tiga mobil peoumpang, yaima scbuah Porsche, sebuah Volvo, dan sebuah Audi, serta
menewaskan lima orang di Heesch di jalan Nistelrodenseweg,

o)

Dard pelacakan jejak di atas lapisan jalan Mistelrodenseweg, Porsche tersebut ternyara
berada sepenuhnya di sebelah kiri, di atas jalur yang diperuntukkan bagi arus dari arah
sebalikaya, ketka Volvo mendekat dari arah berlawanan. Bagian depan kiri Porsche i
menabrak bagian depan kiri Volvo. Sebapai akibat dan tabrakan ini, Porsche tersebur
berputar seperempat puraran ke kin dan melintang terhent di aras jalur berkendara yang
diperuntukkan bag arus dan arah schaliknva. Sedikit di belakang Volvo, rerdapar Audi



24

18.
19.

20.

4.2

Kesengajaan Bersyarat

yang berjalan ke arah yang sama dengan Volvo. Volvo itu terlempar sedemikian rupa dari
jalur dan, oleh karena itu, bagian depan Audi, meskipun sudah direm, menabrak bagian
kanan Porsche, ranpa Audi tersebut menyentuh Volvo-nya

(dst.; red.)
Sebuah berita acara berisi, ringkasnya, antara lain:

Sebagai pernyataan dari Michiel B. kepada para pembuat berita acara Greveling dan
Damen, disebutkan:

*Pada hari Senin tanggal 3 April 1994, sekitar pukul 17.00, saya mengendarai mobil saya
ke tempat teman saya Has Steenbergen di Nuland, Setelah itu, dengan mengendarai
Porsche-nya Has, kami berkendara bersama ke Lith dan di sebuah kafe di sana kami
minum tiga atau empat gelas bir. Selanjurnya, kami berkendara ke Oss dan di kafe “t
Vervolg’ di sana kami minum beberapa gelas bir. Setelah irau, kami pergi ke sebuah kafe
di jalan Berghemseweg di Oss, di mana kami minum beberapa gelas bir. Kemudian,
Has dan saya berkendara ke arah Nistelrode, Tiba-tiba, terjadilah tabrakan itu. Sesudah
tabrakan, saya beranjak keluar dari Porsche, Saya keluar dari pintu sebelah kiri, Sesudah
tabrakan, saya berjalan pergi dari tempat tabrakan i’

Sebuah berita acara pemeriksaan terdakwa oleh hakim pengawas Mr. GJ.
Roeterdink, tanggal 17 Agustus 1994, secara ringkas berisi, antara lain:

Sebagai pernyataan Michiel B.:

‘Dalam perjalanan menuju Nistelrode, berkendara dengan kecepatan sekitar 120 hingga
130 kilometer. Mungkin saja, di satu atau lebih perempatan, lampu merah diterobos.’

Kemudian, sehubungan dengan pernyataan terbuktinya, Pengadilan Banding
telah mempertimbangkan:

(-.)

Oleh penasehat hukum terdakwa, pendeknya, diajukan argumen bahwa pengemudi
Porsche tidak mempunyai kesengajaan, juga tidak dalam bentuk kesengajaan bersyarat,
untuk membunuh para korban,

Pengadilan Banding, oleh karena itu, mempertimbangkan hal berkut:

Dari alat-alat bukt vang ada, sesaat sebelum tabrakan Porsche it ternyata dikemudikan
dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah dua kali, manuver-manuver berbahaya
untuk mendahului dilakukan, dan sesaat sebelumnya, terdakwa telah meminum minuman
beralkohol.

Menurut penilaian Pengadilan Banding, dengan berkendara di jalan umum seperti i,
terdakwa, dengan menghendaki dan mengetahuni, telah menerima suatu kemungkinan
besar terampasnya nyawa para pengguna jalan yang lain, akibar perbuatannva tersebur,
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sehinpea kesengajaannya — dalam arti kesengajaan bersyarat — berkaitan dengan

pﬁra.mpasm nyawa flai B

Putusan Pengadilan Banding

Pengadilan Banding telah menguatkan pada tingkat banding — kecuali sehubungan dengan
hukuman yang dijacuhkan — sebuah putnsan dari Pengadilan Distrik di s-Hertogenbosch
manggal 22 Desember 1994, di mana rerdakwa telah dihukum karena ‘pembunuhan, dilakukan
berulangkali’. Pengadilan Banding, oleh karena itu, menghukum terdakwa dengan enam tahun

pidana penjara.

Dasar-dasar alasan kasasi;
Alasan Kasasi 1

Pelanpparan hukum dan/atau kelalaian prosedural, sehingga tdak dipenuhinya hal tersebut
mengakibatkan kebatalan, Khususnya Pasal 350, 359, dan 415 Sv, karena apa yang telah
dinyatakan terbukd, rak dapat disimpulkan dari alat-alat bukd yang ada. Terutama, pernyataan
terbukti atas kesengajaan pemohon, tak dapat bersumber dari siru. Pernyaraan rerbuktinya,
olch karcna itu, tidak disertal dengan dasar alasan sesuai yang dipersyaratkan oleh undang-
undang,

Penjelasan

1. Schubungan dengan unsur kesengajaan, Pengadilan Banding pada dasarnya mem-
pertimbangkan sebagai berilur: (dst,; lihat pada bagian Pengadilan Banding; red.

2. Dari pernyaraan terbuktinya, kasus ini ternyata menyangkut sebuah kecelakaan mohil
yang sangat serius, mengakibatkan meninggalnya lima orang, Sam dan korban tersebut
adalah penumpang mobil pemohon. ‘Pada kesengajaan bersyarat’, menurut H.S.R.,
‘bukan munculnya akibat yang menentukan untuk pertanyaan adanya kesengajaan atan
kesalahan, karena dalam kasus-kasus ini akibatnya muncul bersamaan, namun kondisi
psikologis dari pelaku pada saat tindakan itu dilakukan’. ‘Pada kesengajaan bersyarat,
unsur kehendak itu sepenuhnya ada; namun unsur pengetahuan merosot hingga hanya
berupa kesadaran atas kemungkinan dari sebuah akibat’. Bandingkan HSR., cetakan ke-
14, hlm. 205,

3. Putusan-putusan pengadilan telah menunjukkan banyak kasus, di mana tabrakan-tabrakan
seperti ini ditantut berdasarkan Pasal 36 WVW (lama) [Undang-Undang Lalu Lintas
Jalan Raya, red.]. Bandingkan Pasal 6 WVW (baru), Berdasarkan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan yang disebutkan ini. pembuat undang-undang hendak
memasukkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas fatal, juga jika terdapat kesalahan berat
vang disadari, ke dalam jangkauan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Selanjutnya,
batas antara kesalahan (berat) vang disadan dan kesengajaan bersyarat itu sangat dpis.
Sehubungan dengan hal ini, bagaimanapun juga, dari sudut pandang politik hukum perlu
dicerman, poroyataan penerapan Pasal 287 St pada siruasi-situasi seperd inl, memuruskan
hubungan dengan masa lalu dan dengan maksud dar pembuat undang-undang lalu lintas
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dan jalan raya.

4. Diterimanya kesengajaan bersyarat, khususnya terkait unsur kehendak dalam tragedi
kecelakaan seperti ini, buruk hubungannva dengan kehendak untuk tetap hidup dari
terdakwa terkait, Dari sudut pandang penalaran ini, bagi pembelaan dan bagi pemohon,
terkait pertanyaan apakah terdapar kesengajaan bersyarat dan terutama unsur kehendak
di dalamnva, seharusnya tdak begitu menentukan, perilaku mengendara seperti apa yang
dirunjukkan seraaf sebelus terjadinya tabrakan, namun lebih pada perilaku seperti apa yang
dirunjukkan sewaktu c.q. pada saar terjadinya tabrakan atau langsung sebelum kejadian
.

5. Dua kali menerobos lampu merah, berdasarkan alat-alat bukt yang ada, terjadi kurang
lebih 70 menst sebelum kecelakaan faral, sehingga berada terlalu jauh unrok dapat diangpap
sebagai faktor bukti dari penenruan kehendaknya.

6. Jupa tak dapat dimengerti bahwa Pengadilan Bandinpg telah mengangpap pengpunaan
alkohol dapat mendasari kesengajaannya. Berdasarkan alat-alat bukt yvang ada, ini
menyangkut kadar alkohol dalam darah sebesar 0,72 mg/ml. Dengan demikian, kasus
ini hanya menyangkut satu dari kasus-kasus ringan mengendara di bawah pengaruh
alkohol yang menurut Pedoman ranggal 7 Desember 1994, Sterr. 1994, 250, bahkan
dapat diselesaikan melalui transaksi dengan polisi, sehingga menegaskan bahwa adanya
kemungkinan yang membahavakan keamanan berlalulintas itu dapat dianggap minimal.
Dalam pedoman tersebut, terkait hal ini, dikatakan juga bahwa berdasarkan penelitan, di
atas batas 570 mg/liter (1,3 0/00), kemungkinan untuk rerjadinya kecelakaan lalu lintas
terlihat naik secara drastis. Berdasarkan hal ini, kadar alkohol dalam darah sebagaimana
disebutkan tadi, berat untuk dapat disebut sebagai dasar kesengajaan pemohon. Tedkait
hal tersebut, kasus IR NJ 1971, 31 (Flaarlemre rechfery layak untuk diingat kembali. Buknd
mengendara dengan ceroboh pada tingkat yang serius, terdapat di dalam perkara i, di
mana terdakwa telah mengendara dengan kecepatan 4 km per jam di tempat kejadian,
tidak melihat pengendara motor dengan baik, serta pada saar terjadinya kecelakaan
memiliki kadar alkohol dalam darah sebesar 0,5 mg/ml, mengeluarkan bau minuman keras,
dan terkesan kusur. Berdasarkan hal ira, menurur Dewan Anda, rak dapar disimpulkan
bahwa dalam keadaan-keadaan tersebur (mobil dengan ban vang licin, permukaan jalan
licin} tercdakwa relah menpendara dengan ceroboh pada tngkat vang serius. Pada tahun
1971, dengan demilian, kadar alkohol dalam darah vang terlalu dnggl tdak mendasan
suaru &esalahan, sedangkan pada rabun 1995 hal semacam ito akan mendasari &esengajaan.
Ini sangat anch. Berdasarkan apa vang telah disampaikan sebelumnya, maka putusan
Pengradilan Banding tak dapat dimengertl, sepanjang kadar alkohol dalam darah pemohon
vang rendah dapat diangpap mendasari adanya kesengajaan.

(-r)

Alasan Kasasi IV
Pelanggaran hukum dan/atau kelalaian prosedural, sehingga ndak dipenuhinya hal rersebur
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mengakibatkan kebatalan. Khususnya Pasal | Gw [Undang-Undang Dasar, red], Pasal 26
Konvensi Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Polink (IVBP) telah dilanggar, karena
Pengadilan Banding, bertentangan dengan asas persamaan, tclah menganggap dapat
dikabulkannya tuntutan pihak yang dirugikan, anak-anak Verkuijlen, untuk sejumlah uvang
senilai f. 18.036,50, dengan mengambil alih alasan-alasan hakim di tngkar pertama. Purusan
Pengadilan Banding, sepanjang terkait hal terschut, tak dapat dipertahankan.

Penjelasan

1.

Dengan Undang-Undang tanggal 23 Desember 1992, Stb. 1993, 29, posisi hukum korban,
dulu di dalam undang-undang dinamakan “pthak vang dihina’ (penamaan yang bagi pelaku
— yanp merasa terhina oleh aksi para korban — pernah mengakibatkan kebingungan),
telah menjadi lebih baik. Sebagaimana biasa, peraturan perundang-undangan di negen
kita dinamakan pada nama perancangnya, Undang-Undang ini, bagaimanapun juga,
disebut dengan penamaan UL -Terwee.

Pemberlakvan undang-undang tersebut, ringkasnya, mengakibatkan perubahan-
perubahan berikut ini.

a. Pihak yang dihina, sejak saat i, disebut sebagai: pihak yang dirugikan (Bagian 111A,

Buku 1, 5v), Dia dapat mengajukan runtutannya tidak saja di dalam persidangan,
namun juga sebelumnya, melalui apa vang dinamakan formulir penyerraan, salah saru
contohnya ditetapkan oleh menter (Pasal 51b Sv); kehadiran pihak yang dirugikan
dalam persidangan tak lagi dipersyaratkan. Besarnya runtutan tak lagi dibatasi, batas-
batas lama sebesar £ 600 (hakim kanton) dan £ 1500 (pengadilan) tak lagi berlaku.
Pihak yang dirupikan dapat memecah tuntutannya ke dalam sebuah bagian yang dapat
dibuktikan dengan sederhana — yang disertakan dalam proses pidananya, serta bagian
lainnya vang, jika dikehendaki, dapat diajukannya kepada hakim perdata (Pasal 51a,
ayat 3, Sw). Hal rerakhir ini berhubungan dengan kewenangan — yang jika diperlukan
digunakan berdasarkan jabatan — dari hakim pidana, untuk menyatakan pihak vang
dirugikan sebagian atau sepenuhnya tak dapar diterima, apabila tuntutannys odak
bersifat begitu sederhana, sehingga dapat ditangani dalam persidangan pidananya
(Pasal 361, ayar 3, Sv). Pihak yang dirugikan mendapatkan haknya sendiri unruk
mengajukan permohonan banding terhadap penolakan atas tuntutannya, jika
terdakwa, maupun jaksa, tidak mengajukan banding (Pasal 421 Sv.).

. Terdapat schuah sanksi baru yang diberlakukan, yartu apa yang disebut sebagai

tindakan ganti rug (Pasal 36F Sr). Sebelumnya, Komisi Terwee telah mengusulkan
untuk tidak menjadikan ini sebagai sebuah tdndakan, tetapi sebagai sebuah hukuman.
Pembuar undang-undang telah memilih unmk mengaturnya sebagai tindakan,
karena gand rugi pada dasarnya menyangkut pemuliban keadsan sesuai hukum,
schingga pelaku telah diwajibkan dengan dasar vang lain, serta tidak sama sifatnya
dengan suatu hukuman yang menvangkut penambahan penderitaan kepada pelaku,
karena perbuatan atau kesalahannya. Sebuah hukuman harus dihubungkan dengan



28

3.

Kesengajaan Bersyarat

tingkat keseriusan faktanya, dapat dipersalahkannya perbuatan itu, serta kemampuan
terdakwa menanggungnya, sedangkan tindakan dijatuhkan, dengan syarat pelakunya
secara perdata bertanggungjawab atas kerugian itu, sehingga besarnya tndakan
ditentukan oleh besarnya kerugian (yang diterapkan dengan kriteria dalam hukum
perdata). Tindakan panti rugi mengandung art, terdakwa diwajibkan untuk membayar
sejumlah nilai tertentu kepada negara, untuk kepentingan korban. Negara mengambil
alih tagihan, sehingga pihak vang dirugikan tak perlo mengurusnya sendiri. Negara
memberikan jumlah yang diterimanya langsung kepada korban (Pasal 36f, ayat 1, St.).
Dengan tidak dipenuhinya kewajiban ini, hakim harus menetapkan pidana kurungan
penganti — Pasal 24¢ beraku mutatis mutandis — dengan pengertian penerapan
kurungan pengganti tidak menghapuskan kewajiban untuk membayar (Pasal 36t, ayat
6); jadi, kata ‘pengganti’ itn menyesatkan.

Di dalam Pasal 14¢ Sr., diatur kemungkinan adanya sebuah syarar khusus baru yang
dapat dihubungkan dengan suatu hukuman bersyarat: penyetoran sejumlah vang vang
ditetapkan oleh hakim dalam dana kerugian akibat kejahatan-kejahatan kekerasan,
atau untuk kepentingan suatu lembaga yang bertujuan untuk membela kepentingan
para korban tindak pidana. Berdasarkan sejarah pembentukan undang-undangnya,
di sini dibayangkan situasi-situasi sepert dalam kasus delik asusila, ketika korban tak
butuh adanya pemulihan kerugian, atau dalam hal tak dapat ditunjuk adanya seorang
korban secara individual.

Hingpa tanggal 1 Aprl 1995, berlaks secars berfabap undang-undang sebagaimana
ditentukan di dalam Pasal VIII ayat kedua. Ketentuan itu berbunyi:

‘Dengan keputusan Kerajaan dapat ditentukan bahwa undang-undang ini, atau
pasal-pasal tertentu, hanya berlaku di distrik-distrik yang ditunjuk dengan keputusan
Kerajaan itu. Kecuali dicabut lebih awal, petunjuk ini gugur dua tahun setelah jangka
waktu vang dimaksud pada ayat pertama’.

Kemudian, dengan SK  Kerajaan ditunjuklah  distik ‘s-Hertogenbosch  dan
Dordrecht.

Selanjuenya, pada Pasal IX dari undang-undang yang discbutkan tadi, dimuat sebuah
ketentuan peralihan vang, sepanjang relevan, berbunyi:

‘Pasal-pasal | sampai dengan V1 dari undang-undang ind tidak berlaku unmuk tindak-
tndak pidana yang diperbuat sebelum masa bedakunya.'

Ketentuan tersebut, dalam hal ini relevan, karena menurut putusan tetap pengadilan
secata umum (dalam hal tak ada ketentuan peralihan yang menyimpang). Ketka terjadi
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cara memurtus, ini juga
masalahnya di sini, hakim harus menerapkan undang-undang, seperti undang-undang
yang berlaku pada saat dinnya mengambil tindakan.

Dari sejarah lahirnya undang-undang terkait, khususnya dari saran Dewan Negara,
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ternyata Dewan tidak cukup antusias dengan pemberlakuan bertahap undang-undang
tersebut. Terkair hal ini, saran ira berisi:

‘Dewan berpendapat, pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan baru hukum acara
pidana, harus diberlakukan untuk seluruh wilayah negeri dalam waktu bersamaan.”
‘Hanya pada siruasi-siruasi luar biasa, hal itu dapat disimpang;.

‘Dewan tidak yakin bahwa sekarang terdapat situasi seperu it

Bandinghkan TK 1991-1192, Berkas Pembahasan Parlemen 21.345 D

Walaupun Dewan Negara udak secara langsung menunjukkan perlawanan terhadap
sebuah pemberlakuan bertahap, timbul pertanyaan, apakah pemberlakuan semacam
itu, sesuai dengan Pasal 1 UUD, sepanjang memuat babwa semua orang yang berada di
Belanda, diperlakukan sama dalam kasus-kasus yang sama, dan juga, asas persamaan vang
ditegaskan di dalam Pasal 26 [VBP.

Pertanyaan itu akan harus dijawab dengan tidak, karena pemberlaknan ber-tabap vang
dimaksudkan iru mengakibatkan mercka yang diadil: di distrik 's-Hertogenhosch dan di
distrik Dordrecht, selama dua tahun, dalam proses pidananya tunduk pada ketentuan-
ketentuan lain tentang pengabulan tuntutan pihak yang dirugikan, selain dari yang
berlaku bagi mercka yang senasib di distrik-distrik lainnya. Ketentuan yang dimuat dalam
Pasal 1 UUD dan Pasal 26 IVBP, bagaimanapun juga, menjamin para pelaku kejahatan
di 's-Hertogenbosch dan Dordrecht diperlakukan secara sama, sebagaimana terjadi di
luar distrik-distrik tersebut, dalam art, proses mereka tunduk pada, dan divji dengan,
undang-undang yang sama.

Tak dapat dibantah hahwa hasil akhir dan penggantan dalam perinde itu mungkin saja
akan sama, karena pihak vang dirugikan, bagaimanapun juga, dapat menuntut kerugian
melalui jalur perdata, namun — dan itu dulu juga sebuah alasan penting untuk RUU-
nya - prosedur semacam itu memperambat dapat dieksekusinya tuntutan. Dapat
diasumsikan sebagal suatu fakm vang telah diketahui umum, bahwa keterdambatan
eksekusi dar sejumlah uang vang besar pada umumnya, dengan berbagai alasan seringkali
dinila: menpuntungkan oleh pihak yang dijatuhi hukuman, Sepanjang sepert itn, maka
mereka yang diadili di dua distrik imo selama masa pemberlakuan bertahap, nasibnya
lebih buruk dari pihak-pihak yang dihukum di distrik-diserik lainnva. Selain apa yang
telah disebutkan tadi, sehubungan dengan hal ini masih dapar diajukan juga keadaan
lain, yaitu bahwa dalam undanp-undang vang baru terdapat pengajuan bukti yang
disederhanakan dan dalam menjatubkan hukuman tindakan gano rugl, sebuah sanksi
c.g. ‘penalty’ — sebagaimana dimaksud Pasal 7 Konvensi Eropa untuk Perindungan
Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Fundamental (EVREM) dan Pasal
15 TVBP — berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36f ayat 6 Sr. yang menyatakan Pasal 24¢
Sr. berlaku mutatis mutandis, hakim wajib menjatuhkan “kurungan pengpgant’ dalam hal
pembayaran atau pand rugi ddak dilunasi. Dengan demikian, secara umum, dampak dard
undang-undanglah vang mengakibatkan posisi terdakwa menjadi lebih lemah dan posisi
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kotban menjadi lebih kuat.

B. Berdasarkan apa vang telah disebutkan di atas, maka pemberlakuan bertahap dapat
dianggap bertentangan dengan asas persamaan. Ini mengakibatkan, juga dengan
memperhatikan ketentuan peralihan tadi, Pengadilan Banding sudah semestinya menguji
pengabulan tuntutan dengan ketentuan-ketentuan  perundang-undangan yang lama
mengenai hal ini, sehingga munrutan itu hanya akan dapat dikabulkan hingga £ 1500,
Undang-Undang tersebut, bagaimanapun juga, tidak berlaku unruk tindak-tindzk pidana
yang dipérbuat sebelum masa berakunya; masa berdaku tersebut, dengan menghapus
keberlakuan pengaturan pemberlakuan bertahap seperti dipertahankan di simi, harus
ditetapkan pada tanggal 1 April 1995,

Hoge Raad
5. Pertimbangan aras alasan kasasi pertama
5.1~

5.1.1. Perkara ini menyangkut sebuah kejadian di mana, menurut apa vang rerkandung
di dalam alat-alat bukt yang ada, terdakwa, sesudah mengkonsumsi minuman
beralkohol, telah mengendarai sebuah mobil penumpang bermerk Porsche
dengan sangat berbahaya, serta telah menyebabkan sebuah kecelakaan lalu lintas
vang mengakibatkan meninggalnya lima orang, yaim empat orang vang berada di
dalam mobil vang ditabrak Porsche itu dan seorang penumpang Porsche. Hanya
terdakwa saja vang bertahan hidup dalam kecelakaan tersebut. Alasan kasasi
digjukan wntuk melawan penilaian Pengadilan Banding bahwa terdakwa telah
dengan sengaja merampas nyata lima orang ini.

5.1.2. D1 dalam alat-alat bukt yang ada, terdapat ketetapan Pengadilan Banding bahwa
terdakwa mengendarai Porsche-nya pada sebuah jalan dengan dua jalur dan
tidak berhenti pada dua kali lampu merah, dan telah mendahului beberapa kali
mohil-mobil di depannya, dengan sebuah gerakan melewati yang pendek, dan
sesudahnya, karena adanya maobil dari arah sebalikaya, kembali masuk ke kanan
dalam waktu yang sempit, dan selanjutnya, sesaat sebelum tabrakan terjadi, dia
berusaha mendahului sebuah mobil di depannya, dengan cukup tiba-tiba bergerak
ke kiri dan langsung kembali ke kanan. Pada usaha mendahului yang keempat,
dengan Porsche yang dikemudikannya, secara frontal dia hantam sebuah maobil
vang datang dari arah berlawanan.

5.2, Seseorang vang karena kesalahannya dapat dianggap bertanggungjawab atas meninggalaya
orang lain pada peristiwa tabrakan dengan kendaran bermotor yang dikemudikannya,
berdasarkan Pasal 36 WVW yang berlaku ketika perbuaran vang dinyarakan terbukd
dilakukan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Jika pihak
yang bersalah berada di bawah pengarub suatu zat, seperti misalnya alkohaol, sehingea
dia harus tak dapat dianggap mampu untuk mengemudi dengan baik, atau jika berlaku
salah satu keadaan yang dapat memperberat hukuman sebagaimana disebut di dalam ayat
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ketiga Pasal 36 WVW, maka pidana penjara maksimal vang dapat dijatuhkan menjadi tiga
tahun. Jika, berdasarkan jumiah korbannya, fakta itu ternvata dilakukan berulangkali,
maka jumlah maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan, berdasarkan Pasal 57
Sr., menjadi empat tahun. Menurut Pasal 6 jo. 175 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan
Raya 1994 yang sckarang telah berlaku, berlaku hukuman maksimum yang sama. Perlu
ditambahkan, bahwa pemerintah — dengan memperhatikan pertanyaan apakah dengan
hukuman maksimum itu, dalam kasus-kasus paling serius dengan kesembronoan dan
mengakibatkan kematian, juga dimungkinkan dijatuhkannya hukuman yang memadai
— mempertimbangkan untuk mengajukan rancangan undang-undang dengan tujuan
menaikkan hukuman maksimum tersebut,

Mungkin saja terjadi, sehubungan dengan seorang terdakwa yang berkendara dengan
sangat berbahaya dan menvebabkan sebuah kecelakaan dengan akibat kematan,
maka harus dapat diterima bahwa dia telah merampas nyawa para korban kecelakaan
itu dengan sengaja, schingga berlaku Pasal 287 Sr, di mana diatur ancaman hukuman
pidana penjara maksimal lima belas tahun. Kasus seperti itu terjadi, jika terdakwa telah
mengarahkan perbuatannya, dengan menghendaki dan mengetahui, pada kematian para
korban itu. Selanjutnya, kejadian seperti it dapat terjadi, jika memang harus diterima
bahwa terdakwa, dengan menghendaki dan mengetahui, telah menerima kemungkinan
besar para pengpuna jalan yang lain kehilangan nyawa mereka, akibat perbuatan terdakwa
tersebut, dalam arti dia = kebalikan dard memperhitungkan bahwa karena satu dan
lain hal, itu akan berjalan baik — secara sadar telah menerima dan mengambil risiko
terkait kemungkinan besar meninggalnya orang lain karena perbuatannya itu. Bahwa
terdakwa secara sadar telah menerima dan mengambil risiko terkait kemungkinan besar
meninggalnya orang lain karena perbuarannya itu — dalam hal ini dikatakan adanya suatu
kesengajaan bersyarat — dapar diterima, selain berdasarkan pernyataan terdakwa, juga
berdasarkan keadaan-keadaan khusus dari kasusnya,

. Dalam kasus-kasus seperti yang terjadi dalam perkara ini, ditandai dengan alac-alar bukti

yang mendesak pada diambilnya kesimpulan bahwa terdakwa, karena tindakannya itu,
juga telsh mengalami sendiri suatu bahaya mematikan yang sangat mungkin terjadi,
di dalam penilaiannya, hakim juga harus memperhadkan bahwa — kecuali terdapat
petunjuk-petunjuk sehaliknya — berdasarkan pengalaman, tidak mungkin terdakwa juga
telah mengambil risiko kemungkinan besar terjadinya tabrakan frontal denpgan sebuah
mobil dari arah berlawanan yang akan mengakibatkan dia kehilangan nyawanya sendiri.

3.5, Dengan memperhatikan apa vang telah dipertimbangkan di atas, serta mencermat bokt-

bukti yang menunjukkan terdakwa telah mengurungkan manuver mendshulol yang
ingin dilakukannya berulangkali — sepertinya untuk menghindar terjadinya tabrakan
— sebelumn melakukan manuver mendahului fatal yang dimaksudkan dalam pernyataan
terbuktinya. Hal ini menunjukkan bahwa, setidak-tidaknya dalam bayangan dan menurut
apa yang diharapkan terdakwa, manuver yang dimaksud terakhir itu mungkin tidak akan
mengakibatkan tabrakan, sehingga, dengan demikian, pertanyaan terbukt, khususnya
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sepanjang dapat diterima bahwa kesengajaan terdakwa ditajukan pada kematian para
korban, membutuhkan dasar alasan lebih lanjur lagl.

Alasan kasasi tersebut, dengan demikian, telah diajukan dengan tepat.

Pertimbangan atas alasan kasasi keempat

Dasar alasan kasasi memuat pengaduan bahwa Pengadilan Banding seharusnya tak boleh
mengabulkan tuntutan pihak yang dirugikan hingga scjumlah uang sebesar £ 18.036,50,
karena keberlakuan bertahap Undang-Undang tanggal 23 Desember 1992, Sth. 1993, 29,
tentang perbaikan posisi para korban tindak pidana, berlaku di distrik Dordrecht dan
distrik ‘s-Hertogenbosch pada tanggal 1 April 1993 dan di distrik-distrik lainnya pada
tanggal 1 Aprdl 1995, bertentangan dengan asas persamaan vang tercantum di dalam
Pasal 1 UUD dan Pazal 26 TVBR

Sepanjang dalam alasan kasasinya digjukan pengaduan berdasarkan asas persamaan
hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 UUD, pengaduan itu mengingkari
bahwa penilaian konstitusionalitas undang-undang, ber-dasarkan Pasal 120 UUD, bukan
merupakan kewenangan hakim.

Pasal 26 IVBP berizi:

‘All persons are equal before the law and are entided without any discrimination to the
equal protection of the law: In this respect the law shall prohibit any discrimination and
guarantee to all persons equal and effectve protection against discrimination on any
ground such as race, colour, sex, language, religion, politcal or other opinion, national
or social origin, property, birth or other status.’

[Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak aras perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang
diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan cfektif bagi semua
orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa,
agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran
atau status lain, red.]

Undang-Undang yang disebutkan pada angka 6.1 memuar, sepanjang relevan di sini,
sebuah perubahan pengaturan terkait penyertaan pihak yang dirugikan, sehubungan
dengan munmrannya dalam proses pidana. Perubahan it berisi, antara lain, penghapusan
batas-batas jumlah yang dapat dikabulkan hakim terkait tuntutan pihak yang dirugikan,
serta pihak yang dirugikan itu hanya dapat diterima tuntutannya, jika tunmutannya bersifat
sederhana. Selanjuinya, terdapat kemungkinan untuk memecah tuntutan pihak yang
dirugikan ke dalam bagian yang bersifat sederhana dan bagian lain vang tidak sederhana
— yang dapat dituntut melalui hakim perdata. Terakhit, Undang-Undang memuat, antara
lain, beberapa ketentuan vang bersifat prosedural menyangkut orang-orang vang dapar
menyertakan diri sebagai pihak yang dirugikan di dalam suaru proses pidana, jangka
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waktu dan cara penyertaan, hak untuk mempelajar berkas-herkas perkara, dan bukti dari
kerugian vang diderita terkait penggantian yang dituntut,

Dengan memperhatikan juga adanya kemungkinan bagi korban untuk menuntut ganti rugi
sepenuhnya melalui sebuah prosedur perdata, tak dapat dimengerti bahwa keberlakuan
bertahap dari undang-undang tersebur, menghasilkan sebuah pelanggaran terhadap
terdalewa berdasarkan Pasal 26 IVBP. Keadaan yang diajukan di dalam penjelasan pada
alasan kasasinya, bahwa pihak-pihak vang dijatuhi hukuman akan menilai keterlambatan
eksekusi itu menguntungkan mereka, sama sekali tidak mengubah hal im.

Alasan kasasi, dengan demikian, tidaklah berdasar.

Kesimpulan

Apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, mengakibatkan putusan yang dimohonkan
kasasi tak dapat dipertahankan, alasan-alasan kasasi lainnya tak pertlu dibahas dan harus
diputus sebagai berikut.

Putusan

Hoge Raad:

Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi dan merujukkan perkaranya ke Pengadilan
Banding Arnhem, agar diadili dan diputus kembali di tingkat banding,

Mota Eonklusi
AG Mr. Meijers

Penuntutan dan pengadilan kejahatan-kejahatan lalu lintas, ditandai dengan perilaku
mengendara yang luar biasa sembrono dengan akibar-akibat serius, tanpa keberatan
dogmatis dengan disingkirkannya dasar kesalahan [culpal, dapar didasari dengan
kesengajaan [opzet]. Ini terjadi juga di dalam putusan-putusan pengadilan (antara lain
Pengadilan Utrecht, VR 1993, 6; HR DD 92.266 (= VR 1993, 4); Pengadilan Banding
Den Bosch 12 April 1995, di mana terdapat nota konklusi AG Fokkens pada tanggal
5 Maret 1996 (vang mengarah pada penolakan) terkait perkara nr. 102.1584). Keadaan-
keadaan fakrualnya akan menenrukan pilihan antara kesalahan dan kesengajaan. Karena,
menurat WH.A. Jonkers pada tinjavannya di dalam Serarus Tihun Wethoek van
Strafrecht (hlm. 236): ‘kesengajaan dan kesalahan (pada intinya) ditemui di dalam subyek
yang bertindak, bukd langsung untuk hal tersebut selalu menimbulkan masalah’. Jonkers
melanjutkan: ‘Bukrinya — dengan perkecualian adanya pengakuan sendiri, oleh karena i,
selalu disimpulkan dan kondisi-kondisi yang terlihat, di mana orang, bagaimanapun juga,
akan ‘tertolong” dengan konstruksi kesengajaan bersyarat’.'! Bandingkan HSR. Cetakan
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ke-12, hlm. 192, dengan rujukan pada nota konklusi AD Loeff untuk HR VR 1957, 51;
BJ.HM. Brouns, Kesengajaan di dalam Wetboek van Strafrecht (disertasi RUG 1988),
him. 249-263.

Peristiwa luar biasa menyedihkan yang berhubungan dengan putusan yang dimohonkan
kasasi, ditandai dengan keadaan-keadaan berikut ini. Pada tanggal 3 April 1994, sekitar
pukul delapan kurang seperempat malam, pemohon sebagai pengemudi sebuah Prosche
di jalan provinsi vang ramai dengan kendaraan, dengan sesckali mengambil jalur dari
arah berlawanan, dengan melakukan pelanggaran berat terhadap kecepatan maksimum
80 km/jam yang diperbolehkan, beberapa kali melakukan manuver mendahului yang
berbahava, Pada aksi mendahului terakhir, pada jalur yang tdak ditujukan untuknya,
pemohon menabrak mobil dard arah sebalikaya, Di sim empat penumpang dari mobil
dari arah berlawanan rersebut menemui ajalnya. Juga scorang penumpang di dalam mobil
pemohon, telah meninggal di tempat. Pemohon scbelumnya mengonsumsi minuman
keras dan sebelum manuver mendahului yang fatal itu, pemohon sampai dua kali
mengabaikan lampu merah, dan odak mengambil jalur yang diperuntukkan baginya.

Kejaksaan di ‘s-Hertogenbosch telah mendakwakan primer pembunuhan kepada pemohon.
Pengadilan Banding, dengan menguatkan putusan Pengadilan sepanjang berhubungan
dengan apa yang dinyatakan terbukd dalam dakwaan primernya, menghukum pemochon
karena pembunahan. Pengadilan Banding menjatuhkan hukuman, sebagaimana tuntutan
P-G pada Pengadilan Banding, pidana penjara selama enam rahun (dan schubungan
dengan mnruran dar pihak-pihak vang dirugikan, mengambil alih kepurusan-kepurmsan
Pengadilan).

Dasar-dasar alasan vang diajukan

4.

Mr. Spong mengzjukan permasalahan vang muncul di sini (dan di sebuah kasus sepert
ini} dalam alasan kasasi perfama-oya: dapatkah kesengajaan yang didakwakan, dalam
bentuk kesengajaan bersyarar, disimpulkan dan alac-alat bukn yang digunskan oleh
hakim? Alasan kasasi tidak berkairan, jika saya melihatnyva dengan tepat, secara expressis
verbis [tegas, red] dengan pernyaraan umum bahwa sistemadka hukum lalu lintas akan
menutup tuntutan, pengadilan, dan penghukuman untuk delik kesengajaan ‘commune’
[biasa, red.] dari pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan berar. Namun,
dalam penjelasan alasan kasasi itu (pada angka 3), muncul pendapat bahwa pemberlakuan
Pasal 287 Sr. dalam sebuah kasus seperti ini *memutuskan hubungan dengan masa
laly’. Pendapat ini pada kenyataannya telah usang; ini juga tidak didukung oleh maksud
pembuat undang-undang lalu lintas; lihat data-data pada catatan kaki 1.

Pengadilan Banding, berdasarkan keadaan-keadazan yang relah diterapkannya (kecepatan
Porsche itu dikendarai, diterobosnya lampu merah beberapa kali, manuver-manuver
mendahului berbahaya vang dilakukan, pengabaian pembagian jalur, penggunaan
minuman keras) menganggap  kesengajaan  bersyaratnyas  terbuktd.  Alasan  kasasi
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menyanggah keparutan penalaran yang digunakan dalam pembuktian oleh Pengadilan
Banding, antara lain, dengan pendapat bahwa bukan perilaku mengendara sebelum
tabrakan, namun perilaku mengendara sewaktu tabrakan imlah yang seharusnya
menentukan dalam penetepan kesengajaan bersyarat (penjelasan, angka 4). Selanjutnya,
alasan kasasi juga menganggap tak dapat dimengerti (penjelasan, angka 6) bahwa
Pengadilan Banding menganpggap ‘kadar alkohol yang rendah’ juga dapat dijadikan alasan
untuk bukti kesengajaan.

Untuk memulainya dari poin terakhir ini: a. Ini menyangkut suatu kerumitan dan
perbuatan-perbuatan yang serius dan berbahaya (rujukan di dalam berkas termlisnya
pada HR NJ 1971, 31 (Haarlemse rechrer), bagaimanapun juga, tidak to the point); b.
Berdasarkan bukt 19 tedihat bahwa pemohon, sesudah pukul 17.00, telah meminum
‘tige atau empat gelas bir' di satu kafe, serra *beberapa bir” di kafe vang lain. Bukd 2
memuat laporan pemeriksaan darah yang dilakukan empat-setengah-jam sesudahnya,
paks 0015 hari berikutnya. Setidak-tidaknya, apa yang dapat dikatakan berdasarkan hal
tersebut, ukuran yang ditetapkan melalu pemeriksaan darah sebesar 0,72 mg/ml (buka
3}, oleh karenanya, memberikan gambaran yang tak akurat. Penpadilan Banding telah
menganggap dengan tepat bahwa fakra di dalam pertimbangan bukd terpisah, pada him,
12 putusannya, di mana pemohon sesaat sebelumnya telah mengonsumsi (cukup banyak)
minimum beralkohol, dapat dijadikan alasan untuk pembuktian kesengajaan. Bagian ini
dari alasan kasasi tersebut tdak berdasar.

Bagian pertama (hanya perilaku mengemudi 4s#ks dan bukan sebefum tabrakan yang
relevan) juga tidak sulit untuk dibantah. Gambaran menpemudi dard pemohon
ditentukan oleh keadaan-keadaannya, scbagaimana disebutkan Pengadilan Banding
Keadaan-keadaan itu saling berhubungan. Keadaan-keadaan tersebut membongkar
mentalitas sinis dan kejam dengan mengambil risiko akibat-akibat serius, sepert vang
dapat diperkirakan terjadi pada suatu jalan yang ramai. Mentalitas yang terlihat dari
perilaku berlalu lintas pemohon sebagaimana telah ditetapkan, boleh (saya akan bilang:
harus) dalam hukum pidana, terutama dari pertimbangan-pertimbangan sosial, berkaitan
dengan represi dan juga pencegahan — baik khusus, maupun umum — diterjemahkan
sebagrai kesengrajaan, baik dalam bentuk *bersyarat’, ataupun tidak, Bandingkan A A.G,
Peters di dalam Kesengajaan dan kesalahan dalam hukom pidana (1966), him. 114. Alasan
kasasi, secara sia-sta, melawan penilaian faktual Pengadilan Banding vang scpenuhnya
dapat dimengerti, berdasarkan keadaan-keadaan vang telah ditetapkan, schingga bagian
ini juga gapgal. Alasan kasasi tersebur, pada dua bagiannya, tidaklah berdasar.

()

Alasan kasasi keempat memuat pengaduan bahwa Pengadilan Banding seharusnya
menguji pengabulin wntutan pihak yang ditugikan, terhadap ketentuan perundang-
undangan lama terkait hal tersebut dan bukan pada ketenwan perundang-undanpan
sebagaimana kedlka fakea vang dinyatakan terbukd terjadi — sehubungan denpan
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pemberlakuan bertahap — berlaku — antara lain — di distrik 's-Hertogenbosch.

Pasal VIII dari Undang-Undang tanggal 23 Desember 1992 (Sth. 1993/29) yang memuar
ketentuan yang saat ini berlaku, mengenai — antara lain — pihak yang dirugikan, berbunyi:

1.

Pasal-pasal undang-undang ini berlaku menurut wakmu yang ditentukan dengan
keputusan kerajaan, sehingga dapat berbeda-beda untuk pasal-pasal yang berbeda-
beda.

Dengan keputusan Kerajaan dapat ditentukan bahwa undang-undang ini atau pasal-
pasal tertentunya hanya berlakn di distrik-distrik yang ditunjuk dengan keputusan
Kerajaan iru. Kecuali dicabur lebih awal, petunjuk ini gugur dua tahun setelah jangka
waktu vang dimaksud pada ayar pertama.’

Dengan SK Kerajaan tanggal 27 Januari 1993 (Sth. 1993/71), ditentukan bahwa undang-
undang tersebut mulai tanggal 1 Apnl 1993 berlaku di distrik s-Hertogenbosch dan
distrik Dordrecht.

Dewan Negara, pada penjelasan alisan kasasinya, memberikan beberapa komentar
mengenai keberlakuan bertahap. Sava kutip dad sarannya pada tanggal 9 Juli 1991 (TK
21 345, D)

*{...) Sebagai argumen mendukung pemberlakuan bertahap dan rancangan undang-
undang yang dimaksod, dikatakan bahwa kelompok kerja vang mempersiapkan
keberlakuannya, telah mengusulkan untuk memberlakukan undang-undangnya di
beberapa distrik, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai
konsekuensi-konsekuensi kebijakan dan praktis dan undang-undang ini.

Dewan berpendapat, pada prnsipnya, ketentuan-ketentuan baru hukum acara
pidana harus diberlakukan untuk seluruh wilayah negen dalam wakwu bersamaan,
Hanya pada sitaasi-situasi luar biasa, hal tersebut dapat disimpangi. Dewan tidak
vakin bahwa sekarang terdapat situasi sepert im,

Rancangan tersebut, bagaimanapun juga, dapat dipertimbangkan kembali pada poin
ini, atau setidak-tidaknya dilengkapi dengan dasar alasan yang lebih meyvakinkan.
Dalam hal yang rerakhir imn, dapat diberikan indikasi terkait distrik-distrik yang
mana, scrta bagian-bagian mana dad undang-undang, sesudah keberdakuannya,
akan dinyatakan dengan keputusan kerajaan. Selanjutnya, dapat diperjelas, apa vang
akan terjadi, jika dalam periode dua tahun, konsekuensi-konsekuensi dari rancangan
undang-undang tersebut tidak seperti yang diharapkan.’

Di dalam penjelasan pada nota kedus perobahan, menteri kehakiman ketika it
memberikan dasar alasan berikur (TK 21 345, nr. 10):

‘Komisi yang mempersiapkan keberlakuan undang-undang ini, telah mengusulkan
untuk memberlakukan undang-undang ini di beberapa distrik rerlebih dahulu,
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sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran konsekuensi-konsekuensi
kebijakan dan praktis dari undang-undang ini. Praktk pembetlakuan saat ini,
bagaimanapun juga, baik secara de iure, maupun secara de facto, berbeda dan
tujuan rancangan undang-undang tersebut pada bagian-bagian pentngnya. Akan
dirinjau lagi, apa yang diharapkan dari para pihak vang terlibat, khususnya organisasi
pembela kepentingan korban, polisi, jaksa, dan [lembaga] reclarsering [pengembalian
narapidana ke tengah masyarakat, red.). Kerjasama yang baik antara organisasi-
organisasi ini, merupakan sebuah syarat keberhasilan rancangan undang-undang
tersebut. Terjalinnya hubungan kerjasama semacam ini, membuotuhkan tindakan-
tindakan organisatoris, serta kesepahaman mengenai substansi. Berdasarkan uji coba
ini, akan dapat dilihat bagaimana kerjasama ini dapat dioptimalkan, schingga jika
diperlukan, sebelum undang-undang diberlakukan secara nasional, dapat diambil
tindakan-tindakan sementara, Dalam hal ini, perlu ditambahkan, bahwa sebuah
persiapan yang baik dari prakuk pelaksanaannya juga pentng bagi korban, sehingga
keuka diberlakukan secara nasional, penguatan posisi korban yang menjadi tujuan
rancangan undang-undang tersebur juga dapar diwujudkan secara nyata di dalam
praktiknya. Untuk itu, dipertmbangkan penggunaan distrik s5-Hertogenbosch dan
distrik Dordrecht sebagai distrik-distrik percobaan. Di distrik-distrik ini, undang-
undang akan berlaku sepenuhnya’

Dari jalannya pembahasan di parlemen selanjutnya, ternyata pemberlakuan secara
bertahap justru dipandang sebagai nilai lebih untuk mendapatkan pengalaman dan,
jika diperlukan, ia dapat terdebih dahulu diterapkan sebelum undang-undang berlaku

sepenuhnya secara nasional,

Alasan kasasinya didasarkan pada pendapat bahwa pemberlakuan bertahap dar
peraturan-peraturan baru mengenai pihak vang dirugikan, akan bertentangan dengan
asas persamaan hukom, antara lain, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 UUD dan
Pasal 26 IVBR

Sepanjang alasan kasasinya langsung ditujukan pada asas persamaan hukum dan pada
Pasal 1 UUD, alasan itu mengingkari bahwa Pasal 120 UUD melarang hakim unruk
menguyi apakah undang-undang telah sesuai dengan UUD atau dengan asas-asas hukum
fundamental (bandingkan HR DD 93,421 dan 95.177).

Penerapan Pasal 26 TVBP jugz tidak akan mungkin berhasil. Dan sejarah pembentukan
peraturannya, ternyata dasar alasan untuk pembetlakuan bertahap hanya terbatas pada
harapan untuk dapat menguji peraturan baru di dalam praktiknya. Tak dapat dipahami,
bahwa dengan begitu, kemudian, terjadi diskriminasi menurut Pasal 26 1VBP Terkait hal
int, perlu ditambahkan pula bahwa peraturan baru tidak mengakibatkan pemohon harus
menanggung pertanggungjawaban perdata dengan lebih mudah atau dalam jumlah yang
lebih besar, jika dibandingkan dengan peraturan lamanya. Bahwa keterlambatan eksekusi
— yang akan dapat timbul akibar lahirnya peraturan baru tersebut, sehingga menyehahkan
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pihak yang dijauhi hukuman akan lebih diuntungkan, tidak dapat saya pahami, katena
mengulur-ulur prosedur dalam waktu vang lama, justru seringkali dapat mengakibatkan
semakin besarnya nilai pertanggungjawaban, sehubungan dengan bunga undang-undang
vang harus dibayar (lihat Pasal 6:119 BW),

Bahwa di dalam peraturan yang baru juga disebutkan adanya kemungkinan dijatuhkannya
tindakan untuk pembayaran ganti rugi tidaklah relevan di sini, karena tindakan semacam
itu tidak dijatuhkan dalam perkara teckait,

Alasan kasasi gagal.

Saya menyimpulkan untuk menolak permohonan.

Anotasi
A.C. 't Hart

Pentingnya perkara ini terutama terletak pada pembartasan kesengajaan bersyarat dar
kesalahan vang disadari, sebuah topik dengan masih sedikit kesepahaman di dalam doktrin.
Kasus ini menyangkut sebuah kecelakaan lalu lintas serius, Sebagai pengemudi, terdakwa
mengendara scbuah Porsche di sebuah jalan provinsi yang ramai, dengan kecepatan
jauh di atas kecepatan maksimum. Sebelumnya, dia telah mengonsumsi alkohol. Dalam
perjalanannya, dia telah menerobos lampu merah dua kali dan sebelumnya juga telah
beberapa kali melakukan manuver mendahului yang berbahaya.

Pada akhirnya, ketka sedang mendahului, pada setengah jalur jalan lain yang ddak
diperuntukkan baginya, dia berrabrakan dengan mobil dari arah sebaliknya. Dalam
tabrakan itu, terdapat lima korban jiwa. Oleh karena i, tidak sebagaimana biasanya, dia
tidlak hanva dimnmt berdasarkan Pasal 36 WVW (lama) c.g. Pasal 6 WVYW 1994, namun
primernya karena membunuh (Pasal 287 Sz).

Untuk tuntutan kepada para setan jalanan yang menyebabkan cedera badan atau kematan
pada orang lain, karena penganiayaan berar (Pasal 302 Sr.) arau karena pembunuhan (Pasal
287 5c), diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi. Diskusi mengenai kemunghkinan
dan diharapkannya ketentuan-ketentuan tersebut, dikobarkan pada tahun 1994, ketika
seorang pengendara motor di Vlissingen, dengan kecepatan sekitar 150 km per jam,
ketika hanya diperbolebhkan 50 km per jam (setidaknya menurut berita-berira di media,
lihat VR 1995, hlm. 204-206), menabrak mati seorang anak perempuan berusia mjuh
tahun dan hanya dituntut berdasarkan Pasal 36 WWVW (lama), serta bukan primer
herdasarkan pembunuhan. Lihat, misalnya, komentar yang sangat kritis: Pemgantar dogmatis
haiknen pidana wniwk parket Zeewws, oleh “Woordkramer”, VR 1995, him. 172; lihat juga
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P.H.5. van Rest di dalam Algemeen Politieblad 1996, 9, hlm, 20-21. Keberatan dari otang
tua ex. Pasal 12 Sv terdampar di Pengadilan Banding Den Haag dengan pernyataan
tidak dapat diterima, karena tidak terdapar situasi di mana tidak dituntut atau penuntutan
tidak dilanjutkan. Setelah disjukannya permohonan kasasi demi kepentingan undang-
undang, HR memutuskan bahwa juga merupakan tugas Pengadilan Banding, terkait
pemidanaanaya, untuk memutus menurut undang-undang yang mana penuntutan
semestinya harus diajukan. Lihat HR 25 Juni 1996, N] 1996, 714, dengan anotasi Schalken
— yang juga sangat kritis pada tindakan Kejaksaan dalam perkara ini. Namun, itu semua,
tidak menghilangkan penuntutan untuk delik-delik biasa pastt muncul, seperti dicarat
oleh AG Meijers di dalam nota konklusinya. Lihar, misalnya, sehubungan dengan Pasal
302 Sr., HR 10 Maret 1992, VR 1993, 4.

Di dalam perrimbangan-perimbangan Pengadilan Banding mengenai kesengajaan,
diperimbangkan sejumlah perbuatan terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan:
penggunaan minuman beralkohol, kecepatan tinggi, dua kali menerobos lampu merah,
dan manuver-manuver mendahului yang membahayakan. Di dalam alasan kasasi pertama,
hal ini dibantah dengan pernyataan, bahwa bukan perilaku mengendara sesaat sebelum
terjaclinya tabrakan seharusnya menentukan, tetapi perilaku mengendara sewakty atau
ketika kecelakaan terjadi, atau langsung sebelum it. Namun, sebagaimana AG Meijers,
HR menganggap perbuatan-perbuaran yang disebutkan olch Pengadilan Banding it
juga merupakan keadaan-keadaan luar biasa suaru kasus, yang boleh dipertimbangkan
dalam pembuktian kesengajaan. Di dalam hukum pidana lalu lintas, jelas bahwa perilaku
mengendara semestinya tidak ditetapkan secara statis menurut hasil akhirnya, namun
harus diikuti secara sinematik di dalam evolusinya. Dengan demikian, seorang pengendara
mmnbil baleh mengasumsikan bahwa seorang penyeberang jalan akan menyeberang dengan
benar, serta pengguna jalan lain yang harus memberikan prioritas juga akan bertindak
dengan benar, sehingga ia akan menyelaraskan perilaku mengendaranya dengan keadaan
tersebut. Baru ketika scharusnya telah jelas baginya bahwa penyeberang jalan itu mabuk
atau pengguna jalan lain tidak akan memberikan prioritas, maka dia harus menyesuaikan
perilakunya sendiri. Di dalam kejadian yang kemudian mengakibatkan tabrakan, tidak
hanya harus dilihat pada tahap akhirnya, namun penilaian mengena: perilaku mengendara
dari penpemudi mobilnya juga haros dihubungkan denpan pertanvaan apakah dia,
dalam beberapa tahapan terpisah dari perkembangan situasi lalu lintas, terus menerus
melakukan pertimbangan yang sah antara muntutan kelancaran dan tuntutan keamanan.
Lihat Hukunz Pidana dan Kebjjakan, Leuven/Zwolle, 1983, him. 312-315. Cara serupa
digunakan di dalam kasus terkait, ketika unruk penilaian mengenai kesengajaan dilihat
dari makna sosial dan lingkup perbuatan-perbuatan terdakwa, dengan melihar adanya
kesan rerkair penlaku mengendara selama jangka waktu cukup lama, serta tidak hanya
dilihat dari bagian akhir ketika kecelakaan fatal itu terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan hukum HR, sehubungan dengan alasan kasasi pertama,
pertama-tama memuat sebuah ringkasan pendek dari reori dominan mengenai
kesengajaan. Dalam kasus Pasal 287 Sr. yang menyangkur uraian delik materiil kesengajaan,
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kesengajaan harus (juga) ditujukan pada akibat yang dittmbulkan. Kesengajaan itu dapat
muncul dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama, kasus di mana terdakwa telah
mengarahkan perbuatannya, dengan menghendaki dan mengetahui, pada kematian para
kotbannva. Kesengajaan ini diringkas HR sebagai kesadaran pasti, kesadaran keharusan
[munculnya konsekuensi tertentu, red ], atau kesadaran akan sangat mungkinnya suatu hal
terjadi. Yang kedua, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan akan rerjadinya sesuatu,
atau kesengajaan bersyarat (kesengajaan [menerima] kemungkinan, dolus eventualis):
terdakwa menghendaki dan mengetahui untuk menerima suatu kemungkinan besar para
pengguna jalan yang lain akan terampas nyawanya akibat perbuatannya, dalam arn dia
dengan sadar menerima kemungkinan besar orang lain akan terampas nyawanya akibat
tindakannya dan mengambil risiko itu. Karena perkara ini menyangkut kesengajaan
bersyarat, maka, pertanyaannya, bagaimana ini dapat dibedakan dan kesalaban sadar.

Untuk kesengajaan bersyarat, pertama-tama, dituntut suatu unsur pengetahuan: pelaku
harus telah sadar akan kemungkinan munculnya akibat tersebut, Jadi, seharusnya dia sadar
atau sewajarnya dapat memahami sendiri akan pengabaian-kesalahannya, tidaklah cukup.
Lihat juga nota konklusi dari AG Fokkens untuk HR 8 Juli 1992, NJ 1993, 13. Kemudian,
untuk kesengajaan bersyarat berlaku jupa syarar [adanya] kehendak: pelaku harus telah
menerima kemungkinan itu dengan menghendaki dan mengetahui, membiarkannya, serta
mengambil risiko terjadinya kemungkinan tersebut. Hanya kesadaran akan kemungkinan
(jadi syarar pengetahuan) tidaklah cukup. Lihat juga PJLH.M. Brouns, Kesemgajaan dan
kesalghan df dalam kitab wndang-nndang buksm pidana, Arnhem 1988, hilm. 225; HR 12
Maret 1957, NJ 1957, 386, dengan anotasi WP; HR 6 Februan 1996, DD 1996, 199,
Pada kesalahan sadar, terdapar syarat pengerahuan, dalam bentuk yang lebih nngan dan
menginsyafi kemungkinan akan akibar itu, seperti pada kesengajaan bersyarat, namun
tanpa adanya unsur kehendak.

Dengan penerimaan kesengajaan bersyarat di dalam putusan-putusan pengadilan dan
doktrin, secara terus menerus timbul ancaman, seperti istilah Remmelink, ‘perkara-
perkara culpa [kesalahan, red.) terlindas roda kesengajaan’. Lihat Hazewinkel-Suringa/
Remmelink, Cerakan ke-15, him. 208. Pembedaan yang digambarkan sccara umum di
atas, karena desakan konstruksi-konstruksi kesengajaan, harus terus menerus digunakan
dan dipertajam. Sehubungan dengan unsur pengetahuan, penting diperhatkan apakah
digunakan rumusan luas ‘menghendaki dan mengetahul untuk menerima suatu
kemungkinan yang pembayangannya sama sekali mk dapat diabaikan’, sepertt misalnya
di dalam Putusan-Cicero, HR 9 November 1954, NJ 1955, 55, atau bentuk yang hampir
sama luasnya ‘menghendaki dan mengetahui untk menerima suam kemungkinan yang
sama sckali tak terbayangkan’, seperti di dalam HR 26 Juni 1962, K] 1963, 10, dengan
anotasi WP dan baru-baru ini di dalam HR 1 November 1994, NJ 1995, 200, dengan
anotasi C, araupun kriteria lebih sempit: ‘kemungkinan besar’ — di mana terdakwa harus
menerimanya secara sadar dan mengambil risiko itu. Libat kritik Pompe atas rumusan
luas dalam anotasinya pada HR 12 Maret 1957, NJ 1957, 386, dan HR N] 1963, 10, dan
dalam semangat yang sama Corstens dalam anotasinya pada HR NJ 1995, 200, Dalam
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putusan terkair, kriteria yang lebih sempit juga kembali digunakan.

Selain itu, di sini juga terdapat perranyaan apakah betul orang menganggap mengetahui,
jadi syarat pengerahuan, scbagai inti dari kesengajaan. Mengenai berbagai macam
teori kesengajaan, lihat Brouns, ibid., hlm. 14, dst. Untuk fokus perhatian pada aspek
mengetahui, bhat W, Nieboer, Mengetahui dan menghendati (orasi Tilburg), Arnhem 1978;
G.AM. Strifards, Aspek-asped kekbilafan di dalam huksom pidana, Arnhem 1983, him. 76,
dst.; W H. Vellinga, Kesalaban dalars refleksi, Arnhem 1982, him. 79. Justru karena unsr
mengetahui pada kesengajaan bersyarar dan kesalahan sadar itu sama, dalam visi terakhir
ini, apa yang disebut teori pembayangan, memang terdapat sebuah bahaya besar di mana
wilayah kesalahan sadar ditelan oleh kesenpajaan bersyarat, jadi bahaya jangkauan delik-
delik kesengajaan sangat diperluas (perluasan luar hiasa dari delik-delik kesengajaan
juga mengancam, jika kesengajaan bersyarar dikonstruksikan dengan bantuan penalaran
semacam ‘culpa in causa’ [kesalahan (sendiri) dalam sebab yang melahirkan suaru sitnasi
tertentu, red.| vang menghasilkan rupas mengurus, sehingga cenderung mengarah pada
sebuah bentuk pertangpungjawaban risiko; lihat anotasi pada HR 19 November 1991, NJ
1992, 250). Penulis-penubis lain yang melawan ancaman ini, seringkali dianggap sebagai
para penganut teori kehendak — vang juga lebih sejalan dengan scjarah pembentukan
undang-undangnya. Lihat, misalnya, Remmelink, ibid., hlm. 205 (catatan kaki 2) dan 208;
5.1 Politoff dan EA.). Koopmans, Ketalabar, Cetakan ke-2, Arahem 1991, hlm. 127-128,
135-143,

Kesengajaan bersyarar, batk mengetahui, maupun menghendaki, pada dasarnya dapat
disimpulkan dari penjelasan terdakwa dan/atau keadaan-keadaan khusus kasusnya. Jika
perbuaran mempunyai makna normatif — lihat LF. Glastra van Loon, Norma dan tindakan,
Haarlem 1956 — maka menghendaki dan mengetahui dapat ditetapkan dan lingkup sosial
dari perbuatan itu. Namun, justru ‘unsur rasa’ dari mengambil risiko — lihat Politoff dan
Koopmans, ibid., him. 139-141 — memberikan hakim ruang, rerkait pemisahan antara
mengambil risiko pada kesengajaan bersyarat di satu sisi, dengan bentuk yvang lebih ringan
dalam kesalahan sadar di sisi yang lain, untuk menuliskan pertimbangan-perimbangan
psikologis sendiri pada pelakunya, serta selanjutnya untuk ikut dia pertimbangkan. Di
dalam putusan terkait ini, ita dapat dilihar pada pernmbangan hukum 5.4, di mana HR
memperombangkan bahwa (kecuali terdapat petunjuk-petunjuk sebaliknya) berdasarkan
pengalaman, dalam tabrakan frontal itu tdak mungkin terdakwa juga telah mengambil
risiko kemungkinan besar kehilangan nyawanya sendiri, Berdasarkan pertmbangan
psikologis ini sebagai asumnsinya, maka aspek-aspek perilaku mengendara yang lain
hanya diartikan schagai berbahaya, Justru fakta bahwa scbelumnya terdakwa welah
mengurungkan beberapa manuver-manuver mendahului yang direncanakan, dapat dilibat
sebagai tanda bahwa di dalam bayangan terdakwa, manuver mendahului yang fatal, serta
kemudian dia lanjutkan i, odak akan berakibat pada sebmwah mbrakan (perdmbangan
hukum 3.5). Denpan ditinjau sepert itu, maka makna sosial dari perilaku mengendara
terdakwa mungkin akan benar, bahwa dia mk menghendaki menerima terjadinya sebuah
tabrakan. Orang mungkin akan dapat membaca perhatian baru untuk aspek psikis
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kesengajaan di dalam putusan ini. Namun, dengan mempertimbangkan faktor psikis
yang digeneralisit ini, bukan berarti bahwa kesengajaan bersyarat tak lagi mungkin
diobyektifkan. Bagaimanapun juga, ini tidak menyangkut kondisi psikis individual dari
terdakwa tertentu, tetapi sebuah asumsi umum dari hakim mengenai cara bagaimana
orang-orang pada umumnya memandang, berdasarkan pengalaman, sebagai indak lanjut
dan sehubungan dengan aspek-aspek dad perilaku mengendara terdakwa. Oleh karena
itu, bukti dari kesengajaan akan memburuhkan dasar alasan Icbih lanjut, karena di sini,
unsur menghendakinya justru menyangkur tindakan mengambil risiko atau membiarkan.

Politoff dan Koopmans, ibid., hlm. 135-143, telah memberikan penekanan pada
aspel-aspek kriminal-politik dari kesengajaan bersyarat. Aspek-aspek itu sama eratnya
terhubung pada pembatasan (terbatas) dari bentuk kesengajaan ini. Putusan terkait
sesual untuk ditempatkan pada kekhawadoran HR yang diisvarackan Remmelink, yaita
untuk mencermati secara teliti apa saja yang telah terjadi, dalam rangka menghindari
kesalahan sadar diambilalih oleh kesengajaan bersyarar pada wilayah perbatasan anrara
dolus dan culpa ini. Lihat Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Cerakan ke-15, him. 208, Ini
membutuhkan adanya syarat ekstra pada pertimbangan hakim, tepat di dalam perkara-
perkara lalu lintas di mana terdakwsa odak hanya meletakkan keamanan pengguna
jalan yang lain di aras neraca timbangan, namun juga nyawanya sendir, atao setidak-
tidaknya integtitas tubuhnya senditd, Pada keraguan antara kesengajaan bersyarat dan
kesalahan sadar, seperti dipertahankan oleh Politoff dan Koopmans, hakim akan harus
memilih kecerobohan, Bahwa ini tidak akan menaikkan hukuman dari para seran jalanan
berdasarkan Pasal 287 dan 302 S, serta akan sering harus kembali pada Pasal 6 WVW
1994, bagaimanapun merupakan soaru akibat yang dapar diterima, Bagi pembuar undang-
undang, ini mungkin akan menjadi sebuah alasan untuk menimbang kembali tingginya
posisi hukuman berdasarkan undang-undang,

3.2, Putusan Pembunuhan Enkhuizer (NJ 2001, 327)
Nt 327

HOGE RAAD (KAMAR PIDANA)

23 Januari 2001, nr. 01805,/00

(Mrs. W.].M. Davids, EH. Koster, G.].M. Corstens,

J.P. Balkema, A.J.A. van Dorst; AG Machielse)

JOL 2001, 76

{Sr Pasal 287; Sv Pasal 359

1.

Pengemudi mabuk yang mengendara dengan kecepatan tinggi untuk menghindan kejaran
polisi, menabrak mad dua pengendara sepeda; kesengajaan bersyarar aras kemartian.

Permohonan pengurangan hukuman ex Pasal 359a Sv, karena mobil terdakwa telab
musnah, sehingga rekonstruksi dengan pemeriksaan lebih lanjut pada mobil it ndak
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lagi dimungkinkan. Pengadilan Banding tidak memasukkan hasil-hasil rekonstruksi ke
dalam buktinya. Pengadilan Banding ddak wajib memenuhi permohonan pengurangan
hukuman. Pasal 359 Sv tidak ditujukan agar terdakwa dapat mengambil keuntungan dari
dipenuhinya tuntutan pembentukan putusan seperti ditetapkan di sini.

Putusan

Pada perkara kasasi techadap putusan Pengadilan Banding Amsterdam tanggal 29 Desember
1999, nomor 23,/000498-99, dalam perkara pidana terhadap BLAK,, adv. Me. HK. ter Brakke,
di Hoorn.

Pengadilan Banding:

Penpajuan bukli

Penaschat hukum telah menyampaikan pada persidangan di ringkat banding bahwa terdakwa
telah dirugikan dalam pembelaannya, karena mobil terdakwa telah musnah, sehingga tidak
dapat digunakan untuk rekonstruksi baru lagi, serta tidak juga lagi dimungkinkan adanya
pemeriksaan kembali pada jejak-jejak kerusakan pada bagian bawah mobilnya — yang mungkin
akan dapat mendasari keadaan-keadaan menyangkut tabrakan dengan pengendara sepeda C.
D Kelalaian prosedural dalam pemeriksaan pendahuluan yang tak lagi dapat diperbaiki ini,
menurut penaschat hukum, berdasarkan Pasal 3592 Wetboek van Stwrafvordering seharusnya
berakibat pada penyesuaian hukuman yang dijacuhkan kepada terdakwa.

Pengadilan Banding berpendapat, bahwa dengan pemusnahan mobil yang disebutkan
sebelumnya pada wakwmu pemeriksaan pendahuluan, telah terjadi kelalaian prosedural yang
tak dapat lagi diperbaiki, sedangkan akibat-akibat hukumnya tidak ditentukan oleh undang-
undang, Dengan memperhatikan knteria vang relevan dengan perkara ini, sebagaimana
disebutkan pada ayat kedua dalam Pasal 35%a, Pengadilan Banding berpendapat bahwa
kelalaian prosedur tersebut, seharusnya mengakibatkan rekonstruksi vang dilakukan dan
hasil-hasilnya — sebagaimana direkam dalam kaset video yang terdapat di dalam berkas-berkas
persidangannya dan seperti apa vang tertuang di dalam berkas berita acara yang menjadi
bagian berkas-herkas persidangannya - tak boleh dipunakan di dalam pembuktian dakwaan.
Oleh karena itun, Pengadilan Banding memutuskan bahwa rekonstruksi itu dan hasil-hasilnya
tidak dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan.

Dengan memperhatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya radi, menurut pendapar
Pengadilan Banding, telah terbukti sesuai undang-undang dan meyakinkan, perbuatan rerdakwa
yang didakwakan pada dakwaan | primer, 2 primer, 3 primer dan 4, dengan pengertian:

‘Pada dakwaan 1 ptimer:

Dia, pada tanggal 17 Okroher 1998, sekitar pukul 03.00 sampai 03.15, di kota Enkhuizen,
dengan sengaja telah merampas nyawa seseorang, bernama R.CM. V, bagaimanapun
juga, terdakwa dengan kesengajaan itu, mengendarai sebuzh mobil penumpang dengan
kecepatan sangar tinggi, tanpa menyalakan lampu, menabrak dan menghantam V. i —
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yang ketika itu sedang menpendarai sepeda, dengan akibar meninggalnya V. tersebut

Pada dakwaan 2 primer:

Dia, pada tanggal 17 Oktober 1998, sekitar pulul 03.00 sampai 03,15, di kota Enkhuizen,
dengan sengaja telah merampas nyawa seseorang, bernama C.P.D., bagaimanapun juga,
terdakwa dengan kesengajaan itu, mengendaral sebuah mobil penumpang dengan
kecepatan sangat tinggi, tanpa menyalakan lampu, menabrak dan menghantam D. itu
— yang ketika itu sedang mengendarai sepeda, dengan akibat meninggalnya D. tersebut;

Pada dakwaan 3 primer:

Dia, pada tanggal 17 Oktober 1998, sekitar pukul 03.00 sampai 03.15, di kota Enkhuizen,
dalam rangka melaksanakan npiatnya melakukan kejahatan untuk dengan sengaja
merampas nyawa seseorang, bernama H.T.P. T, bagaimanapun juga, terdakwa dengan
kesengajaan itu, mengendarai sebuah mobil penumpang dengran kecepatan sangat tingg,
tanpa menyalakan lampu, menabrak dan menghantam T. ita — yang ketika it sedang
mengendarai sepeda, sedangkan pelaksanaan dari kejahatan yang diniatkan itu tdak
selesat;

(-
Pertimbangan-pertinmbangan atar bukti

Berdasarkan isi alat bukti vang diajukan terkait fakea-fakta pada dakwaan 1 primer, 2 primer,
dan 3 primer, dalam hubungannya satu sama lain dan dilihat secara utub, rernyats terdakwa
pada malam Jumat/Sabtu pagi iu telah mengonsumsi sejumlah besar minuman yang
mengandung alkohol dan kemudian mengendarai mobil, serta selanjutnya, ketika dihentkan
oleh polisi, dia kabur karena ketakutannya mesti menghabiskan malam di kantor polisi, Dia —
menurut pernyataannya sendiri — dalam menentukan sikapnya mengendara setelah itu, hanya
bertujuan, bagaimanapun caranya, menghindar dari polisi. Ketika itu, 1a mengendara dengan
kecepatan yang jauh melebihi kecepatan maksimum 50 km/jam yang diperbolehkan di tempat
iny, memasuki wilavah dalam kota Enkhuizen, sedangkan dia tahu bahwa di site, pada wakm
tersebut di akhir minggu, biasanya ramai, karena kale-kafe baru saja rotup. Selain iru, saat
mengendara di Westeinde, dia juga memadamkan lampu, meskipun Westeinde merupakan
schuah jalan yang tidak begitu lebar, serta hanya diterangi lampu — seadanya — pada salah satu
bagian jalannya, Walaupun H.T., TC.D,, dan R.V. vang sedang bersepeda di situ menyalakan
lampu belakangnya dan, olch karena itu, sudah semestinya terlihiac oleh weedakwa, namun dia
menabrak ketiganya secara berurutan. Setelah masing-masing tabrakan itu terjadi, terdakwa
melanjutkan laju mobilnya, serta di sela-selanya dia juga menambah gasaya.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, oleh karena itu, menurur penilaian Pengadilan Banding
dapat disimpulkan bahwa rerdakwa, setidak-ridaknya, dengan menghendaki dan mengerahui,
telah menerima kemungkinan besar bahwa dia, dengan penlaku mengendaranva, akan
mengakibatkan meninggalnya para pengendara sepeda tersebur. Penpadilan Banding, oleh
karena itu, menganggap terbukti kesengajaan yang dipersalabkan pada terdalows atas kematan
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RCM V,CP D, dan HTP. T.

Putusan Pengadilan Banding

Pengadilan Banding, di tingkat banding, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, karena
terkait 1. dan 2. ‘pembunuhan, dilakukan berulangkal?’, 3. ‘percobaan pembunuhan’, dan 4.
‘schagai pengemudi kendaraan bermotor melanggar Pasal 7, ayat 1, Undang-Undang Lalu
Lintas Jalan Raya 1994, dilakukan berulangkali’, dengan hukuman penjara mjuh tahun,
serra sehubungan dengan fakea 4, tga kali pencabutan kewenangan mengemudi kendaraan
bermotor selama jangka wakm, masing-masing, dua tahun.

Dasar alasan kasasi:
Alasan Easast [

Pelanggaran hukum (Pasal 35%a Sv. jo. Pasal 415 Sv.) dan/atau kelalaian dalam pembentukan
putusan, sehingga tidak dipenuhinya hal tersebut mengakibatkan kebatalan, karena Pengadilan
Banding akibat kelalaian prosedural yang tidak dapat diperbaiki, secara keliru dan tanpa dasar
alasan yang memadai, menghubungkannya dengan sanksi tidak boleh digunakannya bukti,
serta bukan pengurangan hukuman.

Pengelasan
1. Dalam versi singkat putusan, Pengadilan Banding pada bagian ‘pengajuan bukd’, antara
lain, telah mempertimbangkan dan memutuskan: (lihat Pengadilan Banding; red.)

2.  Dengan menutup rekonstroksi dan hasil-hasilnva unrok pembuleti, namun, mesk: begiru,
menyatakan terbukti semua fakra yang didakewakan, dalam semua bentuk primernya,
Pengadilan Banding sesungguhnya tidak menghubungkan sanksi apapun pada akibat
kelalaian prosedural vang telah ditetapkan. Berdasar sejarah pembentukan peraturannya,
dari Pasal 359a 5v. bapaimanapun juga, terlihat bahwa dengan penerapan sanksi dirurupnya
pembuktian, pembuar undang-undang bermaksud agar terdakwa secara nyata akan berada
pada posisi prosedural yang lebih menguntungkan, daripada ketka tak ada sanksi yang

- mungkin akan diterapkan. Im dapar disimpulkan dari pilihan kara vang konsisten di dalam
Memori Penjelasan terkait rancangan undang-undang kelalaian-kelalaian prosedural,
1993-1994, 23705, nr. 3, him. 24 5/d 26, yang bukan membicarakan akibat-akibat huksin
dari kelalaian-kelalaian prosedural, namun sewks-ranksi yang berhubungan dengannya.
Selain itu, justra karena kelalaian proseduralnya tidak dapart diperbaiki, pembuat undang-
undang bermaksud memberikan rerdakwa sebuah kompensasi terrentu — vang tentu ddak
terwujud, jika kompensasi bagi terdakwa it sama sekali ndak menghasilkan keuntungan
apapun.

3. Karakter menghukum atau pemberian kompensasi dari dijatubkannya hukuman karena
kelalaian prosedural vang relah diterapkan, oleh karena im, mengandung konseluensi
bahwa terdakwa, seddak-ddaknya, harus mendapatkan keunmngan — yang dalam hal
ini jelas-jelas ddak terjadi. Di dalam kepurusan Pengadilan Banding yang dimohonkan
kasasi, tujuan dari Pasal 359a Sv. ini secara keliru telah diingkari.
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Terlebih lagi, keputusan Pengadilan Banding mengandung kelemahan berikut.
Berdasarkan Pasal 359 Sv, harus terdapat sebuah hubungan sebab akibat langsung
antara kelalaian prosedural dan bahan bukt yang tidak boleh digunakan (lihat secara
cksplisit di dalam Memori Penjelasan yang juga telah disebut, him. 25/26). Hubungan
seperti itu tidak terdapat di sini, justru karena secara umum ddak terdapar hubungan
sebab akibat antara dimusnahkannya mobil dan (hasil-hasil) rekonstruksi, serta juga
karena dalam konstruksinya bukan mobil yang dimusnahkin dengan keliru, namun
sebuah mobil sejenis. Terkait hal tersebut, lihat keterangan saksi dan ahli Lang, diberikan
saat persidangan pada Pengadilan di Alkmaar, tanggal 26 Januan 1999:

‘Saya membantu rekonstruksinya. Rekonstruksi itu dilakukan dengan sebuah mobil
bermerk dan berjenis sama, sebagaimana mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada
tanggal 17 Oktober 1998,

Karena berdasarkan pernyataan yang dikutip sebelumnya, Pengadilan Banding sepertinya
hendak menghubungkan suatu sanksi pada lkelalaian proseduralnya, maka Pengadilan
Banding seharusnya tak boleh menghubungkan sanksi lain, selain pengurangan hukuman,
atau setdak-ndaknaya harus memberikan dasar alasan lebih lanjur lagi, mengapa sanksi
vang diusulkan oleh penasehar hukum ini, tidak memenuhi syarat. Juga karena hal itu
pula, maka putusan yang dimohonkan kasasi haruslah dibatalkan.

Alaran kavad 17

Pelanggaran hukum (Pasal 287 Sr) dan/atau kelalaian dalam pembentukan putusan, sehingga
tidak dipenuhinya hal tersebut mengzkibatkan kebatalan (Pasal 359 ayat 2 jo. Pasal 415 Sv),
karena Pengadilan Banding tanpa dasar alasan yang memadai telah memutuskan bahwa
terdakwa dengan menpbendaki dan mengetabus, telah menerima kemungkinan besar bahwa dia,
dengan perilaku mengendaranya, akan mengakibatkan meninggalnya para pengendara sepeda
tersebur;

Pergelasan

i v

Sehubungan dengan kesengajaan, Pengadilan Banding pada bagian ‘pengajuan bukt’
telah menetapkan dan memutuskan: (lihat Pengadilan Banding; red.)

Mamun, berdasarkan alat-alat bukt vang diajukan (mungkin dengan perkecuoalian alat
bukd 19), tak dapat disimpulkan tanpa terkecuali, atau dengan kata lain tanpa diberikannya
dasar alasan lebih lanjut lagi, bahwa terdakwa sesaat sebelumn atau sewaktu tabrakan-
tabrakan ita, dengan menghendaks dan mengetabui, juga telah menerima kemungkinan besar
bahwa dia akan mengakibatkan meninggalnya pars pengendara sepeda itu, dengan
memperhatikan bahwa terdakwa (setiap kali) telah menyatakan babwa dia hampir tak
dapat menpingat apapun sehubungan dengan tabrakan-tabrakan im. Pada persidangan di
tingkat banding tanggal 5 Desember 1999, terkait hal ini dia telah menyatakan:

‘Saya rak ingat telah menyeberangi perempatan itn dengan cara memotong. Tidak
semua saya ingat lagl, saya hanya masih ingat sepotong-sepotong saja. Saya ingat
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bahwa saya, pada waktu melewati perempatan itu melalui jalan memotong dan sampai
pada Westeinde, telah menyenggol sesuat, saya merasakan adanya hantaman pada
mobil saya. Pada saat itu, tidak saya ketahui adanya kerusakan. Saya, pada waktu itu,
tidak mengetahui apa akibat dari hantaman tersebut. Saya tak ingat lagi apa yang
saya lihat ketika saya mengendara di sana. Baru kemudian saya tahu adanya sayatan
sekitar 4 centimeter di sebelah kanan atas kepala saya. Patahan hiasan atap masuk ke
dalam mobil. Saya tak tahu bagaimana. Bahwa saya terus berlalu sesudah terjadinya
kecelakaan-kecelakaan ite, saya ketahui dar membacanya. Saya tak mengingatnya
lagi”

3. Dalam sejumlsh besar putusan-putugan Dewan Anda mengenai ‘kesengajaan bersyarat’,
selalu ditetapkan scbagai syarat menerima, bahwa terdakwa menghendaki dan mengetalu
(misalnya: HR 18 September 1978, NJ 1970, 50; HR 19 Februan 1985, NJ 1985, 633;
HR 13 Juni 1989, NJ 1990, 48; HR 8 Juli 1992, NJ 1993, 13; HR 29 April 1997, N]
1997, 654; HR 9 Jum: 1998, NJ 1998, 731; HR 22 September 1998, N] 1998, 911; HR
20 April 1999, NJ 1999, 512) atau (dengan) sadar/ menyadari (misalnya: HR 14 September
1981, NJ 1981, 647; HR 19 Januari 1993, NJ 1993, 491; HR 16 Februad 1993, NJ 1994,
32; HR 15 Oktober 1996, NJ 1997, 199) menerima kemungkinan besar bahwa akibat
perbuatannya itu, scbuah akibat yang barangkali tak diharapkan, tapi tetap saja terjadi.
Dengan demikian, masih harus dibuktikan atau ditetapkan bahwa terdakwa pada waktu
terjadinya peristiwa menvadari penerimaan kemungkinan i, atau telah mengetahui
bahwa akibat itu dapat terjadi. Namun, di dalam permnyataan terdakwa yang juga telah
disebutkan, pada saat itu tddak terdapat kesadaran atau pengetahuan itu. Oleh karena
itu, keputusan Pengadilan Banding bahwa ketika itu terdapat pengetahuan tersebut yang
tidak disertai dengan dasar alasan lebih lanjut dan tidak ditemui di dalam putusannya,
tidaklah dapat dimengerti.

4. Dengan demikian, pernyataan terbuktnya, sepanjang berkaitan dengan kesengajaan
vany ditujukan pada perampasan nyawa, tidak dilengkapi dengan dasar alasan sesuai yang
ditentukan oleh undang-undang dan purusanya harus dibatalkan.

MNota Konklusi AG mr. Machielse:

3 -

3.1. Sebagai gambaran dari kasus ini, pertama-rama akan saya uliskan secara ringkas empat
kejahatan yang dinyatakan telah terbukti oleh Pengadilan Banding. Hal yang sama berlaku
juga bagi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Banding lebih lanjut, terkait oga dan
kejahatan-kejahatan vang selanjutnya masih akan saya pertimbangkan lagi ini.

Pengadilan Banding telah menyatakan rerbukti pada angka 1 dan 2 — singkaraya — bahwa
pemohon pada tanggal 17 Oktober 1998 di Enkhwizen dengan sengaja telah merampas
nyawa dua orang, RCM. V. dan CP D, ‘bagsimanapun juga, terdakwa dengan
kesengajaan itn, mengendarai sebuah mobil penumpang dengan kecepatan sanpat tingpi,
tanpa menyalakan lampu, menabrak dan menghantam’ V. dan D. itu — yang keduanya
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ketika iru sedang mengendarai scpeda, dengan akibat meninggalnya kedua orang tersebut,

Seclanjutnya, Pengadilan Banding menyatakan terbukti pada angka 3, bahwa pemohon,
pada hari dan tempat yang sama itu, telah melakukan percobaan untuk dengan sengaja
merampas nyawa H.T.P. T, karena dia ‘dengan kesengajaan itu, mengendarai sebuah
mobil penumpang dengan kecepatan sangat tinggi, tanpa menyalakan lampu, menabrak
dan menghantam T. itu — yang ketika itu sedang mengendarai sepeda’. Pengadilan
Banding, terakhir, telah menyatakan terbukt pada angka 4 — nngkasan singkatnya —
bahwa pemohon sebagai pengemudi kendaraan bermotor pada waktu dan tempat
tersebut, telah meninggalkan tempar terjadinyva ‘kecelakaan-kecelakaan® tersebut di atas,
sedangkan dia sewajarnya harus menduga bahwa telah ada orang-orang lain (V. dan D))

yang meninggal dan seorang lainnya (T.) mengalami cidera dan kerusakan.

Di dalam pelengkap versi singkat putusan Pengadilan Banding, pada judul ‘pertimbangan-
pertimbangan atas bukti’ tercantum sebagai berikut: (lihat Pengadilan Banding; red.).

Pengadilan Banding, dalam hal ini, menerapkan bentuk kesengajaan bersyarat yang biasa
digunakan — yaitu bahwa terdakwa dengan menghendaki dan mengetahui telah menerima
kemungkinan besar bahwa dia, dengan perilaku mengendaranya, akan mengakibatkan
meninggalnya para pengendara sepeda tersebut. Dalam kasus ini, Pengadilan Banding
juga dimungkinkan untuk melakukan itu® Berbeda dari perkara vang berujung pada
“Putusan-Porsche™ yang terkenal itu,” di sini ddak terjadi simasi yang tdak biasa,
schubungan dengan tabrakan memadkan antara pengguna jalan yang “kuat’, dengan
pengguna jalan yang %kuat’ lainnya. Bagaimanapun jupa, di sini terdapar konfrongasi
dengan kekerasan antara pengpuna jalan ‘kuat’, dengan beberapa pengguna jalan ‘lemah’.

Sekarang saya akan membahas dasar-dasar alasan kasasinya.

4,

4.1

Adasan kasasi 17 didasari dengan pendapat bahwa Pengadilan Banding telah menvatakan
terbukt dengan dasar pertimbangan vang tidak memadai, bahwa terdakwa ‘menghendaki
dan mengerabui’ telah menerima kemungkinan besar bahwa dia, dengan perilako
mengendaranya, akan mengakibatkan meninggalnya dua korban, karena ‘terdakwa
(setiap kali) telah menyatakan bahwa dia hampir tak dapat mengingat apapun sehubungan
dengan mbrakan-tabrakan ita’.

Pada titik ini, saya harus segera menambahkan puls, bahwa pengaju alasan tersebut
sepertinya telah merumuskan itu sedikit banyak tanpa pengemhuan yang cukup. Ini
didasari dengan penjelasannya pada alasannya, bahwa, satu dan lain hal, ‘mungkin’ itu
akan dapat disimpulkan dari *alat bukn 19, Bagaimanapun juga, relatif seriusnya perkara
ini, membuat saya akan memberikan lebih dari satu pertimbangan terkait alasan ini saja.

Pertama-tama, saya ingin menunjukkan, bahwa jika seseorang tak dapat mengingat
setelah terjadinya peristiwa, mengenai hal-hal yang telah dilakukannya sebelumnya, ini
bukannya tanpa terkecuali menunjukkan tdak adanya kesengajaan pada waktu perbuatan
itn dilakukan, Hilangnya ingatan metupakan sebuah gejala yang bukannya rak dikenal



4.2,

4.3

Hukum Pidana | 49

schubungan dengan gegar otak, dsb., namun, sesudah mabukpun, tent terbuka juga
kemungkinan, seseorang, pada hari berikutnya, tak lagi mengingat apa yang telah
dilakukannya pada saat mabuk. Itu tidak menghapuskan bahwa seseorang, sebelumnya,
telah dengan sengaja melakukan suaru perbuaran pada waktu dia mabuk. Fakta bahwa
terdakwa tak lagi dapar mengingat apapun, saya anggap dapar dijelaskan, karena parahnya
tingkat kemabukan terdakwa, berdasarkan isi alat-alat bukti 10, 11, dan 19.

Selanjurnya, dengan pendapat vang dipegangnya, alasan tersebut juga melewatkan bahwa
kriteria kesengajaan bersyarat (untuk perampasan nyawa), selain berdasarkan pernyataan
(subyektif) dari terdakwa, juga dapat diterima berdasarkan keadaan-keadaan (obyekuf)
khusus dari kasusnya' Keadaan-keadaan itu, dalam kasus terkait, telah diuraikan
sebelumnya — secara panjang lebar — di dalam pertimbangan khusus Pengadilan Banding
atas buktinya pada angka 3.2, Di dalam alasan kasasinya, telah dengan tepat tidak dibantah
bahwa keadaan-keadaan ini juga dapat disimpulkan dari alat-alat buktinya.

Pendeknya, semata-mata fakta bahwa pemohon “terdakwa (setiap kali) telab menyatakan
bahwa dia hampir tak dapat mengingat apapun sehubungan dengan tabrakan-tabrakan
itw’ — bahkan terlepas dari apa yang relevan dari sisi teknis kasasi — sama sekali tidak
menghalang sebugh pernyataan terbukti akan adanya kesengajaan (bersyarat) unruk
perampasan nyawa dalam situasi seperti ini. Sepanjang berhubungan dengan itu, maka
alasan kasasinya telah gagal.

Semata-mara sebagai tambahan saja, saya masih ingin menggarisbawahi bahwa Pengadilan
Banding telah menggunakan sejumlah alat-alar bukn sebagai bukti, menunjukkan bahwa
dari pengalaman subyektf pemohon, juga dapat disimpulkan hal-hal terkait perilaku
mengendaranyz, berikut konsekuensi-konsekuensinya. Alat-alat bukt itu membernkan
stbuah gambaran tertentu akan pengalaman pemohon yang lain, selain dari apa yang
berusaha dijelaskan oleh alasan kasasinya. Pemohon menyatakan dengan sedemikian
rupa kepada polisi — sebagaimana juga telah disampaikan oleh Pengadilan Banding —
‘hanya satu tujuan’ dalam pikirannya, vaitu “bageimanapun caranya (pemiringan kata oleh
saya; AM.), menghindar dari polisi’, Ttu semua tak lagi ada artinya bagi saya’, sama
bermaknanya, telah ditambahkan pula oleh pemohon (alat bukd 8.2). Pemohon juga
telah menyatakan bahwa saat itu dia tahu pada akhir mingpu sekitar jam 2.00 sampai
jam 3.00, biasanya ramai di jalan dan dia dengan sengaja memadamkan lampunya. Selain
itn, G.L. telah menvatakan kepada polisi: ‘Dia (pemohon; AM.} katakan kepada saya
bahwa dia telah menabrak mati dua orang. Saya harus berjanji kepadanya untuk odak
mengatakan apapun kepada orang lain. Dia bilang, mobilnya masih masih ada di sini,
serta harus dibilangkan. (...) Dia bilang bahwa mobilnya harus disembunyikan? (alat
buki 19).

Pendeknya: dar alac-alat bukn yang digunakan oleh Pengadilan Banding jelas telah
cukup dapat disimpulkan bahwa pemohon telah memiliki kesengajaan (bersyarar) untuk
kematian ketiga korban, serta kemudian dua orang iro sayangnya juga meninggal.
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Alasan tersebut tak dapat mengakibatkan kasasi.

Alaran kasasi I diajukan dengan dua keberatan hukum dan scbuah keberatan terkair
pertimbangan terhadap penilaian-penilaian Pengadilan Banding yang terdapat di bawah
judul ‘pengajuan bulkti’, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan alasan kasasinya. Alasan
kasasi tersebut, dengan begiru, dirujukan — pada esensinya — rerhadap penerapan Pasal
359a Sv. oleh Pengadilan Banding,

Pasal 35%9a Sv berbunyi sebagai berikur;

4. Pengadilan, jika ternyvata dalam pemenksaan pendahuluan terdapat kelalaian-
kelalaian prosedural yang tak lagi dapat diperbaiki, serta akibar-akibat hukumnya
tidak ditentukan oleh undang-undang, dapat menentukan bahwa:

a. Beratnya hukuman, sesuai proporsi tngkat keseriusan kelalaiannya, akan
diringankan, jika kerugian yang disebabkan kelalaian itu dapat dikompensasikan
dengan cara ini.

b. Hasil-hail pemeriksaan yang diperoleh karena kelalaiannya, tidak holeh
berkontribusi pada pembuktian fakta yang didakwakan,

¢. Kejaksaan dinyatakan rak dapat diterima, jika karena kelalaiannya, tak mungkin
berlangsung suatu penanganan perkara yang memenuhi asas-asas tata persidangan
yang patut.

Dalam menerapkan ayat pertama, pengadilan mempertimbangkan kepentingan yang
dilindungi oleh peraturan yang dilanggar, tingkar keseriusan kelalatan, dan kerugian yang
dinmbulkannya.

Vonisnya memuat kepurusan-keputusan yang disebutkan pada ayat pertama. Vonis ini
dilengkapi dengan dasar-dasar alasan.

6.2, -

6.2.1. Keberatan hukum pertama di dalam penjelasan pada alasan kasasinva menyarakan
bahwa Pengadilan Banding, karena rekonstruksi dan diturupnya hasil-hasilnya
untuk pembuktan, ‘sesungguhnya tidak menghubungkan sanksi apapun’ pada
kelalaian prosedural yang telah ditetapkan, serta sepanjang seperd itu, didasarkan
pada pendapar berikut. Dari scjarah pembentukan peramurannya, mungkin dapar
disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud ‘agar terdakwa
secara nyara akan berada pada posisi prosedural yang lebih mengunmngkan,
daripada kerika rak ada sanksi yang mungkin akan diterapkan’. Dengan begiru,
alasan kasasi tersebut merujuk pada scjarah pembenrukannya, ‘vang bukan
membicarakan gkibai-akibal bwkum dar kelalpian-kelalaian prosedural, namun
sanksi-ranksi yang berhubungan dengannya’.

6.2.2. Sejarah pembentukan Pasal 3592 Sv. (Sth. 1995, 441, tanggal berlaku 2 November
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1996) berisi — sepanjang relevan dengan pembahasan alasan kasasi dari sudut
pandang ini —, antara lain, memuat hal berikut:

‘Pasal 35% vang diusulkan, bermujuan untuk menerapkan sanksi-sanksi terkait
kelalaian prosedural yang telah dikembangkan di dalam yurisprudensi. Dalam hal
ini, pada ttk tertentu perlu diambil sikap menahan diri. Pertama-tama, karena
pengalaman telah mengajarkan terbatasnya kemungkinan-kemungkinan dard
pembuat undang-undang terkait hal ini. Sebagaimana diuraikan (...}, hakim telah
membuat kebatalan-kebartalan formal itu berlaku relauf. Selanjutnya, tetlepas dari
pembuat undang-undang, ia juga mengembangkan amunisi sanksi sendir. Yang
kedua, saya menilai (...) bahwa s&ibar-akibat bukum dari kelalman-kelalaian prosedural
(pemiringan kata oleh saya, AM) secara umum dapat lebih dinilai dengan baik
oleh hakim, ketimbang pembuat undang-undang. Alasannva, dengan perkecualian
kelalaian-kelalaian prosedural vang diancam dengan kebatalan absolur karena
pelanggarannya akan selalu berakibat pada kebatalan, keadaan-keadaan yang
melingkupi kelalaian-kelalaian prosedural vang dilakukan, dapat sangat berbeda-
beda dan, oleh karena i, akibat-akibarnva dapat sangat berbeda-beda pula. Dalam
menjatubkan sanksi, akan harus diperhimunpkan adanya akibar yang berbeda-beda
ini. Beberapa faktor, seperti kepentingan yang dimaksudkan unwmk dilindungi
oleh peraturan yang dilanggar, tingkat keseriusan kelalaiannya, serta kerugian
yvang ditimbulkannya, berperan penting di sini. Hakim tentu dapat menilai hal ini
denpan lebih baik daripada pembuat undang-undang, (TK 1993-1994, 23 705, nr.
3, hlm. 25).

Keberatan pertama dari alasan kasasinya tidak memiliki dasar menurut hukum, dan
khususnya tidak juga menurut sejarah pembentukan Pasal 359 Sw, sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya. Dad situ dapat disarikan:

- Bahwa pembuat undang-undang membicarakan baik ‘akibat-akibat hukum’
yang dihubungkan pada kelalaian-kelalaian prosedural, maupun ‘dijarubkannya
sanksi’ oleh halim tersebut;

- Bahwa pembuat undang-undang jelas menganggap kedua istilah ini sepenuhnya
dapat saling digantikan; dan,

- Bahwa pembuat undang-undang bertujuan membuat sebuah peraturan
perundang-undangan mengenai akibat-akibat hukum dari kelalaian-kelalaian
prosedural, dengan sedemikian rupa, dengan melihat pada pertanyaan
konsekuensi-konsekuensi apa yang harus mengikuti kelalaian prosedural dalam
suatu kasus konkret, tidak berdasarkan pertanyaan apakah — serta jika 1ya,
bagaimana — terdakwa, oleh karena itu, mungkin akan secara nyara berada dalam
posisi hukum yang lebih menguntungkan.

Untuk penjelasan (lebih dan saru kali) dari Pasal 359a Sv. yang diajukan di dalam
alasan kasasinya menyangkur hal tersebur, dengan demikian, ddak diberikan
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ruang oleh sejarah pembentukan peraturannya.

Sementara itu, Hoge Raad juga telah menggunakan kesempatan ini untuk menjelas-
kan lagi bahwa kelalaian prosedural juga dapat saja terjadi tanpa akibat. Saya kutipkan:

Ayat ketiga dari Pasal 359a Sv. mewajibkan hakim untuk menyebutkan keputusan-
keputusan di dalam vonis yang diambilnya menurur ayat pertama pasal itu,
serta melengkapinya dengan dasar-dasar alasan. Pembuat undang-undang,
dengan begitu, secara tegas memben hakim kesempatan, dalam kerangka
peraturan perundang-undangan, unmk menyesuaikan sanksi-sanksi terkait
kelalaian proseduralnya, dengan keadaan-keadaan kasusnya. Pertimbangan
dan penilaian yang diberikan kepada hakim pemutus fakta mengenai keadaan-
keadaan itu, mengandung konsckuensi bahwa dia, dengan mempertimbangkan
kepentingan-kepentinpan yang disebutkan dalam ayat kedua Pasal 359a Sv,
yaitu kepentingan yang dilindungl oleh peraruran tersebur; ringkar keseriusan
kelalaian; kerugian vang diimbulkan oleh kelalaian tersebut, selain menyatakan
tidak dapat diterimanya kejaksaan, menyatakan tidak dapat digunakannya buk,
aran mengurangi hukuman, juga dapat memumskan bahwa kelalian ddak
menimbulkan akibat-akibat hukum. Jika hakim telah menetapkan bahwa telah
terdapat scbuah kelalaian yang tak dapat diperbaiki, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 359a 5w, dan dia sampai pada penilaian bahwa kepentingan-kepentingan
yang disebutkan di dalam Pasal 35%a, ayat kedua, Sv. menjustifikasi bahwa
kelalaian harus tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sebuah penjelasan
yang wajar dari Pasal 359, ayat ketiga, Sv. mengandung konsckuensi bahwa
dia juga menyebutkan keputusan itu di dalam vonisaya, serta melengkapinya
dengan dasar-dasar alasan.®

Pendapat bahwa penetapan sebuah kelalaian prosedural yang tak dapat diperbaiki
mendesak hakim untuk memberikan sebuah keuntungan pada terdakwa dengan
memutuskan bahwa kejaksaan tak dapat diterima, bukti tak dapat digunakan,
atau hukuman dikurangi, dengan demikian, tdaklah repat.

Selanjutnya, saya menunjukkan bahwa akibat hukum dari tak dapat digunakannya
bukti ndak selalu, dan bukannya tanpa kecuali, harus mengandung konsekuensi
bahwa akibatnya bagi terdakwa harus menghasilkan suatu keuntungan yang dapat
dirasakan, dalam ard bahwa ddak dapat digunakannya bukt hanya memenuhi
syarar, jika karena hal itu hanya akan berakibat pada sebuah purusan bebas. Juga
setelah bukti dinvatakan tak dapat digunakan, masih mungkin tersisa bahan
bukd lain yang memenuhi syarat untuk melandasi suar pernvataan terbukd.®

Sejanh ini, maka gagal jupa alasan kasasi yang — sepanjang ima masih didasarkan
pada pendapar tersebut, tak pedu dibahas lebih lanjut lagi.
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Keberatan hukum kedua ditujukan terhadap keputusan Pengadilan Banding
mengenal tak dapat digunakannya bukti terkait (hasil-hasil) rekonstruksi yang
dilakukan dengan sebuah mobil bermerk dan berjenis sama seperti mobil
pemohon yang dimusnahkan secara keliru — vang telah dikendarainya pada tanggal
17 Oktober 1998,

Pendapat kedua di dalam penjelasan aras alasan kasasi ini berbunyi, sepanjang
relevan — dalam pengertian sava — sebagai berikut. Pengadilan Banding telah
menunjukkan sebuah pendapat hukum vang keliru, karena telah menginghkari
bahwa akibat-akibat dari rekonstruksi yang tidak diperbolehkan oleh Pengadilan
Banding unruk digunakan, ddak *diperoleh karena kelalaian® sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 359 a, ayat pertama, huruf b, 5v. Sedemikian rupa, sehingga tak ada
‘hubungan sebab akibat langsung’ antara kelalaian prosedural di sata sisi, serta
hasil-hasil rekonstruksinya di sisi vang lain.

Sejarah pembentukan Pasal 359a Sv, terkait hal ini, berisi sebagai berikut:

“Tidak boleh digunakannya bukd dapat diberlakukan, jika bukd dipercleh
langsung karena kelalaian. Jadi, harus ada sebuah hubungan sebab akibat langsung
anrara hahan bukti dan peraturan prosedural yang dilangpar. Hanva bukt yang
ditemnukan karena kelalaian prosedural, akan memenuhi syarat untuk dinyatakan
tak boleh digunakan. Yurisprudensi Hoge Raad terkait hal ini menetapkan seperti
itn.7 Ini berarti bahwa, bahkan jika semua hasil pemeriksaan bersumber dad
tindakan-tindakan melawan hukum, pada awalnya, bahan bukti — sekunder — yang
didapatkan kemudian, tak petlu dilarang untuk dipunakan, ketika dapat diterima
bahwa faktor-faktor lain telah berkontribusi pada diperolehnya bahan sekunder
tersebut. Ketika, misalnya, terdakwa ditahan sebagai akibat penggeledahan rumah
dan kemudian ia berkan keterangan setelah diberikan jaminan kepadanya, maka
keterangan ini bukan berard tak boleh digunakan. Ketika im, terdakwa dapat
menggunakan hak diamnya, namun tidak dia gunakan.” (TK 1993-1994, 23 705,
nr. 3, hlm. 25 dan 26)

Penafsiran yvang wajar atas Pasal 359, ayat pertama, huruf b, Sv, menurut pendapat
saya, mengandung konsekuensi bahwa bahan bukti yang ditemukan ‘karena
kelalaian prosedural’ — ketika tidak terdapat bahan bukd tertentu ‘karena kelalaian
prosedural itu’ — juga meliputi bahan bukt yang diajukan sebagai gantinya, untuk
penentuan lebih lanjut apa yang mungkin didapatkan, jika saja kelalaian prosedural
itu tidak pernzh terjadi.

Untuk iru, saya bandingkan secara paralel dengan sebuah hak — yang dimohonkan
oleh terdakwa arau penaschat hukumnya — namun dilanggar — atas pemeriksaan
tandingan, sedangkan tidak terjadinya pemeriksaan itu tak dapat dipersalahkan
kepada terdakwa sendiri.8 Dalam hal ini, hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya
— seperti pemeriksaan darah menurut Pasal 19 SK Pemeriksaan alkohol —
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6.3.5.

6.3.6.

menurut yurisprudensi tidak, atau setidak-tidaknya bukan tanpa kecuali, dapat
menjadi bukti.9 Dalam pemeriksaan darah sebagaimana disebutkan sebelumnya,
bagaimanapun juga, pemeriksaan darah ulang semestinya tak lagi diperbolehkan,
karena hasil-hasil yang diperoleh dengan cara i, tidak sesuai, atau dapat
dibandingkan, dengan pemeriksaan asalnya vang membebani terdakwa. Namun,
penilaian relatif aras peraturan pembuktan vang telah disebutkan sebelumnya,
dapat juga disarikan dari yurisprudensi.

Hal yang berbeda dari hal di atas, terjadi pada pemeriksaan-pemerksaan DNA
tandingan. Dewan Anda, dalam schuah kasus yang agak kelewatan, telah
menentukan bahwa, meskipun — secara keseluruhannya — pemernksaan DNA
pembanding tak lagi dimungkinkan, karena darah pada pemeriksaan DNA
pertama sepenuhnya telah *habis’, bagaimanapun juga, pemeriksaan DNA ini tetap
dapar digunakan sebagai bukti, karena ini terkait bukti pffcqg.éqj.m]uga tcrd:pat
perkecualian, pemeriksaan DNA tandingan — yang rdak terkair semua hasil dan
pemeriksaan pertama, tetap boleh digunakan sebagai buke, jika pemeriksaan
ios dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga terjamin bahwa hasil-hasil dasi
pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dapar saling dibandingkan.”

Situasi terkait menyangkut sebuah refleksi dar dua kasus terakhir itu. Dalam hal ini,
rekonstruksi dengan mobil pesrobor, bagaimanapun juga, tidak lagi dimungkinkan,
karena mobilnya telah dimusaahkan secara keliru, Namun, rekonstruksi dengan
sehuah mobil serupa, dengan merk dan jenis yang sama, dsh., seharusnya
termasuk yang dimungkinkan dan, bagaimanapun juga, telah direkam dengan
video. Jika saja — secara hipotetis — pemeriksaan itu mungkin dilakukan dengan
cara sedemikian rupa, sehingga terjamin bahwa hasil-hasi] dari pemeriksaan
tidak dipengaruhi oleh fakta bahwa mobil aslinya tddak lagi dapat digunakan dan
hahwa pada rekonstruksi digunakan sehuah mobil lain, arau hasil-hasil tertentunya
hanya mungkin digunakan sebagai bukti pelengkap, maka, saya pikir, berdasarkan
perbandingan dengan yurisprudensi yang disebutkan sebelumnya, hal semacam
itu mungkin tidak akan dikasasi oleh Dewan Anda.'?

Selain itu, ketika pembuat undang-undang, dengan mengarah pada ‘sebuah
hubungan sebab akibat langsung’, telah menyatakan secara rinci, bahwa *hanya
bukti yang ditemukan karena kelalaian prosedural’ akan memenchi syarat untuk
tidak dapat digunakannya bukd, ia juga hendak menegaskan yurisprudensi Hoge
Raad menyangkut apa yang disebut pembuat undang-undang sebagai bahan bukt
‘sekunder’. Yurisprudensi itu — menvaingi yurisprudensi Anglo-Saxon — pada
esensinya melihat pada penilaian secara relatif atas peraturan ketat yang digunakan
di negara-negara lain, sehubungan dengan ‘fruits of a poiseanous tree’. Dengan
kata lain: ita menyanghkut pertanyaan hukum apakah hakim — dengan melihat bahan
bukti tertentu yang diperoleh dengan melawan hukum — didesak untuk menvatakan
bahan bukd tertentu vang diperoleh setelah kelalaian tak dapat digunakan. Hoge
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Raad ddak mengiyakan pertanyaan ini.

Namun, pertanyaan hukumnya di sini berbeda, serta pada ttk tertentu lehih
bernuansa, Pertanyaan hukum tersebut terfokus pada sebuah pertanyaan, apakah
hakim - dengan melihat kelalaian tertentu yang oleh u -undang tidak
dihubungkan pada suwatu akibat hukum - ketika tak ada ‘fruits’ sebagaimana
dimaksud di situ, dapat mengangpap ‘fruits’ yang menggantikan rak boleh
digunakannya bukti, telah sesuai dengan ketentuan yang telah beberapa kali
disebut tadi.

Permohonan yang diajukan oleh pengaju alasan kasasinya, sepanjang terkait sejarah
pembentukan peraturan yang telah disebutkan di atas, oleh karena itu, menurut
saya juga dapat dilewatkan. Ini tak mengurangi bahwa — dengan sendirinya — tetap
harus dapat ditunjukkan adanya hubungan langsung antara kelalaian proseduralnya
di satu sisi dan bahan bukti yang tidak boleh digunakan di sisi lain. Dalam hal ini,
hubungan itu saya anggap ada.

6.3.7. Berdasarkan hal-hal di atas, saya berpendapat bahwa pendapat Pengadilan Banding
vang disanggah di dalam alasan kasasinya, tidak menunjukkan sebuah pendapat
hukum yang keliru mengenai Pasal 35%, ayat pertama, huruf b, Sv. Alasan kasasi
yang mengunakan asumsi dari pendapat lain, sejauh scperti i, bagaimanapun
juga gagal.

Keberatan (terkait dasar alasan) ketiga dan terakhir yang saya baca di dalam penjelasan
alasan kasasinya — yang berbunyi bahwa Pengadilan Banding ‘seharusnya rtak
boleh menghubungkan sanksi lain, selain pengurangan hukuman’ dengan kelalaian
proseduralnya, telah gagal berdasackan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Hoge Raad:

3
&l

3.2.

Pertimbangan atas alasan kasasi 17

Alasan kasasi ini ditujukan untuk melawan penilaian Pengadilan Banding bahwa
terdakwa telah bertindak dengan kesengajaan yang dipersyaratkan di sini. Secara khusus,
diadukan tentang memadainyz dasar alasan penilaian tersebut, bahwa terdakwa, dengan
menghendaki dan mengetahui, telah menenma kemungkinan besar bahwa dia, dengan
perlaku mengendaranya, akan mengakibatkan meninggaloya para pengendara sepeda
tersebur.

Pengadilan Banding, sehubunpan dengan alat-alat bukti vang ada, telah mem-
pertimbangkan sebagai berikur:

‘Berdasarkan isi alac bukt yang diajukan terkait fakta-fakta pada dakwaan 1 primer, 2
primer, dan 3 primer, dalam hubungannya satu sama lain dan dilihat secara uruh, rernvata
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terdakwa pada malam Jumat/Sabtu pagi it telah mengonsums: sejumlah besar minuman
yang mengandung alkohol dan kemudian mengendarai mobil, serta selanjumnya, ketka
dihentikan aleh polisi, dia kabur karena ketakutannya mesti menghabiskan malam di
kantor polisi. Dia — menurut pernyataannya sendiri — dalam menentukan sikapnya
mengendara setelah itu, hanya bertujuan, bagaimanapun caranya, menghindar dari polisi.
Ketika itu, ia mengendara dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan maksimum
50 km/jam vang diperbolehkan di tempat i, memasuki wilayah dalam kota Enkhuizen,
sedangkan dia rahu bahwa di situ, pada waktu tersebut di akhir minggu, biasanya ramuai,
karena kafe-kafe baru saja tutup. Selain itu, saat mengendara di Westeinde, dia juga
memadamkan lampu, meskipun Westeinde merupakan sebuah jalan yang tddak begiru
lebar, serta hanya diterangi lampu — scadanys — pada salah satu bagian jalannya. Walaupun
H.T., T.C.D,, dan R.V. yang sedang bersepeda di situ menyalakan lampu belakangnya dan,
oleh karena itu, sudah semestinya terlihat oleh terdakwa, namun dia menabrak ketiganya
secara berurutan, Setelah masing-masing rabrakan itu terjadi, terdakwa melanjutkan laju
mobilnya, serta di sela-selanya dia juga menambah gasnya.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, oleh karena iru, menurut penilaian Pengadilan
Banding dapat disimpulkan bahwa terdakwa, setidak-tidaknya, dengan menghendaki
dan mengetahui, telah menerima kemunghkinan besar bahwa dia, dengan perilaku
mengendaranya, skan mengakibatkan meninggaloya para pengendara sepeda tersebut.
Pengadilan Banding, oleh karena itu, menganggap rerbukri kesengajaan vang dipersalahkan
pada rerdakwa atas kematdan RCM. V, CE D,dan HTE T

Penilaian Pengadilan Banding bahwa terdakwa, dalam keadaan sebagaimana di-sebutkan
dalam alat-alat bukd yang ada, dengan menghendaki dan mengetahui telah menerima
kemungkinan besar bahwa dia, dengan perilaku mengendaranya, akan mengakibatkan
meninggalnya para pengendara sepeda tersebur, tidak menunjukkan sebuah pendapat
hukum yang keliru. Penilaian ini dilengkapi dengan dasar alasan yang memadai.

Apa yang telah dinyatakan oleh terdakwa dalam persidangan pada tinghkat banding, serta
divraikan dalam penjelasan pada alasan kasasinya — secara ringkas berarti bahwa sejumlzh
kejadian sebelum, pada saat, dan setelah tabrakan yang diuraikan dalam pernyataan
terbuktinya, setidak-tidaknva tindakan menghantam para pengendara sepeda vang
disebutkan di situ, tidak lagi dapat diingatnya, atau dia hanya mengingat sebagiannya saja
— tidak membuat Pengadilan Banding harus memberikan dasar alasan lebih lanjut dari
penilaian tersebur, justru karena apa yang disebutkannya itu dibantah dengan isi alat-alat
bukti yang digunakan, khususaya alat bukd 8 dan 19,

Alasan kasasi, dengan demikian, gagal.

Pertimbangan atas alasan kasasi |

Alasan kasasi mengadukan bahwa Pengadilan Banding, secara keliru dan tanpa dasar
alasan memadai, telah menghubungkan sanksi tddak boleh digunakannya bukd, serta
bukan sanksi pengurangan hukuman.
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4.2. Pengadilan Banding, dengan menanggapi bantahan yang diajukan pada tingkat banding,
telah memperdmbangkan dan memuruskan sebagai berikut:

‘Penasehat hukum telah menyampaikan pada persidangan di tingkat banding bahwa
terdakwa telah dirugikan dalam pembelaannya, karena mobil terdakwa telah musnah,
sehingga tidak dapat digunakan untuk rekonstruksi baru lagi, serta tdak juga lagi
dimungkinkan adanya pemeriksaan kembali pada jejak-jejak kerusakan pada bagian
bawah mobilnya — yang mungkin akan dapat mendasari keadaan-keadaan menyanghkut
tabrakan dengan pengendara sepeda C. D. Kelalaian prosedural dalam pemeriksaan
pendahuluan yang tak dapar diperbaiki ini, menurut penasehat hukum, berdasarkan
Pasal 3592 Wetboek van Strafvordering seharusnya berakibat pada penyesuaian
hukuman yvang dijatuhkan kepada terdakwa. Pengadilan Banding berpendapat bahwa
dengan pemusnahan mobil yang disebutkan sebelumnya pada wakm pemeriksaan
pendahuluan, telah terjadi kelalaian prosedural yang tak lagi dapat diperbaiki,
sedangkan akibat-akibat hukumnya ndak ditentukan oleh un -undang. Dengan
memperhatikan kriteria yang relevan dengan perkara ini sebagaimana diseburkan
pada ayat kedua dalam Pasal 359a, Pengadilan Banding berpendapat bahwa kelalaian
prosedur tersebut, seharusnya mengakibatkan rekonstruksi yang dilakukan dan
hasil-hasilnya — sehagaimana direkam dalam kaset video yang terdapat di dalam
berkas-berkas persidangannya dan seperti apa yang tertuang di dalam berkas berita
acara yang menjadi bagian berkas-berkas persidangannya — rak boleh digunakan
di dalam pembuktian dakwaan. Oleh karena itu, Pengadilan Banding memutuskan
bahwa rekonstruksi itu dan hasil-hasilnya tidak dapar digunakan untuk membuktikan
dakwaan/’

4.3, Penilaian Pengadilan Banding mengandung art bahwa pemusnahan mobil yang
dikemudikan oleh terdakwa — dan dengan begitu jejak-jejak kerusakan yang terdapat
di dalamnva, sebapaimana disebutkan oleh penasehar hukum sebagai akibat tabrakan
dengan korban D, — dalam hal ini mengakibarkan tidak boleh dipunakannya bukti hasil-
hasil rekonstruksi yang diselenggarakan dengan sebuah mobil lain, Dengan begim,
Pengadilan Banding telah mengutarakan apa yang sepertinya menjadi penilaiannya
bahwa pembelaan karena kelalaian prosedural itu dalam taraf tertentu menjadi terbatas,
terkait kemungkinan untuk dapat mempermasalahkan hasil-hasil rekonstruksi yang
diselenggarakan, sehingga hasil-hasil pembuktian it seharusnya dinyatakan tidak boleh
digunakan.

Satu dan lain hal, ini idak menunjukkan sebuah pendapar hukum vang keliru, khususnya
terkair apa yang direnrokan di dalam Pasgal 359, ayar pertama, bagian pembuka dan pada
huruf b, Sv., serta ini juga bukannya tak dapat dimengerd. Hal ini mungkin saja, terjalin
sedemikian rupa dengan penilaian yang diperuntukkan bagi hakim pemurus fakea, terkair
fakta-fakea dan keadaan-keadaan kasusnya, sehingga tak dapat diuji lebih lanjut lagi pada
tingkat kasasi.
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Sepanjang alasan kasasi, dalam bagian keduanya, mengadukan bahwa hasil-hasil dari
rekonstruksi vang diselenggarakan tak dapat berlaku sebagai ‘hasil-hasil pemeriksaan
yang diperoleh dari kelalaian’, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut,
maka alasan terscbut gagal.

Bagian pertama dari alasan kasasinya juga tidak berhasil, karena iru didasarkan pada
pendapat keliru bahwa lingkup Pasal 359a Sv. mengandung konsekuensi terdakwa
‘harus mendapatkan keuntungan’ dari sebuah kelalaian prosedural, sebagaimana
dalam hal ini ditetapkan oleh Pengadilan Banding,

4.4. Alasan kasasi, dengan demikian, pagal.

7. Kesimpulan

Karena tak ada alasan yang dapat mengakibatkan kasasi, sedangkan Hoge Raad juga tidak
menilai adanya dasar lain yang membuat putusan yang dimohonkan kasasi mungkin akan
harus dibatalkan berdasarkan jabatan, maka permohonan harus ditolak.

8. Kepumsan
Hoge Raad menolak permohonan tersebut.

" Mengenai poin ini, (para) penulis dengan nama samaran Woordkramer di dalam VR 1995, hlm. 172
M LM Renckens di dalam VR 1995, hlm. 203-205; PH.S. van Rest di dalam Trouw, 1 Juli 1995, P van Heernst
dil dalam Troww, 5 Juli 1995; sebelumnya telab ads ThW van Veen di dalam VR 1974, hiny. 146, Di dalam Noea
sebagan ondak lanjut laporan sementars, bagian 1.1, bagian penutup (Berkas pembahasan parlemen 24 112, nr. 5),
pemerinh memberitahukan sebzgai pendapatnya, bahwa pada saat ini, untuk perbuatan menyebabkan kematian
seseomang dengan seogaja dalam lalu lintas, juga dapst diterapkan Pasal 287 (awaw, says ambahkan, mungkin
juga Pasal 302} Sr. Di sini dilkud dengan kemungkinan hukuman yang disediakan dalam rancangannya, terkait
peneabutan kewenangan menpemidi dalam delik-delik biasa terrenee (ib). (Scbelumnaya, Pazal 31 Undang-Undang
Kendaraan Bermoror dan Beroda yang dinbah pada thun 1924, relah mengenal kemungkinan terkair delik-delik
kesalahan dard Pasal 307 dan 308 Se ind; bandingkan W.H. Veilinga, Babays dan kesalahan di jalan, hlm. 96.) Sava
rujukkan juga padu diskusi antara Tweede Kamer [patlemen, red)] dan Pemenntah, mengenai Rencana Jangka
Mmcn.g:h Kramanan Lalu Lintas {22 100, nr. 25).

* Lihat nota konklusi dan kolega saya Fokkens sebelum, serta Dewan Ands secara implisit di dalam — perkara
vang sangat mirip — HR NJ 1997, 245.

“HR NJ 1997, 199.

* HR K] 1997, 199 pertimbangan kukum 5.3,

" HE MJ 1990, 104, pertimbangan hukum 4.4 HR 21 Maver 2000, or 112,846, NJB 2004, 62, him. 930,
pertimbangan hukum 3.6,

* HR 20 Okrober 1998, nr. 108.710; NJB 1998, 141, him. 2006; HR 8 Juni 1999, nr. 110.123; KJB 1999, 100,
him. 1329 (perombangan-pertimbangan menanggapi alasan ke wijub).

’ Libat, 2.1, HR 7 April 1981, NJ 1981, 443; HR 9 Okwber 1984, NJ 1986, 675; HR 21 Januari 1986, NJ 1987,
653 HR 31 Marct 1987, N] 1988, 167; HR 26 Jannsn 1988, NT 1988, 1318 (baca: NJ 1988, 818 AM); HR 2 Me
1989, DD 89.414,

* Lihar mengenad kesalahan di pihak terdakwa, misalnya, HR IN] 1984, 97

* Misalnya, HR MJ 1995, 439; 1990, 95; 1989, 104; 1948, 176,

" HR NJ 1992, 555,

"HR NJ 1998, 555.
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™ Hal yang sama juga berlaku, menurut pendapat saya, jika ditawarkan kompensasi yang cukup dengan
menawarkan ll;:sr_l:l.'ipam.n pnda pembelaan untok juga menguji pthak yang telah melsksanakan pcml,:rilimn,
Likaet HR 1992, 644, Likat lebih lanjut lagi mengenai pemusnahan barang-birsng yang meyakinksn, sehingga
pemeriksaan tandingan tak mungkin lagl, DD 96,097 dengan akibat EHRM 6 Juli 1999, NJB 1999, 27, him. 1562,
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1. Pen gantar

Terlepas dari uraian deliknya yang dalam kondisi saat ini berbeda antara Belanda dan
Indonesia, putusan-pursan ciuman lidah (frcefud french &is1) ini menarik untuk dicermati terkait
penggunaan tafsir bahasa oleh hakim dan dinamika perdebatan terkait putusan hakim yang
berlangsung dalam beberapa waktu lamanya. Putusan-putusan ciuman lidah ini menyanghkut
penafsiran delik pemerkosaan yang dalam undang-undang yang berlakn di Belanda saat i
(WvSr/5r), ringkasnya, diuraikan sebagai perbuatan *memasuki tubuh dengan paksa secara
seksual”. Terkait hal ini, imbul pertanyaan apakah segala jenis perbuatan yang memenuhi
kriteria tersebut, seperti misalnya ciuman lidah paksa, tanpa rerkecuali, harus dianggap sebagai
bentuk pemerkosaan.

Dalam beberapa putusan di ahun Y-an, termasuk salah satu yanp diterjemahkan di sini,
Hoge Raad pada prinsipnya menerapkan suatu penafsiran bahasa yang luas. Konsckuensinya,
terkait kasus ciuman lidah paksa rersebur, perbuatan itu juga dapar dikaregorikan sebagai
pemerkosaan, karena bagaimanapun menunjukkan adanya suaru perbuatan memasuki tubuh
orang lain dengan paksa secara seksual. Dalam putusan pertama di bawah im (N] 1998,
781, HR 21-04-1998), permasalahan tersebut diangkat (berdasarkan jabatan) oleh AG. Pada
prinsipnya, dia mempertanyakan apakah tidak scharusnva dilihat juga scherapa “serius (...)
schingga (...} secara obycktif dapat disejajarkan dengan memasukkan anggota ubuh dengan
paksa ke dalam anus atau vagina™ (angka 7 Nowa Konklusi; dalam Nota Konklusi tersebut,
permasalahan ini diulas dengan begitu rinci).

Ketika in1, Hoge Raad ndak sependapat dengan AG, karena berdasarkan sejarah pengamarannya
pembuat undang-undang “ddak hendak memberlakukan pembatasan atas cara bagaimana
tubuhnya dimasuki dengan paksa™ dan perbuatan itu juga “dapat dirasakan sebagai serangan
yang serius terhadap integritas tubuh dan dapat sama menyakitkannya sebagaimana hubungan
badan yang dipaksakan" {pertimbangan hukum 5.1). Selain itu, Hoge Raad juga beranggapan
bahwa “pembedaan semacam itu mungkin juga akan berbenruran dengan syarat-syarat yang
dari sudut pandang kepastian hukum harus diterapkan, untuk membatasi aturan pidana
terkait™ (pertimbangan hukum 3.1). Dengan demikian, saar itu, Hoge Raad menyimpulkan
tak diperlukan adanya pembedaan antara perbuatan memasuki tbuh secara seksual yang
secara obyektif akan dipandang dapat, atau odak dapat, dianggap sebagai pemerkosaan.

Pendapat Hoge Raad tersebut berubah pada tahun 2013 ini, Di dalam sebuah purusan yang
dalam pernyataan terbuktinga juga telah ditetapkan adanya perbuatan memasuki tubuh dengan
paksa secara seksual (HR 12-03-2013), Hoge Raad memutuskan untuk menguhah pendapatnya
terkait permasalahan ciuman lidah, Alasan Hoge Raad, dengan mempertimbangkan beberapa
kritik yang berkembang selama ini, “meskipun ciuman lidah pada dasarnya meropakan suatu
perbuatan memasuki tubuh dengan paksa secara seksual, namun menurut kewajaran hal ini
tak dapat disejajarkan dengan hubungan badan arau perbuatan-perbuatan — yang dilibar dari
tingkat keseriusan pelangparannya pada integntas scksual — dapar disetarakan dengannya”
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(pertimbangan hukum 2.7). Hoge Raad, anrara lain, mempertimbangkan juga berat ringannya
hukuman, serta penilaian masyarakat (stigma sosial) yang mungkin akan tmbul terkair
pemerkosaan.

-3

Dasar Hukum Belanda dan Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)

Dasar Hukum di Belanda

Pasal 242 Wetboek van Strafrecht

Barangsiapa dengan kekerasan, atau perbuatan nyata lainnya, ataw awcaman dengan kekerasanm,
atas perbuatan wyata lainnya, memaksa sescorang anink melakukan perbusian yang lerdiri dari,
antara lain, memasuki tububnya dengan paksa secara sekswal, diancam difwkuns karena melakukan
pemerknsaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tabun ataw denda kategors kelina,

Pasal 246 Wetboek van Strafrecht

Barangriapa dengan kekeratan, atan perbuatan nyata lainnya, atau ancantan dengan &ekerasan, atan
perbuatan wyata lainwya, memaksa seseorang untiwk melaknkan atas membiarkan dilakukannya
perbuatan cabul, diancam dibukan karena melakukan rusty perbuatan yang menyerang kebormatar,
dengan pidana penjara paling lama delapan tabun atan denda kategori kelima.

Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atan ancaman keferasan memaksa seorang wanita bersetsbub dengan
dia di lwar perkawinan, diancam karena melaknkan perkosaan dengan pidana penjara paling lama
dua belas faban,

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atay ancaman kekerasan memaksa seorang wnink melakakan ataw
membiarkan dilakskan perbuatan cabul, disncam karena melakakan perbuatan yang memyerang
kebormatan keinsilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tabun,

Terjemahan Putusan

. NJ 1998, 781, HR No. 107006, 21-04-1998

NJ 1998, 781

HR (Kamar Pidana)

21 April 1998

Nr. 107006 :

(Haak, Davids, Bleichrodt, Koster, Aaftink;
MNota Konklusi: A-G Machielse,

Anotasi: ], de Hullu)
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Esensi
Pemerkosaan. Memberikan ciuman lidah dapat dianggap sebagai ‘memasuki dengan paksa
secara schsual” cfm, Pasal 242 Sr.

Putusan

Putusan pada permohonan kasasi terhadap sebuah putusan Pengadilan Banding Den
Haag tanggal 24 Desember 1996 dalam perkara pidana terhadap T.J., pada saat putusan
yang dimohonkan kasasi ditahan pada Rumah Tahanan ‘De Schie’ di Rotterdam, adv.
Mr. D). Vermaat di Barendrecht.

Pengadilan Banding:
Pernyataan terbukti

Telah dinyatakan terbukei bahwa dia pada, atau sekitar, tanggal 16/17 Oktober 1995, di
sebuah tempat tnggal yang tedetak pada Beurtschipper di Spijkenisse, dengan kekerasan,
atau perbuatan nyata lainnya, atau ancaman dengan kckerasan, atau perbuatan nyata lainnya,
memaksa seseorang, diketahui seorang laki-laki bernama A. van H., untuk melakukan atau
membiarkan dilakukannya satu (atau lebih) perbuatan(-perbuatan) cabul, yairu:

- Dilakukan oleh dia, terdakwa, memasukkan dan menahan lidah terdakwa di dalam
mulat Van. H. itu; dan,

- Dilakukan oleh dia, terdakwa, merenggut dan mencengkeram pantat Van H. itu;
dan,

- Dilakukan oleh dia, terdakwa, merenggut dan mencengkeram dengan kuat alat
kemaluan Van H. itu, tindakan kekerasan, dan/atau perbuatan nyata lainnya, dan/
atau ancaman dengan kekerasan, dan/atau perbuatan nyata lainnya, terdiri dari
tindakan vang dilakukan dia, terdakwa, dengan sengaja:

- Menindih Van H. itu, dan,

Dengan kuat mencengkeram dan menahan kepala dan hidung dan laring Van H.
itu, dan,

- Berdiri menghadang di depan pintu dan dengan begitu menimbulkan scbuah
situasi yang mengancam bagi Van H. itu.

Putusan

Pengadilan Banding, di tingkat banding, menghukum terdakwa karena ‘pemerkosaan’
dan *perbuatan yang menyerang kehormatan’, dengan pidana penjara dua puluh empat
bulan, di mana enam bulan ditetapkan bersyarat dengan masa percobaan dua mahun.
Sclanjutnya, Pengadilan Banding telah mengabulkan runtutan pihak yang dirugikan,
betlaku sebagaimana disebutkan dalam purusan.

Alasan Easasi:
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Hoge Raad:

b
LT e

Penilaian berdasarkan jabatan atas putusan yang dimohonkan kasasi

Dengan memperhatikan keadaan di mana Pengadilan Banding telah mendefinisikan apa
yang telah terbukn juga sebapai ‘pemerkosaan’, Pengadilan Banding telah secara jelas
memutuskan bahwa apa yang telah terbukti, sepanjang memuat fakta bahwa terdakwa
memasukkan dan menahan lidsh terdakwa di dalam mulut korban, dapar dianggap
sebagai ‘memasuki dengan paksa secara seksual’ sebagaimana dimaksud di dalam Pasal
242 5r.

Sebagamana Hoge Raad pernah memutuskan di dalam putusannva tanggal 22 Februari
1994, NJ 1994, 379, berdasarkan scjarah pembentukan peraturannya harus diterima
bahwa istilah ‘memasuki dengan paksa secara scksual’ di dalam Pasal 242 Sr. mengandung
arti setiap bentuk perbuatan memasuki tubuh dengan paksa secara seksual.

Dapat diajukan pertanyaan apakah sehubungan dengan jangkauan keberlakuan ketentuan
itu, meskipun demikian, harus dibuat suatu perkecualian untuk kasus-kasus di mana cara
bagaimana tubuhnya dimasuld dengan paksa, secara obyektf tdak dapat disamakan
dengan memasuki anus atau vagina secara paksa dengan suaru bagian tubuh tertentu.
WNamun, pertanyaan it harus dijawab dengan negarif. Dengan mengikuti putusan Hoge
Raad yang telah diseburkan sebelumnya, zejarah pembenrukan peraturannya memaksa
pada pendapat bahwa pembuat undang-undang, schubungan dengan penerapan Pasal
242 5r. tidak hendak memberlakukan pembarasan aras cara hagaimana rubuhnya dimasuki

dengan paksa.

Itu sejalan dengan dasar pemikiran ketentuan itu, vaitu perlindunpan atas inregritas
(seksual) tubuh. Juga bentuk-bentuk perbuatan memasuki tubuh dengan paksa secara
seksual yang tampaknya tidak begitu parah, bagaimanapun juga dapatr dirasakan
sebagal serangan vang serius terhadap intepritas tubuh dan dapat sama menyakitkannya
sebagaimana hubungan badan yang dipaksakan.

Dengan memperhatikan jangkauan Pasal 242 Sr. sepert yang dimaksudkan oleh pembuat
uncdang-undang, keberlaknan ketentuan itn, bagaimanapun juga, rak dapar digantungkan
pada cara bagaimana rubuh dimasuki dengan paksa, serra sifar dan keseriusan perbuaran
itu, terlepas dan pembedaan semacam iru mungkin juga akan berbenturan dengan syarat-
syarat vang dar sudur pandang kepastian hukum harus ditetapkan, untuk membatasi
aturan pidana terckait.

. Berdasarkan hal yang telah diperimbangkan di aras, penilaian Pengadilan Banding bahwa

apa yang telah dinyarakan terbukti juga menghasilkan ‘pemerkosaan’, tidak menunjukkan
pendapat hukum yang tak tepar, sedangkan penilaian o juga bukannya tak dapat
dipahami.



66

6.

Tindak Pidana Perkosaan

Kesimpulan

Olch karena permohonan tidak dapat berakibar pada kasasi, sedangkan Hoge Raad juga
menilai tidak adanya dasar berdasarkan jabatan yang membuat purusan yang dimohonkan
kasasi semestinya akan harus dibatalkan, maka permohonan harus ditolak.

i

Purtusan

Hoge Raad menolak permohonan.

Nota Konklusi
A-G mr. Machielse

ot
fu

L5

. Berdasarkan jabatan saya ajukan persoalan apakah Pengadilan Banding telah mendefinisi-

kan apa yang telah dinyarakan terbukti dengan tepat, sebagaimana disebutkan dalam pu-
tusannys. Apa vang telah dinyatakan terbukt, menurut Pengadilan Banding menghasillan
pemerkosaan dan perbuatan menyverang kehormatan. Sava rak dapat menghapus kesan
bahwa maksud pengaju dakwaan sebenarnya hanya kejahatan menyerang kehormatan.
Bagaimanapun hakim tidak terikat pada apa yang sepertinva dimaksudkan oleh pengaju
dakwaannya dan dia boleh memberikan sebuah definisi pada apa yang telah dinyitakan
terbukti, berbeda dar apa yang dimaksudkan pengaju dakwaannya, asal tafsir hakim
tersebut tidak bertentangan dengan kata-kata di dalam dakwaan atau beranghkar dari
pendapat hukum yang keliru.[1] Pertanyaannya, dalam hal ini, apakah apa yang telah
dinyatakan terbukti (juga) berisi pemerkosaan.

Sementara itu, Hoge Raad telah mengajarkan bahwa ‘memasuli tubuh dengan paksa
secara seksual” harus ditafsirkan secara luas, Tidak dar sejarah pembentukan peraturannya,
tidak juga dari sejarah pembahasannya di parlemen terkait rancangan undang-undangnya
vang berujung pada Undang-Undang tanggal 9 Oktober 1991, Sth. 519, menurut Hoge
Raad, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang tidak menggunakan pendapat
Komisi-Melai, bahwa seharusnya tak ada pembatasan dibuar mengenai cara memasuki
tubuh dengan paksanya. Komisi ingin menpartkan setiap bentuk perbuaran seksual
memasuki dari alat kelamin, oral, dan anal, sebagai perbuatan yang dapar disamakan
dengan hubungan badan, juga ketika ini terjadi dengan penggunaan “alat penggant
buatan’. Dengan memperhatikan teks dan lingkup istilah ‘memasuki mubuh dengan
paksa secara seksual’, sebagaimana istilah tersebut harus ditafsitkan berdasarkan sejarah
pembentukan peraturannya, menurut Hoge Raad, istlah ini memuat setiap perbuatan
memasuki rubuh dengan paksa secara seksual.[2] Lebib banyak lagi contoh dari pendapat
luas ini, sejaub ini, dapat ditemukan di dalam putusan-purusan Hope Raad.[3]
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Prakarsa perubahan uraian-uraian delik-delik kesusilaan diambil oleh komisi penasehat
perundang-undangan  kesusilaan  (Komisi-Melai). Komisi ini telah mengusulkan
pemaksaan hubungan badan atau bubwngan-bebungan sekal yang sebanding (AM: pemitingan
kata olch saya) dipidanakan sebagai pemerkosaan (Laporan Akhir, him. 19). Untuk i,
telah diusulkan sebuah pasal 243 baru, dengan bunyi sebagai berikue

‘Barangsiapa dengan kekerasan, atau perbuatan nyara lainnya, atau ancaman dengan
kekerasan, atau perbuaran nyata lainnya, memaksa seseorang untuk membiarkan
atau melakukan hubungan badan, atau perbuatan seksual yang dapat disamakan
dengannnya, dihukum bersalah melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun atau denda karegori kelima.'

Apa yvang dimaksud oleh komisi sebagai perbuatan seksual yang dapar disamakan
dengannya, dijelaskan dalam halaman 46 dari laporan akhirnya:

‘Pengertian ‘perbuatan seksual yang dapat disamakan dengannya’ harus dipahami
sebagai setiap bentuk hubungan kelamin, oral, dan anal, seperti hubungan-hubungan
antara mulut dan anus, mulut dan penis, serta mulut dan vulva, maupun antara penis
dan vulva, serta penis dan anus, maupun antara anus atau vulva dan alat pengganti
buatan’

Cukup jelas bahwa komisi tak menghendaki untuk mengartikan hubungan-hubungan
sepert apa yang disebut sebagai *ciuman lidah’, termasuk ke dalam perbuatan ini.

Namun, di dalam rancangan undang-undang aslinya, pada teks Pasal 242 Sr. hanva ter-
jadi sedikir perubahan. Menteri telah merasa cukup dengan penghapusan unsur “di luar
perkawinan”. Mengenai memasuki tubuh dengan paksa secara seksval, belum dibahas
dalam Pasal 242 5S¢, dari rancangan undang-undangnya. Meski begitu, telah diusulkan
perluasan Pasal 246 Sr. dengan menambahkan ayat kedua:

‘2. Jika perbuatan-perbuatan cabul yang dimaksud pada ayat sebelumnya telah terdini,
arau juga telah terdin, dan memasuki tubuh dengan paksa secara seksual, dijaruhkan
pidana penjara paling lama dua belas rahun atau denda karegon kelima.’

Perubahan ini ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama-rama, telah diakui bahrwa
di situ terdapar perbuatan-perbuatan seksual dengan pengalaman negatif vanp sama
parahnya, sebagaimana hubungan badan yang dipaksakan {pemerkosaan):
‘Namun, terdapat beragam hentuk hubungan seksual berbeda vang bagi korhan
dapat sama menyakitkannya sebagaimana hubungan badan, sepert memasuki rubuh
dengan paksa secara oral atau anal {(bandingkan juga Laporan Akhir Komisi Melai,
him. 18). Komisi juga kemudian mengusulkan agar pemaksaan dari benruk-benmk
hubungan seksual ini disamakan dengan pemerkosaan.’[4)

Namun, perdmbangan kedua, sistematika delik kesusilaan akan melawan penyamaan
yang disarankan oleh Komisi-Melai. Latar belakang pemikirannya adalah, saya pikir,
pemerkosaan sekarang telah dilihat sebagai hubungan badan yang dipakeakan dengan
seorang perempuan — yang telah dianggap sebagai ketentuan khusus (spesialis) dar
perbuatan-perbuatan cabul:
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‘Pasal 242, pemerkosaan, berdasarkan putusan tanggal 9 Februar 1988 yang
sehelumnya telah diseburkan, menurut Hope Raad harus diangpap sebagai ketentuan
khusus dari Pasal 246 (pencabulan). Pasal 242 berkaitan dengan hubungan badan
(kelamin) dengan seorang perempuan.’[3]
Karena Menteri tidak mengambil inisiatf untuk mengubah delik-delik kesusilaan secara
mendasar dan uraian dari pemerkosaan relatf tidak berubah, namun, sebuah hubungan
khusus yang rumit antara Pasal 246 dan Pasal 242 St akan timbul akibat tambahan vang
diusulkan terkait Pasal 246 Sr, Memaksa seorang perempuoan untuk melakukan hubungan
badan yang merupakan pemerkosaan, bagaimanapun juga, mungkin akan menjadi
spesialis dari suatu bentuk serius dari perbuatan menyerang kehormatan yang di dalam
ayat dua yang diusulkan pada Pasal 246 Se. telah diuraikan sebagai ‘memasuki tubuh
dengan paksa secara seksual’,

‘Unruk menunjukkan bahwa perbudtan-perbuatan ini, dapat dilakukan, baik pada
laki-laki, maupun perempuan, dianggap sama seriusnya dengan pemerkosaan,
diusulkan hukuman maksimum dua belas tahun penjara untk fakta-fakta perbuatan
ini. Juga rerkait dengan fakea-fakra perbuatan ini, memaksa seorang perempuan untuk
melakukan hubungan badan, tetap merupakan pemerkosaan, sehuah ketentuan khusus
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55, ayat kedua, Wetboek van Strafrecht.’[6)]
Dan bentuk serius dari perbuatan menyerang kehormatan, pada gilirannya kemudian,
akan menjadi spesialis dari pencabulan vang diatur dalam ayat pertama dari Pasal 246 St

. Pada akhirnya, bagaimanapun, perbuaran ‘memasuki tubuh dengan paksa secara seksual’

juga diperkenalkan di dalam Pasal 242 Sr. Perubahan dari pendapat ini, berhubungan
dengan permasalahan-permasalahan yang akan muncul, jika perbedaan antara hubungan
badan dan memasuki tubuh secara seksual akan ditegakkan di dalam pasal-pasal vang
berbeda. Terutama, ini menyanglkut Pasal 243, 244, dan 245 8. di satu sisi — yang dibuat
sehuhungnn dengan unsur “hubungan badan”, serta ayat kedua dan Pasal 247 yang
diusulkan di sisi lain — yang akan menjadi sandungan dari Pasal 246 ayar 2 Sr. vang
diusulkan.|7] Bagaimanapun juga, untuk dapat menegaskan bahwa ‘memasuki rubuh
dengan paksa secara scksual’ dipandang sama seriusnya dengan ‘hubungan badan’, akan
membutuhkan penyelarasan yang rumit dengan bermacam-macam pasal. Terurama Pasal
247 5r. akan menjadi sampel yang begimn kompleks. Itu membuat menteri kemudian
mengambil keputusan dan di dalam Pasal 243, 244, dan 245 5c, “hubungan badan” diganti
dengan ‘memasuki tubuh dengan paksa secara seksual’. Di dalam pasal-pasal i, dengan
demikian, *hubungan badan’ kemudian diartikan termasuk ke dalam ‘memasuki tubuh
dengan paksa secara seksual’. Namun, itu kembali mengurai hubungan antara Pasal 242
Sr. dan Pasal 246 ayat 2 Sr. Hubungan itu juga tak dapat menghindar dari pendefinisian
ulang. Perbedaan antara pemaksaan melakukan hubungan badan dan pemaksaan
dilakukannya penetrasi seksual di situ, juga harus dihapuskan. Ini berarti bahwa
sebagai konsekuensi usulan-usulan terkait Pasal 243, 244, dan 245 5r., maka
di dalam Pasal 242 Sr. “hubungan badan’ harus dihapuskan untuk mendukung
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‘memasuki tubuh dengan paksa secara seksual’.[8]

Karena keengganan dan dipaksa kebutuhan sistematis terkait pasal-pasal di sekitarnya,
malea Pasal 242 Sr. juga diubah. ‘Hubungan badan’ sebagai unsur di dalam uraian delik-
delik kesusilaan dihilangkan.

5.6. Jadi, pada awalnya Menteri telah berusaha untuk menempatkan ketenman-ketentuan

BiF

6.1.

6.2,

khusus pcncabtﬂsm, di samping ‘hubungan badan’ dengan pemaksaan atau dengan kategori
tertentu dan pihak-pihak vang rentan, di mana bentuk-bentuk penetrasi cabul terberat,
akan dipidana scbanding dengan hubungan badan'. Dengan mengefekdifkan uraian
lama dari pemerkosaan, maka undang-undang pidana akan memuat sebuah pedoman
dan uvkuran untuk melengkapi tindakan cabul paling serius; perbandingan ancaman-
ancaman hukumannya, akan dapat memaksa hakim unruk hanya menyamakan penetrasi
seksual yang dipaksakan — yang nilai pemidanaannya sama dengan pemerkosaan, dengan
hubungan badan yang dipaksakan (pemerkosaan). Pedoman itu sekarang hilang, karena
pembuat undang-undang, bagaimanapun juga, telah mengubah secara drastis isi Pasal
242 5r.

Menurut saya, sejarah pembentukan peraturannya mengindikasikan bahwa hanya ben-
tuk-bentuk dari memasuki tubuh dengan paksa secara seksual yang secara obyekf di-
rasakan mempunyai nilai pemidanaan yang sama sebagaimana delik pemerkosaan ‘lama’
itu, dapat disamakan dengan pemerkosaan. Laporan Akhir Komisi-Melai membuat se-
jumlah perbuatan vang setara dengan pemerkosaan (dalam arti hubungan badan yang
dipaksakan dengan seorang perempuan). Di satu kasus, lokasi di mana wbuh dimasuki
secara paksa akan memberikan karakter — obyeletif — seksual pada perbuatannya, serta di
kasus lain bagian tubuh vang dimasuki atau barang vang dimasukkan akan menentukan.
Memasukkan suatu bapian rubuh arau barang ke dalam vagina atau anus, terlepas dari
apa yang dirasakan oleh pelaku atau korban, di dalam perasaan yang diobyektifkan dari
warga negara ‘yang baik’ akan dirasakan sebagai sebuah serangan yang sangat serius pada
integritas tubith, lebih khusus lagi integritas seksual [9] Hal yang samz betdaku uatuk
seks oral, di mana alat kelamin laki-laki harus dimasukkan ke dalam mulue[10)] Bahkan,
dimasukkannya benda-benda tertentn ke dalam mulut dengan paksaan, mungkin juga
akan menghasilkan pemerkosaan, jika barang itu mempunyai ‘muatan’ seksual yang kuat,
sepertt ketika itu menyangkut penis buatan.[11]

Di dalam hukum pidana Jerman dan Perancis, (pernah) ditemukan juga adanya
perkembangan-perkembangan di bidang delik kesusilaan yang dapar dibandingkan
dengan revisi delik kesusilaan di Belanda.

Di dalam StGB [KUHP Jerman, red.], ‘Vergewaltigung' [pemerkosaan, red.| didalam § 177
masih dinraikan dengan klasik sebagai pemaksaan seorang perempuan untuk melakukan
hubungan badan di luar perkawinan. § 177 5tGB tidak berlaku untuk perbuatan-
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perbuaran scksual lainnya.[12] Perbuatan-perbuatan seksual lainnya itu dimasukkan ke
dalam § 178, yairu ‘sexuelle Notigung” [pemaksaan seksual, red.].

§ 177 merupakan spesialis dari § 178.[13] § 178 memidanakan pemaksaan perbuatan-
perbuatan scksual di luar perkawinan, di mana korbannya bisa jadi laki-laki, maupun
perempuan. Namun, tidak semua perbuatan seksual rermasuk ke dalam § 178, Menurut §
184c, ‘perbuatan-perbuaran seksual’ yang dimaksudkan undang-undang, hanya perbuatan-
perbuatan seksual yang dirujukan untuk hak vang dilindungi *von einiger Erheblichkeit’
[dengan suatu relevansi tertenmu, red.|. Apakah suatu perbuatan cukup relevan untuk
dapat dianggap sebagai ‘sexuelle Handlung® [perbuatan seksual, red.], tergantung pada
keadaan-keadaan kasusnya., Akan harus diperhatkan sifat, lamanya[14] intensitas
perbuatan, keadaan-keadaan di mana perbuatan itu terjadi, hubungan di antara para
pihak terkaitnya, usia korban, dst.[15] Scbuah perbuatan yang sama, dengan demikian,
dalam saru siruasi dapat dijelaskan sebagai *sexuelle Handlung’, namun, dalam sebuah
situasi vang lain, misalnya dengan korban yang berbeda, tidak. Sehubungan dengan
ciuman lidah,[16] pembedaan ini muncul di dalam praktek purusan pengadilan secara
mencolok. Hal tersebur dirunjukkan di dalam sebuah purusan BGH [MA Jerman, red.|
dari tahun 1962. Pada tahun 1962, perbuatan menyerang kehormatan masih diuraikan
sebagai pemaksaan ‘unziichtigen Handlungen® [perbuatan-perbuatan cabul, red.]. Pada
tahun 1973, itu digantikan dengan penamaan ‘sexuelle Handlung' [perbuatan seksual,
red.], namun isi dari perbuatan seksual menurur undang-undang tdak berbeda dengan
isi ‘unziichtige Handhung' [perbuatan cabul, red.].[17]

Pada tahun 1962, BGH memutus pertanyaan kapan sebuah ciuman lidah dapat
menghasilkan sebuah “wngichipe Handlung' (kalaw sekarang ‘secwell Handleng dengan
suatu relevansi tertentu). Saat itu kasusnva terkait seorang laki-laki vang dengan suatu
kekerasan memberikan tiga kali ciuman lidah pada seorang gadis berusia 18 tahun. BGH
memutuskan sebagai berikut:

[Kutipan dalam bahasa Jerman; menurut apa yang dapat penerjemah pahami, BGH
berpendapat bahwa pada dasarnya ciuman lidah dapat dianggap sebagai perbuaran
cabul jika dilakukan pada anak di bawah usia 14 tabun, atau anrara sesama laki-laki,
serta, untuk memenuhi definisi perbuatan cabul, harus dilihar bagaimana perbuatan
itu secara konkret dilakukan, red.][18]

Pembedaan ini memancing komentar kritis dari Sick bahwa ‘geslechtsspezifische

Unterscheidungen’ [pembedaan menurut jenis kelamin, red.] menjadi begitu berpengaruh,

padahal menurutnya:
[Kutipan dalam bahasa Jerman; menurut apa yang dapat penerjemah pahami, berisi
pernyataan kritis penulisnya vang berangkat dari asumsi bahwa cluman lidah juga
sama seriusnya bagi integritas seorang dewasa, Selain itu, pendapat BGH juga disebut
memuat suatn norma moral seksual yang dapat mengakibatkan ciuman lidah yang
diberikan kepada seorang perempuan berusia 16 tahun tidak termasuk perbuatan
scksual yang dimaksud di sit, sedangkan jika itu dilakukan kepada seorang laki-laki
(hingzga berusia 18 tahun) bisa jadi iya.[19] Dalam hal ini, menurut penulisnya, ada
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standar moral yang sangat merugikan posisi perempuan.][2(0)]

Dalam pandangan saya, dengan memperhatikan  keadaan-keadaan di  dalam
kasusnya dan menurut hukum pidana Jerman saat ini, perbuatan pemohonnya dapat
dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dalam § 178, namun tentu bukan merupakan
Vergewaltigung”.

Sementara itu, telah diajukan sebuzh usulan untuk perubahan[21] uraian-uraian delik
kesusilaan di dalam 5¢GB, di mana diusulkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama-
tama, Vergewaldgung’ dan “sexulle Nongung’ akan disatukan di dalam satu paragraf baru
(§ 177). Avat pertamanya mengatur bahwa pemaksaan untuk (membiarkan dilakukannya)
perbuatan-perbuatan seksual merupakan perbuatan pidana, Ayat ketiganya mengatur
pemberatan dari hukuman maksimumanya, untuk ‘besonders schweren Fillen' [kasus-
kasus yang luar biasa serius, red.]. Kasus-kasus yang sangat serius itu terjadi, jika:
[Dikurip dalam bahasa Jerman; menurut apa yang dapat penerjemah pahami, berisi
ketentuan ayat 1 dari rancangan § 177 StGB vang pada intinya berbunyi, jika pelakn
melakukan hubungan badan dengan korban, atau melakukan perbuatan seksual
serupa lainnya vang begitu serius bagi korban, khususnya ketika berhubungan
dengan penetrasi di dalam tubuh (Vergewaltpung).]
Memasuki tubuh dengan paksa secara seksual, dengan demikian, akan dapat dianggap
sebagai pemerkosaan, terlepas dari jenis kelamin korbannya. Hubungan badan yang
dipaksakan pada seorang perempuan bukan lagi sebuah kategori terpisah, namun lebih
merupakan sebuah contoh dari suatu kasus vang sangat serius. Perbuatan-perbuatan lain
vang menghasilkan sebuah keadaan yang sangat serius, terdiri dari hubungan anal dan
oral, juga dapar terjadi dengan penggunaan suatu barang [23]
Mamun, sepertinya pasti bahwa juga menurut usulan-usulan tersebut, ciuman lidah dar
seorang lelaki pada lelaki yang lain tidak akan dapat dianggap Vergewaltigung’.

Code Pénal [RUHP Perancis, red.] vang baru, menyebutkan di dalam Pasal 222-23
pemerkosaan (viol) sebagai setiap penetrasi seksual vang dipaksakan, ‘de guelgue nature
gu'il soaf |dalam bentuk apapun, red.]. Termasuk juga penetrasi ‘par suprise’ [kejutan,
red.], dianggap sebagai pemerkosaan di dalam pasalnya. Di dalam Code Pénal yang lama,
Pasal 332 sejak tahun 1980 telah memuat sebuah uraian yang identik dari pemerkosaan.
Pasal 333 CP juga tclah direvisi pada rahun 1980, serta sejak saat inn mengarr hukuman
atas ‘tout atrentat a la pudeur commis ou tenté avec violence” contrainte ou surprise’
[sedap bentuk serangan atas kehormatan yang dilakukan atau coba dilakukan dengan
menggunakan kekerasan, paksaan, atau kejutan, red.]. Di dalam Code Pendl baru, materi
ini kemudian diator di dalam Pasal 2Z22-27, Agresi sekseal vang tidak termasuk ke dalam
Pasal 222-23, saar ini diarar di sim sebagai tindak pidana,

Penetrasi dengan benda ke dalam vulva atan anus adalab pemerkosaan.[23] Penetrasi anal
dengan jari atau pena termasuk di dalamnya.[24] Untuk penetrasi oral, berlaku juga hal
vang sama.[25]
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Di dalam putusan-putusan pengadilan di Perancis, saya odak menemukan kasus-kasus
di mana ciuman lidah dianggap sebagai *viol’. Perkara-perkara di mana dapat diterima
terjadinya pemerkosaan, menvangkut semua perbuatan yang — dalam istilah vang
digunakan Komisi-Melai — berupa perbuatan-perbuatan seksual vang dapat disamakan
dengan hubungan badan, sebagaimana diranjukkan oleh komisi (lihat pada 5.3 dari nota
konklusi ini).

Pemidanaan di dalam CP terlihat sangat mirip dengan Pasal 242, serta sebagaimana
Pasal 242 Sr, berbeda dar usulan § 177 StGB, karena tak adanya penyebutan secara
khusus hubungan badan yang dipaksakan yang di dalam § 177 5tGB digunakan sebagai
‘Begelbeispiel’ [aturan mamn, red.]. Meskipun ndak ditegaskan secara tegas di dalam
teks Pasal 242 Se, pertanyaan apakah terdapat pemerkosaan, menurut pendapat saya,
bagaimanapun juga harus dijawab dengan memeriksa apakah perbuatannya sebanding
dengan hubungan badan.

Apa vang telah terbukti tak cukup serius untuk disejajarkan dengan bentuk serius dari
penetrasi seksual, Tak diragukan lagi adanya sebuah pelanggaran aras integritas mebuh,
bahkan atas integritas seksual, namun ddak sedemikian berar schingga perbuatan
pemohon itu secara obyektif dapat disejajarkan dengan memasukkan anggota tubuh
dengan paksa ke dalam anus atau vagina. Bahwa korbannya telah merasa sangar terhina,
serta begitu emosional, odak mengurangm hal tersebut. Pengadilan Banding, dengan
demikian, dalam pandangan saya telah adak tepat mendefinisikan apa yang telah terbuke
sebagai schuah pemerkosaan,

Berdasarkan hal tersebut, dalam pandangan saya, putusan vang dimohonkan kasasi tak
tlapat dipertahankan,

Nota Kesimpulan ini mengarah pada pembatalan putusan, sepanjang berisi keputusan
vang mendefinisikan apa yang telah rerbukd sebagai pemerkosaan, pengutipan Pasal 242
St. dan hukuman yang dijatuhkan, serta merujukkan perkara pidananya, sejauh ini, ke-
pada pengadilan banding di sekitarnya, agar diadili dan diputus kembali.

Catatan Kaki's

L HR INJ 1995, 126,
* HR W] 1994, 379,
1 DD 94.384; HR MJ 1995 157; HR N] 1995, 201: HR NJ 1995, 583. Di dabam perkara terakhir, Hoge Raad

memutuskan bahwa dapar dianggap sebagai pemerkosann, bahksn jika pelake tidak merasakan sensasi-sensasi
seksual tertentu ketika memasuki dengan pakea secara seksual anus korban dengan benda-henda, serta korbannya
tidak merisa perhuatan-perbuaran iru sebapal sesuarn bersifar seksual, Menurur BGH, telah cokup apabila
dilakukan perbuatar: ‘die nach ihrem dusseren Erscheinungsbild ausschliesslich und eindeutig sexvalberogen sind’
[rang dar mmpilan luaonya semata hanya dan jelas-jelas bersifat selsual, red] (BGH 11 Med 1993, NStZ 1994,
him. 226, or 33; idem BGH 16 Me: 1995, NSe& 1996, him. 124, o 32). Ukuran onmk penentuan ‘Gosseren

! Catatan Kaki ini merupakan catatan kald asli dar Nota Konoklusi,
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crschcinu:lgﬁb&.’rd' {ﬂmpﬂm |u£|1‘1.'i:,.'=.., ted.] adalah berdasarkan pengamar obvekef yang mengenal semua keadsan,
termasuk maksud dan pelakinya (BGH 22 Mei 19%0, NSc2 1997, hlm. 179, nr. 22),

TR 1988-1989, 20 930, ne. 3, him. 7. Pada him, 8 dinyatakan bahwa beberapa bentuk perbustan MENYCTAng
kehormatan, sepern memaksa seks oral dan anal, dapar diznggap sama wk dapat dimolerirnya sebagaimana
pemerkosaan vang dipidans di dalam Pasal 242,

5 Thidem.

* Ihidem.

* Diwsulkan [ada nota kedua perubahan (nr 9) dan berbunyi: ‘2. Jika perbuaran-perbuanan cabul yang dimaksod
pada ayar sebelumnya relah cerdiri, atan juga relah rerdir, dari memasuki whuh dengan paksa secara seksual,
dijarubkan pidana penjara paling lama sembilan mhun s dends karegon kelims’,

8T 1990-1991, 20 930, nar, 13, him. 3.

* Memasukkan sebuah vibrator ke dalam vagina atau jard ke dalam znus adalah sebush perboatan memasukd
mabuh dengan paksa secara seksual, berbeds dar apa yang diputuskan oleh Pengadilan Banding *s-Hertogenbosch
{N] 1993, 147). Penettasi vagina dengan jarl jupa seemasuk ke dalam karepnn ini (Pengadilan Banding Amsterdam,
NJ 1993, 565, HR NJ 1994, 37%; HR NJ 1995, 201). Memasukkan lidah secara paksa ke dalam vagina juga dapar
disnggap scbagal ‘memasuki dengan pakss secacn seksoal’.

DD 94 384; HR NJ 1993, 157.

' 11 sini harus segera saya tambabkan, Komisi-Melai tidak menyebutkan perbuatin memasukd dengan paksa
seperti ind, sebagai sebanding dengan hubungan badan.

2 Scheinke/Schroder, cetakan ke-25, aant. 2 pada § 177,

" Schonke /Schroder, cembkan ke-25, aane. 13 pada § 177; B Sick, Sexuelles Selbsthestimmungsreche und
Vergewaltipungsbegnff, 1993, hlm, 251, Dia sebotkan pada § 178 S0GB ‘Auffangrarhesrand' [ketentuan yang
meliput sernua hal, ed.] (him, 238).

'* Bandingkan BGH 23 Juni 1993, N3tZ 1994, him. 226, nr. 41,

1% Sehiinke, Schedder, cetakan ke-25, aant. 15a pada § 184¢.

' Menurut Sick sudab past sebuah ‘sexuelle Handhing’, Sick, Sexuelles Selbsthestimmungsreche, him. 259,

' Schrinke/Schrdder, cetakan ke-25, sant. 2 pada § 184¢; Vorbem. 1 pada § 174, dst.

"% BGH 18 Desember 1962, BGHSt 18, 169, dst. Lihat juga Schénke/Schrtider, cerakan ke-25, sant. 16 pada
§ 184c; Bick, Sexuelles Selbsthestimmungsrecht, him. 264, dsn

™ Paragraf ini, hingga tangal 21 Mei 1994, mengatur perbuatan-perbuatan homoseksunl tertenio dengan
laki-laki di bawah wsia 18 tabun scbagai dndak pidana. Saat ini, perbuatan-perbuatan semacam i, dilakukan pads
sescorang di bawah usia 16 mhun diatur di dalam § 182 5¢GB sebagai ondak pidans dengan definisi vang netral
secara jenis kelamin. Namun, § 182 menuntur adanya penyalahgunaan keadaan awmu penyalahgonaan usia orang
hin.

M Sick, Sexuelles Sellbstbestimmungsrecht, hlm, 267/268; "Massgeblich diurfen allein die durch die sexuelle
Handlung hervorgerufenen psychischen und physischen Schidigungen des Opfers sein' [Faktor penentunys hanya
perbuatan sekzual vang membawa kerugdan psikis dan fsik pada korban], him. 271,

U D dalam Mota Konklusi pelengkap, A-G menyebutkan bahwa usulan ini menjadi undang-undang pada
tanggal 1 Juli 19497,

2 Schonke/Schrider, cetakan ke-25, Vorbem, 3b untuk § 174,

B Com. 5 Seprember 1990, D 1991, 13; Bevue de science criminelle et de droit pénal comparé 1991, 348

™ Crim, 27 Apsil 1994, JCP 1994, TV, 1769, Bandingkan juga Crim. 27 April 1994, JCP 1994, TV, 1142, di mana
‘peénétrations digitales’ |pencerasi-peneteasi digital, red.] yang dilakulean sebelum mhun 1980 odak dapat dipidana
sebapai pemerkosaan, namun hanya perbuatan menverang kehormatan,

*# Crim. 22 Fchruar 1984, JCP 1984, IV, him. 136, Revoe de science criminelle et de droir pénal comparé
1984, 743; Crim. @ Juli 1991, JCP 1291 IV, hlm, 384; Crim. 6 Jund 1994, JCP 1994, TV, 2094,
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Anotasi
J. de Hullu

Jadi, ternyata ini bukan pertanyaan yang hanya muncul di dalam ruang belajar, apakah
ciuman lidah yang dipaksakan juga dapat dianggap sebagai perbuatan memasuki den-
gan paksa secara seksual dalam ketentuan mengenal pemerkosaan. Hoge Raad di dalam
putusan terkait membiarkan definisi dari perbuatan itu tetap sebagai pemerkosaan seb-
apaimana dimaksud dalam Pasal 242 5¢. Penolakan permohonan kasasinya didasari lebih
lanjut dengan sebuah pertimbangan berdasarkan jabatan yang cukuop menarik perhatian,
i situ disebutkan bahwa pertanyaan (di atas) ‘dapat diajukan’, namun ito mengaburkan
sedikit, bahwa pendapat Hoge Raad itu khususnya unruk menanggapi Nota Konklusi
yang dibuar oleh AG Machielse. Sebelumnya, setelah melalui penelitian yang mendalam,
AG menyarankan pembatalan. Pemberian dasar alasan secara eksplisit atas penyimpan-
gan dari Nota Konklusi, tentu parut dihargai dar sudut pandang pengembangan hukum
dan kepastian hukum (lihat mengenai praktek sebelumnya yang dalam pandangan kritis
Schalken dalam anotasinya di bawah HR 7 Januar 1997, ] 1997, 474, dan untuk sebuah
contoh lain dari — menurut apa yang kita harapkan — prakeek terkini HR 14 Okrober
1997, N] 1998, 243, dengan anotasi JdH). Selain itg, ini juga dapat menghasilkan se-
buah argumen tambahan untuk melawan usulan penghapusan kasasi berdasarkan jabatan
(mengenai hal tersebut lihat Doorenbos, Kasas: berdasarkan jabatan dalam perkara-
perkara pidana, NJB 1998, him. 1393-1395),

Bagaimana kepurusan mareriilnya — bahwa ciuman lidah adalah sebuah benmk perbuaran
‘memasuki dengan paksa secara seksual' — seharusnya dinilai? Hoge Raad mengajukan
tiga argumen yang dalam pandangan saya tidak mevakinkan. Pertama, mengikur putusan-
putusan sebclumnya, dirujukkan pada sejarsh pembentukan undang-undangnya, untuk

tafsir luas atas unsur ‘memasuki dengan paksa secara seksual’: sedap perbuatan memasuki
tubuh dengan paksa secara seksual. Nota Konklusi vang informadf dari AG Machielse
menawarkan tinjauan yang bagus mengenai lahirnya undang-undang, serta putusan-pu-
tusan yang mendasarinya. Karena orang dapat berkomentar macam-macam atas sejarah
pembentukan undang-undang terkait — jika suasana hatinya posidf, dia akan bilang itu
terbuka dan menank, sedang jtka ddak, maka definisi-definisi itu akan ditafsirkan sebagai
tidak jelas dan membingungkan — namun, erang akan kesulitan mengikut Hoge Raad
untuk mengartikan sejarah pembentmkan undanp-undangnya sebagai jelas dan kuat, se-
hingga ‘memaksa’ Hoge Raad pada pendapat bahwa pembuat undang-undang tidalk ingin
memberikan pembatasan terkait cara bagaimana tubuhnya dimasuki dengan paksa. Argu-
men berdasarkan sejarah perundang-undangnya, dengan demikian, saya pikir agak relatif.

Juga terkair dengan arpumen kedua — "dasar pemikiran ketenruan im, yaitu perlindungan



Hukum Pidana T35

atas integritas (seksual) rubuh’ — menghasilkan dasar yang lemah bagi kepurusan
akhirnya. Boleh saja apa yang secara umum dikatakan scbagai ‘juga bentuk-bentuk
perbuatan memasuki tubuh dengan paksa secara seksual yang terlihar tdak begitu
paral’, dapat dirasakan scbagai scbuah serangan serius terhadap integritas rubuh dan
sama menyakitkannya sebagaimana hubungan badan yang dipaksakan, namun apa iru
secara nyara juga berlaku untuk ciuman lidah? Di siu tak akan ada masalah ‘rasional’
yang akan lahir, seandainya ciuman hdah adak diterima sebagai sebuah bentuk perbuatan
memasuki dengan paksa secara seksual. Perbuatan semacam itu, bagaimanapun juga,
dapat dianggap sebagai ‘perbuatan cabul’ menurut Pasal 246 5r. (perbuatan nyata
menyerang kehormatan). Ketentuan itu juga didasari dengan pemikiran melindung
integritas seksual mabuh.

Arpumen ketiga dari Hoge Raad pada dasarnva lebih penting: pembedaan menurut cara
bagaimana tubuhnya dimasuki dengan paksa, serta menurut sifat dan keseriusannya,
akan berbenturan dengun syarat-syarat yang dari sudut pandang kepastian hukum harus
ditetapkan untuk pembatasan ketentuan terkait. Memang harus sedari awal, bahkan
sebelum terdakwa dihadapkan pada jaksa dan hakim, relatif terdapat kejelasan apakah
sebuah bentuk tertentn dari kekerasan seksual menghasilkan kejahatan pemerkosaan.
Dan di mana pembuat undang-undang relah cukup jelas tidak menentukan pembedaan
semacam iru, maka tak akan ada rugas penting bagi hakim pidana.

MNamun, saya ragu apakah dalam pertanyaan hukum dad putusan itu, pembedaan vang
merinei dan kepastian hukam terkait hal tersebut, memang relevan, Barangkali i relevan
dengan kriteria yang diajukan eclch AG Machielse ‘apakah perbuatannya sebanding
dengan hubungan badan yang dipaksakan’ (dalam pengertian tersebut lihat jupa Van der
Landen, Menyerang kehormatan dan pemerkosaan, DD 1994, hlm. 553, dst.). Namun,
menurut sava, terdapat ukuran pemidanaan lain yang sedikit lebih sesuai: odak terdapat
perbuat:m memasuki dengan paksa secara seksual, terkair perbuatan-perbuatan vang
sewajarnya tak dapat dibandingkan dengan hubungan badan vang dipaksakan. Pengujian
yang lebih terbatas sepertd itu, mungkin akan lebih cocok untuk arpumentasi Hoge
Raad, serra dalam kasus ini dapat berakibat ciuman lidah tidak menghasilkan perbuatan
memasuki dengan paksa secara seksual, tanpa langsung menimbulkan suam keburahan
untul membuat pembedaan lebih lanjur. Dengan begitu akan diberikan satu batasan
luar tertentu — dan mungkin sebuah kasus luar biasa lain di masa depan yang hisa saja
menghasilkan sebuah batasan lain. Kepastian hukum, dengan demilian, tddak begim
dirugikan. Lagi pula, ketidakpastian yang terbatas ini tercapai, diimbangi dengan suam
kesadaran bahwa di sini odak menyangkut batas-batas luar dari pertanggunmawaban
pidananya, namun terkait pertanyaan apakah sebuah perbuatan cabul yang menghasilkan
perbuatan menyerang kehormatan, juga dapat dipandang sebagai pemerkosaan.

Putusan ini pada dasarnya telah sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, di mana
Pasal 242 5r. pada beragam bagiannya, ditafsirkan secara luas (bandingkan HR 2 Mei
1995, M| 1995, 583 — perasaan subvektif pelaku dan korban tidak menentukan — dan HR
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18 Februari 1997, NJ 1997, 483, dengan anotasi ‘t H tentang ‘perbuatan nyara” sebagai
alat paksa). Namun, itu kurang sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, di mana
‘tafsir sempit yang diperintahkan untuk ketentuan-ketentuan yang memuat norma pemi-
danaan’ digunakan sebagai pedoman umumnya (bandingkan, misalnya, HR 2 Desember
1997, NJ 1998, 306). Tafsir sempir ita semakin diperlukan, terkair delik-delik yang, seb-
agaimana Pasal 242 St dirumuskan dengan luas. fika sepert itu, maka akan ditingkatkan
penerapan ketentuan-ketentuan pidana yang disadari dan ridak “asing’. Sebuah baras luar
dar ketentuan pemerkosaan akan berhubungan dengan pendapat rata-rata pemegang
hak: ciuman lidah bagaimanapun juga, saya anggap saja begitu, tidak dianggap sebagai
seks oral dan juga ndak dianggap sama sekali sebagai pemerkosaan. Penafsiran yang
dapat diperrangpungjawablkan, pendeknya, harus ‘ddak melahirkan rentang pengertian
dar uraian deliknya, namun memberikan sebuah pengertian yang bermakna kepadanya
— sesual dengan norma-norma etika rerkint dan dengan realitas yang telah dialami oleh
korban dan telah dilakukan oleh pelako’ ('t Hart dalam anotasinya pada HR 22 Februan
1994, NJ 1994, 379). Oleh karena itu, telah banyak yang dikatakan untuk mendukung
pernyataan bahwa ciuman lidah, bagaimanapun juga, tidak dapat dianggap sebagal
sebuah bentuk perbuatan memasuli dengan paksa secara seksual.

Barangkali, Pengadilan Banding meminjam definisi menariknyva akan pemerkosaan
dengan mengutip Pasal 55 5r. — ciuman lidah, bagaimanapun juga, telah jelas didakwakan
sebagai perbuatan cabul menurut Pasal 246 St. — dari HR 22 November 1994, NJ 1995,
157, di mana Hoge Raad berdasarkan jabatan dan prakarsa sendiri menghubungkan
definisi pemerkosaan dengan scbuah pernvataan terbukd terkait perbuaran cabul yang
ketika itu dianggap sebagai sebuah benwk perbuatan memasuki dengan paksa secara
seksual. Keputusan it relah menark banyak perhatian (bandingkan diskusi dari Boek dan
Nijboer, dengan Mevis di dalam DD 1995, him. 956-963, dan DD 1196, him, 212-221).
Sejalan dengan De Jong (Delik-delik kesusilaan yang berubah: sebuah hasil sementara,
DD 1995, him. 196-199), sava akan menganggap inisiatf berdasarkan jabatan terkait
definisi itu sebagai hal yang hurang tepat, justru karena di dalam putusan yang sama
telah dijelaskan dengan tepat bahwa di dalam peraturan perundang-undangan terkait
kesusilaan vang baru, tak ada lagi hubungan spesialis-generalis antara pemerkosaan dan
perbuatan menyerang kehormatan. Di dalam putusan teckait (pertimbangan hukum 5.2},
Hoge Raad sepertinya memandang definisi semacam ini kurang memaksa, dan itu lebih
sesuai denpan tafsir atas asas oportunitas saat ini.

Bagm pembuar undang-undang, purusan rerkair melahirkan pertanvaan apa memang
masih perhy adanya pembedaan antara perbuaran-perbuatan cabul vang dapat dianggap,
maupun tidak, scbagai perbuatan memasuki dengan paksa secara seksual. Bukankah,
bagaimanapun juga, 1w tak lkébih dari pemidanaan bentuk -beptuk kekerasan seksual
dengan satu dasar pemikiran yang sama, yaitu: perlindungan aras integritas seksual? Dan
perspekrif terseburt, apakah in: ‘memasuki dengan paksa secara seksual’, ataupun ddak,
menjadi kurang relevan. Permasalahan pembuktian yang tidak nyaman dapar dihindas,
serta pendefinisian juga dapar menyentuh intinva, ketika perbedaan di dalam jenis-jenis



Hukum Pidana 77

perbuatan scksual pada tingkar delik akan dihapuskan. Itu telah sering dipertahankan
(bandingkan dengan rujukan lebih lanjut, Van der Neur dan Wedzinga, Permasalahan
abadi, Nemesis 1995, hlm. 122-125}, dan pendapat itu didukung oleh putusan ini —
terlepas orang setuju atau tidak dengan kepurusannya.

3.2.HR HR No. 11/05421, 12-03-2013

Putusan

12 Marer 2013
Kamar Pidana
Nr. 11,/05421

Hoge Raad der Nederlanden

Purasan

Pada perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan Banding Lecuwarden, di ruang
sidang tambahan di Arnhem, ranggal 22 November 2011, nomor 24/(02315-09,
dalam perkara pidana terhadap:

[Terdakwal, lahir di [tempat lahir] pada tanggal [ranggal lahir] 1976.

1. Proses kasasi

Permohonan diajukan oleh terdakwa. Bertindak atas mama terdakwa, mr. ], Boksem,
advokat di Lecuwarden, secara terrulis telah mengajukan permohonan kasasi. Berkas
permohonan kasasi tersebut dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya.
Advocaat-Generaal Aben telah menyimpulkan untuk menyatakan permohonan tidak
dapat diterima.

2. Pertimbangan atas permohonan kasasi

2.1. Permohonan kasasi, berdasarkan penjelasan di dalamnya, antara lain bertu-
juan meyakinkan bahwa Pengadilan Banding telah secara keliru mengkate-
gorikan perbuatan yang telah terbukti sebagai pemerkosaan.

22 -

2.2.1. Dakwaan primair terhadap terdalewa adalah pemerkosaan (Pasal 242 S,

sedangkan dakwaan subsidiairnya perbuatan yang menyerang kehormatan
{Pasal 246 Sc.).

2.2.2. Pengadilan Banding menyatakan terbukd dakwaan primairnya, dengan
putusan bahwa terdakwa: “pada tanggal 4 Desember 2008, di Leeuwarden, di
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dalam ruangan toilet Pusat Kesehatan Leeuwarden (MCL), dengan perbuatan-
perbuatan nyata lainnya telah memaksa [pihak terkait] unuk melakukan
perbuatan yang antara lain terdin dari memasuki tubuh [pihak terkait] dengan
paksa secara seksual, vaitu bahwa terdakwa telah:

- Mendorong/memasukkan bidahnya ke dalam mulut [pihak terkait 1] dan
dengan sedemikian rupa melakukan ciuman dengan lidah pada [pihak terkait
1], serta perbuatan—perbuamn nyata lain di dalamnya menunjukkan bahwa
terdakwa dalam ruangan toliet img,

Mendekati [pihak terkait 1] dari belakang, sementara pada wakru iru [pihak
terkait 1] sedang membunghkuk untuk membersibkan WC dan, selanjurnya,

- Berdin sangar dekar di belakang [pihak terkait 1] dan, selanjutnya,

Memegang dan/atan mencengkeram kedua pinggul [pihak terkaic 1] dan,
selanjutnys,

Mendorong |pihak terkait 1] hingga membentur dinding di dalam ruangan
tollet itu, dan menekan perut [pihak terkair 1] dengan tangan, dan,

- Tetap berdiri sangat dekat di hadapan/menghadap [pihak terkait 1], dan,

- Ketlka  [pihak teckait 1) ingin mengambil pesawat teleponnya dan
mengrunakannya unuk meminta/mendatangkan pertolongan, pada wakm
ite tangan terdakwa menutupi/menahan pesawat telepon itu, dan bagi
|pihak terkait 1] telah menimbulkan lahirnya sutuasi vang mengancam,”

2.2.3. Pengadilan Banding telah mengkateponkan pernyataan terbuktl ini sebagai
scbuah “pemerkosaan”.

2.3, Pasal 242 Sr. berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan, atau perbuatan nyata lainaya, atau ancaman dengan
kekerasan, atau perbuatan nyata lainnya, memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan
vang terditi dari, antara lain, memasuki tubuhnya dengan paksa secara seksual, diancam
dihukum karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun atau denda kategori kelima.”

Pazal 246 Sr. berhunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan, aran perbuatan nyata lainoya, atau ancaman dengan
kekerasan, atau perbuatan nyata lainnya, memaksa seseorang untuk melakukan atau
membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam dihukum karena melakukan suatu
perbuatan yang menyerang kehormatan, dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun atau denda kategori kelima,”

2.4, Permohonan kasasi mempertanyakan apakah — pendeknya — setiap perbuatan memasuki
tubuh dengan paksa secara seksual dapat dikategorikan schagai “pemerkosaan”
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sebagaimana dimaksud Pasal 242 Sr.

Di dalam putusan-putusan sebelumnya, Hoge Raad tidak membatasi pengertian
“pemerkosaan” pada bentuk-benruk tertentu dan perbuatan memasuki wbuh dengan
paksa secara seksual. Dalam putusannya tanggal 22 Februari 1994, LIN ZC9650, NJ
1994/379, Hoge Raad telah memutuskan bahwa berdasarkan sejarab pembentukannya,
harus diverima bahwa pengertian “memasuki dengan paksa secara seksual” di dalam Pasal
242 Sr, memuat setiap perbuatan memasuki tubuh dengan paksa secara seksual. Dalam
putusannya tanggal 21 April 1998, LIN ZD1026, NJ 1998/781, Hoge Raad selanjutnya
telah menjawab negatif pertanyaan apakah schubungan dengan jangkauan keberlakuan
dari ketentuan it, meski begitu, tddak seharusnya dibuat perkecualian untuk kasus-kasus
di mana cara bagaimana tubuh tersebut dimasuki dengan paksa, secara obyekuf, tidak
dapat dianggap sejajar dengan memasuki dengan paksa bagian tubuh seperti anus atau
vagina. Selain rujukan pada sejarah pembentukan undang-undangnya, pada wakru itu
keputusan — yang kemudian terkenal sebagai “putusan-ciuman-lidah™ — ini, sebagai dasar
alasan jawaban negatifnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

“Itu sejalan dengan dasar pemikiran ketentuan iru, yaitu perlindungan atas integritas (seksual)

2.6.

tubuh. Juga bentuk-bentuk perbuatan memasaki rubuh dengan paksa secara seksual yang
terlthat tidak begitu parah, bagaimanapun juga dapat dirasakan sebagai serangan yang
serius terhadap integritas tubuh dan dapat sama melukainya sebagaimana hubungan
badan yang dipaksakan. Dengan memperhatikan jangkauan Pasal 242 Sr. seperti yang
dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, keberlakuan ketentuan itu; bagaimanapun
juga, tak dapat digantungkan pada cara bagaimana tubuh dimasuki dengan paksa, serta
sifat dan keseriusan perbuatan itu, terlepas dari pembedaan semacam itu juga akan
berbenturan dengan syarat-syarat vang dari sudut pandang kepastian hukum harus
ditetapkan, untuk membatasi aturan pidana terkait.”

Secara khusus, pendapat yang diuraikan dalam putusan-ciuman-lidah itu sedari awal
secara umum mendapatkan kritik dalam literatur akademis, serta dalam praktek peradilan
di ringkat bawah juga odak selalu ditkun. Kritik ini, pada intinya, berisi pendapat bahwea
menganggap ciuman lidah sebagai pemerkosaan bertentangan dengan penggunaan
bahasa secara umum dan melampaui batas kerangka pengertan pemerkosaan, sedangkan
dalam kasus-kasus yang muncul, penerapan kerangka pengertian lain yang juga telah
diatur undang-undang, serta melindungi intepritas seksual, dapat lebih sesuai, misalnya
perbuatan menyerang kehormatan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 246 5S¢, Selanjutnya,
diutarakan juga sebagai kcberaran, hukuman berdasarkan pemerkosaan dirasakan
tdak tepat dan tidak adil, karena ciuman lidah sewajarnya tidak dapat dianggap sejajar
dengan hubungan badan atau perbuaran-perbuatan — yang dilihat dari tingkar keseriusan
pelangparannya pada integritas scksual — dapat disctarakan dengannya. Terkait hal
terscbut, penting juga untuk diperhatikan bahwa ancaman pidana kejahatan yang diatur
dalam Pasal 242 5r. jauh lebih tinggi dari, misalnya, ancaman pidana kejahatan yang diarur
dalam Pasal 246 Sr.
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Dan yvang terakhir, dapar dimengerti pendapat babwa pencantuman “pemerkosaan™
dalam catatan kejahatan seorang terpidana akan melahirkan reaksi yang lebih serius dar
masyarakat, ketimbang pencantuman nama suatu perbuatan vang terkesan kurang berat.

2.7. Sehubungan dengan hal di atas, Hoge Raad melihat adanya dasar untuk mengubah
tafsirnya atas Pasal 242 Sr., dengan mulai sekarang memutuskan bahwa tuntutan kepastian
hukum tidak menghalangi bahwa, meskipun ciuman lidzh pada dasarnya merupakan suam
perbuatan memasuki ubuh dengan paksa secara seksual, namun menurut kewajaran hal
ini tak dapat disejajarkan dengan hubungan badan atau perbuatan-perbuatan — yang
dilihat dari tingkat keseriusan pelanggarannya pada integritas seksual — dapat disetarakan
dengannya, sehingga ciuman lidah vang dipaksakan selanjutnya tidak lagi dapat diartikan
sebagai “pemerkosaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Se.

28 Dari perambangan-perimbangan di atas, ternyara Pengadilan  Banding  keliru
mendefinisikan apa yang telah dinvatakannya terbukn. Oleh karena itu, pengaduan yang
diajukan benar.

2.9. Terkait dengan perkara-perkara yang telah diselesaikan dengan mengpunakan putusan
dari tahun 1998 yang telah disebutkan tadi, Hoge Raad menambahkan bahwa rafsie
barunya atas Pasal 242 5r. tak dapat dianggap sebagai “keadaan™ baru [novum, red.] yang
dipersyaratkan untuk peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, ayat
1, huruf ¢, 8w, karena syarat itu ditujukan pada svatu keadaan yang sifatnya faktual dan
bukan pada pendapat hukum yang berubah.

3. Penutup

Hal-hal vang telah dipertimbangkan di atas, mengakibatkan putusan vang dikasasi tak lagi
dapat dipertahankan dan harus diputuskan sebagai berikut.

4. Keputusan
Hoge Raad:
Membatalkan putusan yang dikasasi tersebut;

Menyarakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan dakwaan primair
yang telah terbukti tersebut;

Metrujukkan perkara terkait kepada Pengadilan Banding Arnhem-Leeuwarden, apar perkara
pada tingkat banding ini, terkait dakwaan subsidiairnya, diadili dan diputus kembali.

Putusan ini dikeluackan oleh wakil presiden A.LA. van Dorst, sebagai ketua majelis, dan
hakim-hakim agung |. de Hullu, HA.G. Splinter-van Kan, W.E. Groos, dan N. Jorg, dengan
dihadiri panitera S.P. Bakker, dan dibacakan pada tanggal 12 Maret 2013,
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MNota Konklusi

Nr. 11/05421

Mr. Aben

Sidng 22 Januari 2013

Pendapat c.q. kesimpulan dalam perkara:

[Terdakwa]

Permohonan kasasi tidak cukup mendasan pemeriksaan kasasi. Permohonan itu didasarkan
pada sebuah pembacaan yang salah aras penjelasan dalam alat-alat bukti yang diberikan
pelapor, [pihak terkait], seorang petugas kebersihan yang bekerja pada rumah sakit. Berbeda
dengan apa yang dipaparkan dalam penjelasan permohonan kasasi, laporan dalam alat buko
itu menunjukkan balwa pelapor sedari awal bereaksi menolak cecaran terdakwa. Saya kurp:

“Saat itu dia melangkah lagi ke depan ke arah saya. Saya karakan sekali lagi kepadanya kettka
itn, bahwa dia harus pergi, karena dengan begiru saya tak dapat menjalankan pckerjaan saya.
[Dia rerap saja berdin di siu. Saya telah selesai dengan toilet perrama dan berjalan menuju toiler
kedua, Namun sebelum saya sampai, lelaki itu mendorong saya hingga membentur dinding,
Dia berdiri dengan satu tangan bersandar pada dinding dan tangannya yang lain menyentuh
perut saya. Dia berdiri cukup dekar pada saya, karena sava merasakan jaketnya menyentuh
tubuh saya. Lelaki itu mulai mencium saya. Awalnya di leher saya, namun kemudian pada
mulut saya. Dia mencoba memasukkan lidahnya dalam mulut saya, namun itu dapat saya
cegah dengan menarik kepala sava ke belakang dan mengelak. Sava telah merasakan bahwa
dia dengan lidahya relah memasuki mulur sava. Saya kembali mendorongnya menjauh, serta
mengatakan bahwa dia harus menghentikan perbuatannya dan pergi. Lelaki itu beranjak
selangkah ke belakang, namun dia ddak pergi.”

Keberatan ini jelas tak dapat berakibat pada pemeriksaan kasasi, karena bukt paksaan
untuk melaskukan perbuatan memasuki mbult denpan paksa secara seksual (ciuman lidah)
bagaimanapun juga terdapat pada alat bukd ini. Saya usulkan untuk menolak permohonan ini
berdasarlkan Pasal 80a RO [Undang-Undang Penyelenggaraan Kekuaasan Kehakiman, red.].

Procureur-Generaal
Ioge Raad der Nederlanden
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BAIB 3

PUTUSAN-PUTUSAN TERKAIT TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN
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1. Pengantar

Sehubungan dengan asas kejelasan dalam pengaruran (lex-certa) terkait diberlakukannya
tindak pidana lingkungan, Hendriks dalam bukunya (Hendriks, L.EM., Milieustrafrecht, 3de
druk, Kluwer: Deventer, 2010) menyebutkan, antara lain, dua putusan peénting vang pernah
dikeluarkan oleh Hoge Raad. Hendriks berpandangan kritis terhadap purusan-putusan ini,
karena dalam pandangan dirinya, setidak-tidaknya, masih ada masalah ketidakpastian dalam
pengaturan norma terkait dndak pidana lingkungan. Namun, terlepas dad pandangan
Hendriks sendir, sampai sejaub ini Hoge Raad sepertinya berpendapat bahwa dalam menilai
kejelasan pengaturan, harus dipertimbangkan kemunghkinan suatu norma pengaturan dapat
diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran dari norma tersebur.

Di dalam HRE 31-10-2000 (Kategori Selada), misalaya, Advocaat-Generaal pada Pengadilan
Banding mengajukan permohonan kasasi terhadap puwmsan Pengadilan Banding vang
membebaskan terdakwa, karena Penpgadilan Banding dianggap telah keliru menilai bahwa
ketentuan yang digunakan untuk menentukan kandungan maksimum jon nitrat dalam
komoditas sayur-sayuranitu kabur. Peraturan tersebut dianggap kabur oleh Pengadilan Banding,
karena ddak memberikan kategor {turunan) sayuran yang diarur dengan norma rersebur,
Namun, menurut Hoge Raad, dalam perkara ini tidak terjadi pelanggaran atas asas lex-certa,
Alasannya, pihak terkait (terdakwa) semestinya dapat mengetahui, karena “menyanglut para
pelaku pasar profesional, boleh diharapkan bahwa pihak ini mendapatkan informasi dengan
baik mengenai batasan-batasan dari tindakan-tindakan mereka” (pertimbangan hukum 3.5).

Pendapat tersebut dapat ditemukan kembali dalam putusan Hoge Raad kedua yang disebutkan
Hendriks di dalam bukunya, HR 18-01-2005, yairu sebuah kasus menyangkur (nncian)
pengaturan mengenai batas toleransi kebocoran bahan pendingin di dalam mesin pendingin
yang dapat merusak lapisan ozon. Di dalam kasus ini, permohonan kasasi diajukan oleh
terdakwa, dengan alasan ketentuan mengenai batas toleransi kebocoran bahan pendingin itu
tidak dilengkapi kriteria numerik, sehingga dianggap tidak cukup jelas bagi pihak rerkaitnya.
Namun, jika dicermarti lebih lanjur lagi, sepert ditunjukkan oleh PG dalam kasus tersebut
(lihat Nota Konklusi pada angka 3.5), sebenarnya bukan tak ada standar sama sekali. Hoge
Raad di dalam kasus ini, selain menganggap peraturan itu telah cukup konkret, juga kembali
menegaskan “dan para pelaku pasar profesional, [...] boleh diharapkan bahwa pihak ini
mendapatkan informasi dengan baik mengenai batasan-batasan dar tindakan-tindakan
mereka” (pertimbangan hukum 3.4).

Perkara keriga yang juga dibahas di dalam buku Hendriks (NJ 1999, 638, HR 29-06-1999),
merupakan (salah satu) contoh penerapan pembuktian terkait dndak pidana linghungan, selain
juga menunjukkan kriteria putusan bebas yang oleh Hoge Raad dapar dianggap memenuhi
syarar kasasi. Kasusnya sendin, ringkasnya, menyangkut pengujian apakah petasan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Salah satu syarat yang disebutkan di
situ adalah sumbu yang “rerpercaya berfungsi”, Bagaimana cara menentukannya?
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Dalam perkara tersebut, Pengadilan Banding menganggap keliru penilaian petugas pengawas
bahwa “adanya satu atau lebih petasan mejan (tidak dapat melets) di dalam sebuah sampel
dari sepaket petasan merupakan bukti yang cukup untuk fakta bahwa jenis petasan terscbut
mempunyai sumbu yang tidak memenuhi persyaratan™. Pendapat ini dimohonkan kasasi oleh
PG pada Pengadilan Banding, Karena menyangkut penerapan unsur {‘terpercaya berfungsi”)
vang menjadi esensi dakwaan terkait, permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima olch
Hoge Raad. Berbeda dari Pengadilan Banding, Hoge Raad menilai bahwa penerapan unsur
tersebut harus diartikan “telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 15, ayat ketiga,
huruf a, SK Petasan, jika sumbu dari satn buah atau lebih petasan dari sebuah sampel tidak
berfungsi” (pertimbangan hukum 3.6).

Selanjutnya, dalam perkara yang sama, alasan kasasi juga diajukan atas nama pihak terdakwa
vang menganggap bahwa pihak yang diruju seharusnya dimungkinkan untuk mengetahui
metode pemeriksaan suatu norma. Dalam hal ini, dalam pandangan pihak terdakwa, peraturan
terkaitnya tidak memuat metode pemeriksaan yang kemudian ternvata digunakan. Namun,
Hoge Raad menilai bahwa teckait hal ini, penilaian Pengadilan Banding telah tepat. Menurut
Hopre Raad, meski peraturan terkait ddak memuar mewde pemeriksaan itu, ini “fidak
berpengaruh pada kewenangan hakim untuk harus dapat melakukan pemeriksaan dalam
sebuah lasus konkret atas metode pemeriksaan yang digunakan di dalam kasus itu, dalam
rangka menguji terpercayanya metode pemeriksaan tersebut” (pertimbangan hukum 6.1.3).
Pada bagian 5.2 dari Nota Konklusi dalam perkara tersebut, dapat dilihat lebih lanjut tinjauan
P-G bahwsa metode pemeriksaan dimaksud bukannya tak dapat disimpulkan dan ketentuan-
ketentuan terkait persyaratan keamanan petasan ini.

2. Dasar Hukum Belanda dan Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)
Dasar Hukum di Belanda

Pasal 7, kalimat pertama ayat 1, EVRM [Konvensi Eropa untuk HAM]

Tak seorang pun boleh dibuwkam Earena suaty perbuwatan atan felalaian yang bakan meérupakan tindak
pidana menurnt huks nasional atas bukam fnternasonal yang berlaku pada saal perbuatan atan
kelalatan it terjad.

Pasal 1, ayat 1, Wetboek van Strafrecht dan Pasal 16 UUD Belanda

Tak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdararkan kelenatan ketentuan perundang-undangan
pidana yang sebelummnya telah ada.

Pasal 15 SK Petasan [Peraturan Pelaksana] UU Zat-Zat Berbahaya Bagi Lingkungan
£ 4
2.

3. Sumbu petasan barus dalom fondiii sedemikion rapa; dibangun, dipasang, atau dilinduwngi dengan
sedemiikian rapa, rebingga:

a.  Numbu petasan ferpercava berfungs:.
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b Pengguna dapat memperbatikan uniuk mengambil posisi aman antara wakin penyuintan
dan dampak pertamanya muncul,

Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Suatu perbwatan tidak dapat dipwdane, kecwali berdasarkan kekuatan ketentaan perundang-swndangan
Jpidana yang telab ada.

3. Terjemahan Putusan

3.1. HR No. 01745/00 E, 31-10-2000 (Putusan Kategori Selada)
31 Oktober 2000

Kamar Pidana

Nr. 01745/00 E

Hoge Raad der Nederlanden
Putusan

Pada permohonan kasasi terhadap sebuah putusan Pengadilan Banding di Den Haag, Kamar
Ekonomi, tanggal 17 September 1999, dengan nomor parket 0904116797, begitu juga
terhadap segala keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Banding dalam persidangan terkait
perkara pidana terhadap:

[terdalcwa], lahir di [tempat lahir] pada tanggal [tanggal lahic] 1955, bertempat tnggal di
[tempat tnggal].

1.

Putusan vang dimohonkan kasasi

Pengadilan Banding, pada proses di ingkar banding - denpan membatalkan vonis Hakim
Tunggal (Tindak Pidana) Ekonomi pada Pengadilan Den Haag tanggal 10 Juli 1998, telah
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Proses kasasi

Permohonan diajukan oleh Advocaar-Generaal pada Pengadilan Banding, Pihak ini relah
mengajukan berkas terrulis dengan sebuah dasar alasan kasasi. Berkas rersehur dilekarkan

pada putusan int dan menjadi bagian darinya.

Advocaar-Generaal Wortel telah menyimpulkan bahwa Hoge Raad akan membatalkan
putusan yang dimohonkan kasasi dan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan
hukum, serta perkara ini dirujukkan kembali kepada Kamar Ekonomi pada Pengadilan
Banding IJen Haag, agar perkara pada tingkat banding tersebut, dengan memperhatikan
putusan Hoge Raad, dapar diadili dan diputus kembali,
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3. Pertimbangan atas memori kasasi

3.1. Dasar alasan ini ditujukan untuk melawan penilaian Pengadilan Banding bahwa fakta
yang telah terbukd itu tak dapart dipidana.

3.2, Purusan yang dimohonkan kasasi, sepanjang relevan di sini, memuat bahwa terdakwa
tclah mengajukan bantahan yang diutarakan kembali dan dijawab oleh Pengadilan
Banding sebagai berikut:

“Terdakwa dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal 1 Peraturan [Pelaksana,
red.] UU Komoditas [tentang, red.] Kandungan Nitrat Sayur-sayuran. Ketentuan ini
berbunyi, sepanjang relevan di sini, sebagai berikut:

Sayuran yang dipanen, pada periode, Standar toleransi (dalam mg/kg)
Sla, 1 Mei dan 1 November, 3500
1 November dan 1 Mei, 4500

Di dalam persidangan pada tingkar banding, ahli M. Blom-Zandstra, peneliti ilmiah
fisiologi tumbuhan pada Institut Biologi dan Kesuburan Tansh AGO di Wageningen,
terkait sayuran andewi keriting, telah menyatakan bahwa sayuran ini, dilihat dari bentuk
penampakan fisik dan karakter fisiologisnya, secara mendasar berbeda dan sayuran an-
dewi (sejenis sawi — red), dalam arti daun-daun andewi kenting mempunyai lebih banyak
serat ketimbang andewi, schingga pada andewi keriting terserap lebih banyak nitrat
dibandingkan pada andewi

Terdakwa dalam persidangan menyatakan, bahwa penjelasan dar ahli ini juga berlaku
untuk selada keriting, dalam hubungannya dengan selada. Selada keriting berbeda dan
selada, lanjut terdakwa, dengan cara serupa, yaitu dengan serat yang lebih banyak,
sehingga memuat lebih banyak nitrat.

Dari penelitian dalam persidangan, telah dapat diterima bahwa memang selada dan selada
keriting secara struktural sangatlah berbeda.

Berdasarkan hal rersebut, selanjutnya dianggap bahwa ketentuan yang dalam perkara ini
diterapkan, dalam daftarnya hanya terbatas pada sayuran selada, tanpa mernincinya lebih
jauh lagi, serta tidak diuraikan dengan jelas bahwa di situ harus dipahami juga sebagai
selada keriting yang dilihat dard strukturnya sangat berbeda (memuat lehih banyak serat),
sehingga Pengadilan Banding menilai bahwa ketentuan ini terlalu kabur dan dalam hal ini
kehilangan keberlakuan,

Apa yang ditentukan dalam ayat pertama Pasal 1 Wetboek van Strafrecht mengandung
konsekuensi bahwa apa yang dinyatakan terbukd ini tak dapar dipidana dan, oleh karena
itu, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum”,

3.3, Untuk menilai dasar alasan kasasinya, ketentuan-ketentuan berikut ini penting untuk
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dicermati:
“Pasal 7, kalimart pertamaavat 1, EVRM [Konvensi Eropa untuk HAM, red ], menentukan:

Tak seorang pun boleh dihukum karena suatu perbuatan arau kelalaian yang bukan
merupakan tindak pidana menurur hukum nasional ataw hukum internasional yang
berlaku pada saat perbuatan atau kelalaian itu terjadi.

Pasal 1, ayat 1, 5¢. dan Pasal 16 UUD berisi ketentuan dengan bunyi yang sama:

Tak ada perbuaran yang dapar dipidana, kecuali berdasarkan kekuaran ketentuan
perundang-undangan pidana vang schelumnya telah ada™

Didalam ketentuan-ketentuan ini, antara lain, ditentukan apa yang disebut sebagai penintah
kepastian pengaturan, Perintah ini berisi bahwa warga harus dapat mengetahui, terkait
perbuatan-perbuatan mana saja dirinya dapat dipidana. Kepastan hukum menuaturt hal
ini. Dari pembuat undang-undang boleh diharapkan, dalam rangka itu, untuk menulis
delik-delik pidana dengan cara sejelas mungkin. Terkait hal tersebut, jangan dilupakan,
bahwa pembuat undang-undang terkadang menuliskan delik-deliknya dengan suamu
kesamaran tertentu, rertuang dalam istilah-istilah umum, untuk menghindar perbuatan-
perbuatan yang dinilai dapat dipidana keluar dari jangkavan uraian deliknya. Kesamaran
it dapat saja tak terhindarkan, karena tidak selalu dapat diperkirakan dengan cara apa
kepentingan-kepentingan yang dilindungi akan dilanggar di masa mendamang, serta, juga
karena jika hal rersebut dapat diperkirakan, uraian-uraian delik ita akan menjadi begitu
merinci, sehingga tak lagl transparan dan dengan bepitu kejelasan undang-undang secara
umum juga akan dirugikan.

. Sehubungan dengan hal ini, perlu diutarakan pula bahwa jika itu menyangkut para pelaku

pasar profesional, boleh diharapkan bahwa pihak ini mendapatkan informasi dengan
baik mengenai batasan-batasan dar tindakan-tindakan mercka.

Karena dari isi alat-alat buktinya di sini terlihat bahwa ini menyangkut pelaku pasar
profesional, maka perintah kepastian pengaturan yang disehutkan pada angka 3.4,
berdasar alasan-alasan yang ditunjukkan pada angka 3.5, idak menghalangi bahwa jenis-
jenis selada harus dipahami termasuk juga kategori-kategori turunan selada. Keadaan
yang menunjukkan bahwa dalam ketentuan yang diterapkan hanya disebutkan jenisnya,
serta tidak ditunjukkan kategori-kategori turunannya, tidak termasuk ke dalam hal-hal
yang dibatasi oleh peraturan undang-undang. Kesimpulan itu, kalau memang begitu, akan
bertentangan dengan penjelasan undang-undang secara waiar. Berdasarkan vang telah
dipertimbangkan sebelumnya pada angka 3.4 dan 3.5, dapat diterima bahwa pembuat
undang-undang telah mencukupkan dengan penyebutan jenis selada dalam ketentuan
yang diterapkan, (Meh karena itu, ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada angka 3.3
ndaklah dilanggar.

Dalam kasus seperti ini, hakim harus menetapkan apakah sayuran vang disebutkan dalam
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pernyataan terbuktinya, merupakan sebuah kategori turunan semacam itu.
3.7. Dasar alasan kasasi telah diajukan dengan tepat.

4. Kesimpulan

Pertimbangan di atas mengakibatkan putusan yang dimohonkan kasasi tak lagi dapat
dipertahankan dan perkara terkait harus dirujukkan kepada Pengadilan Banding lain, serta
Pengadilan Banding tersebut harus memeriksa apakah selada keriting dapat dianggap sebagai
kategori turunan dari selada.

5. Putusan
Hoge Raad:

Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebut, namun hanya terbatas pada hal
terkait keputusan-keputusan mengenai tidak dapat dipidananya fakta dan diputus lepasnya
terdakwa dari segala untutan hukum;

Merujukkan perkara terkait kepada Pengadilan Banding Amsterdam, agar perkara pada tingkart
banding ini diadili dan diputus kembali.

Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden W.J.M. Davids, sebagai kerua majelis, dan hakim-
hakim agung G,J M. Corstens dan A.M.M. Orie, dengan dihadici panitera S.P. Bakker, dan
dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2000,

Nota Konklusi

Mr. Wortel
Nr. 01745/00E
Sidang 5 September 2000

MNota Konklusi terkait:
[terdakwa)

Majelis Yang Mulia,

1. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Banding Den Haag,
terkait perbuatan menawarkan penjualan, serta menimbun persediaan, selada keriting
dengan kandungan ion nitrat,

2. Terhadap putusan itu, Advocaat-Generaal pada Pengadilan Banding telah mengajukan
permohonan kasasi. Dalam berkas rerrulis yang diajukan pada Hoge Raad tepat waktu,
Advocaat-Generaal datang dengan sebuah pengaduan hukum dan dasar alasan terhadap
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penilaian Pengadilan Banding mengenai dapat dipidananya fakta yang telah dinyatakan
rerbukd.

Putusan yang dimohonkan kasasi dalam hal ini memuar:

“Terdakwa dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal 1 Peraturan Pelaksana UU
Komaoditas Kandungan Nitrat Sayur-sayuran. Ketenwan ini berbunyi, sepanjang relevan
di sini, sebagal berikut:

Sayuran vang dipanen, pada periode, Standar roleransi (dalam mg/kg)

Selada, 1 Mei dan 1 November, 3500

1 November dan 1 Mei, 4500

Dalam persidangan pada dngkat banding, ahli M. Blom-Zandstra, penelio ilmiah
fisiologi tumbuhan pada Institur Biologi dan Kesuburan Tanah AGO di Wageningen,
terkair sayuran andewi keriting, telah menyatakan bahwa sayuran ini, dilihat dari bentuk
penampakan fisik dan karakter hsiologisnya, secara mendasar berbeda dan sayuran an-
dewi (sejenis sawi —red), dalam arti daun-daun andewi keriting mempunyai lebih banyak
serat ketimbang andewi, schingga pada andewi keriting terserap lebih banyak nitrat
dibandingkan pada andewi.

Terdakwa dalam persidangan menyatakan, bahwa penjelasan dari ahli ini juga berlaku
untuk selada keriting, dalam hubungannya dengan selada. Selada keriting berbeda dari
selada, lanjut terdakwa, dengan cara serupa, yaitu dengan serat yang lebih banyak,
schingga memuat lebih banyak nitrat,

Dari penelitian dalam persidangan, telah dapar diterima bahwa memang selada dan selada
keriting secara struktural sangatlah berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dianggap bahwa ketentuan yang dalam perkara ini
diterapkan, dalam daftarnya hanya terbatas pada sayuran selada, tanpa merincinya lebih
jauh lagi, serta tidak diuraikan dengan jelas bahwa di siru harus dipahami juga scbagai
selada keriting yang dilihat dar strukrurnya sangar berbeda (memuat lebih banyak serat),
sehingga Pengadilan Banding menilai bahwa ketentuan ini terlalu kabur dan dalam hal ini
kehilangan keberlakuan.

Apa vang ditentukan dalam avar pertama Pasal 1 Wetboek van Strafrecht mengandung
konsckucnsi bahwa apa vang dinyatakan terbukd ind tak dapat dipidana dan, oleh karena
itu, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukom”,

“Peraturan [Pelaksana, red] UU Komoditas Kandungan Nitrat Sayur-sayoran™
{Peraturan Sekretaris Nepara Kesejahteraan, Keschatan Masyarakag, dan Budava, tanggzal
25 Februari 1993, Stert 40, diubah dengan SK tanggal 21 April 1995, Stcrt 85, dan
tangpal 3 Juni 1996, Stcre 107, dan — sesudah perbuatan-perbuatan yang dinyatakan
terbukt dan sebelum waktu Peraturan ini ditarik dan diubah dengan sebuah ketentuan
lain, menyanghkut apa yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini — diubah lagi dengan SK
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ranggal 17 September 1997, Stcrr 182, dan 31 Juli 1998, Stert 147) ternyata berdasarkan
pada konsideran dan penjelasan atas Peraturan, sebagaimana ditetapkan pada tanggal
25 Februari 1993, terkait Pasal 13 “SK Ul Komeditas Penyiapan dan Penanganan
Bahan-Bahan Makanan” (aslinya ditetapkan tanggal 10 Desember 1992, 8. 1992, 678
dan pada saat perbuatan yang dinyatakan rerbukd, sebagaimana ditetapkan tanggal 15
Januari 1997, 8 20). Di dalamnya diberikan kewenangan kepada Menteri (sekarang)
Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan, dan Olah Raga unruk menentukan apa saja yang
ditunjuknya sebagai polusi yang dari sudur pandang kesehatan dapar membahayakan,
sehingga rak boleh ada dalam komoditas makanan ataun minuman dalam jumlah yang
lehih besar, melebihi apa yang ditetapkan oleh menteri, bersama Menteri Pertanian,
Pemeliharaan Alam, dan Lingkungan, terkait kandungan tersebut. Di situ juga ditentukan
bahwa jumlah (kandungan vang dapat dianggap sebagai polusi) dapat ditentukan berbeda
untuk komoditas makanan dan minuman yang dibeda-bedakan.

Pada gilirannya, “BK UU Komoditas Penyiapan dan Penanganan Bahan-Bahan
Makanan" bermujuan untuk melaksanakan, antara lain, Pasal 4, ayar 1, dan Pasal 6, huruf
a3, Ul Komoditas, Di dalam Pasal 3 UU Komoditas ditentukan bahwa berdasarkan apa
vang diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 undang-undang itu, dapat ditetapkan
kerenman-kerentuan lebih lanjut, untuk kepentingan, antara lain, kesehatan masvarakat.

Aturan-aturan ini, dilihat dalam hubungannya satu sama lain, menunjukkan bahwa
Menteri (Sekreraris Nepara) Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan, dan Olah Raga,
membuat “Peraturan Pelaksana UL Komoditas Kandungan Nitrat Sayur-sayuran”
tersebut, berdasarkan kewenangan vang dilimpahkan kepadanva untuk melarang
penjualan komoditas untuk konsumsi manusia yang dari sudut pandang kesehatan dapar
merugikan, sepanjang komoditas itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkannya.

Begitu pula di dalam penjelasan “Peraturan Pelaksana UU Komoditas Kandungan Nitrac
Sayur-sayuran”, sebagaimana Peraturan ita pada awalnya ditetapkan dan kemudian
diubah, berulangkali diregaskan bahwa dampak-dampak vang mungkin merugikan
bagi keschatan dar asupan nitrat, merupakan dasar alasan untuk menetapkan jumlah
maksimal ion-nitrat vang diperbolehkan dalam berbagai jenis sayur-sayuran. i dalam
penjelasan Peraturan itu, sebagaimana dulu berlaku pada waktu dilakukannya perbuatan
vang dinyatakan terbukd, sehubungan dengan hal tersebut disebutkan:

“Berdasarkan penelitian diketabui bahwa kandungan nireat dalam sayaran dapat begitu
tinggl, schingga dar sudut pandang keschatan perlu adanya penpurangan kandungan
tersebut, Oleh karena itu, untuk sayur-sayuran tertenmu, kandungan nitrar maksimal
yang diperbolehkan ditetapkan dalam peramuran igl. Dalam penetapan peraturan ini
(...) diasumsikan suaru rarger untuk standar kandungan nitrat sejumiah 2500 mg/kg;
dapar dicapai dengan penurunan tahunan dari standar-standar tersebut. Berdasarkan
pengetahuan mengenai toksokologi yang ada saat ini, serta tetap tngginya asupan nitrat,
target tersebut di atas masih tetap diberlakukan.”
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Dengan merujuk pada Pasal 1, ayat 1, Wetboek van Strafrecht, Pengadilan Banding
mengutarakan bahwa standar menurut peraturan perundang-undangan — yang tidak
dipenuhinya norma tersebut dipersalahkan kepada terdakwa, diangpap terlalu kabur
penguraiannya. Apa yang disebut sebagai syarat “lex-certa”, berisi bahwa tak akan ada
perbuatan vang boleh dipidana, jika pada saat dilakukannya perbuatan it tak didasari
pada ketentuan perundang-undangan vang telah diumumkan, sehingga perbuatan it
dapat didefinisikan sedemikian rupa, secara umom memang dianggap terkandung di
dalam Pasal 1 ayac 1 Sr. Dengan begitu banyak kata, syarat itu dimuac di dalam Pasal 16
UUD dan Pasal 7 EVRM.

Dalam kondisi-kondisi tereentu, hakim pidana dapat menganggap dirinya wajib unruk
memeriksa apakah ketentuan-ketentuan perundang-undangan — yang menclasari tuduhan
dan perbuatan pidananya — memuat sebuah petunjuk yang kabur mengenai perbuatan
tersebut menurut ukuran itu, sehingga penjatuhan hukuman akan bertentangan dengan
asas “lex-certa”. Barasan-batasan kewenangan hakim unwk memumskan bahwa
sebuah ketentuan perundang-undangan memuart uraian perbuatan pidana dengan tidak
memadai, sehingpa berdasarkan hal tersebut tak dapat dianggap adanya pemidanaan,
meskipun begitu, harus ditarik hingga sedemikian sempit. Konstirutisionalitas ketentuan
perundang-undangan, bagaimanapun juga, odak untuk dinilai oleh hakim (Pasal 120
ULD), sedangkan hakim juga ddak akan boleh memberikan penilaian mengenai nilai
intrinsik atau kepatutan sebuah ketentuan perundang-undanpan (Pasal 11 Ketenmuan
Umum Peraturan Perundang-Undangan). Batasan yang disebutkan terakhir, terutama,
akan terasa, apabila timbul pertanyaan pada hakim apakah sebuah perbuatan, dengan
begitu banyaknya keadaan-keadaan terkair, menghasilkan dapat dipidananya perbuatan
tersebut, schingga jangkavan pemidanaannya secara wajar akan begitu jauh, serta
mungkin tidak akan dapat dijustifikasi oleh kepentingan-kepentingan yang dilindungi.

Pada situasi itu, hakim akan harus memperhitungkan bahwa penilaiannya mengenai
penerapan ketentuan perundang-undangan, di mana di dalamnya dimuatr norma yang
ditujukan kepada terdakwa, sama sekali tak boleh ditentukan dengan pandangan-
pandangan mengenai dampak yang diharapkan atau sewajarnya ada dard norma it -
karéna itu merupakan perspektif yang hanya boleh digunakan oleh pembuat undang-
undang, namun hanya boleh ditentukan dengan ukuran di mana di dalamaya terdakwa
dapat menyadari bahwa dia akan melanggar norma it

Hanya jika tak dapac dikatakan bahwa terdakwa it sewajarnya dapat telah mengetahui
bahwa tindakannya akan bertentangan dengan undang-undang, maka hakim dapat
menganggap dirinya berwenang menolak arti pemidanaan yang berlaku dari ketentuan
perundang-undangan yang terlalu kabur tersebur.

Berdasarkan Pasal 120 dan 94 UUD, maka Pasal 7 EVRM akan dapat berfungsi sebagai
norma penguji. Berul bahwa hakim akan harus memperhitungkan babhwa pembuat
undang-undang terkait sebuah uraian delik dapar saja merasa perlu untuk mencukupkan
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dengan istilah-istlah yang relatif umum. Dalam kata-kata yang digunakan EHRM
[Mahkamah HAM Eropa, red.):

{...) the wording of many statutes is not absolutely precise. The need to avoid excessive
rigidity and to keep pace with changing circumstances means that many laws are inevitably
couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague (...} The interpretation
and application of such enactments depend on practice”

Dengan memperhatikan hal tersebut, EHRM tidak segera menerima bahwa pemidanaan
terlalu kabur atau tak tentu untuk dapat memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal
7 EVRM, EHRM 25 Mei 1993, Kokkinakis vs. (Griekenland, Publications ECHR, Series
A, vol. 260-A, pertimbangan hukum 40 dan 52. Dengan maksud yang sama, lihat HR,
NJ 1994, 412.

MNamun, dalam kasus terkait, tdak juga dikemukakan bahwa pembuar undang-undang
menguraikan tindakan yang ditetapkan dapar dipidana dengan kata-kata begitu umum
(hanya memuat suatu hasil arau kualifikasi), schingga penafsirannya harus menentukan
apakah perbuatan yang didakwakan rermasuk di dalamnya.

Menurut ukuran hukum pengaturan pada saat ini, di mana pemidanaan norma-norma
petilaku yang melandasinya dapat disebut masih terang dan dapat diakses, meski
kebanyakan (seperti dalam hal ini) hanya dapat diketahui melalui berbagai ketentuan
peraturan umum yang saling merujuk dan mengisi satn sama lain, serta dihubungkan
satu sama lain, ketentuan norma perilaku yang ditujukan kepada terdakwa rerscbut
cukup jelas, tak perlu dimarup juga bahwa terdalewa mungkin akan harus meminea
nasehat dari ahli untuk dapat memastikan, apakah “selada keriting” vang dibiakkan dan
ditawarkannya dalam sebuah lelang itu akan termasuk, atau tdak, ke dalam kategor
“selada” berdasarkan norma umum yang diterapkan di dalam “Peraturan Pelaksana UU
Komoditas Kandungan Nitrat Sayur-sayuran™. Sehubungan dengan hal tersebut, masih
dapat dirujukkan pula pada EHRM, 15 November 1996, Cantoni vs, Perancis (Reports
of Judgments and Decisions No. 20, 1996-V, hlm. 1614, dst.), perimbangan hukum 35.

Penilaian Pengadilan Banding mengandung arti bahwa jangkauan norma larangannya,
sesual dengan apa vang dinyatakan oleh terdalwa, secara wajar dianggap terlalu luas.
Dengan memberikan penilaian itu, dalam pandangan saya, Pengadilan Banding telah
melanggar batas vang dituangkan di dalam Pasal 120 UUD dan Pasal 11 Ketentuan Umum
Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena larangan menjual selada (menurut Pasal 1
avat 1 UU Komoditas) yang memuat lebih dari satu jumlah tertentu kandungan nitrar yang
diperbolehkan i tak dapar dihindari — yang diater unmk mecnjaga keschatan manusia,
serta larangan itu dibuar berdasarkan kewenangan menurut peraturan undang-undang
vang memerintahkan penetapan lebih lanjut dalam rangka menjaga kesehatan, schinpga
Pengadilan seharusnya menerima ini sebagai suatu pendapat yang harus diperhatikan
dari pembuat peraturannya, bahwa larangan tersebut berthubungan dengan perdagangan
segala macam selada vang ditujukan uwntok konsumsi manusia, tanpa ada perbedaan
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berdasarkan varietas atau jenis (turunannya), Terlebih lagi, karena sudah merupakan
pengetahuan umum bahwa telah sejak beberapa waktu lamanya, berhagai macam jenis
selada dirawarkan untuk konsumsi. Ini menunjukkan bahwa pengembangbiakan dan
penjualan “selada keriting” bukan merupakan perkembangan yang tidak terantisipasi
atau diabaikan oleh pembuar peraturannya, namun dalam rangka menjaga kesehatan
masyarakat sccara tepat, menteri tidak menganggap perlu digunakannya kewenangan vang
diberikan kepadanya menurut Pasal 13 “SK UU Komoditas Penyiapan dan Penanganan
Bahan-Bahan Makanan” untuk mengatur secara berbeda kandunpan maksimal nierar
(dianggap sebagai polusi) vang diperbolehkan untuk berbagai jenis selada tertentu,

Dasar alasan kasasi tersebut, oleh karena ity telah diajukan secara tepar. Putusan yang
dimohonkan kasasi, sehubungan dengan keputusan mengenai dapat dipidananya apa
vang telah dinvatakan terbukrd, didasarkan pada penerapan hukum yang keliru dan tak
dapart lagi dipertahankan.

Untuk adanya keteraturan, sava juga telah mempertimbangkan apakah perbuatan yang
dinyatakan terbukti itu juga dapat dipidana, serta (setidak-tidaknya) dapar mengakibatkan
hukuman yang sama beratnya. Sava pikir begitu.

Memang benar bahwa *Peraturan Pelaksana ULl Komoditas Kandungan Nitrar Sayur-
sayuran' telah ditarik dengan berlakunya “Peraturan Pelaksana UU Komoditas [tentang,
red.] Polusi dalam Bahan-Bahan Makanan™ pada tanggal 1 Februari 1999 (Pasal 11 dari
Peraturan yang dimaksud tecakhir ini, ditetapkan pada tanggal 8 Februari 1999 — sehingga
berlaku surut = dan diumumkan dalam Stert. 30). Jumlah kandungan nitrat terbanyak yang
diperbolehkan untuk selada, sekarang bersumber dan Pasal 8 ayar 1 *Peraturan Pelaksana
UU Komodiras Polosi dalam Bahan-Bahan Makanan” ini, merujuk pada Peraturan
(EG/Masyarakar-Masyarakar Eropa) 194/97 dan Komisi Masyarakat-Masyarakat
Ercpa. Kandungan maksimal nitrat yang diperbolehkan unmk selada, ditenmkan di
dalam Pasal 2 dan di dalam lampiran pada Peraturan ini yang divmumkan di dalam
PB, nr. L 031, hlm. 48, serta diubah — namun tidak menyangkut poin terkait — dengan
Peraturan (BEG) 864/1999 dari Komisi, PB, nr. L 108, hlm. 16. “Peraturan Pelaksana UU
Komaoditas Polusi dalam Bahan-Bahan Makanan™ juga didasarkan pada Pasal 13 "5k
UL Komoditas Penyiapan dan Penanganan Bahan-Bahan Makanan”, sehingga tindakan
vang bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap dilarang menurue Pasal 2 ayat 1 dan
SK UU Komaditas dalam kaitannya dengan Pasal 4 avat 1 UU Komaoditas (sava pikir
bergitu; pertama-rama dikualilikasikan sesuai dengan Pasal 5 UU Komoditas, namun
dalam hemat saya itu mengacu pada suamu pengertian yang keliru dan hubungan anrara
Pasal 4 dan 5 UU Komaoditas), sedangkan tindakan yang bertentangan dengan larangan
terscbut tetap dapat dipidana di dalam Pasal 1, angka 4, WED [Undang-Undang Tindak
Pidana Ekonomi, red.].

Nora Konklusi ini mengarah pada pembatalan putusan yang dimohonkan kasasi, namun
hanya untuk hal-hal menyangkut keputusan bahwa perbuatan tidak dapart dipidana dan
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bahwa terdakwa dilepaskan dard segala tuntutan hukum, dengan pengembalian perkara
kepada Kamar Ekonomi Pengadilan Banding Den Haag, agar sejauh ini perkara pada
tingkat banding tersebut, dengan memperhatikan pumsan Hoge Raad ini, diadili dan
diputus kembali.

Procureur-Generaal

Pada Hoge Raad der Nederanden

3.2

HR No. 01142/04 E, 18-01-2005 (Putusan Ozon)

18 Januari 2005
Kamar Pidana
Nr. 01142/04 E

AGJ/IV
Hoge Raad der Nederlanden

Putusan

Pada permohonan kasasi atas sebuah putusan dari Pengadilan Banding di Arnhem, Kamar
Ekonomi, tanggal 27 Oktober 2003, nomor 21/001331-02, dalam perkara pidana terhadap:

[Terdakwa], berkedudukan di [tempat kedudukan].

14
L.

1.2

Z

Putusan yang dimohonkan kasasi

Pengadilan Banding, pada proses di ingkat banding — dengan membatalkan vonis Hakim
Tunggal (Tindak Pidana) Ekonomi pada Pengadilan Almelo tanggal 20 Desember 2001
— telah menyatakan tuntutan Kejaksaan Agung tidak dapat diterima sepanjang terkait
petbuatan-perbuatan (sebuah perbuatan) yang dilakukan sebelum 26 Oktober 1999,
serta terdakwa kemudian dibebaskan dari dakwaan primair pada bagian pengantar surat
panggilannya dan menghukumnya karena “turut serta melakukan sebuah pelanggaran
atas sebuah ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 24, ayat 1, Undang-Undang
Zar-zar Berbahaya Bapgi Lingkunpgan, diperbuar oleh sebuah badan hukum®, unruk
membayar denda sebesar € 6.250,--.

Pelengkap dari putusan yang dipersingkat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3654,
ayat 2, Sv,, dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya.

Proses kasasi

Permohonan diajukan oleh terdakwa. Bertindak atas nama terdakwa, me. H. Sytema, advokat
di Den Haag, telah mengajukan berkas tertulis dengan sebuah dasar alasan kasasi. Berkas
tersebut dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya.
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Advocaar-Generaal Machielse telah menyimpulkan bahwa Hoge Raad akan menolak
permohonannya. Nota Konklusi Advocaat-Generaal dilekatkan pada putusan ini.

3,

31

3.2

Pertimbangan atas memori kasasi

Dasar alasan kasasinya berisi pengaduan bahwa Pengadilan Banding telah menolak
dengan tidak tepat, atau setidak-tidaknya tidak disertai dengan dasar alasan yang cukup,
bantahan bahwa Pasal 15 SK tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon 1995 dan Pasal 6
Peraruran ketentuan-ketentuan menutup kebocoran mesin pendingin 1997 tidak berlalku
mengikat, karena bertentangan dengan, antara lain, perintah kejelasan pengaruran yang
tercantum di dalam Pasal 1, ayat 1, ¢

Pengadilan Banding telah meringkas dan menolak bantahan yang dimaksudkan dalam
alasan kasasi tersebut, sebagat berkut:

“Penasehat hukum terdakwa telah berpendapat bahwa ketentuan 6.1.1. sebagaimana
dimuat di dalam lampiran pada Peraturan ketentuan-ketentuan menutup kebocoran
mesin pendingin 1997, harus dinyatakan tidak berlaku mengikat, karena bertentangan
dengan SK tentang zar-zat yang merusak lapisan ozon 1995 (unmuk penjelasan lebih
lanjut lihat catatan pembelaan yang diajukan kepada Pengadilan Banding dan dilekatkan
pada berita acara).

Pengadilan Banding berpendapat bahwa tidak terlihat mengapa ketenman 6.1.1. di dalam
lampiran pada peraturan terkait perkara tersebur, akan bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dari SK tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon 1995. Apa vang ditentukan
dalam ketentuan terkait, merupakan sebuah pengaturan lebih lanjut yang jelas dan SK
itw, serta tidak bertentangan dengannya.

Pengadilan Banding, oleh karena itu, menolak bantahannya,

Selanjutnya, penasehar hukum berargumen bahwa seluruh norma pengamran dan
ketentuan-ketentuan terkait perkara tersebut, tidak memberikan gambaran yang cukup
kepada pencari keadilan, mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak, schinggs terdapat
pertentangan dengan asas lex-certa. Hal ini akan berakibat pada harus dilepaskannya
terdakwa dari segala tuntutan hukum {untuk penjelasan lebih lanjur lihar catatan
pembelaan yang digjukan kepada Pengadilan Banding dan dilekatkan pada berita acara).

Berbeda dengan pembelaannya, Pengadilan Banding berpendapat bahwa ketentuan-
ketentuan terkait tdak bertentangan dengan perintah kejelasan pengaturan.

Menurut penilaian Pengadilan Banding, ketentuan-ketentuan di dalam lampiran pada
Peraturan ketentuan-ketentuan menutup kebocoran mesin pendingin 1997 ini dan
peraturan itu sendiri, telah menjelaskan dengan cukup konkret perbuatan-perbuatan
mana yang diperbolehkan dan mana vang tdak.

Pengadilan Banding kemudian menambahkan, norma pengaturan yang digunakan, yaitu
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mencegah agar tindakan-tindakan dengan zat-zat atau racikan-racikannya tidak akan
mengakibatkan dampak-dampak vang tidak dinginkan bagi manusia dan lingkungan,
membuat adanya ketidakjelasan tertentu dalam ketentuan-ketentuan tersebut  ak
terhindarkan.

Bantahan tersebut, oleh karena it ditolak™

3.3. Ketentuan-ketentuan vang relevan untuk menilai dasar alasan kasasinya, disebut-
kan kembali di dalam Nota Konklusi Advocaat-Generaal pada 3.2,

3.4. Asas legalitas yang terpatri di dalam Pasal 1, ayat 1, Sr., juga dituangkan di dalam
Pasal 7, ayat 1, ECHR [Konvensi Eropa untuk Hak-Hak Asasi Manusia, red.], dan
Pasal 15, ayat 1, ICCPR [Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik,
red.]. Sifat dan isi dari norma pengaturan yang menjadi dasar dari ketenman-
ketentuan yang berlaku di sini, di satu sisi membuat ketidakjelasan tertentu
dalam ketentuan-ketentuan tersebut tak terhindarkan, sedangkan di sisi lain,
ketentuan-ketentuan itu telah cukup konkret untuk membuat pihak terkaitnya
dapat menyesuaikan perbuarannya dengan norma tersebut Di situ perlu di-
tambahkan pula, dari para pelaku pasar profesional, seperti dalam kasus terkait,
boleh diharapkan bahwa pihak ini mendapatkan informasi dengan baik mengenai
batasan-batasan dari tindakan-tindakan mereka. Dengan melihat fakta kebocoran
vang telah ditetapkan oleh Pengadilan Banding (alat bukt 2), bagi terdakwa
semestinya juga sudah harus jelas bahwa perbuatannya itu melahirkan sebuah
pelanggaran atas ketentuan terkait, Penerapan ketentuan itu, oleh karenanya, tidak
bertentangan dengan asas yang telah disebutkan tadi, ataupun dengan ketentuan-
ketentuan konvensi yang disebutkan sebelumnya.

3.5. Dasar alasan kasasi gagal.

4, Kesimpulan

Oleh karena dasar alasan tersebut tidak dapat berakibat pada kasasi, sedangkan Hoge Raad juga
menilai tidak adanva dasar berdasarkan jabatan yang membuatnya akan harus membatalkan
putusan vang dimohonkan kasasi, maka permohonan tersebut harus ditolak.

5. Putusan
Hoge Raad menolak permohonan tersebut.
Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden C.J.G. Bleichrodt, sebagai ketua majelis, dan

hakim-hakim agung A..A. van Dorst dan J. de Hullu, dengan dihadiri panitera penggant
JD.M. Hare, dan dibacakan pada tanggal 18 Januari 2005,
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Mota Konklusi

Nr. 1142/04E
Mr. Machielse

Sidang 23 November 2004
Mota Konklusi terkait:

[terdakwal

1. Pengadilan Banding di Arnhem telah menghukum terdakwa pada tanggal 27 Oktober
2003, karena perbuatan turut serta melakukan sebuah pelanggaran atas sebuah ketentan
yang ditctapkan berdasarkan Pasal 24, ayat 1, Undang-Undang Zat-Zat Berbahaya Bagi
Lingkungan, diperbuat olch sebuah badan hukum, untuk membayar denda sebesar €
6.250,00,

2. Mr. BJ. Schadd, advokat di Arnhem, telah mengajukan kasasi. Meester H. Sytema,
advokat di Den Haag, telah mengirimkan sebuah berkas rertulis, berisi satu dasar alasan
leasasi.

3 -

3.1. Alasan kasasinya mengadukan bahwa Pengadilan Banding telah menolak dengan tidak
tepat, atau setidak-tidaknya tidak disertai dengan dasar alasan yang cukup, bantahan
bahwa Pasal 15 SK tentang zat-zat vang merusak lapisan ozon 1995 dan Pasal 6 Peraturan
ketentuan-ketentuan menutup kebocoran mesin pendingin 1997 tidak berlaku mengikat,
karena bertentangan dengan perintah kejelasan pengaturan,

Di dalam putusannya, Pengadilan Banding mempertimbangkan hal-hal berikut:
“Dapat dipidananya fakta vang telah terbuks

Penasehat hukum terdakwa telah berpendapat bahwa ketentuan 6.1.1. sebagaimana
dimuat di dalam lampiran pada Peraturan ketentuan-ketentuan menutup kebocaran
mesin pendingin 1997, harus dinyatakan tidak berlaku mengikat, karena bertentangan
dengan SK tenrang zat-zat yang merusak lapisan ozon 1995 (untuk penjelasan
lebih lanjur lihat caratan pembelaan yang diajukan kepada Pengadilan Banding dan
dilekatkan pada berita acara).

Pengadilan Banding berpendapat bahwa tidak terlihat mengapa ketentuan 6.1.1. di
dalam lampiran pada peraturan terkair perkara tersebur, akan bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dari SK tentang zat-zat vang merusak lapisan ozon 1995, Apa
vang direntukan dalam ketenruan terkait, merupakan sebuah pengaturan lebih lanjut
vang jelas dari SK itu, serta tidak bertentangan dengannya.
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Pengadilan Banding, oleh karena i, menolak bantahannya,

Selanjutnya, penaschat hukum berargumen bahwa selutuh norma pengaturan
dari ketentuan-ketentuan terkait perkara tersebut, ddak memberikan gambaran
vang cukup kepada pencar keadilan, menpenai apa vang diperbolehkan dan ddak,
sehingpa terdapat pertentangan dengan asas lex-certa. Hal ini akan berakibat pada
harus dilepaskannya terdakwa dard segala tuntutan hukum {untuk penjelasan lebih
lanjur lihat catatan pembelaan yang diajukan kepada Pengadilan Banding dan
dilelatkan pada berita acara).

Berbeda dengan pembelaannya, Pengadilan Banding berpendapat bahwa ketentuan-
ketentuan terkait udak bertentangan dengan perintzh kejelasan pengataran.

Menurut penilaian Pengadilan Banding, ketenmuan-ketentuan di dalam lampiran pada
Peraturan ketentuan-ketentuan menurap kebocoran mesin pendingin 1997 ini dan
peraturan itu sendiri, telah menjelaskan dengan cukup konkret perbuatan-perbuaran
mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pengadilan Banding kemudian menambahkan, norma pengaturan yang digunakan,
yaitu mencegah agar tindakan-tindakan dengan zat-zar atau racikan-racikannya
tdak akan mengakibatkan dampak-dampak yang tidak dinginkan bagi manusia dan
lingkungan, membuar adanya ketidakjelasan tertenmu dalam ketenman-ketentuan
tersebut rak rerhindarkan,

Bamahan tersebur, oleh karena g, dirvolalk”

3.2, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Zat-Zat Berbahaya Bagi Lingkungan (Wms)
memungkinkan adanya pengaturan-pengaturan lebih lanjut dengan peraturan-peraturan
pelaksana [yang ditetapkan pemerintah, red.|, sehubungan dengan zat-zar dan racikan-
racikan yang dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan bagi manusia
dan lingkungan, Menurut ayat ketiga dari Pasal 24, Menteri dapat menetapkan aturan.
aturan lebih lanjut menyangkut hal-hal yang diarur di dalam ayat 1 peraturan pelaksananya.

SK tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon 1995 (Sth. 1995, 657, selanjumnya disebur
sebagai “SK™) didasarkan pada Pasal 24 Wms.

Pasal 15 SK berisi ketentuan-ketentuan berkut:

“1. Dilarang mengpunakan atau menguasai suatu zat, sebagaimana discbutkan di dalam
lampiran 1 pada peraturan, atan suatu racikan yang memuat zat sepert itu, di dalam
mesin pendingin, unruk tjuan komersial, jika mesin pendingin it ddak cukup
termutupi.

2. Ayar pertama juga berlaku vwnmuk penggunaan atau penguasaan di dalam mesin
pendingin, untuk twjuan komersial, sebuah senyawa hidrokarbon penghubung
yang tidak terhalogenasi sepenuhnya dengan fluor saja, dengan maksimal dua arom
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karbon,

3. Awran-araran lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan menteri, sehubungan dengan
ketertutupan mesin pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat 1.”

Pasal 6 Peraturan ketentuan-ketentuan menutup kebocoran mesin pendingin 1997 (Secrt.

1997,

£r

122, selanjutnya akan disebut sebagai “RLK 1997") berbunyi:

Pengurus sebuah mesin pendingin, orang yang memegang bukt izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, ayat 1, SK tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon,
atau orang, ditugaskan untuk mengurus sebuah mesin pendingin — yang dipekerja-
kan oleh sebush perusahaan yang memegang sebuah bukt izin seperti itu,
mempethatikan bagian 6 dari lampiran pada peraturan ini, Di dalam peraturan ini,
pengertan pengurus diartkan sebagai pemiliknya atau siapa saja vang berdasaran
hal-hal lain berwenang atas dilakukannya perbuatan-perbuaran terkait sebuah mesin
pendingin.”

Ketentuan 6.1. dari lampiran pada RLK 1997, berbunyi schagai berikur:

“6.1.1. Pengurus sebuah mesin pendingin menyandang kewajiban pemeliharaan untuk

6.1.3.

614,

6.1.5:

mengurus mesin ini sedemikian rupa, sehingga hilangnya zat pendingin dapat
dihindari,

Pengurus sebuah mesin pendingin menyandang kewajiban pemeliharaan untok
pengawasan dan perawatan sebuah mesin pendingin.

Pengurus sebuah mesin pendingin dengan jumlah total 1si zat pendingin vang
lebih berat dari atau sama dengan tga kilogram, minimal sekali dalam dua belas
bulan wajib memastkan pemeriksaan dan perawartan mesin ini oleh seseorang
yang memegang surat izin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13, avat 1,
dari 5K tentang zar-zat yang merusak lapisan ozon, atau oleh seseorang yang
dipekerjakan oleh sebuah perusahasn yang memegang sebuah bukti izin sepert ini.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 6.1.3. wajib meliputi:

a. kebocoran zat pendinging

b. adanya korosi;

€. terfutupnya pipa-pipa penghubung,
Sebuah mesin pendingin dengan jumlah total isi zat pendingin yang lebih berat
dari atau sama dengan seribu kilogram, wajib terus menerus berada dalam
pengnwasan.

. Menyimpang dari ketentuan 6.1.5, pengawasan secara berkala diperbolehkan, jika

pengurus telah memastikan pemeliharaan agar mesin pendinginnya dilengkapi
dengan sistem pemeriksaan dan peringatan otomaris, sehingga, jika terjadi
gangpguan, alarm peringatan skan bekerja di dalam sebuah kamar pemantau yang
dijaga.
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6.1.7. Jika ditemukan sebuah kerusakan yang dapat mengakibatkan hilangnya zat
pendingin, mesin wajib langsung dinonaktfkan. Mesin tersebut baru boleh
digunakan lagi, setelah kerusakannya diatasi dan pemeriksaan mesin, seperti
dimaksudkan dalam bagian 7, telah dijalankan,

6.1.8, Kebocoran zat pendingin dan kerusakan-kerusakan lainnya wajib langsung diatasi.

6.1.% Sebuah mesin pendingin vang melepaskan zat pendingin, karena kebocoran atan
kerusakan lainnya, tak boleh diisi ulang dengan zat pendingin, sebelum kebocoran
atau kerusakannva diatasi.”

Pemohon Kasasi, berpendapat bahwa Pasal 15 SK jo. Pasal 6 RLK 1997 disusun
sedemikian rupa, sehingga scbuah perbuatan yang dapat dipidana tidak dirumuskan
secara konkret, serta dapat dipidananya terdakowa, oleh karena itu, ditentukan berdasarkan
muncul atau tidaknya sebuah akibar. Namun, akibat sepert apa yang seharusnya muncul,
menurut pengaju dasar alasan kasasi, tidaklah jelas. Ketidakjelasan pengaturannya,
terutama, terletak pada tidak digunakannva kriteria numerik oleh kerentuan-ketentuan
tersebur terkait kebocoran yang tdak diperbolehkan. Oleh karena itu, bagi perusahaan-
perusahaan yang berhubungan dengan mesin mesin pendingin, tak dapat diantisipasi
sebelumnya ukuran mana dari kebocoran akan berakibat pada kesimpulan bahwa
pengurusan yang dilakukan akan dinilai ddak memadai menurur Pasal 6 dari pengaturan
tersebut. Pengabaian penetapan kriteria numerik ini, menurut pengaju dasar alasan
kasasi, dilihat dard Nota Penjelasan dari SK tentang zar-zar yang merusak lapisan ozon
1992 merupakan sebuah pilihan sadar[1]

Sebelumnya, mungkin telah ada ketidakjelasan mengenai ukuran dari besarnya kebocoran
yang masih akan sesuai dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pengurusan mesin
pendingin, Tujuannya, ketika iru, untuk mencapai scbuah pengaruran lebih merine yang
menurut pengaju dasar alasan kasasi, sampai sekarang udak berhasil.

SK dari tahun 1995 i dilengkapi dengan sebuah nota penjelas. Nota Penjelasan itu
menyatakan bahwa untuk kepentingan kejelasan pengaturan, dipilih tindakan penetapan
sebuah SK baru dan pencabutan SK asli— jadi SK 1992 i, tentang zat-zat yang merusak
lapisan ozon. Pencabutan ini berkaitan dengan perubahan-perubahan mendasar di dalam
peraturan Uni Eropa terkait permasalaban ini. Dengan melihat perubahan-perubahan
dari perjanjian Montreal, ketika it, dinilai perlu untuk membuar sebuah peraturan secara
lengkap tentang zat-zat yang mengikis lapisan ozon (Peraturan 3093,/94/EG, Pb L 333,
sclanjutnya akan disebut sebagai “Peraturan™). SK 1995 tersebut merupakan pelaksanaan
dati peraturan ini. Ketentuan-ketentuan pelaksana dari SK yang baru, misalaya RLK
1997, dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 15, avat 1, dari peraturan baru tersebut.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan 3093/94 dar Dewan Uni Eropa, tanggal 15 Desember 1994,
tentang zat-zat vang mengikis lapisan ozon berisi kerenruan-ketentuan berilour ini:

*Kebocoran zat-zat pengatur
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1. Mulai hari pertama pada bulan keempat sesudah tanggal berlakunya peraruran ini,
diambil segala tindakan antisipasi yang dapart dijalankan, untuk mencegah kebocoran
karbon fluoroklorida, karbon fluoroklorida lain yang sepenuhnya terhalogenisasi,
gas halon, karbon tetraklorida, 1,1,1-trikloridaethana, karbon fluorobrom, dan
cairan karbon Avoroklorida, dari alat-alar pendingin dan pengarur suhu udara yang
digunakan dalam perdagangan dan perindustrian, sistem pemadam kebakaran,
dan alat-alat yang menggunakan pelarut ketika berproduksi, bekerja, dan dalam
perawatan, Negara-negara angpota dapat menentukan persyaratan minimum
pendidikan untuk petugas perawar terkait”

Dilihat dari latar belakang ayar pertama dari Pasal 15 Peraturan ini; saya kira isi dani
ketentuan 6.1.1. dari lampiran pada RLK 1997 itu jelas: hilangnya zat pendingin harus
dicegah. Kehijakannya harus ditujukan untuk itu, Karena dalam prakteknva berbagai
situasi akan mungkin terjadi, scsuai dengan jenis mesin atau jenis perusahaan di mana
mesin itu difungsikan, maka tidak dengan sendirinya kebijakan vang diinginkan dapat
diuraikan oleh pembuat peraturan dengan merinci.[2] Namun, pembuat peraturan telah
tidak merasa cukup hanya dengan mengharapkan adanya suamu kebijakan pengurus yang
diuraikan secara wmum di dalam lampiran § 6. Penjelasan dari Peraturan ketentan-
ketentuan menutup kebocoran mesin pendingin 1994, menjelaskan apa vang digunakan
untuk menguji kebijakan pengurus. Penjelasan ini juga relevan untuk RLK 1997,

Bagaimanapun juga, RLK 1997 adalah “versi Securitel” dari Peraturan ketentuan-
ketentuan menutup kebocoran mesin pendingin 1994 yanp diumumkan denpgan
penjelasannya di dalam Berita Negara 243 dan tahun 1994, Sedang di dalam Berita
Megara dari mhun 1997, hanya tercantum sebuzh penjelasan pendek, Penjelasan pada
ketentuan di dalam Berita Negara 1994 lebih luas dan juga lebih memberikan gambaran,
Penjelasan ini memuat hal berikut:[3]

“Peraturan ini ditujukan untuk mencegah emisi dari bahan-bahan pendingin ke
amosfer. Untuk i, ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjur terkair kebocoran
mesin pendingin.”

Penjelasan tersebut kemudian membahas cara agar emisi darl bahan-bahan pendingin
dapat ditekan. Sehubungan dengan itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

“Peraruran terkait juga menjadi bapian dan pelaksanaan Propram Aksi CFK (Berkas
Fembahasan Parlemen T 1989-90, 21 137, nomor 25). Salah sam mijuan dari Program
Aksi CFK unruk mesin pendingin adalah kewajiban mengusahakan adanya penurtup vang
lebih batk pada mesin-mesin pendingin, sehingga emisi-cmisi dari bahan-bahan vang
berbahava bagi lingkungan dapat dibatasi hingga seminimum mungkin. Sebagai asumsi
kebijakan, sejak tanggal 1 Januari 1992 berlaku bahwa jumlah kebocoran bahan-bahan
pendingin (CFK's, HCFK’, dan HFKY) dari mesin-mesin pendingin, maksimal 1-5%
dari isi total setiap tahunnya. Sejak tanggal 1 Januari 1994, tarper kebijakan mengarah
pada kehilangan bahan pendingin maksimal 0,1-1% dar isi toral bahan pendingin setiap
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tahunnya. Di dalam peraturan tidak terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan
mengenai kebocoran maksimal yang diperbolehkan. Sarma dan lain hal, denpan demikian,
itu berarti tujuan kebijakan mengenai prosentase kebocaran maksimal yang diperbolehkan
dari bahan-bahan pendingin, bukan merupakan ketentuan perundang-undangan. Namun,
dalam ranpka pengawasan peramran ketenman-ketenman menumup kebocoran mesin-
mesin pendingin, persentase-persentase ini digunakan sebagai pedoman untuk penilaian
tertutupnya scbuah mesin pendingin. Jika bencana yang kebetulan terjadi berakibat pada
kebocoran masif dari bahan pendingin, maka pengawas diberikan kebebasan untuk
menilai apakah mesin pendingin tersebut sebenarnya telah cukup termatup, serra apakah
kebocoran ini dapat dianggap sebagai sebuah kebetulan, sehingga tak harus berart adanya
pelanggaran aras ketentuan-ketentuan menutup kebocoran.

Namun, jika kebocoran yang ditemukan mempunyai sebuah sebab strukrural yang
bethubungan dengan konstruksi, penggunaan, atau perawatan suamu mesin pendingin,
maka persentase tersebut merupakan salah satn dan kriteria-kriteria dalam menjawab
pertanyaan apakah scbuah mesin pendingin telah cukup tertutup.”

Meskipun ini menyangkut scbuah tujuan kebijakan, namun penjelasannya telah
menjelaskan kapan menurut pembuat peraturan, bagaimanapun juga, terdapat hal
yang dapat dipidana. Dari penjelasan tersebut, bagaimanapun juga, terihat kebocoran
maksimal mana yang masih akan sesual dengan asumsi-asumsi kebijakan terkait Program
Aksi CFK, serta kriteria mana menurut pembuat peraturan akan berlaku untuk penilaian
atas dapat dirolerirnya kebocoran bahan pendingin. Pemberitahuan dalam penjelasan
ini tentu ditujukan kepada para pelaku usaha di sckeor tersebur dan pihak-pihak yang
secara profesi atau pekerjaan kurang lebih berhubungan dengan bahan-bahan pendingin.
Dengan sendirinya juga, petugas pelaksana, produsen, pengurus, serta pihak-pihak
lain yang bertangpungjawab atas itu dan menginginkan informasi mengenai apa yang
masih dan tidak lagi diperbolehkan oleh aturan ini, dapat mengacu pada penjelasan yang
diberikan bersama dengan peraturan tersebut, RLIC 1997, dibaca dalam kaitannya dengan
penjelasan dari tahun 1994, dengan demikian, telah membuar pelaku usaha cukup dapat
menemukan norma mana dan perbuatan seperti apa yang diharapkan oleh pembuat
peraturannya.

Pada tahun 1995, Pengadilan HAM Eropa mempertimbangkan, Pasal 7 avat ]| ECHR
telah tecpenuhi, “wbers the individual can fknow from the wording of the relevant provicion and, &
weed be, with the assistance of fhe comrts” interpretation of i, what acts and omissions will make bine
eriminally fiable”[4] Dalam hal ketentuan-kerentuan teknis unrok publik tertenmu, ECHR
mentoletir lebih banyak kesamaran ketimbang jika ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi
setiap orang.[5] Dari orang-orang yang menjalankan sebuah aktivitas profesional dan dari
mereka vang justru karena fungsi mereka dituju oleh pembuat undang-undang, boleh
diharapkan bahwa mereka ini menjalankan kehari-hatian dan jika diperdukan mencari
nasehat-nasehat lebih lanjut]6] Oleh karena i, menurut pendapat sava, tentu juga
memenuhi persyaratan Pasal 7 avat 1 EVRM, ketika peraturan teknis yang ditujukan
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untuk spesialis, dirinei lebih lanjut di dalam penjelasan terkaienya.

Bagi terdakowa, semestinya juga sudah jelas bahwa hilangnya bahan pendingin secara
masal dan teratur, sebagaimana terjadi di dalam perkara tersebut ini, termasuk ke dalam
jangkauan Pasal 15 SE.

Berdasarkan alat bukti 2, terlihat bahwa mesin pendinginaya [A] B.V. telah diisi dengan
bahan pendingin HCFK-22, sejumlah 450 kg Dari alat bukei ini terlihar pula bahwa sedap
tahunnyz sangat sering dilakukan pengisian kembali dalam jumlah yang besar. Dengan
demikian, kebocoran berkisar antara 16,4 persen di tahun 2000, hingga tak kurang dari
113,7 persen di tahun 1997,

Dasar alasan kasasi yang diajukan gagal.

Berdasarkan jabatan saya tidak menemukan adanya dasar yang harus mengakibatkan
dibatalkannya putusan yang dimohonkan kasasi.

Nota konklusi ini mengarah pada penclakan permohonan.

Procureur-Generaal
Pada Hoge Raad der Nederlanden

Catatan Kaki:

b Pasal 12 ayar 1 SK teneang zar-zat vang merisak lapisan ozon 1999 identk dengan apar pectama dari Pasal

15 3K 1995

L Bandingkan HR NJ 2001, 14; HE W] 2002, 483,

L Stert, 1994, 343, him. 12,

“EHEM, M] 1997, 1.

* Lihat De Hully, Hekom Pidana Materdil, cetakan ke-2, hlm. 97, dst.

& MLS, Groenhuijsen/FGH. Kristen, Penencuan perintah kepastiun pengaturan, di dalam DD 2001, him. 340,
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3.3.NJ 1999,638, HR No. 110861E, 28-06-1999
NJ 1999, 638
HR (KEamar Pidana)
29 Juni 1999
Nr. 110861E
(Davids, Schipper, Aaftink, Machielse; A-G Machielse)

Esensi
1. “Terpercaya berfungsi” cfm, Pasal 15.3.a SK Petasan: sumbu harus pasti bekerja. Hal ini
tidak terjadi apabila ketika sumbu disulut, sumbu ins tidak menyala dan mejan.

2. Putusan bebas tidak murni, tetapi tidak ada kepentingan untuk permohonan kasasi,
karena hanya akan berakibat pada lepasnya terdakwa dar segala wuntutan hukum.

3. Bahwa Peraturan persyaratan lebih lanjut untuk petasan tidak memuat ketentuan
mengenai metode pemeriksaan untuk menilai apakah petasan memenuhi syarat yang
ditentukan, tidak menghalangi keberlakuan peraturan itu.

4. Bukd tondakan secara scngaja menguasai petasan yang tidak memenuhi persyaratan SK
Petasan tidak cukup memadai.

(.r2)

Putusan

Putusan pada permohonan kasasi terhadap sebuah putusan dari Pengadilan Banding di
Leewwarden, Kamar Ekonomi, tanggal 27 Januari 1998, dalam perkara Pidana terhadzp firma
X, di Leeuwarden, adv. Mr. G. Spong di Den Haag,

Pengadilan Banding:
Dakwaan
Telah didakwakan (sepanjang relevan) bahwa:

1, Dia pada, atan sekitar, periode 1 Agustus 1994, sampai dengan 7 November 1994,
(...) baik sengaja, maupun tdak, telah menguasai dan/atau menyampaikan sejumlah
(atan beberapa jumlah) petasan (...), sedangkan petasan dimaksud ddak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan denpan arau berdasarkan SK Petasan [Pelaksana, red.]
UL Zat-Zat Berbahava Bagi Lingkungan, hagaimanapun juga:

- Memuat sampel-sampel “Whistung sky fire rockets” dan/atau "Whisting geese
rockers” yvang mejan dan bahwa perasan (rockets) tersebut (dengan demikian)
tidak dilengkapi dengan sebuah sumbu yang kondisinya ndak sedemikian rupa
dan/atau telah dibangun, dipasang, atau dilindung dengan sedemikian rupa,
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sehingga sumbu petasan it terpercaya berfungss;

2. Dia pada, atau sckitar, tanggal 8 November 1994 (...}, baik sengaja, maupun tidak,
telah menguasai sejumlah (atau beberapa jumlah) petasan dengan tali sumbu yang
(juga) tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Sk
Petasan (...), bagaimanapun juga:

{erld

- Memuat sampel “Astronaut” dan/atau sampel *Flying Cranes” dengan sat
atau lebih petasan yang mejan dan/atau sampel(-sampel) itu (dengan demikian)
dilengkapi dengan sebuah sumbu yang kondisinya tidak sedemikian rupa dan/
atau telah dibangun, dipasang, atau dilindungi dengan sedemikian rupa, sehingga
sumbu petasan itu terpercaya berfungsi;

Pertimbangan pususan bebas

Pada angka 1 dan angka 2 telah didakwakan kepada terdakwa, antara lain, bahwa sampel-
sampel petasan yang disehutkan jenis-jenisnya dalam dakwaan, memuat petasan yang
mejan dan/atau bahwa perasan tersebur (dengan demikian) dilengkapi sebuah sumbu yang
kondisinya tidak sedemikian rupa dan/atau telah dibangun, dipasang, atau dilindungi dengan
sedemikian rupa, sehingga sumbu petasan itu terpercaya berfungsi. Untuk bukti dari fakea-
fakta ini, udak terdapat bahan bukud lain, selain dari sampel-sampe! dari sepaket “Whisting
sky fire rockets” dan dari sepaket “Whistng peese rockets” yang memuat petasan-petasan
mejan (fakta 1), serta sampel “Astronaut”™ dan sampel “Flying Cranes” yang memuat petasan-
petasan mejan (fakea 2).

Sam dan lain hal, Penpadilan Banding menyimpulkan bahwa di mara pengaju dakwaannya,
adanya satu atau lebih petasan mejan di dalam sebuah sampel dari sepaket petasan merupakan
bukti yang cukup unmk fakea bahwa jenis petasan tersebut mempunyai sumbu yang tidak
memenuhi persyaratan, serta kesalahannya juga terbatas pada hal ini, Sehubungan dengan hal
ini, dalam persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Banding, ahli Van Nimwegen telah
menyatakan bahwa petasan mejan di dalam sebuah sampel berakibat pada dibuatnya sebuah
berita acara (sepertinya karena pelanggaran Pasal 15, ayat 3, huruf a SK Petasan UU Zar-Zat
Berbahaya Bagi Lingkungan). Dan situ, Pengadilan Banding menyimpulkan bahwa pembuat
berita acara dari inspeksi petlindungan/pemeriksaan kesehatan, telah mengasumsikan
dilanggarnya perariran perundang-undangan, begim sebuah perazan yang disulur sekali
ternyata tidak meledak (mejan).

Pendapat ini, menurut penilaian Pengadilan Banding, tidak sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan oleh pembuat undang-undang untuk permasalahan ini, scbagaimana terlihar dari
Mota Penjelasan pada SK dimaksud:

“Pasal 15 dan 16. ... Sam dan lain bal, ini bukan hanya berarti bahwa sumbu harus pasd
bekerja dan harus berfungsi sedemikian rupa schingga penggunanya dapar mengambil posisi
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vang aman setelah menyulutnya, namun juga bahwa dissabakan petasan-petasan yang ‘pagal” atan
“mejan"" sedapat mungkin dicsgah (pemiringan kata oleh Pengadilan Banding)."

Dengan melihat hal tersebut, Pengadilan Banding berpendapat bahwa dari alat-alat buktinya
tidak dapat disimpulkan bahwa petasan terkait tidak dilengkapi dengran sebuah sumbu yang
patur schagaimana dimaksud di dalam Pasal 15, ayar 3, hurof a. Karena, selain im, ak ada
bukti vang dipegang unmk bagian-bagian dakwaan ini, maka Pengadilan Banding akan
membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebur.

Bantahan penolakan

Selanjutnya, penasehat hukum menyatakan bahwa Peraturan persyaratan lebih lanjur unmk
petasan tidak berlaku mengikat. Untuk iru, dia sampaikan bahwa, pada dasarnya, pembuat
undang-undang sampai saat ind tidak menetapkan metode pemeriksaan terkait syarat pengujian
dan kriteria yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah terdapar perasan yang ndak
patut dan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan terkait, serta peraturan perundang-undangan
tidak dapat diterapkan, sehingga tak ada dasar parut vang dapat dibegkan untuk menuntur
delik-delik pidana terkait dan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mengenai bantahan penasehat hukum di atas, Pengadilan Banding mempertimbangkan,
sepanjang masih relevan di sini, sehagai berilout:

Pasal yang dapat diterapkan di dalam Peraturan persyaratan lebih lanjur untuk petasan, Pasal
4, menentakan di dalam ayat pertamanya bahwa petasan yang dilenglkapi sebuah tali sumbu
harus mempunyai jeda sulutan minimum 3 detk dan maksimum 8 detk. Pengadilan Banding
berpendapat bahwa rentang yang diberikan oleh peraturan undang-undang ini dapat dijalankan
dan harus dianggap dapar diterapkan, serta produsen/importir petasan harus mematuhinya,
terlepas dari pertanyaan sejauh mana metode pengujian yang digunakan telah dapat diketahui.
Pengadilan Banding, oleh karena ima, menolzk bantahan penasehat hukum,

Putus=an

Pengadilan Banding, di tngkat banding, menghukum terdakwa terkair angka 2 dan 4,
karena ‘pelanggaran sebuah ketenruan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 24 UU Zar-
Zat Berbahaya Bagi Lingkungan, sedangkan rindakan tersebur diperbuar dengan sengaja,
dilakukan berulangkali’, dengan denda vang sebesar tga puluh ribu gulden, di mana lima
belas ribu gulden ditetapkan bersyarat, dengan masa percobaan dua tahun, serta penarikan
dari peredaran sebagaimana diuraikan dalam putusan,

Selanjutnya, Pengadilan Banding, terkait fakta 1, melepaskan terdakwa dar segala runruran
hubum,

Dasar alasan kasasi (Procureur-Generaal Pengadilan Banding Leeuwarden):

Pelanggaran hukum, atau sendak-udaknya pencrapan yang kelirn, dan/atau kelalaian dalam
pembentukan purusan, sepanjang tidak dipenuhinya hal tersebut secara tegas diancam
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dengan kebatalan, atau kebatalan semacam i bersumber dari sifat tidak dipenuhinya cara
pembentukan putusan, secara khusus Pasal 3 jo. 15, ayar 3, bagian pembuka dan huruf a SK
Petasan UU Zat-Zat Berbahaya Bagi Lingkungan (selanjutnya: SK Petasan) dan Pasal 422
jo. 348, 422 jo. 350 dan/arau 423 jo, 352, 356 dan 359 Wetboek van Strafvordering, karena
Pengadilan Banding telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dari alat-alatr bukrinva
tidak dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada angka 1, garis perhatian ketiga, dan pada
angka 2, gans perhatian ketiga, dari dakwaannya, ddak terdapar sumbu yang patut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, ayat 3, bagian pembuka dan huruf a SK Petasan, dan, oleh karena
ity, apa yang didalowakan pada angka 1 dan 2 (juga) tidak dapat dianggap terbukti. Dengan
pertimbangan seperd disebutkan dalam bagian utama putusannya, Pengadilan Banding telah
menunjukan pendapatr vang keliru mengenal penpgertan kara-kata “terpercaya berfungsi”
vang muncul dalam dakwaan, discbutkan di situ dalam pengertian sebagaimana dimaksud
di dalam Pasal 15, ayat 3, bagian pembuka dan huruf a SK Petasan. Itu berakibat putusan
bebas ini berbeda dari putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, ayat 1, Wetboek van
Strafvordering,

(o2
Penjelasan
{dst.; lihat Pengadilan Banding pada Pertimbangan putusan bebas; red.)

Menurut penilaian pihak pengaju, denpan pertimbangan tersebut Pengadilan Banding
menetapkan ukuran vang keliru terkait persyaratan yang ditetapkan di dalam Pasal 15,
bagian pembuka dan angka 3 SK Petasan, terutama kriteria yang dituangkan di sana bahwa
sumbu harus dengan kondisi sedemikian rupa, (...) sehingga terpercaya berfungsi, Kata-kata
“terpercaya berfungsi” di dalam Pasal 15 tersebut, menurut pendapat pengaju, harus diartikan
sebagaimana pengertian ini digunakan dalam penggunaan bahasa pada umumnya: orang harus
dapat mempercayakan bahwa sumbunya bekerja, sebagaimana tjuannya, yaitu membuat
petasan itu meletus. Pengujian petasan, dengan kata menyulue tali sumbu dan beberapa buah
petasan, merupakan cara untuk memeriksa apakah mekanisme penyulutan dar petasan yang

diuji itu terpercaya berfungsi.

Jika sejumlah atau beberapa jumlah petasan tidak sampai meledak pada saat pengujiannya,
maka dalam pandangan pengaju telah menghasilkan bukti bahwa terpercaya berfungsinya
sumbu sejumlah (atau beberapa jumlah) petasan, sebagaimana dimaksud di atas, (telah)
tidak terpenuhi. Berdasarkan interpretasi ini, kutipan yang diambil Pengadilan Banding dari
Nota Penjelasan harus dianggap — selain juga dalam kaitannya dengan alinea sebelumnya
vang menggunakan asumsi-asumsi dan dampak-dampak dari persyaratan mendasar vang
ditetapkan untuk keamanan petasan, antara lain, di dalam Pasal 15 SK Petasan — sebagai sebuah
harapan yang diutarakan pembuar undang-undang, agar dengan pemidanaan penguasaan atau
penyampaian petasan-petasan yang “mejan” atan “gagal”, produksi dari perasan vang harus
dikategorikan sebagai “mejan™ atau “gagal”, sedapat mungkin dicegah.

Berdasarkan apa vang telah diutarakan scbelumnya, dapat dikatakan bahwa Pengadilan
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Banding di dalam putusan yang dimohonkan kasasi, telah memberikan sebuah penjelasan
atas pengertian “terpercaya berfungsi® yang tidak sesuai dengan Pasal 15, ayat ketiga, bagian
pembuka hurus a SK Petasan.,

Dasar-dasar alasan kasasi (adv. Mr. G. Spong):

(ree)
Alasan 11

Hukum telah dilanggar dan/atau cara-cara pembentukan keputusan diabaikan, sehingga ridak
dipenuhinya hal-hal tersebur akan berakibat pada kebaralan, Secara khusus, telah dilanggar
Pasal 6 EVRM [Konvensi Eropa untuk HAM, red.], Pasal 14 IVBPR [Konvensi Internasional
Hak-Hak Sipil dan Polirik, red.], Pasal 4 ayat 1 Peraturan persyaratan lebih lanjut unruk perasan,
Pasal 358, 359, 415 S, akibat Pengadilan Banding telah menclak bantahan dari pemohon
bahwia Peraturan persyaratan lebih lanjut untuk petasan tidak berlaku mengikat, berlandaskan
dasar-dasar yang tidak dapat mendukung penolakan tersebut dan/atan kesengajaan yang
dinyatakan terbukti tidak dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang diajukan.

Putusan Pengadilan Banding sejauh ini tidak dilengkapi dengan dasar-dasar alasan sesuai
dengan yang dipersyaratkan undang-undang,

Penjelasan

1. Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya, Pengadilan Banding telah mem-
pertimbangkan: (dst; lihat Pengadilan Banding; red.)

2. Penilaian Pengadilan Banding bahwa apa yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan
persyaratan lebih lanjut ontuk petasan juga berlaku, terlepas dari pertanyaan sejauh
mana metode pengujian vang digunakan telah dapat diketahui, menunjukkan pendapat
hukum yang keliru. Bagaimanapun juga, berdasarkan lampiran SK Petasan mengenai
metode-metode pemeriksaan, pembuat undang-undang ternyata menganggap penting
dapat diukurnya sampel dengan sebuah pemeriksaan terukur, unmk berlakunya Pasal
4 tersebut. Ini berard bahwa dapat diketahuinya metode pengujian yang dimaksudkan
oleh pembuat undang-undang, merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari peraturan
matetiilnya.

3. Penilsian Pengadilan Banding yang berisi pendapat bahwa terlepas dari pertanyaan
sejauh mana metode pengujian telah dapat diketahui, norma pengaturan yang dimuar di
dalam Pasal 4 Peraturan persyaratan lebih lanjut untuk petasan harus dipatuhi, dengan
memperhatkan apa yang telah discbutkan scbelumnya, menjadi bertentangan dengan
sifat kesalahan dalam hukum pidana dan Pasal 6 EVREM jo. Pasal 14 IVBPR, atau seddak
tiddaknya tak dapar dimengerti.

Bagaimanapun juga, tanpa dapat diketahuinva metode pengujian, bagi pihak terkait odak
mungkin untuk memastikan apakah dirinya melanggzar norma tersebut, ¢.q. melakukan
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suatu kejahatan,

Dari komposisi  ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkaitnya di  sini,
bagaimanapun juga, dapat disimpulkan bahwa persyaratan teknis yang harus dipenuhi
olch petasan, merupakan bagian dan norma materiilnya. Dalam situasi sepert ini, asas
legalitas mengakibarkan pihak yang dituju oleh norma tersebut sebelumnya harus dibuat
dapat mengetahui, berdasarkan pemeriksaan teknis scperti apa dapat dipastikan apakah
dirinya masih bertindak di dalam lingkup norma materiilnya. Terutama di dalam hukum
pidana ckomensi, dengan metode-metode penelidan yang diwajibkan, pembuar undang-
undang hendak memacu agar produsen sendiri memeriksa kualitas produk-produknya.
Dalam beberapa kondisi (misalnya impor produk-produk yang dibasilkan di luar negeri),
ini juga berlaku bapi pedagang-distributor.

Bandingkan:

- L.E.M. Hendriks, Teknik dan penetapan norma di dalam hukum pidana lingkungan
(1994), hlm. 137, dst.

- LE.M. Hendriks, ]W. Reshofer, Hukum Pidana Lingkungan (1995), hlm. 85.

- LM. Reijotjes, Buka hukum pidana di dalam undang-undang dan prakeek, hlm, 212,
213, 214

Benwuk pemidanaan semacam ini, di mana dapat diketahuinya norma materiil secara
konkret tak dapat ditemukan karena ketiadaan suatu pemeriksaan teknis yang bersifat
memaksa dan schelumnya ditetapkan oleh pembuat undang-undang, sesungguhnya
termasuk ke dalam “Erfolghaftung” [suatu doktrin dad sistem hukum Jerman kuno
yang menganggap terdakwa bertanggungjawab atas segala akibat dari perbuatannya, juga
apabila dia tidak menghendali terjadinya akibat itu, red.]. Menurut pandangan itu, bukan
kondisi subyektif pelaku, namun akibat obyektifnya yang menentukan dapat dipidananya
pelaku,

‘Bandingkan HSR, cetakan ke-15, him. 1977

Hal ini nyara dapar dianggap bertentangan dengan Pasal 6 EVEM dan Pasal 14 TVBPR.
i dalam kedua ketenruan konvensi ini, sifat kesalahan dalam hukum pidana ditetapkan.
Hukum konvensi bahwa setiap orang yang ditunturt karena sebuah delik pidana, dianggap
tidak bersalah, hingga #esaleban-nya menurur undang-undang rerbukti, bagaimanapun
juga, tak dapat diterangkan secara wajar, selain bahwa pengertian itu, selain menyangkut
konsep pelaku, juza meliputi konsep kesalahan.

Bandingkan:

- Anita den Hartog, Pasal 6 EVRM, Batas-batas usaha untok membuat hukuman
lebih didasarkan pada perbuatan, hlm. 50, dst.

- EHRM, 7 Oktober 1988, Vol. 141 A {Salabialu).
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5. Dengan tidak membuat metode pemeriksaannya dapat diketahui, maka dilihat dari
perspekuf Pasal 6 EVRM dan Pasal 14 IVBPR, sebelumnya telah direnggut kemungkinan
bagi terdakwa untuk menunjukkan sesuai dengan cara yang diakui oleh pembuat undang-
undang bahwa dirinya tidak bersalah, dalam arti dia tidak telah melakukan kesalahan
pada perbuatan yang telah dikehendaki oleh pembuat undang-undang untuk dituangkan
dalam rumusan deliknya. Dar putusan Salabiaku yang telah disebutkan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa sebuah rumusan delik tidak boleh sedemikian rupa, sehingpa
menjadi tidak muongkin bagi terdakwa untuk menunjukkan ketidaksalahannya. Rumusan
delik seperti yang bermasalah di sini, di mana persyaratan teknis menjadi bagian dari
norma materiilnya, menjadi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang
terruang di dalam Pasal 6 EVRM dan Pasal 14 IVBPR, jika terdakwa dibuat tetap tidak
mengetahul metode pemeriksaan yang dalam pandangan pembuat undang-undang dapat
mengakibatkan terdakwa tersebut, oleh karena iru, membuktikan keddaksalabannya.

6. Sehubungan dengan pengaduan atas pertimbangan menyangkut kesengajaan, masih
harus dicatat, bahwa ini meliput semua kata sengaja yang mengikuti apa yang ada di
dalam ketentuan c.q. dakwaan. Kesengajaan, oleh karena im, menyangkur perbuatan
{(menguasai), serta akibat dari semua unsur-unsur delik lainnya vang mungkin dicantumkan
{dalam hal ini jeda sulutan yang melangpar norma perundang-undangan).

‘Bandingkan, HSR, Pengantar, cetakan ke-15, him. 202, 203.

7. Dari alat-alat buke yang diajukan, meski begitu, tak dapat disimpulkan bahwa pemohon
telah mempunyai kesengajaan terkait aspek jeda sulutannya, serta terkait hal it feleh
meengetabui bahwa petasan rterkair, sehubungan dengan jeda sulutan, tdak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan. Dari alat-alat bukti yang diajukan juga tak dapat disimpulkan
bahwa dia telah menerima risiko vang sangat mungkin terjadi.

Pernvaraan terbuktinya, oleh karena itu, tidak dilengkapi dengan dasar-dasar alasan sesuai
dengan yang dipersyaratkan undang-undang,

Hoge Raad:
3. Penilaian dapat diterima atau tidaknya permohonan kasasi Procureur-Generaal

3.1, Karena permohonan ditujukan pada putusan bebas, maka mengingar avat pertama dari
Pasal 430 5w, Hoge Raad pertama-tama harus menilai apakah Procureur-Generaal dalam
permohonan itu dapat diterima.

Untuk itu, harus diperiksa apakah putusan bebas yang dituju oleh permohonan kasasinya,
berbeda dari purusan bebas yang dimaksud dalam peraturan itu. Ini berarti bahwa untuk
kasus terkait, pertama-tama harus dijawab dulu pertanyaan apakah Pengadilan Banding,
dengan mempertimbangkan dan memutus sebagaimana akan diuraikan lagi di bawah ini,
telah meninggalkan esensi dar dakwaan pada angka 1 dan 2, serta telah membebaskan
sesuatn hal lain, selain dari vang telah didakwakan itu,
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3.2. Pengadilan Banding, terkait pumusan bebas yang diberikan dari bagian pada angka 1 dan
2 vang didakwakan, telah mempertimbangkan: (dst.; lihat Pengadilan Banding; red.)

3.3, Bagian-bagian dakwaan pada angka 1 dan 2, di mana Pengadilan Banding membebaskan
terdakwa, sepertinya discsuaikan dengan apa vang ditentukan di dalam Pasal 15, ayat
ketiga, SK Petasan UU Zat-Zat Berbahaya Bagi Lingkungan — selanjutnya disebur: 5K
Petasan —.

3.4, Untuk penilaian dapat diterima atau tidaknya permohonan, ketentuan-ketentuan dari SK
Petasan berikut ini penting untuk dicermati:

Pasal 1
Di dalam keputusan ini, serta kerentuan-ketentuan vang didasarkan padanya, yang
dimaksud sebagai:

a.  Perasan: sebuah produk atau barang yang mengandung atau memuat bubuk peledak,
serta yang sesuai untuk dinyalakan sebagai sarana hiburan;

b. Bubuk peledak: isi petasan, terdiri dari zat pemicu api, racikan pemicu api, maupun
zat atau racikan lainnya dengan fungsi seperti zat atau racikan pemicu api, termasuk
juga kemungkinan pelengkapnya;

¢ Sumbu: bagian dari petasan yang ditujukan bagi pengguna agar dapar menyalakan

petasannya;
Pasal 15

1. DPetasan harus:

2. Mempunyai konstruksi sedemikian rupa, dibuat dengan sedemikian rupa, serta
dalam kondisi sedemikian rupa;
b. Sedemikian rupa, terkait sifatnya, komposisinys, dan karakter fisik lainnya; dan,
c. Berfungsi sedemikian rupa, schingga pada penggunaan wajar seperti yang
diharapkan, tidak dapat menimbulkan cedera,
2.  Sedap bubuk peledak petasan harus:
4. Dipasang dan disusun dengan sedemikian rupa;
b. Dari komposisi dan ukuran berat sedemikian rupa; dan,
€. Dari ketahanan suhu, gesekan, dorongan, dan tekanan, sedemikian rupa, sehingga
petasan tdak dapat terbakar spontan atau sebefum waktunya.
3. Sumbu perasan harus dalam kondisi sedemikian rupa; dibangun, dipasang, atau
dilindungi dengan sedemikian rupa, sehingga:

a. Sumbu petasan terpercaya berfungsi.
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b. Pengpuna dapatr memperhatkan uatuk mengambil posisi aman antara waktu
penyulutan dan dampak pertamanya muncul.

Pasal 16

Petasan pada saat dinyalakan hanya boleh menyebabkan tekanan suara sedemikian rupa,
sehingga dengan diperhatikannya jarak yang sesuai, tak berpengaruh merusak bagi organ
pendengaran.

Sebagai penjelasan dari Pasal 15 dan Pasal 16, Nota Penjelasan pada 5K Petasan
menyebutkan:

“Di sini ditetapkan persyaratain mendasar schubungan dengan keamanan petasan,
Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. Petasan harus mempunyai kualitas sedemikian
rupa, schinppa baik dampak-dampak yang dimaksudkan, maupun dampak-dampak
sampingannya, tidak menyebabkan timbulnya cedera, Untuk itu, petasan perlu dapat
berfungsi secara aman, antara lain, dengan adanya konstruksi dan isi yang memadai.
Dalam hal ini, pentng untuk diperhatikan agar petasan dapat dinyalakan secara aman
dan dampak-dampak yang diharapkan oleh pengguna dan kemungkinan orang-orang
di sekitarnya, tanpa risiko, dapat diwujudkan. Dampak-dampak ini harus sedemikian
rupa, sehingga dengan diperhatikannya jarak yang sesuai dari petasan yang berfungsi,
tak perlu ditakutkan rerjadinya cedera atau kerusakan indera pendengaran. Satu dan
lain hal, ini bukan hanya berarti bahwa sumbu harus pasti bekerja dan harus berfungsi
sedemikian rupa, sehingga penggunanya dapat mengambil posisi yang aman setelah
menyulutnya, namun juga bahwa diusahakan petasan-petasan yang “gagal™ atau “mejan”
sedapat mungkin dicegah. Selanjutnya, dampak-dampak (sampingan), sepanjang ada
bahava cedera, harus tetap dibatasi sampai suatu ruang atau dngkatan tertentu, Dalam
hal ini, dapat dibayangkan luncuran petasan, percikan-percikan yang dilepaskan, dan
tekanan suara yang diimbulkan. Di dalam pasal-pasal ini dibahas penggunaan wajar
vang diharapkan. Ini juga dapat berupa bentuk penggunaan yang tidak sesuai dengan
petunjuk penggunaan, baik petunjuk sepert itu diberikan, maupun tdak. Di dalam
prakteknya, ternyata, beberapa petasan, misalnya, dibuat sebegitu rupa, sehinggra karena
bentuknya, petasan itu justru mengundang pengpunanya untuk menggunakannya di
tangan, sedangkan petunjuk penggunaannya justru menyarankan sebabknya. (Sch, 1993,
hlm. 17).”

Dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 15
dan Pasal 16 SK Petasan memuat persyaratan mendasar yang harus dipenuhi
petasan, terkait keamanan, serta dengan menetapkan persyatatan im, antara lain,
diusahakan petasan-petasan yang “gagal” atau “mejan” sedapat mungkin dicegah.
Salah satu dari persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 15, ayat ketiga,
huruf a SK Petasan, adalah bahwa sumbu petasan “terpercaya berfungsi”. Dari
kutipan Nota Penjelasan vang relah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa
ini berarti sumbu itu harus pasti bekerja. Akibatnya, telah terjadi pelanggaran atas
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ketentuan Pasal 15, ayat ketiga, huruf a, SK Petasan, jika sumbu dari satu buah
atau lebih petasan dari sebuah sampel tidak berfungsi. Ini terjadi, jika sesudah
penyulutan (atau kalau tidak pengaktifan) bagian petasan yang ditujukan untuk
membuat penggunanya dapat menyalakan petasan itu, tidak diikuti dengan hasil
vang dimaksudkan, serta jika petasan tersebut mejan.

Penilaian yang diutarakan secara lain oleh Pengadilan Banding dalam pertimbangan yang
telah disebutkan sebelumnya pada angka 3.2, bagaimanapun juga, tidak repat.

Dari apa yang dipertimbangkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan
Banding berasumsi pada sebuah penjelasan keliru mengenai kata-kata vang
muncul dalam bagian-bagian dakwaan pada angka 1 dan 2, ‘schingga sumbu
petasan itu terpercaya berfungsi’; kata-kata ini digunakan dalam makna yang
sama sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 15, ayat 3, huruf a, SK Petasan,
dan, oleh karena itu, dengan membebaskan terdakwa dari bagian ini, Pengadilan
Banding telah membebaskannya dari suatu hal lain, selain dan yang didakwakan.
Permohonan, oleh karena itu, sejauh ini tidak ditujukan pada putusan bebas
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 430, ayat 1, Sv. Procureur-Generaal, dengan
demikian, sejauh ini dapat diterima di dalam permohonannya.

Penilaian alasan kasasi Procureur-Generaal

1.1. Pengadilan Banding, sehubungan dengan pernyataan terbuktinya pada angka 1, telah
melepaskan terdakwa dan segala tuntutan hukum dengan dasar-dasar sebagaimana
disebutkan di dalam putusan yang dimohonkan kasasi di bawah judul “Kualifikasi”
sub 1.

Dasar-dasar itu berakibat pada hal berikut,

Pasal 2 SK Petasan berbunyi, sepanjang relevan di sini:

‘1. Keputusan ini tidak berlaku pada:

a. (-:)

b Petasan yang ddak ditujukan untuk pengguna perseorangan.

()

Pengadilan Banding telah menetapkan bahwa petasan vang dimaksudkan dalam
pernyataan terbuktinya tidak dimaksudkan untuk pengguna perseorangan, sepert
dimaksud dalam pasal im.

SK Petasan, dengan demikian, tidak berlaku mengikar unmk perasan i, sehingga
tidak terpenuhinya persyaratan yang dimuat dalam SK Petasan, udak berakibar
adanya delik pidana.

1.2, Alasan kasasi mempermasalahkan purusan Pengadilan Banding, bahwa fakta 1
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yang didakwakan harus dibebaskan, sepanjang ini memuat bahwa petasan itu telah
dilengkapi *dengan sebuah sumbu yang kondisinya tidak sedemikian rupa dan/atau
telah dibangun, dipasang, atau dilindungi dengan sedemikian rupa, sehingga sumbu
petasan it terpercaya berfunpsi’.

Dengan demikian apa yang didakwakan itu menyatakan bahwa terdakwa, terkait
petasan ima, velah tidak memenuhi Pasal 15, ayat ketiga, SK Petasan.

Dari apa yang disebutkan sebelumnya, mengakibatkan alasan tersebut berdasar,
namun ini tak dapat berakibat pada kasasi, karena Procureur-Generaal tak
mempunyai kepentingan untuk in:, karena alasan kasasinya tidak juga dimsjukan
pada putusan lepas dari sepala muntutan hukom,

4.2. Berdasarkan dasar-dasar alasan yang disebutkan pada 3.6, penilaian Pengadilan Banding
yang dimaksud pada 3.2 sebelumnya, sehubungan dengan angka 2 vang didakwakan ridak
tepat. Dengan demikian, alasan kasasi ini, sejauh menyangkur hal tersebug, telah diajukan

dengan tepat.

s

6. Penilaian dari alasan kasasi kedua yang diajukan atas nama terdakwa

6.1. —

6.1.1.

6.1.3.

Bagian pertama dari alasan kasasi mengadukan pendapat Pengadilan Banding
yang menyatakan bahwa baneahan terdakwa tentang ketidakberlakuan Peraturan
petsyaratan lebih lanjut untuk petasan, harus ditolak, tidaklah tepat, atau, setidak-
tidaknya, Pengadilan Banding tidak melandasi penolakan itu dengan dasar alasan
yang cukup.

2. Pengadilan Banding rclah mengutarakan kembali dan menolak bantahan yang

dimaksud sebelumnya di dalam putusan yang dimohonkan kasasi, sebagai berikut:
(dst.; lihat Pengadilan Banding; red.)

Dengan mempertimbangkan seperti itu, Pengadilan Banding seperdnya telah
menunjukkan penilaiannyva bahwa keadaan di mana Peraturan persyaratan lebih
lanjut untuk perasan tdak memuar ketentuan-ketentuan mengenai metode
pemeriksaan untuk menilai apakah petasan memenuhi syarat yang ditetapkan di
dalam Peraturan itu — berbeda dari pemeriksaan vang tidak relevan untuk perkara
ini atas tekanan suara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal (...) dari Peraturan
it — ridak menghalangi keberlakuan dard Peraturan tersebut. Penilajan ita wepat,
Dengan demikian, alasan kasasi gagal, sejauh menyangkut hal ini. Hal tersebut tidak
berpengaruh pada kewenangan hakim untuk harus dapat melakukan pemeriksaan
dalam sebuah kasus konkret aras metode pemeriksaan yang dipunakan di dalam
kasus itu, dalam ranpka menguji terpercayanya metode pemeriksaan tersebut.
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2.1, Bagian kedua dari alasan kasasi memuar pengaduan bahwa kesengajaan yang
dinyatakan terbukti tidak dapat disimpulkan dari alat-alat buktinya.

2.2. Berdasarkan alat-alat buktinya, tak dapat disimpulkan bahwa, sebagaimana
dinyatakan terbukt pada angka 2 dan 4, rerdakwa juga secara sengaja telah menguasai
petasan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan SK Petasan
Undang-Undang Zat-Zat Berbahaya Bapi Lingkungan. Pernyataan terbuktinya,
dengan demikian, tidak dilenpkapi dengan dasar-dasar alasan sesuai denpan yang
dipersyaratkan undang-undang, sehingga bagian dari alasan kasasi ini berhasil.

Kesimpulan

Oleh karena Hoge Raad menilai tidak adanya dasar berdasarkan jabatan yang membuat putusan
yang dimohonkan kasasi semestinya akan harus dibatalkan, maka apa vang sebelumnya telah
dipertimbangkan mengakibatkan harus dipurus sebagai berikur.

8.

Purusan

Hoge Raad:

Pada permohonan yang diajukan oleh Procureur-Generaal:

Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi, terkait keputusan mengenai dakwaan

pada angka 2, sepanjang itu berhubungan dengan purusan bebas dari bagian tersebut
menyangkut sumbunya;

Pada permohonan yang diajukan atas nama terdakwa:
Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi, sepanjang itu berhubungan dengan
dakwaan pada angka 2 dan 4;

Pada kedua permobonan yang diajukan:

Merujukkan perkaranya, sejach ini, kepada Pengadilan Banding di Arnhem, Kamar
Ekonomi, agar perkara di tingkat banding tersebut, dengan memperhatikan putusan ini,
diadili dan diputus kembali;

Menolak permohonan-permohonan untuk selebihnya.
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Procureur-Generaal pada Pengadilan Banding dan terdakwa sendini mengajukan kasasi
terhadap putusan ini. Procurenr-Generaal telah mengirimkan berkas terrulis, berisi satu
dasar alasan kasasi, Mr. . Spong, advokat di Den Haag, telah secara tertulis membantah
alasan vang diajukan. Sclanjutnya, Mr. G, Spong juga telah mengajukan dua alasan kasasi
atas nama terdakwa.

Alasan kasasi Procureur-Generaal ditujukan pada putusan bebas dari angka 1 dan 2 fakea-
fakta yang didakwakan. Ini menyangkut bagian-bagian dakwaan di mana di dalamnya
terdakwa dipersalahkan, karena sampel-sampel petasan yang telah dikuasainya, atau
telah disampaikannya, memuat petasan-petasan yang “mejan” dan bahwa petasan itu
atau sampel-sampel itu telah dilengkapi dengan sebuah sumbu yang kondisinya odak
sedemikian rupa dan/atau telah dibangun, dipasang, atau dilindungi dengan sedemikian
rupa, sehingga sumbu petasan itu terpercaya berfungsi. Bagian dari dakwaan ini mengacu
pada Pasal 15 ayat 3 huruf a SK Petasan UU Zat-Zat Berbahaya Bag Lingkungan.[1]
Pasal 15 SK Petasan berisi sebagai berikut:

Pazal 15

1. Petasan harus:

a. Mempunyai konstruksi sedemikian rupa, dibuar dengan sedemikian rupa, serta
dalam kondisi sedemikian rupa;

b. Sedemikian rupa, terkait sifatnya, komposisinya, dan karakter hsik lainnya; dan,

¢. Berfungsi sedemikian rupa, sehingga pada penggunaan wajar seperd yang
diharapkan, tidak dapat meaimbulkan cedera.

- SO

3. Sumbu petasan harus dalam kondisi sedemikian rupa; dibangun, dipasang, arau
dilindungi dengan sedemikian rupa, sehingga:
4. Sumbu petasan terpercaya berfungsi.

b. Pengguna dapat memperhatkan untuk mengambil posisi aman antara wakoo
penyulutan dan dampak pertamanya muncul’
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Pengadilan Banding melengkapi purusan bebas dan bagian-bagian dari dakwaan
ini dengan schuah dasar alasan terperinci yang saya sampaikan lagi di sini: (dsc; lihat
Pengadilan Banding; red.).

Menurut dasar alasan kasasinva, Pengadilan Banding dengan demikian telah memberikan
sebuah penjelasan yang keliru pada kata-kata “rerpercaya berfungsi” di dalam dakwaannya,
Kata-kata tersebut diambil dari isi Pasal 15 ayat 3 huruf a SK Petasan. Pengadilan Banding,
oleh karena itu, telah meninggalkan esensi dakwaan, serta telah membebaskan terdakwa
dari sesuatu yang lain, sclain dari yang didakwakan. Dengan demikian, hambartan dapat
diterimanya perkara menurut Pasal 430 Sv, akan dapat disingkirkan. Menurut pengaju,
pada kata-kata “terpercaya berfungsi” di dalam Pasal 15 ayar 3 huruf a SK Petasan
terdapat sebuah pengertian, sebagaimana dapat diambil dari penggunaan bahasa secara

WL

*Orang harus dapat mempercayakan bahwa sumbunya bekerja, sebagaimana tujuannya,
yaitu membuat petasan itu meletus. Penguijian petasan, dengan kata menyulut tali sumbu
dari beberapa buah petasan, merupakan cara untuk memeriksa apakah mekanisme
penyulutan dari petasan yang diuji itu terpercaya berfungsi. Jika sejumlah (atau beberapa
jumlah) perasan tdak sampai meledak pada saat pengujiannya, maka dalam pandangan
pengaju telah menghasilkan bukt bahwa terpercaya berfungsinya sumbu sejumlah (ataun
beberapa jumlah) petasan, sebagaimana dimaksud di atas, (telah) tidak terpenuhi’

Mr. Spong dalam tanggapannya terhadap alasan kasasi Procureur-Generaal, antara lain,
menyatakan bahwa pembuar undang-undang tidak hendak melahirkan kewajiban dengan
orientasi pada hasil, rapi orlentasinya pada upaya. Pengpunaan bahasa secara umum
hanya akan boleh digunakan untuk membantu, jika peraturan perundang-undangan
menunjukkan celash yang mendesak unouk ditambal. Selain itu, pengpunaan bahasa
secara umum juga akan terlalu kabur sebagai kriteria pembeda yang akan mengakibatkan
dilanggarnya asas kepastian hukum (lex certa). Meski begitu, jika hakim tetap mengartikan
Pasal 15 ayat 3 huruf a SK Petasan sebagai sebuah kewsjiban denpan orientasi pada
hasil, maka hal itu akan bertentangan dengan asas nullum-crimen [tak ada kejahatan,
(tak ada hukuman, tanpa aturan pidana yang ditetapkan sebelumnya); asas legalitas, red.].
Ms. Spong kemudian memberikan sebuah contoh dan sekror usaha otomotf untuk
menguatkan pendapamya:

‘lika sumbu [starter mobil, red.] sebuah Saab, Rolls Royee, atan Japuar tdak
berfungsi sekali saja, apakah harus disimpulkan bahwa merck-merek terkenal i
tidak terpercava berfungsi? Dapatkah para pemilik mohil-mohil iru, pada kegagalan
sekali sermacam ini yang terjadi di dinginnya musim dingin, menountut gant rogs
pada hakim perdata, karena mobil mereka tddak terpercaya berfungsi? Jawaban pada
pertanyaan-pertanvaan perbandingan yang nyata ini, akan harus berbunyi negatif’

Dalam pandangan saya, contoh tersebut secara hukum tak mengurangi latar belakang
keamanan dari persyaratan dalam SK Petasan. Menurur saya, dalam hal it lebih cocok
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contoh — memang bisa dikatakan ini contoh ekstrim dari sisi sebaliknya — ketika dari
setiap sepuluh mobil yang disebutkan mereknya tersebut, dua di antaranya langsung
mati begitu distarter. Dalam situasi ekstrim itu, tak akan ada seorang pun yang berani
membela bahwa sumbu dari mobil-mobil it terpercaya berfungsi. Juga jika dua dari
sepulub mobil, dua kali per minggu remnya mati, maka tak dapat dikatakan adanyva fungsi
rem yang patut,

Apakah permohonan kasasi vang diajukan Procureur-Generaal dapat diterima, tergantung
pada pettanyaan apakah Pengadilan Banding telah memberikan suatu makna lain pada
kata-kata “terpercaya berfungsi”, selain dad yang dimaksud oleh pengaju dakwaan, di
mana harus diasumsikan bahwa kata-kata di dalam dakwaan itu mempunyai makna vang
sama, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat 3 huruf a 5K Petasan.[2]

D dalam SK Perasan sendiri, kita ndak jadi lebih mengerti mengenai penctapan
persyaratan untuk sumbu rersebut. Sumbunya, menurur Pasal 1 huruf ¢ SK Perasan,
merupakan bagian darl petasan yang ditujukan bagi pengguna agar dapat menyalakan
petasannya. Selain itu, Pasal 12 dan Pasal 13, dalam ayat pertamanya, juga mengenal
sebuah larangan, yaite untuk menyalakan dan menguasai petasan. Sebuah perkecualian
atas larangan-larangan iy, diatur di dalam Pasal 14, yairu bagi mereka yang ditugaskan
untuk melaksanakan pengawasan dipatuhinya peraturan itu. Menurut penjelasan Pasal
14, perkecualian ini diburuhkan untuk memastdkan mereka ini dapat menjalankan
rugas mercka dengan baik. Dengan begimu, sepertinya pembuar keputusannya telah
memperhitungkan bahwa pengawasan atas dipatuhinya persyaratan yang harus dipenuhi
petasan, mengandung konsekuensi petasan itu dinyalakan oleh petugas pengawas.[3]
Sejujurnya, selain mengurai secara acak sejumlah sampel vang diambil arau analisis dari
metode produksi yang diikuti, saya memang tak dapat membayangkan cara lain, selain
dengan uji coba atas apa yang ada di situ, dengan menyalakan petasan itu. Selanjutnya,
Pasal 15 dan Pasal 16 SK itu dijelaskan sebagai berikut:

‘Di sini ditetapkan persyaratan mendasar sehubungan dengan keamanan petasan.
Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut, Petasan harus mempunvai kualitas sedemikian
rupa, schingga baik dampak-dampak yang dimaksudkan, maupun dampak-dampak
sampingannya, tidak menyebabkan ombulnya cedera. Unruk iru, petasan perlu dapat
berfungsi secara aman, antara lain, dengan adanya konstruksi dan isi yang memadai.
Dalam hal ini penting untuk diperhatikan bahwa petasan dapat dinyalakan secara aman
dan dampak-dampak vang diharapkan oleh penpguna dan kemungkinan orang-orang
di sekirarnya, tanpa risiko, dapar diwujudkan, Dampak-dampak ini harus sedemikian
rupa, sehingga dengan diperhatikannya jarak yang sesuai dari petasan yang berfungsi,
tak perlu ditakutkan rerjadinya cedera atau kerusakan indera pendengaran. Satu dan
lain hal, ini bukan hanya berarti bahwa sumbu harus past bekerja dan harus berfungsi
sedemikian rupa schingga penggunanya dapat mengambil posisi yang aman setelah
menyulutnya, namun juga bahwa diusahakan petasan-petasan yang “gagal” atau “mejan”
sedapat mungkin dicegah. Selanjutnya, dampak-dampak (sampingan), sepanjang ada

=
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bahaya cedera, harus tetap dibatasi sampai suatu ruang atau tingkaran tertentu. Dalam
hal ini, dapat dibayangkan luncuran petasan, percikan-percikan vang dilepaskan, dan
tekanan suara yang diimbulkan. )i dalam pasal-pasal ini dibahas penggunaan wajar
vang diharapkan. Ini juga dapat berupa bentuk penggunaan yang tidak sesuai dengan
petunjuk penggunaan, baik perunjuk sepertd itu diberikan, maupun tidak. Di dalam
prakteknya, ternyata, beberapa petasan, misalnya, dibuat sebepitu rupa, sehingga karena
bentuknya, petasan itu justru mengundang penggunany: untuk mengpunzkannya di
tangan, sedangkan petunjuk penggunaannya justru menyarankan sebaliknya.”

Bahwa sumbu harus terpercaya sedemikian rupa, sehingga apa vang disebut sebagai
petasan-petasan vang “gagal” atau “mejan” sedapat munghkin dapat dicegah, saya
pikir, berdasarkan konteks lebih lanjut dari penjelasan pasal-pasal ini yang terfokus
pada penppunaan yang dapat diharapkan, harus dijelaskan sebapai berikue dalam
penggunaan yang dapar diharapkan aleh konsumen, perasan-petasan “gagal™ aran
“mejan” harus sedapat mungkin dicegah. Tentu saja akan ada perasan-petasan yang
mejan, jika pengguna, misalnya, melemparkan perasan ke dalam genangan air, sehingga
tali sumbunya melempem, atan akan dapat diperkirakan munculava dampak lain vang
membuat petasan ddak menyala. Namun, petasan-petasan yang mejan itu pada dasarnya
tidak dapat dihitung sebagai akibar mekanisme penyulutan yang ddak patut. Pengadilan
Banding telah menolak pendapat vang diasumsikan pengaju dakwaan bahwa “adanya
satu atau lebih petasan mejan di dalam sebuah sampel dand sepaket petasan merupakan
bukti yang cukup untuk fakta bahwa jenis petasan tersebur mempunyai sumbu vang tidak
memenuhi persyaratan’, sebagai ndak sesuai dengan kriteria yang semestinya ditetapkan
oleh pembuat keputusannya, Dengan demikian, menurut pendapat saya, Pengadilan
Banding telah ddak tepat memahami kutipan dari Nota Penjelasan yang diambil di
dalam putusannya, dalam arti bahwa menurur pembuat keputusannya juga akan dapat
dianggap terpercaya, jika di dalam sebuah sampel uji coba ternyata rerdapar lebih dad
satu petasan yang mejan. Jika pada saat uji coba, lebih dan satu petasan mejan ditemukan
dalam sehuah sampel,[4] mak dapat begitu saja dikatakan bahwa sumbunya i begim
terpercaya, schingga relah sedapat mungkin dicegah petasan-petasan itu akan “mejan”
di tangan para penggunanya. Tak bisa begitu, bahwa bagaimanapun masih dianggap
terdapat sumbu vang terpercaya berfungsi, apabila dari setiap sampel vang diambil dari
10 buah petasan, 6 di antaranya, misalnya, mejan, Namun, perumbangan Pengadilan
Banding yang digunakan untuk mendasari putusan bebasnya, tidak menutup adanya
sebuah kesimpulan sepert itu

Permasalahannya, peraturan perundang-undangan mengenai petasan memang tidak
memuat petunjuk-petunjuk bagaimana harus menetapkan terpenuhinya persvaratan
memurut Pasal 15 ayat 3 huruf 2 SK Petasan. Tru bukan berart bahwa ketentuan rersebut
tidak berlaku mengikat, namun harus dicari sebuah cara pengambilan sampel dan
pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dianggap cukup terpercaya. Pengadilan Banding
juga telah meminta keterangan para ahli mengenai cara pengambilan sampel dan cara uji
cobanya. Pengadilan Banding mendapatkan:
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- Perunjuk pelaksanaan pengambilan sampel paket-paket petasan dari Inspektorat
Perlindungan Keseharan pada Dinas Pemeriksaan Barang di Rotterdam, versi 1 dan 2,

- Petunjuk pelaksanaan pengambilan sampel petasan dar paket-paket oleh Inspekeorat
Perlindungan Kesehatan, versi 1,

- Petunjuk pelaksanaan Metode Pemeriksaan untuk menentukan tingkat kebisingan
petasan dari Inspektorat Perlindungan Kesehatan pada Dinas Pemeriksaan Barang di
Rotterdam, versi 3, 4, dan 5,

- Dan Standar IS0 2859/2 {dalam bahasa Inggris).

Saya pikir di dalamnya terdapat cukup bahan, serta masih dijelaskan lebih lanjut oleh para
ahli, untuk menilai apakah cara pengambilan sampel oleh inspeksi untuk perlindungan
kesehatan, atau oleh dinas pemeriksaan barang, atau menurut Standar 1SO 2859/2 di
sini, telah memadal.

Menurut pendapat saya, putusan bebasnya memang bukan merupakan putusan bebas
sechapaimana dimaksudkan dalam Pasal 430 Sw, karena Pengadilan Banding telah
mengasumsikan schuah penjelasan vang kelirn mengenai bagian tertentu dard dakwaan.

Sebush pertanyaan lainnya, apakah Procureur-Generaal mempunyai kepentingan
vang cukup untuk pembatalan, karena Pengadilan Banding telah meninggalkan esensi
dakwaan. Bapaimanapun juga, terdakwa tdak dibebaskan dan dakwsan sepenubnya,
namun dihukum untuk bagian-bagian yang lain. Namun, saya dapat membayangkang,
untuk dapat dipidananya apa yang didakwakan memang ada beda apakah pada petasannya
terdapar dua atau tiga cacat. Selanjutnya, memang jadi kepentingan Kejaksaan dalam
penindakannya, namun tentu saja, kepentngan terdalcwa akan kepastian hukum, juga
akan terpenuhi, jika saja hakim menjelaskan bagaimana Pasal 15 ayat 3 huruf a SK
Petasan akan dapat ditegakkan pada tingkatan yang dapat diterima secara hukum.

Sekarang akan saya bahas alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh mr. Spong, (...)

Alasan kedua memuat dua pengaduan. Isi pengaduan pertama, penolakan bantahan bahwa
Peraturan persyaratan lebih lanjut untuk petasan tidak berlaku mengikat, menunjukkan
sebuah pendapat hukum yang tak tepat. Pengaduan kedua mengarah pada bukt dari
kesengajaan sebagaimana dinyatakan terbukti pada anghka 2 dan 4.

Pengadilan Banding telah meringkas dan menolak bantahan bahwa Peraturan persyaratan
lebih lanjut untuk petasan tidak berlaku mengikat, sebagai berikut: (dst.; lihat Pengadilan
Banding; red.)

Pengaju alasan ini berpendapat bahwa penclakan iu menunjukkan pendapat hukum
vang tak tepat, karena ‘berdasarkan lampiran SK Petasan mengenai metode-metode
pemeriksaan, pembuat undang-undang ternyata telah menganggap pendng dapat
diukurnya sampel dengan sebuah pemeriksaan terukur, untuk betrlakunya Pasal 4 tersebut
(selanjutnya: Peraturan)’ dan, oleh karena it, ‘dapat diketahuinya metode pengujian yang
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dimaksudkan oleh pembuat undang-undang merupakan scbuah bagian rak terpisahkan
dari peraturan materiilnya’. Bagi saya tidak langsunyg jelas, lampiran mana yang dimaksud
oleh pengaju alasan. Apakah maksudnya lampiran-lampiran dari Peraturan itu? Namun,
lampiran-lampitan ini tidak menyanglut sarupun dani semua metode pemeriksaan
untuk persyaratan di dalam Pasal 4 Peraturan. Lampiran III Peraturan — sebagaimana
berlaku saat ini —{5] menvangkut persyaratan terkait isi dari setiap kategori (Pasal 7
Peraturan). Sebelum perubahan tersebut, lampiran ini menyangkut metode pemeriksaan
tingkat kebisingan (Pasal 8.2 Peraturan). Jadi, lampiran-lampiran inif6] tadinya, serta
kemudian,[8] ddak menyangkut pemeriksaan terkait dipenuhinya Pasal 4 dari Peraturan
persyaratan lebih lanjur. Selain iy, masih harus dicacat bahwa dani penjelasan pada
perubahan Lampiran 11T, dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang ditetapkan di dalam
Peraturan persyaratan lebih lanjut ini terkait persyaratan keamanan, misalnya soal isi dan
jeda sulutan, serta idak menyangkut standar produksi teknis.[7] Juga di dalam penijelasan
pada lampiran sebelumnya, tadinya hanya dibahas mengenai persyaratan keamanan.[%
Persyaratan kemanan itu cukup jelas. Bagi saya juga sepertinya terang, petasan mana
yang tidak memenuhi syarat, yaitu petasan dengan jeda sulut yang terlalu singkat atau
terlalu lama. Bahwa rak ada schuah merode pemeriksaan yang ditetapkan sebelumnya,
menurut saya, dengan melihat sifat materinya tidaklah masalah. Hal vang sama berlaku,
misalnya, untuk penetapan berat isi perasan, atau komposisi petasan. Berbeda dari
pengaju alasan kasasinya, juga berdasarkan hal di atas, saya berpendapat bahwa, tanpa
metede pemetiksaan vang dipunakan itu diketahui tertuang dalam sebuah peraturan
sekalipun, bagi pihak terkait tetap mungkin untuk memastikan apakah dirinya memenuhi
persyaratan vang ditetapkan, ataukah dia melanggar norma-normanya,. Ini joga adak
bertentangan dengan Pasal 6 EVRM, karena dalil yang mendasari pernyaraan tersebut,
yaitu bahwa persyaratan teknis merupakan bagian dari norma materilnya, menurut
pendapat saya, tidak berdasar.

Menurut pendapat saya, pengaduan kedua berdasar. Dari alar-alat bukt vang disjukan, rak
dapat disimpulkan bahwa pemohon mempunyai kesengajaan — juga tidak dalam bentuk
paling ringan sekalipun — dalam penpuasaan petasan yang tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan, sebagaimana telah dinyatakan terbukt. Dalam hal ini, perlu dicatat pula
bahwa saya asumsikan kesengajaan sebagaimana didakwakan, tddak hanya ditujukan
pada tindakan menguasai petasan, namun juga untuk ddak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan. [10]

Kesimpulan inl mengarah pada pembatalan putusan yang dimohonkan kasasi terkait
angka 1, 2, dan 4 yang didakwakan, dengan pengertian pembatalan terkair angka 1 hanya
menyangkut putusan bebasnya terdakwa darni bagian yang berhubungan dengan sumbu,
pembatalan terkait fakta pada angka 2 yang didakwakan juga sepanjang menyangkut
putusan bebasnya terdakwa dari bagian terkait sumbu, dan perkaranya dirujukkan kepada
pengadilan banding terdekat, agar perkara dalam tingkar banding tersebut diadili dan
diputus kembali.
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Cararan Kald:

* SK tanggal 4 Februari 1993 tentang penetapan sebuah peramuran pelaksana berdasarkan pasal-pasal 24, 39,
ayat ketiga, dan 47, ayat kerga, Undang-Undang Zat-Zar Berbahaya Bagi Lingkungan, Scb. 1993, 215.

* Sebehum SK Petasan Undang-Undang Zat-Zat Berbahaya Bagi Linghungan, berlaku apa yang dischur sebagai
Daftar perasan (Sveet. 1984, 159, sebuth kepurusan yang didasarkan pada Peraturan zat-zat berbahaya, sebuah
peramuran pelaksana yang didasarkan pada Undang-Undang Zat-Zar Berbahaya, [ dalam Dafrar perasan, perasan
dibagi ke dalam beberapa kategor. Unuk setiap kasegor ditetapkan persyaratan, misalnya terkaie sifa dan besarnya
isi petasan. Kerka it juga terdzpat beberapa ketentuan mengenai jarak yang baleh dicapai oleh kembang api putar
dai tidak terbang, serelah dinyalakan. Selusah ketentuan sepern yang sekarang ada di dalam Pasal 15 ayar 3 haruf
a SK Petasan, tidak dimuat ketika itu. Sedikic banyak, terdapat kemidpan dengan Pesal 2 dad Defiar tersebot:
“Petasan-petasan harus diprodoksi dat macerial sedemikian rupa, sera disusun dengan komposisi sedemikian
rupa, schingges ketika digunakan sesuai dengan petunjuk perygrunasnnya, tak peru ditakutkan teradinga cedera™

¥ Mo Penjelasan, Sth. 1993, 215, him, 16,

4 Menurut vonis Pengadilan Leevwarden, di dalam sepuluh buah “Whisting Sky Fire Rockets™ vang dipetiksa,
terdapar dua yang mejan, schagaimana ditemukan di dalam 10 buah “Whisting Geese Rocker” vang diperiksa, Dari
20} buah “Flying Cranes™ yang diperiksa, rerdzpar empat yang mejan, Diard dug kali sepulubh bush “Astronaut™ yang
diperiksa, terdapar juga masing-masing satu vang mejan,

% Setelah perobahan dengan Peramuran tanggal 16 Desember 1997, Stere. 1997, 243,

* Lampiran | menyanghkut persyaratan yang ditetapkan untuk berbagai macam jenis petasan untuk anak-anak.
Lampiran 2 menyangiut sebush daftar denpan zat-zat vang tidak boleh ada di dalam petasan.,

* Bahwa memde pemeriksaan di dalam Peraruran barn dicanmumkan sesudah dilakukannya pemeriksaan-
pemetiksaan i dalam perkara ini, tidak menjadi peehatian saya di sini.

¥ Swere. 1997, 242,

* Penjelasan pada Peraroran canggal 24 November 1994, Store, 1993, 228, bensi pelaksanaan Pasal 2, ayat
keempat, dar SK Petasan Undang-Undang Zat-Zat Berbahaya Bagi Lingkungan,

" Bandingkan juga COM sebelum HR W] 1996, 512, dan Doorenbos di dalam DI 1990, him. 813, dst.
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1. Pengantar

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia adalah apakah kejahatan asal perlu dibukrikan terlebih dahulu arau tidak, atau sejauh
mana hal tersebut perlu dibuktikan, serta sejauh mana penguasaan maupun penggunaan harta
yang diduga merupakan berasal dati suatu kejahatan dapat dipandang sebagai dndak pidana
pencucian uang,

Unmk menambah referensi dalam memahami kedua permasalahan tersebur kami sajikan 3
(tiga} putusan Hoge Raad yang diputus pada tahun 2004 (HR No. 07679/03), 2010 (HR
08/01422) dan 2013 (IR 11/03164).

Kedua putusan Hoge Raad pertama menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya tindak
pidana pencucian uang, tdak dipersyaratkan adanyva idendfkasi atas kejaharan asal (dan
mana suatu barang atan wang diduga berasal) secara mennci terlebih dahulu, Pembuktian
pada dasarnya dilakukan dengan meyakinkan hakim, berdasarkan fakea-fakra dan keadaan-
keadaan yang diajukan dalam kasus terkait, bahwa “tak bisa lain, selain barangnya berasal dari
suaru kejahatan” (HR 28-09-2004 dan HR 13-07-2010). Meski dalam putusan terakhir adanya
beban pembuktian pada pihak kejaksaan dipertajam oleh Hoge Raad, namun titik awalnya
masih tetap berangkat dari asumsi tersebut, Diengan demikian, pada dasarnya penyelidik/
penuntut tidak perlu memberikan penjelasan atau pemeriksaan mennd mengenai kejahatan
dari mana barang terkait berasal, kecuali terdapat bantahan dari pihak terdakwa yang telah
menyvebutkan asal muasal "kenkret, kurang lebih dapar diverifikasi, serta menurut pandangan
[hakim] rak dapat dianggap benar-benar tidak mungkin di muka™ (HR 13-07-201()).

Dalam kondisi di mana hakim menilai bahwa masth terbuka adanya alternanf lain
(kemungkinan asal muasal legal) dari barang terkait seperti di kasus tersebut, maka “beban
ada pada pihak kejaksaan untuk mengajukan bukti yang dapat menunjukkan fakta-fakta dan
keadaan-keadaan [yang dapat menutup kemungkinan iru, red.]” (HR 13-07-2010). Dengan
kata lain, rugas penyelidik,/penuntutlah unrak menghapus keraguan yang dapat timbul dad
bantahan terdakwa, meskipun, tentu, bukan berarti semua bantahan harus diterima (untuk
gambaran bantahan seperd apa yang dapat diabaikan/dirolak hakim, lihat Nota Konklusi HR
13-07-2010, pada angka 9). Ini hanya berarti bahwa penyelidik/penuntut harus mengambil
suatu tindakan ontuk menjawab arau menuup kemungkinan masth dapat diterimanya
bantahan (berdasar) dad werdakwa,

Dalam kedua putusan rersebur, dengan merujuk pada sejarah pembahasan pembentukan
ketentuan tersebut, berkali-kali disebutkan pula bahwa pembuktian seperti terschut di as,
meski (sepertd) ada kecenderungan ke arah itu, bukan dimaksudkan untuk menerapkan
pembuktan terbalik atan memperingan beban pembuktian kejaksaan, Namun, mengutip
pernyataan yang diajukan di dalam sejarah pembahasannya: “Cukup dengan (pendakwaan dan)
pembuktian bahwa barangnya berasal dari suatu kejahatan. Hakim tidak dipersyaratkan untuk :
mengidentifikasi kejahatan mana persisnya yang menjadi asal diperolehnya barang tersebut.
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Seringkali hal ini tdak mungkin, sedangkan ini juga tidak relevan untuk dapat dipidananya
pencucian uang, Apabila menyanglkut perbuatan-perbuatan dari rerdakwa Y rerkait rekening
bank tempat dia dan sckurunya berusaha menyimpan hasil yang diperoleh dari berbagai
aktivitas kejahatan (perdagangan orang, pemerasan, perdagangan obar-obatan terlarang),
akan tetapi tidak jelas dari aktivitas yang mana vang-uang tersebut berasal (mungkin juga
dari sermua aktivitas itu), misalnya, maka tetap dapar dianggap terbukt bahwa vang-uang itu
berasal dari suatu kejahatan.”

Berbeda dengan kedua perkara di atas yang terfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana
tindak pidana pencucian uang (seharusnya) dibuktikan, perkara ini terkait dengan pertanyaan
kapan tindak pidana pencucian uang dapat dianggap terjadi. Selain itu, berbeda dengan
kedua kasus di atas, kasus ini justru berangkat dari ditemukannya suatu tindak kejahatan
lain (kejahatan asal), Dalam kasus terkait pelaku korupsi (swasta) yang menggunakan vang
provisinya untuk berjudi ini, timbul pertanyaan apakah tindakan terdakwa menjudikan vang
hasil karupsinya tersebut, terlepas dari asal muasal ilegal dari vangnya, dapar dianggap schagai
pencucian uang, Secara umum, mungkin dapat dibayangkan, setiap pelaku tindak kejahatan
yang berhubungan dengan penguasaan suatu uang/barang (tentu ilegal), tentu akan (dapat)
memenuhi definisi dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian vang,

Untuk itu, terkait dengan pencucian uang hasil kejahatan terdakwa sendiri, Hoge Raad
telah menambahkan syarat adanya usaha terdakwa “untuk mengamankan hasil-hasil tindak
pidananya”, atau dengan kata lain, perbuatan terdakwa “berkontribusi pada penyembunyian
atau tindakan menutup-nutupl asal kriminal dari barang rterkait” (HR 26-10-2010 yang
ditegaskan dalam HR 13-01-2013 ini). Syarat ini didasarkan pada tujuan dari ketentuan
tersebut. Menurut sejarah pembentukannya, ketentuan tindak pidana pencucian vang ini
ditujukan untuk memberikan perlindungan dan “pelanggaran terhadap integritas lalu lintas
keuangan dan ekonomi dan juga tethadap ketertiban umum”.

Dalam kasus ini, Pengadilan Banding menilai telah terjadi tindak pidana pencucian nang,
bukan hanya karena terdakwa “(berulangkali) relah menguasai sejumlah uang yang berasal dari
suatu kejahatan”, namun juga karena terdakwsz “telah mershasiakan vang yang diperoleh dan
kejahatan ini, secara bertentangan dengan itikad baik, dari pemberi kerjanya, serta (...) telah
menggunakan (sebagian dari) vang tersebut untuk berjudi”. Meskipun demikian, menurut
penilaian Hoge Raad, dalam menguji hal tersebur, Pengadilan Banding telah melewatkan
perhatiannya dari sebagian lain uang (selain dari yang digunakan untuk berjudi itu). Dengan
mempertajam kriteria sebelumnya, Hoge Raad menilai bahwa perbuatan menyembunyikan
atau usaha menutup-nutupi, seharusnya, tidak hanya dinilai menyanghkut sebagian dari barang
hasil kejahatan it saja.

2. Dasar Hukum Belanda dan Dasar Hukum di Indonesia (vang sebanding)
Dasar Hukum di Belanda

Pasal 420bis, ayat 1, Sr:
1. Dibakam bersalah melaknkan pencucian wang dengan pidana penfara paiing lama entpat fahun
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atay dende kateport kelina:

a. Dia yang menyesmbunyikan atas menwtup-nutupi karakter sesunggubnys, asal muasal,
lokass, pengaliban bak, atau pemvindaban, sebuak barang, manpun menyembinyikan atau
menusp-nutus siapa pibak yang berbak atar sebwal barang alan menpuaiainya, sedanghkan
dia mengeiabui babwa barang lersebut — secara langsung atan tak langsung — berasal dani
suatu Egjabatan;

b Dia yang memgperoleh, menguasas, mengalihkan atay memperdaganghkan sebualh barang,
sedangkan dia mengetabui babwa barang fersebut — secara langoung ataw tak langsung —
wi mw‘ &

2. Yang dimaksnd dengan bavang-barang adalal semua benda dan semua harta kekeayaan.

Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang

Pasal 3

Setigh Ovrang yang menempatkan, mentranifer, mengalibkan, membelanjakan, mem-bayarkan,
meenghibabkan, menitiplan, membawa ke luar negeri, mengubab bentuk, menukarkan dengan mata
uang atau surat berlarga atan perbwatan lain atas Harta Kekayaan yang dikelabuinya atay patut
diduganya merupakan basil tindak pidana sehagaimana dimakssd dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujnan menyermbunyikan atan menyamarkan atal winl Harta Kekayaan dipidana Earena tindak
pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua pulub) tabin dan denda paling
banyak Bp10.000.000.000,00 (sepulub mriliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orvamg yang menyembunyilean atan menyamarkan asal winl, sumber, lokari, peruntukan,
pengalihan bak-bak, atan kepersilifan yang sebenarmya atar Harta Rekayaan yang diketabuinya
abas patul diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalame Pasal 2 ayat (1)
dipidana karena tindak pidana Pencncian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua pulnb)
tabun dan denda paling banyak RpS.000,000.000,00 (iima miliar rupiah).

Pasal 5 ayar (1)

(1) Sesrap Orang yang menerima afan mengiaiai penempatan, peniransferan, pembayaran, bibab,
Sermrlanigan, penitipan, penwkaran, aiax mengganakan Harta Kekayaan yang diketabuinya ataw patul
diduganya merspakan hasil tindak pidana sebagaimana dimakssd dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dergan pidana pevjara paling lama 5 (lima) tabun dan denda paling banyak Bpl.000.000.000,00
{Fate meilar rpiak),
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Terjemahan Putusan

3.1. Putusan HR . 07679/03, 28-09-2004

. 300

33

28 September 2004
Kamar Pidana

Nr. 02679/03
AGJ/SM

Hoge Raad der Nederlanden

Purmsan

Pada perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan Banding Amsterdam tanggal 4 Juni
2003, nomer 23/150245-02, dalam perkara pidana terhadap:

[Terdakwal, lahir di [tempat lahir] (Antdllen Belanda) pada tanggal [tanggal lahir] 1980,
tanpa tempat tnggal arau kedudukan vang dikenali di negert ini.

Putusan vang dimohonkan kasasi

Pengadilan Banding pada peradilan di ingkar banding — dengan membatalkan vonis hakim
tunggal pada Pengadilan Amsterdam ranggal 11 November 2002 — telah menghukum
terdalows, terkait 1. “pencucian uwang” dan 2. “dengan sengaja melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan larangan yang diatur dalam Pasal 3, ayat 1, hurof ¢, Undang-
Undang Candu”, dengan enam minggu pidana penjara, serta penarikan dari peredaran,
perampasan, dan pengembalian kepada terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam putusan,

Proses kasasi

Permohonan diajukan oleh terdakwa. Bertindak atas nama terdakwa, mr. M.EM,
Balemans, advokat di Amsterdam, telah mengajukan permohonan kasasi secara tertulis,
Berkas permohonan kasasi tersebut dilekarkan pada putusan ini dan menjadi bagian
darinya.

Procureur-Generaal penggant, Fokkens, telah menyimpulkan bahwa Hoge Raad akan
menolak permohonan.

Pertimbangan atas permohonan kasasi

. Permohonan memuat pengaduan bahwa dalam pernyataan terbukd primair pada angka

1, bagian “berasal dari suatu kejahatan™ tdak didasarkan pada alat-alar bukr yang ada,

Pada terdakwa didakwakan pada angka 1 pernyataan terbuktl primairnya:

“Dia, pada 19 April 2002, di Schiphol, kota Haarlemmermeer, telah menguasai sejumlah
besar wang, yaitu: 24,000,— euro, sedangkan dia mengetahul bahwa sejumlab vang
tersebut itu — secara langsung atau tak lanpsung — berasal dari suam kejahatan.”

Pernyataan terbukti ini, sepanjang relevan di sini, didasarkan pada alat-alat bukt berikut:
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Sebush berita acara pemeriksaan polisi, dibuat oleh pejabat penyelidik H.J.W.P.
Savelberg dan J.C. Buis, sepanjang memuat berita hasil temuan para pejabat
pembuatnya (atau salah satu darl mercka):

“Pada tanggal 19 Aprl 2002, kami berada di Schiphol, kota Haarlemmermeer.
Saya, Saavelberg, telah melihat di hadapan saya seorang laki-laki tak dikenal. Setelah
diminta, dia serahkan kepada saya tiket pesawat dan paspornya. Berdasarkan paspor
tersebut saya mendapati bahwa laki-laki ini ternyata bernama:

[terdakwal, lahir pada tanggal [tanggal lahir] 1980, di [tempat lahif] (menurut
pemahaman Pengadilan Banding: pada tanggal [ranggal lahir] 1980).

Dari tiket pesawatnya, sava mendapati bahwa [terdakwa] berniat berangkat ke
Bomaire. Menjawab pertanyaan saya apakah saar iru dia membawa uang, dia bilang
dirinya membawa kira-kira 800 dollar Amerika. Untuk pertanyaan saya apakah dia
membawa lebih banyak vang lagi, dia bedkan jawaban negatif. Kemudian, saya
lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan
ini, saya merasakan adanya sesuatu yang menonjol di atas kedua pergelangan kakinya.
Setelah diminta, [terdakwa] menceritakan bahwa dia membawa dua buah paket pada
pergelangan kakinya — yang memuat uang dengan nilai total € 4000 dan bahwa dia
tidak membawa lebih banyak uvang lagi. Setelah diminta, [rerdakwa] menyerahkan
dua buah paket vang disembunyikan di dalam kaus kakinyva. Kami melihat isi dari
dua paket tersebut terdin dan sejumlah vang kertas euro. Lalu kami membawa
[terdakwa] untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjur pada twubuh dan pakaiannya.
Dalam pemeriksaan ini, sava, Buis, merasakan adanya sesuatu yang menonjol secara
janggal di daerah kemaluan dan di dalam saku celananya.

Setelah diminta, [terdakwa] menyerahkan kepada kami sebuah paket yang dia ambil
dari tali celananya. Kami melihat isi dari paker ini terdini dari suatu benda berwarna
hijau yang dari bau dan kemposisinya mirip dengan mariyuana, [Terdakwa] juga
menyerahkan kepada kami serumpuk uang kerta yang diambilnya dari saku celananya,
Total nilai vang vang dibawa terdakwa: 24.000 euro dalam bentuk vang kertas (...)."

Sebuah berita acara pemeriksaan polisi, memuat pernyataan terdakwa:

“Uang vang anda temukan pada dir saya adalah milk |[pihak terkait 1]. Saya
memperolch vang dari [pihak terkait 1] dan vang ini harus saya bawa ke Bonaire.
Saya pikic vangnya tidak berasal dar hasil kerja yang halal, karena jumlahnya bepitu
besar. Saya pikir uangnya berasal dari obat-obatan tetlarang atau pencurian. [Pthak
terkait 1] telah membelikan saya tiket. [Pihak terkait 1] mengatakan pada saya
bahwa wangnya harus disembunyikan pada pergelangan kaki dan di punggung saya.
Obat-obatan terlarang yang saya bawa, telah saya dapatkan dari [pihak rerkair 1]
dan barang itu, beserta uangnya, harus saya serahkan kepada seseorang di Bonaire.
Orang tersebut akan mengenali saya dari pakaian saya. [Pihak terkait 1] mengatakan
kepada saya bahwa, jika mereka menangkap saya, sayva udak boleh mengatakan uang
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itu milik siapa. Saya tahu sayva telah melakokan sesnam yang terlaranpg.”

Pasal 420bis, ayat pertamna, huruf b, Se. berbuayi:

“Dihukum bersalah melakukan pencucian uang (...) dia yang memperoleh,
menguasai, mengalihkan atau memperdagangkan sebuah barang, sedangkan dia
mengetahui bahwa barang terscbut — secara langsung atau tak langsung — berasal
dari suam kejahartan.”

Ketentuan yvang beraku sejak 14 Desember 2001 ini ditambahkan pada Wetbock
van Strafrecht, dengan Undang-Undang bertanggal 6 Desember 2001, Sth. 606,
tentang Perubahan Wetboek van Strafrecht dan beberapa undang-undang lainnya,
sehubungan dengan pemidanaan pencucian uang dati hasil kejahatan. Memor
penjelasannya, sterkait unsur “berasal dari suatu kejahatan”™, memuat hal berikut:

“Cukup dengan (pendakwaan dan) pembukdan bahwa barangnya berasal dari suaru
kejahatan, Tidak dipersyaratkan kepada hakim untuk mengidentifikasi kejahatan
mana persisnya yang menjadi asal diperolehnya barang rersebut. Seringkali hal ini
tidak mungkin, sedangkan ini jupa ddak relevan untuk dapat dipidananya pencucian
uang. Apabila menyangkut perbuatan-perbuatan dan terdakwa Y terkait rekening
bank tempat dia dan sekutunya berusaha menyimpan hasil yang diperoleh dari
berbagai aktivitas kejahatan (perdagangan orang, pemerasan, perdagangan obat-
obatan terlarang), akan tetapi tidak jelas dar akuvitas yang mana vang-uang tersebur
berasal (mungkin juga dari semua aktivitas im), misalnya, maka tetap dapat dianggap
terbukti hahwa uang-uang i1 berasal dan suaru kejaharan.”

(Berkas Pemhahasan Parlemen 11, 1999-2000, 27 159, nr. 3, him. 16)

3.5, Permohonan didasarkan pada pendapat, begitu juga menurut penjelasannya, bahwa
untuk pernyataan terhukd unsur “berasal darl suaru kejahatan™ yvang tercantum dalam
dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 420bis, ayat 1 huruf b, St dipersvaratkan bahwa
dari alat-alat bukti harus dapar diketahui barang terkair berasal dari suaru kejahatan
yang teridentifikasi dengan jelas. Pendapart itu, melihat wjuan dan ruang lingkup dari
ketentuan perundang-undangan tersebut dan berdasarkan sejarah pembentukan undang-
undangnya seperti telah disebutkan sebelumnya, dianggap tidak tepat. Ini juga berarti
bahwa dan alat-alat buktnya tak perlu diketabui lebih lanjut oleh siapa, kapan, dan di
mana kejahatan ini secara konkret dilakukan,

36 —

3461

Berdasarkan alat-alat buktinya, Pengradilan Banding menetapkan bahwa terdakwa
telah menyembunyikan di balik pakaiannya paket-paket berisi vang kertas senilai
total € 24.000,- dan membawanya di dalam pakaiannya; bahwa dia pikir uangnya
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tidak berasal dari hasil kerja yang halal karena nilainya begira besar dan berasal dari
perdagangan obat-obatan terlarang arau pencurian; bahwa dia harus membawa uang
itu ke Bonaire, atas perintah dari pemberi perintahnya yang juga pemberi obat-
obatan terlarang vang ditemukan padanya, serta pemberi perintah ini telah mengatur
perjalanannya, membelikannya tiket, memerintahkannya untuk menyembunyikan
uang itu di tubuhnya, kemudian menyerahkan uang dan obat-obatan terlarang iu
kepada seseorang di Bonaire yang akan mengenalinya dari pakaiannya, dan jika
rertangkap, dia tak boleh menceritakan dari siapa dia mendapatkan vang it

3.6.2. Dan situ, Pengadilan Banding sepertinya menyimpulkan bahwa tak bisa lain, selain
sejumlah uang tersebur, dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan, - secara
langsung atau tak langsung — berasal dari suatu kejahatan sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 420bis, ayar 1 huruf b, Penilaian tersebut tidak menunjukkan adanya
pendapat hukum yang tak tepar, telah disertai dengan dasar alasan vang culup, serta
bukannya tak dapat dimengerti. Oleh karena itn, permohonan gapal.

4, Penutup

Karena permohonan tak dapat berakibat pada dikabulkannya kasasi, sementara Hoge
Raad juga menilai tak adanya alasan vang membuat putusan yang dimohonkan kasasi harus
dibatalkan atas dasar jabatan, maka permohonan tersebut harus ditolak.

5, Putusan
Hoge Raad menolak permohonan.

Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden C.J.G. Bleichrodt, sebagai ketua majelis, dan

hakim-hakim agung |.I.M. Urlings, B.C. de Savornin Lohman, W.A.M. van Schendel, dan J. de
Hullu, dengan dihadiri panitera 5.P. Bakker, dan dibacakan pada tanggal 28 September 2004.

Nota Konklusi

MNr. 02679/03 Mr. Fokkens
Sidang: 15 Juni 2004

Mot konklusi teckaic
[terdakwa]

1. Terdakwa telah dihukum oleh Pengadilan Banding Amsterdam, terkait 1. “pencucian
uang” dan 2. “dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan larangan
yang diatur dalam Pasal 3, ayat 1, huraf ¢, Undang-Undang Candu”, dengan enam
minggu pidana penjara, serta perampasan vang yang disitd dari terdakwa, sebuah dket
pesawat, serta ganja yang disita.



Ln

Hukum Pidana 133

Bertindak atas nama rerdakwa, me M.PM. Balemans, advokar di Amsterdam, telah
mengajukan satu dasar alasan permohonan kasasi,

Permohonan kasasi mengadukan, dari alat-alar bukt yang ada, wk dapat disimpulkan
bahwa vangnya berasal dad suatu kejahatan,

Pengadilan Banding relah menyatakan rerbukn dakwaan terhadap rterdakwa;

“Dia, pada 19 Aprl 2002, di Schiphol, kota Haarlemmermeer, telah menguasai sejumlah
besar wang, yaiti: 24,000, euro, sedangkan dia mengerahui bahwa sejumlah uvang

tersebut itu — secara langsung atan tak langsung — berasal dari suatu kejahatan,”

Unruk mendasan penilaiannya ima, Pengadilan Banding merujuk pada alat-alat bukn
berikut:

Schuah berita acara pemeriksaan Polisi, dibuat oleh pejabat penyelidik Savelberg dan
Buis, memuat berita sebagai hasil temuan:

“Pada tanggal 19 April 2002, kami berada di Schiphol, kota Haarlemmermeer. Saya,
Saavelberg, telah melihat di hadapan saya seorang laki-laki tak dikenal. Setelah diminta,
dia serahkan kepada saya tiket pesawat dan paspornya. Berdasarkan paspor terscbut
saya mendapat bahwa laki-laki ini ternyata bernama:

[terdalewa], lahir pada tanggal [tanggal lahir] 1980, di [tempat lahir] (menurut
pemahaman Pengadilan Banding: pada tanggal [tanggal lahir] 1980).

Dari tket pesawamnya saya mendapat bahwa [terdakwa] berniat beranghat ke
Bonaire. Menjawab pertanyaan saya zpakah saat itu dia membawa vang, dia bilang
dirinya membawa kira-kira B00 dollar Amerika. Untuk pertanyaan saya apakah
dia membawa lebih banyak vang lag, dia berikan jawaban negatif. Kemudian saya
likukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, Dalam pemeriksaan
ini, saya merasakan adanya sesuatu yang menonjol di atas kedua pergelangan kakinya.
Setelah diminta, [terdakwa] menceritakan bahwa dia membawa dua buah paket pada
pergelangan kakinya — vang memuat uang dengan nilai total € 4000 dan bahwa dia
tidak membawa lebih banyak vang lagi. Setelah diminta, [terdakwa] menyerahkan dua
buah paket yang disembunyikan di dalam kaus kakinya. Kami melihat isi dari dua paket
tersebut terdiri dari sejumlah vang kertas euro. Lalu kami membawa [terdakwa] untuk
menjalani pemeriksaan lebib lanjut pada tubuh dan pakaiannya. Dalam pemeriksaan
ini, saya, Buis, merasakan adanya sesuamu yang menonjol secara jangpal di daerah
kemaluan dan di dalam saku celananya. Setclah diminta, [rerdakwa] menyerahkan
kepada kami scbuah paket yang dia ambil dari tali celananya. Kami melihat isi dasi
paket ini terdir dari suatu benda berwarna hijau vang dan bau dan komposisinya
mirip dengan mariyuana. [Terdakwa] juga menverahkan kepada kami setumpuk vang
kertas vang diambilnya dari saku celananya. Total nilai vang vang dibawa terdakwa:
24.000 euro dalam bentuk vang kertas.
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Saya, Buis, menguji barang temuan itu dengan alat uji yang disediakan negara dan
ditujukan untuk pengujian set. Saya temukan hal berikut; pada set yang saya gunakan
untuk menguji kandungan ganja pada barang tersebut, muncul reaksi warna posiaf,
sehingga boleh disimpulkan bahwa barang yang diuji kemungkinan terkait: ganja.
Berat bersih dari barang temuan it totalnya sekarar 32,5 gram.”

dan

Pernyataan terdakwa, sebagaimana diberikan pada tanggal 19 Apdl 2002 di dalam
Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pejabat penvelidile Savelberg dan Buis:

“Uang yang anda temukan pada din saya adalah milik [pihak terkait 1], Saya
memperoleh vang dari [pihak terkair 1] dan vang ini harus saya bawa ke Bonaire. Sava
pikir uangnya tidak berasal dan hasil kerja yang halal, karena jumlahnya bepitu besar.
Saya pikir uangnya berasal dari obat-obatan terlarang atau pencurian.

[Pihak rerkair 1] telah membelikan saya oket. [Pihak terkait 1] mengarakan pada saya
bahwa uangnva harus disembunyikan pada pergelangan kaki dan di punggung sava.
Dalam perjalanan ke Schiphol, sava relah mendapatkan 2 buah paker dari [pihak
terkait 1] dan vang saku. Uang saku itu juga telah anda temukan.

Olbat-obatan terlarang vang saya bawa, telah sava dapatkan dari [pihak terkait 1] dan
barang itu, bersama dengan uangnya, harus saya serahkan pada seseorang di Bonaire.
Orang tersebut akan mengenali saya dari pakaian saya. [Pihak terkait 1] mengatakan
kepada sava bahwa, jika mereka menangkap saya, sava tidak boleh mengatakan uang
itu milik siapa. Saya tahu saya telah melakukan sesuatu yang terlarang,”

Pasal 420bis Sr. berbunyi:
*1. Dihukum bersalah melakukan pencucian uvang dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau denda kategor kelima:

.

Diz yang menyembunyikan atau menutup-nutupi karakter sesunppuhnya, asal
muasal, lokasi, pengalihan hak, atau pemindahan, scbuabh barang, maupun
menyembunyikan atau menutup-nutupi stapa pihak yang berhak atas sebuah barang
atau menguasainya, sedangkan dia mengetahui bahwa barang tersebut — secara
langsung atau tak langsung — berasal dari suatu kejaharan;

Dia yang memperoleh, menguasai, mengalihkan atan memperdagangkan sebuah
barang, sedangkan dia mengetahui bahwa barang tersebut — secara langsung atau tak
langsung — herasal dari suatu kejahatan.”

2. Yang dimaksud dengan barang-barang adalah semua benda dan semua harta kekayaan.™

Pasal ini diberlakukan dengan Undang-Undang bertanggal 6 Desember 2001, Stb, 606.!

' Perubahan Wetbock van Seeafrecht dan beberapa undang-undang lainnya, schubungan dengan pemidanaan
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Bab ke-3 dari Memor Penjelasan dalam rancangan undang-undang i menyangkur
pembuktian pencucian uvang Paragraf-paragraf yang relevan untuk pembahasan

permohonannya berbunyi;

Selanjutnya, di dalam penjelasan atas pasal terseburt, sehubungan dengan hal ini masih
dikatakan pula, bahwa:

“Cukup dengan (pendakwaan dan) pembuktan bahwa barangnya berasal dan suatu
kejahatan. Tidak dipersyaratkan kepada hakim untuk mengidentifikasi kejahatan mana
persisnya vang menjadi asal diperolehnya barang tersebut. Seringkali hal ini tidak
mungkin, sedangkan ini juga tidak relevan untuk dapat dipidananya pencucian uang,
Apabila menvangkut perbuatan-perbuatan dari terdakwa Y teckait rekening bank tempat
dia dan sekutunva berusaha menyimpan hasil yang diperoleh dari berbagai akuvitas
kejahatan {Pen‘]agangan orang, pemerasan, perdaganpan obat-obatan terlarang), akan
tetapi tdak jelas dar aktivitas yang mana uang-uang tersebut berasal (mungkin juga dar
semua aktivitas itu), misalnya, maka tetap dapat dianggap terbukti bahwa uang-uang itu
berasal dari suatu kejahatan.” [1]

Menurut pendapat di dalam permohonan, pembuktian yang digunakan Pengadilan
Banding mengakibatkan terdakwa dijatubi hukuman, karena uangnya sepertinya mungkin
berasal dari suatu kejaharan, serta ini tidaklah cukup. Pemerintah justru, begita menurut
Memor Penjelasannya, secara sadar menghindari peringanan beban pembuktian.
Pengadilan Banding telah keliru tdak menanggapi bantahan terkait hal tersebut.

Saya beranggapan permohonannya tidak berdasar. Haruslah dibuktikan bahwa nang yang
dibawa oleh terdakwa berasal dar suatu kejahatan, Bukti semacam ini dapar diajukan
dengan cara sebagaimana disebutkan sebelumnya di dalam Memori Penjelasan, sehingga
dapat ditarik suatu hubungan langsung antara perbuatan-perbuatan krminal yang
diterapkan dengan uang yang ditemukan, tetapi juga karena hakim dalam pembuktian
menetapkan fakta-fakea dan keadaan-keadaan vang dalam pandangannya berakibat pada
suatu kesimpulan bahwa tak bisa lain, selzin vangnya berasal dari kejahatan. Hal terakhir
it; telah terjadi di sini. Pengadilan Banding telah menyimpulkan dari isi alat-alat buktinya
bahwa uangnya pasti berasal dari suatu kejahatan, Penilaian tersebut bukannya odak
dapar dimengerti, memperhatikan keadaannya:

- Ini terkait sejumlah besar vang dalam bentuk kontan;
Pemberi penntah terdakwa telah mengatur perjalanannya dan telah membelikan -
tiketnya;
Terdakwa telah menyembunyikan uangnya berdasarkan perintah pemberi perintahnya;

Terdakwa harus menyerahkan uvanpnya di Bonaire kepada seseorang vang akan
mengenalinya dan pakaiannya;

penCuUck g duri hasil-hasil kejahatan (27 159, muolad bedako tanggal 14 Desember AN,
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- Terdakwa tak boleh menceritakan dar siapa dia peroleh uangnya jika dia tertanghkap.

Semua itu, bagaimanapun juga, menunjukkan bahwa ini menvangkur uang yang keberada-
an dan asal muasalnya harus tetap disembunyikan, dan oleh karena itu, Pengadilan
Banding telah dapat menganggap sangar odak munglin vang itu juga bisa saja diperoleh
secara legal, serta Pegadilan Banding telah dapat menganggap terbukti bahwa uangnya
berasal dari (suatu) kejahatan(-kejahatan},

11, Juga tidak terdapat bantahan yang membuat Pengadilan Banding harus menanggapinya
secara tegas, karena Pengadilan Banding tidak menerapkan peringanan beban pembuktian,
namun telah menetapkan secara memadai dalam alat-alat buktnya untek dapar menilai
bahwa uangnya berasal dari suaru kejahatan.

12, Permohonan gagal.

13. Selain im, dengan ddak ditemukannya pula alasan-alasan lain untuk kasasi, saya
menyimpulkan penolakan permohonan.

Procureur-Generaal
Pada Hoge Raad der Nederlanden

piv.

Catatan Kaki:®

T 1999-2000, 27 159, nr. 3, him. 16

3.2.HR No. 08/01422, 13-07-2010
13 Juli 2010

Kamar Pidana
Nr. 08/01422

Hugc Raad der Nederlanden
Purusan

Pada permohonan kasasi terhadap purusan Pengadilan Banding Den Haag tanggal 12 Maret
2008, nomor 22/007067-06, dalam perkara pidana rerhadap:

*Catwtan ik inl merupakan catamn kakd 2ski dar Now Konklasi.
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[Terdakwal, lahir di [tempat lahir] pada ranggal [tanggal lahir] 1959, bertempat tinggal di
[tempar tinggal].

1. Proses kasasi

Permohonan diajukan oleh Advocaat-Generaal pada Pengadilan Banding, Pihak ini
mengajukan permohonan kasasi secara tertulis. Berkas permohonan kasasi tersebut
dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya.

Advokar terdakwa, me. B. Th, Nooitgpedagt, advekat di Amsterdam, telah membantah
permohonan kasasi tersebut.

Advocaat-Generaal Jorg telah menyimpulkan untuk menolak permohonan.

Pertimbangan atas Pcrmnhnnm kasasi

2.1. Permohonan mengadukan dasar pertimbangan Pengadilan Banding dalam memurus
bebas, khususnya terkait putusan bebas atas apa vang disebutkan dalam surat dakwaan,
vaitu unsur “berasal dari suam kejahatan” vang diambil dari undang-undang,

22 -

2.2.1. Sehubungan dengan dakwaan kepada terdakwa, berkas permohonan kasasi memuat
hal berikur:

“Kepada terdakwa didakwakan twjuh tindak perbuatan, terdifi dari berbagai
macam penadahan dan pencucian vang (bersama-sama dan berkelompok dengan
seseorang atau orang-orang lain, atau setidak-tidaknya sendiri, berulangkali, atau
setidak-tidaknya sekali) atas sejumlah besar uang kontan, dalam periode sejak Maret
2001, hinpga Oktober 2004, Pada 1 (perkara Komfortours), 2 (perkara Contante
Borg), 4 (perkara Verenigd Koninkrijk) dan 5 (perkara Luxemburg), didakwakan
primair penadahan yang menjadi kebiasaan (417 St.), subsidiair penadahan disengaja
(416 Sc), atau sendak-tidaknya penadahan karena kesalahan (417bis 5r.). Pada 6
(perkara Luxemburg) didakwakan primair pencucian vang yang menjadi kebiasaan
(Pasal 420ter Sr), subsidiair pencucian uang (Pasal 420bis Sr), atau setidak-
tidaknya pencucian uang karena kesalahan (Pasal 420quater 5r.). Pada 3 (perkara
Komfortours) didakwakan pemalsuan surat. Pada 7 didakwakan memimpin arau
ikut serta dalam sebuah organisasi yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan
tersebut (Pasal 140 Se.)”

2.2.2. Pengadilan Banding telah membebaskan terdakwa dan dakwaan. Pengadilan Banding
mendasarinya dengan pertimbangan berikut:

“Telah didakwakan (berbagai macam) penadahan dan pencucian uang atas sejumlah
besar vang kontan dalam periode sejak Maret 2001, hingga April 2002.

Pertama-tama, Pengadilan Banding memeriksa pertanyaan apakah telah dapat
dianggap sesuai dengan undang-undang dan terbukti secara meyzkinkan, bahwa
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sejumlah vang yang didakwakan, sebagaimana tertulis dalam undang-undang dan
dicantumkan dalam dakwaan, masing-masing diperoleh dengan kejahatin atau
berasal dari suatu kejaharan,

Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa asal muasal legal dar uang tersebur
yang disampaikan oleh rerdakwa, tidak diserrai dengan dasar alasan yang cukup.

Selanjutnya, Pengadilan sampai pada penilaian bahwa — dengan melihat sejumlah
fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang tercantum di dalam vonisnva — wak bisa lain,
selain vangnya berasal dari tindak kriminal.

Pengadilan Banding tidak sependapat dengan penilaian tersebut.

Pengadilan Banding pertama-tama menetapkan, pemeriksaan dalam perkara terkait
tidak menghasilkan sebuah bukti langsung suatu tindak kejahatan dari mana uvangnya
berasal. Investor [pihak terkait 1] (dari siapa sejumlah uang dalam perkara ini
diterima) dan saudara laki-lakinya [pihak terkait 2], menurur apa yang disampaikan
kepada Advocaat-Generaal dalam persidangan, keduanya telah dihukum melakukan
(saru atau lehih) tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Candu. Namun,
hal ini menyangkut fakra-fakta dan sangkaan-sangkaan/hukuman-hukuman yang
baru muncul setelah periode dakwaan, serta, selanjutnya, hal ini juga terkait jumlah
obat-obatan terlarang yang tidak sebanding dengan besarnya nilai pencucian vang
yang dituduhkan di sini. Kedua bersaudara ini, ketika itu, seperti disebutkan dalam
pembelaannya yang tdak dibantah, kehabisan uang, sehingga kemudian saat itu
ingin memperoleh pendapatan dengan cara ilegal. Pengadilan Banding menganggap
pernyataan [pthak terkait 3] dalam hal ini tak dapat dipercaya karena posisinya
Advocaat-Generaal selanjutnya menyatakan bahwa vangnya bisa jadi juga milik dari
seseorang [pihak terkait 4] yang mungkin mempunyai catatan kejahatan dan mungkin
akan muncul dalam pemeriksaan penyelundupan kokaina, namun Pengadilan
Banding di dalam berkasnya tak menemukan adanya petunjuk-petunjuk untuk itu

Menurut Pengadilan Banding, tak ditemukan adanya hubungan antara sangkaan-
sangkaan /hukuman-hukuman itu dengan fakea-fakea yang didakwakan di sini.

Pengadilan Banding kemudian menyatakan terebih dahulu bahwa berdasarkan
fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dikumpulkan oleh Pengadilan, dilihat dari
karakternya, bagaimanapun dapat diduga adanya pencucian vang.

Dalam perkara terkait, uang kontan dalam jumlah yang sangat besar diangkut oleh
terdakwa dan turut terdakwa ke Ingpris dan Luxemburg, dengan tujuan berbagai
perusahaan-perusahaan investasi yang sepakat dengan syarat-syarat yang tak wajar
digunakan dan juga sangat merugikan. Dengan demikian, scbuah tdpologi dari
pencucian uang dapat ditemukan dalam perkara terkait yang menjustifikasi dugaan
adanya pencucian uang oleh rerdakwa.

Pengadilan Banding menilai bahwa dengan melihat dugaan pencucian uang, serta
keadaan-keadaan terkaitnya, terdakwa dapat diharapkan membenkan penjelasan
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mengenai asal muasal uvanpnya. Terdakwa sedan awal juga telah melakukan hal
ini. Dia telah menjelaskan kepada polisi, setelah diminta, bahwa dia mengetahui
darl investornya, serta menganggapnya masuk akal, uang imu (terutama) berasal
dari (penjualan) baglannya dari apa yang disebut cambio [surat berharga, red.]
pada kantor-kantor penukarannya di Belanda dan Suriname. Selanjutnya, terdakwa
menyatakan, [pihak terkait 1] telah memberitahukan kepadanya bahwa pihak tersebur
selama tujuh tahun relah menjadi bagian dari sckelompok pengusaha di Suriname
yang aktif dalam usaha perdapangan cambio, ekspor dan impor, serta perdagangan
minuman. Dalam usaha itu, [pihak terkait 1] telah membangun sejumlah kredit vang
pembayarannya tersebar melalui kantor-kantor penukaran di Belanda yang ikut serta
dalam sistem cambio. Kemudian, terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya telah
diberi tahu adanya keuntungan besar yang didapat pada sekror rersebut, yaitu hingga
20% per transaksi. Dalam persidangan terkuak bahwa melalui apa yang disebut bank-
bank Hawala ini [sistem transfer informal berdasar kepercayaan dengan transaksi
yang biasanya dalam bentuk vang tunai, red.], beredar sejumlah besar vang kontan.

Dengan demikian, terdakwa telah menyebutkan asal muasal yang konkret, kurang
lebih dapar diverifikasi, serta, menurut pandangan Pengadilan Banding, tak dapat
dianggap benar-benar tak mungkin di muka [sebelum adanya suatu penyelidikan
lebih lanjut, red.].

Pernyaraan terdakwa ini didukung oleh pembicaraan telepon yang disadap pada
tanggal 19 Oktober 2003 (halaman 681 dan berkasnya) di mana terdakwa berkata:
“[S]ebuah klub dari Suriname yang mendengarkan nama [A] (...) klubnya laki-laki
yang semuanya juga mempunyal kantor-kantor penukaran di Rotterdam.”, dan
[pihak 1] menjawab: “[A] adalah klubku. 1)i sana aku telah memasukkan lagi saham-
sahamku.”, dan selanjutnya: “[Clambio, kawan, sudah seharusnyva kau langsung
mengingatku.” Bantahan [pihak rerkair 1] dalam interogasi yang dilakukan hakim
komisaris di Brazil pada tanggal 15 Maret 2006, dianggap oleh Pengadilan Banding
kurang relevan,

Saksi — sekaligus wrut terdakwa — [pihak terkait 6] telah menyatakan dalam
persidangan tanggal 13 Februari 2008 bahwa dia telah berkali-kali menanyakan pada
[pihak terkair 1] asal muasal uangnya; [pihak terkait 1] selalu menjawab bahwa dia
telah memperoleh nangnya dari usaha cambio.

Begritu juga saksi — sekaligus turut terdakwa — [pihak terkait 6] (ketika ity pemegang
saham mayoritas maskapai penerbangan |B] yang sedang mencan investor-investor
baru}, dalam persidangan di Pengadilan Banding pada tanggal 13 Februari 2008,
telah menyatakan bahwa dia mengerabui investornya [pihak terkait 1] mendapatkan
vangnya dari hasil perdagangan cambio dan dia telah menanyakannya lagi kepada
[pihak terkair 7], seorang mantan menterd keuangan Suriname, tentang asal muasal
uang investor tersebut. [Pihak terkait 7] sepertinya telah berkara kepada [pihak terkat
5], bahwa dia pikir mungkin ada keuntungan yang begitu besar dari perdagangan
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cambio, jika kekayaan [pihak terkait 1] — menurut pendapatnya sendiri ~ memang
diperoleh dari perdagangan cambio. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan [pihak
terkait 7] pada hakim komisaris tanggal 19 Januari 2006, bahwa tidak aneh baginya,
jika asal muasal vangnya (dalam pemahaman Pengadilan Banding: vang [pihak
terkait 1]) dihubungkan dengan cambio. Berdasarkan pernyataan saksi [saksi] dalam
persidangan di Pengadilan Banding pada tanggal 13 Februari 2008, para pemegang
saham [B] telah meminta pernyataan bank, terkait vang-uang dari investor barunya
[pihak terkait 1] dalam rapat pemegang saham. [Saksi] jupa menyatakan, para
pemegang saham di sini telah menerima sebuah surat dari [C] yang menyebutkan
bahwa investor tersebut adalah seorang nasabah vang baik dari bank itu, dengan
siapa usaha dapat dijalankan. Oleh karena adanya pernyataan [C] tersebut, maka —
menurut [saksi] — tak ada alasan bagl para pemegang saham unmk meragukan asal
muasal legal dari uangnya dan dapat dipercayanya [pihak terkait 1].

Pengadilan Banding menetapkan, terlepas dari situasi keuanpan [B] yang
mengenaskan ketika i, serta adanya kebutuhan untuk segera mendapatkan investor
baru, kepurusan untuk bekerjasama dengan [pihak rerkait 1] bukannya tanpa
penelitian rerlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebur di atas, maka Pengadilan Banding menila — berbeda
dengan Pengadilan —, dalam hal keniadaan bukd langsung untuk suam kejahatan
yang menjadi asal uang tersebut, serta melihat adanya pernyataan yang jelas dan
dapat diverifikasi dari terdakwa terkair asal vangnya, maka menjadi beban kejaksaan
untuk memeriksa apakah [pihak terkait 1] memiliki bagian/saham dalam perusahaan-
perusahaan cambio yang dalam penilaian Pengadilan Banding dapat menjadi sebuah
alternatif asal muasal vang rersebut. Pemeriksaan semacam i tdak terjadi, atau
seridak-tidaknya Pengadilan Banding tidak menemukan hasil pemeriksaan itu di
dalam berkas perkaranya.

Berdasarkan peneliian pada perusahaan-perusshaan cambio yang dilakukan
oleh Perhimpunan Konsumen, Advocaat-Generaal juga telah menghitung dan
berkesimpulan, bahwa vangnya — dilihar dari besarnya perputaran vang di Tuar
wilagyah perbankan — tidak mungkin berasal dari perusahaan-perusahaan it
pethitungan ini sebenarnya telah dibantah dalam pembelaan. Namun, menurut
penilaian Pengadilan Banding, tak rertotup kemungkinan bahwa sejumlah vang
dalam proses perkara tersebut, dan sepertinya diperoleh dalam periode tujuh tahun
itu, memang berasal dan keunmungan dari cambio, arau dari hasil penjualan saham di
perusahaan-perusahaan cambio-nyva.

Dengan demikian, karena tidak dapat scpenuhnya dipastkan termomupnyva
kemungkinan vang-uang it mempunyal asal muasal yang legal, serta asal muasal
ilegal bukan merupakan satu-satunya penjelasan yang dapat diterima atas fakta-fakta
dan keadaan-keadsan yang telah diketahui, maka, menurut penilaian Pengadilan
Banding, apa yang didakwakan kepada terdakwa pada angka 1, 2, 4, 5, dan 6, ridak
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sesual dengan undang-undang dan tidak terbukt secara meyakinkan, sehingga
terdakwa harus dibebaskan darl dakwaan-dakwaan iru.

Karena Pengadilan Banding akan membebaskan terdakwa dard dakwaan pada angka
1, 2, 4, 5, dan 6, maka apa vang didakwakan kepada terdakwa pada angka 7 juga
dapat dianggap tdak sesuai dengan undang-undang dan terbukti secara meyakinkan,
sehingga terdakwa juga harus dibebaskan dar dakwaan it

2.3.1. Termasuk ke dalam ketentuan-ketentuan pidana yang relevan dalam perkara ini,

Pasal 420bis, ayat pertama sub b, Sr. yang berbunyi:

“Dihukum bersalah melakukan pencucian uang {...) dia yang memperoleh,
menguasai, mengalihkan atau memperdagangkan sebual barang, sedangkan dia
mengetahui bahwa barang tersebut — secara langsung atau tak langsung — berasal
dari suatu kejahatan, ”

2.3.2, Ketentuan yang berlaku sejak tanggal 14 Desember 2001 ini, ditambahkan pada

Wetbock van Strafrecht, dengan Undang-Undang bertanggal 6 Desember 2001,
Stb. 606, tentang Perubahan Wetboek van Strafrecht dan beberapa undang-undang
lainnya, schubungan dengan pemidanasn pencucian uang dari hasil kejahatan.
Memori penjelasannya, pada angka 3, memuat hal berikut:

“3. Pembuktan pencucian uang

Inti dari pencucian uang, sebagaimana diuraikan dalam bagian a dari Pasal 420bis,
ayat pertama, adalah penvembunyian atau tindakan menutup-nutupi karakter
sesungguhnya, asal muasal, lokasi, dst. dari barang-barang tertentu, Dampak dari
perbuatan-perbuatan ini adalah dilarikannya hasil-hasil kejahatan. Unsur menutup-
nutupi inilah yang membuat pembuktian pencucian uang seringkali sulit: apakah
barang terkait perbuatan-perbuatan (vang diduga) pencucian uwang memang
berasal (fangsung atau tidak langsung) dari suatu kejahatan, tidaklah mudah untuk
dipastikan. Ini sebenarnya terjadi pada semua jenis pencucian uang, termasuk terkait
bentuk-bentk yang harus dikategorikan sebagai perbuatan yang diatur dalam
Pasal 420bis atau Pasal 420quater, ayat 1, bagian b. Perbuatan pencuci uvangnya
akan selalu ditujukan untuk menyembunyikan hasil kejahatan dar aparat hukom.
Dalam menuntut tersangka pelaku pencucian uang, bagaimanapun juga, di masa lalu
kejaksaan dan hakim terkadang terbentur masalah pembuktan, Masalah-masalah
seperti ini dapar terjadi, khususnya dalam kasus-leasus vang penyelidikannya ddak
dimulai dengan tindak pidana asal (misalnya tindak pidana perbuatan curang atau
perdagangan obat-obatan terlarang), serta selanjutnya ditelusuri ke apa yang kemudian
terjadi denpan hasil kejaharan dari tindak pidana itu, namun dalam kasus-kasus yang
harus ditempuh jalan sebaliknya: polisi menerima laporan adanya transaksi yang
mencurigakan — misalnya, dari Pusat Pelaporan Transaksi Tak Wajar berdasarkan
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Undang-Undang Pelaporan Transaksi Tak Wajar (Wer MOT), tanpa diketahui delik
mana vang mungkin dapat mendasarinya. Dalam kasus-kasus seperti ini, di mana
tindak pidana asal tidak “ada di tangan” dan perbuatan-perbuatan pencucian uang
yang dituduhkan harus ditelusuri kembali pada tindak pidana asalnya semacam itu,
maka buktinya harus dikumpulkan dari keadaan-keadaan kasusnya.

o)

Ketentuan-ketentuan pencucian yang diusulkan, dengan demikian, tdak di-
maksudkan untuk meringankan beban pembuknan,

(o)

Penilaian atas bukd dalam perkara-perkara pencucian uang, menuntut perhatian
khusus dan keahlian dar pejabat-pejabat penyelidik, para jaksa, dan hakim. Banyak
pengalaman dalam penyelidikan dan penuntutan vang masih harus diperoleh. Dalam
hal ini, penting untuk diketahui bahwa polisi dan kejaksaan, dalam mengajukan alat-
alat bukrinya, harus menjelaskan pada hakim dengan baik, mengenai latar belakang
dari konstruksi-konstruksi yang diterapkan oleh terdakwa-terdakwa, serta cara
kerja bagian-bapian tertentu dari sektor ekonomi keuangan. Selanjutnya, jaksa dan
hakim dapat menggunakan bukti pencucian vang dari, sebagaimana penyebutannya
dalam konreks internasional, “dpologi-tipologi” pencucian uvang (bandingkan
FATF XI, Report on Money Laundering Tvpologies 1999-2000, 3 Februari
2000, disampaikan pada Tweede Kamer melalui surat tanggal 24 Februari 2000
(Fin 00-171)). Ini menyangkut, kurang lebih, ciri-ciri obyektif yang, berdasarkan
pengalaman, menunjukkan pencucian vang hasil-hasil kejahatan. Dengan analisis
atas kasus-kasus yang telah disidik dan perbandingan kasus, jenis-jenis tertentu
pencucian vang dapat dibedakan menurut ciri khasnya masing-masing. Di Belanda,
tipologi-tipologi semacam ini dikembangkan oleh Pusar Pelaporan Transaksi Tak
Wajar (vang menerbitkan buletin berita triwulan berisi kasus-kasus menarik dan
khas), serta secara internasional, dalam kerangka FATF, secara betkala dilakukan
pembahasan dpologi-tpologi pencucian vang dan kecenderungan-kecenderungan
vang teridentifikasi oleh para ahli nasional. Berikut ini beberapa contoh tipologi-
tipologi tersebut.

Sebuah metode yang banyak digunakan adalah penukaran valuta asing ke
mata uang Belanda pada kantor-kantor penukar uang, dalam jumlah besar,
terdiri dari nilai nominal kecil-kecil, serta dilakukan dengan sangat sering.
Ini dilakukan oleh kurir-kurir atau orang-orang suruhan yang terkadang
didampingi oleh orang-orang lain — sepertinya para pengawasnya. Pihak
yang menawarkan uangnya terkadang setuju dengan syarat-syarat yang tak
wajar dan sangat merugikan. Metode ini seringlkali berkaitan dengan hasil
yang didapat dari perdagangan obat-obatan terlarang.

Sebuah metode yang lebih halus adalah bekerja dengan organisasi-
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organisasi kedok. Pihak yang menawarkan uvangnya, dalam hal ini,
mengatakan bahwa dirinya bekerja atas nama suam perusahaan atau
perseroan, seringkali berkedudukan di luar negeri. Dia betikan perintah
untuk mentransfer vangnya ke sebuah rekening bank dan perusahaan
itu, kemudian uang itu langsung diambil atau ditranster lebih lanjut lagi
ke rekening lainnya. Jumlah vang yang disetorkan biasanya luar biasa
besar, dibandingkan dengan jenis aktivitas yang sepertinya dilakukan oleh
organisasi-organisasi kedok tersebur.

- Sebuah bentuk pencucian uvang yang sering muncul adalah peng-
gelembungan uang melalui transfer-transfer dalam skala besar dari
rekening-rekening berbeda. Transaksi debet dan kredit saling menyusul
dalam tempo yang sangat tinggi, untuk suatu alasan vang tak dapat
dijelaskan, serta saldonya berubah dari 0 ke beberapa juta gulden dalam
waktu satu bulan dan kemudian kembali lagi. Jejak-jejak di atas kertas
seringkali terputus oleh pengambilan tunai atau pembelian cek. Alat-alat
bukti yang ditunjukkan untuk mendasari transaksinya, seperti perjanjian-
perjanjian peminjaman, jual beli, garansi, dan sebagainya, seringkali
sepertinya palsu atau cacat secara hukum. Pihak-pihak dalam transaksi
terkadang tampaknya bersaudara atau bahkan orang yang sama.

Satu ciri yang menjadi kesamaan dari banyak kasus pencucian uang, dilskukannya
perbuatan-perbuatan tersebut — terlepas dari tujuan untuk pencucian uang yang
dimaksudkan — tak dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan ckonomis
vang wajar. Selain im, motf-motf wnuk meringankan pajak biasanya rak dapat
memberikan penjelasan untuk transaksi-transaksi vang saling menyusul dalam
tempo yang sangat tinggd, saling meniadakan kembali, dst., tersebut.

Ketika sebuah kasus konkret menunjukkan hal seperti digambarkan di sini, itu
dapat mendasari dugaan terjadinya pencucian wang, Selanjutnya, dugaan ini harus
dipastikan secara konkret berdasarkan keadaan-keadaan lain yang juga muncul
Dengan kata lain: keadaan-keadaaan dalam kasus konkretnya harus mendukung
keyakinan hakim bahwa sebuah transaksi yang dari luarnya menunjukkan ciri-
ciri konstruksi pencucian vang, pada kenyataannya juga seperti it Terkait hal
tersebut, dapat dibayangkan — secara hipotetis dan hanya dengan permisalan saja
— suatu kepastian bahwa tersangka pelaku pencucian uangnya, dalam periode yang
didakwakan, telah menjalin hubungan erat denpan orang-orang yang disangka
melakukan kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang”

(Berkas Pembahasan Parlemen IT 1999-2000, 27 159, nr. 3, him. B-10)
2.4, Perumbangan-perimbangan Pengadilan Banding — ringkasnya — memuat hal berikut:

{ij Bahwa pemeriksaan dalam perkara teckait tidak menghasilkan bukti fangsung dani
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suatu kejahatan yang menjadi asal dari vangnya;

() Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dikumpulkan oleh
Pengadilan, dilihat dari karakternya, bagaimanapun juga dapat diduga adanya
pencucian vang

(i) Bahwa, dengan memperhatikan hal di atas dan keadaan-keadaan yang relevan,
terdakwa boleh diharapkan memberikan penjelasan dari mana asal uang rersebus;

{iv) Bahwa terdakwa telah melakukan hal ini sedari awal,

(v) Bahwa terdakwa telah menyebutkan asal muasal yang konkrer, kurang lebih dapat
diverifikasi, serta, menurut pandangan Pengadilan Banding, tak dapat dianggap
benar-benar tidak mungkin di muka.

{vi) Bahwa dalam hal ketiadaan bukd langsung untuk suatu kejahatan yang menjadi asal
uang tersebut dan melihat pernyataan vang jelas dan dapar diverifikasi dari rerdakwa
terkait asal nangnya, maka menjadi beban kejaksaan untuk memeriksa apakah [pihak
terkait 1] — dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Banding diikuti: pelepas
uang utama — memiliki bagian/saham dalam perusahaan-perusahaan cambio,
“asal muasal yang menurut penilaian Pengadilan Banding dapar menjadi sebuah
alternatif .

(vil) Bahwa pemeriksaan sepert itu tidak dilakukan, atan setidak-tidaknya Pengadilan
Banding tidak menemukan hasil pemeriksaan iru di dalam berkas perkaranya.

(vili)Bahwa karena, dengan demikian, tak dapar sepenuhnya dipastikan terrutupnya
kemungkinan uang-uang itu mempunyal asal muasal yang legal, serta asal muasal
ilegal bukan merupakan satu-satunya penjelasan yang dapat diterima berdasarkan
fakra-fakta dan keadaan-keadaan yang telah diketahui, maka apa yang didakwakan
kepada terdakwa tdak sesuai dengan undang-undang dan utdak terbukd secara
meyakinkan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan it

. Uang kontan vang ditemukan pada terdakwa dapat saja dianggap terbuktd “berasal

dari suatu kejahatan”, meskipun tak ditemukan hubungan langsung dengan sebuah
kejahatan tertentu berdasarkan alat-alar bukt yang tersedia, jika berdasarkan fakta-fakta
dan keadaan-keadaan yang diterapkan, tak bisa lain, selain vangnva berasal dan suam
tindak kejahatan. Beban ada pada pihak kejaksaan untwk mengajukan buktd yang dapat
menunjukkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan semacam ini.

Keadaan dalam perkara terkait, di mana menurut Pengadilan Banding fakta-fakea
dan keadaan-keadaan yang ditetapkan menjustifikasi dugaan adanya pencucian uang,
serta, dengan memperhatikan hal tersebut, “terdakwa boleh diharapkan memberikan
penjelasan dari mana asal vang tersebut”, bukan berarti, tanpa terkecuali, menjadi
beban terdakwa untuk mevakinkan bahwa uangnya ridak bherasal dari suam rindak
kejahatan. Dengan memperharikan hal ini, serra mempertimbangkan bahwa, menurur
apa vang telah ditetapkan oleh Pengadilan Banding, pernyataan yang diberikan oleh
terdakwa mengenai asal muasal vangnya rdak begitu tdak mungkin sehingga harus
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dikesampingkan tanpa terkecuali dalam penilaian pembuktiannya, pendapat Pengadilan
Banding, yaitu berdasarkan fakea-fakta dan keadaan-keadaan yang bersumber pada alat-
alar bukd yang rersedia, tak dapat dikatakan bahwa tak bisa lain, selain uangnya berasal
dari suatu kejahatan, bukannva tak dapat dimengert.

2.7, Permohonan gagal.

3. Putusan

Hoge Raad menolak permohonan tersebut.

Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden AJA. van Dorst, sebagai ketua majelis, dan
hakim-hakim agung H.A.G. Splinter-van Kan dan C.H.W.M. Sterk, dengan dihadiri panitera
pengganti E. Schnetz, dan dibacakan pada ranggal 13 Juli 2010,

Mota Konklusi

Nr. 08/01422 M. Jorg
Sidang 6 April 2000

Nota Konklusi terkait:
[Pemohon = terdakwa)

1. Pengadilan Banding Den Haag, dengan membatalkan vonis dari Pengadilan Rotterdam,
dalam putusannya pada rangpal 12 Marer 2008 telah membebaskan pemohon dari
dakwaan dilakukannya berbagai jenis penadahan dan pencucian uang,

2. Advocaat-Generaal pada Pengadilan Banding telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap perkara ini dan secara tertulis mengajukan satu dasar alasan kasasi. Bertindak
atas nama terdakwa, me. B. Th. Nooitgedagt, advokat di Amsterdam, telah mengajukan

hantahan tertulis atas permohonan kasasi tersebut.

3. Perkara ini diajukan bersama dengan perkara 08/01742 dan perkara 08/03096 yang
sekarang ini akan saya simpulkan secara bersama-sama.

4, Permohonan mengadukan bahwa, berdasarkan makna hukum pidana dan unsur
“diperolch dari kejaharan” dalam ketenman-ketentuan mengenai penadahan di dalam
Pasal 416 dan 417bis Se, serta unsur “berasal dari suatu kejahatan™ dari ketenman-
kerenmuan menpenal pencucian uang di dalam Pasal 420bis dan 42ﬂquau:r S5r., dasar
alasan pembebasan secara keseluruhannya tdak dapat dimengerti. Mamun, dilihat dari
penjelasan dalam permohonan kasasinya, perkara ini tidak menyvanghkut apa tafsir yang
tepat atas istilah-istilah tersebut, melainkan terkait pertanyaan mengenai pembuktian,
serta pembagian beban pembuktiannya.
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Pengadilan Banding memberikan dasar alasan berikut untuk putusan bebas vang
dikeluarkannya:

“Telah didakwakan (berbagai macam) penadahan dan pencucian uang atas sejumlah
besar uang kontan dalam periode sejak Maret 2001, hingga April 2002,

Perrama-tama, Pengadilan Banding memeriksa pertanyaan apakah telah dapat dianggap
sesual dengan undang-undang dan terbukti secara meyakinkan, bahwa sejumlah vang
yang didakwakan, schagaimana tertulis dalam undang-undang dan dicantumkan dalam
dakwaan, masing-masing diperoleh dengan kejahatan atau berasal dari suatu kejahatan,
[1]

Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa asal muasal lepal dari uang tersebut yang
disampaikan oleh terdakws, tidak disertai dengan dasar alasan vang cukup.

Selanjutnya, Pengadilan sampai pada penilaian bahwa — dengan melihat sejumlah fakta-
fakta dan keadaan-keadaan yang tercantum di dalam vonisnya — tak bisa lain, selain
uangnya berasal dari tindak kriminal.

Pengadilan Banding tidak sependapat dengan penilaian tersebut.

Pengadilan Banding pertama-tama menetapkan, pemeriksaan dalam perkara terkait tidak
menghasilkan sebuah bukd langsung suatu tindak kecjaharan dari mana vangnya berasal.
Investor [pihak terkait 1] (dari siapa sejumlah uang dalam perkara ini diterima) dan saudara
laki-lakinya [pihak terkait 2], menurut apa yang disampaikan kepada Advocaat-Generaal
dalam persidangan, keduanya telah dihukum melakukan (satu atau lebih) tindak pidana
vang diatur di dalam Undang-Undang Candu. Namun, hal ini menyangkut fakta-fakea
dan sangkaan-sangkaan /hukuman-hukuman yang baru muncul setelah periode dakwaan,
serta, selanjutnya, hal ini juga terkait jumlah obat-obatan terlarang yang tidak sebanding
dengan besarnya nilai pencucian vang vang dituduhkan di sini. Kedua bersaudara ini,
ketika itu, sepert disebutkan dalam pembelaannya vang tidak dibantah, kehabisan vang,
schingga kemudian saat itu ingin memperoleh pendapatan denpan cara ilegal. Pengadilan
Banding menganggap pernyataan [pihak terkait 3] dalam halini tak dapat dipercaya karena
posisinya. Advocaat-Generaal selanjutnya menyatakan bahwa uangnya bisa jadi juga
milik dari seseorang [pihak terkait 4] yang mungkin mempunyai catatan kejahatan dan
mungkin akan muncul dalam pemeriksaan penyelundupan kokaina, namun Pengadilan
Banding di dalam berkasnya tak menemukan adanya perunjuk-petunjuk unuk im.

Menurut Pengadilan Banding, tak ditemukan adanya hubungan antara sangkaan-
sanghkaan,/hukuman-hukumin itu dengan fakta-fakta vang didakwakan di sini.

Pengadilan Banding kemudian menyatakan terdebih dahulu bahwa berdasarkan fakta-
fakta dan keadaan-keadaan yang dikumpulkan oleh Pengadilan, dilihat dart karakternya,
agaimanapun dapat didugs adanya pencucian nang.

Dalam perkara terkait, uang kontan dalam jumlsh vang sangat besar diangkut oleh terdakwa
dan turut terdakwa ke Ingers dan Luxemburg, dengan tujuan berbagai perusahaan-
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perusahaan investasi yang sepakat dengan syarat-syarat yang tak wajar digunakan dan
juga sangat merugikan. Dengan demikian, sebuah tipologi dari pencucian uang dapat
ditemukan dalam perkara terkait vang menjustiikasi dugaan adanys pencucian vang oleh

terdalowa.

Pengadilan  Banding menilai bahwa dengan melihat dugaan pencucian vang, serta
keadaan keadaan terkaitnya, rterdakwa dapar diharapkan membernkan penjelasan
mengenai asal muasal vangnya. Terdakwa sedari awal juga telah melakukan hal ini. Dia
telah menjelaskan kepada polisi, setelah diminta, bahwa dia mengetahui dari investornya,
serta menganggapnya masuk akal, vang it (terntama) berasal dari (penjualan) bagiannya
dari apa yang disebut cambio [surat berharga, red.] pada kantor-kantor penukarannya
di Belanda dan Suriname. Selanjutnya, terdakwa menyatakan, [pihak terkait 1] telah
memberitahukan kepadanya bahwa pihak tersebut selama tujubh tahun telah menjadi
bagian dari sekelompok pengusaha di Suriname yang aktif dalam usaha perdagangan
cambio, ekspor dan impor, serta perdagangan minuman, Dalam usaha ito, [pihak teckait
1] telah membangun sejumiah kredit yang pembayarannya tersebar melalui kantor-kantor
penukaran di Belanda yang ikut serta dalam sistem cambio. Kemudian, terdakwa juga
menyatakan bahwa dirinya telah diberi tahu adanya keuntungan besar yang didapat pada
sektor tersebut, yaitu hingga 20% per wansaksi. Dalam persidangan terkuak bahwa melalu
apa yang disebut bank-bank Hawala ini [sistern transfer informal berdasar kepercayaan
dengan transaksi yang biasanya dalam bentuk uang tunai, red)], beredar sejumlbah besar
uang kontan,

Dengan demikian, terdakwa telah menyebutkan asal muasal yang konkret, kurang lebih
dapat diverifikasi, serta, menurut pandangan Pengadilan Banding, tak dapat dianggap
benar-benar tak mungkin di muka [sebelum adanya suatu penyelidikan lebih lanjut, red.].

Pernyataan terdakwa ini didukung oleh pembicaraan telepon vang disadap pada tanggal
19 Okeober 2003 (halaman 681 dar berkasnya} di mana terdakwa berkata: “[S]ebuah
klub dari Suriname vang mendengarkan nama [A] (...} klubnya laki-laki yang semuanya
juga mempunyai kantor-kantor penukaran di Rotterdam.”, dan [pihak 1] menjawab: “[A]
adalah klubku. Di sana aku telah memasukkan lagi saham-sahamku.”, dan selanjutnya:
“[Clambio, kawan, sudah seharusnya kau langsung mengingathu.” Bantahan [pihak
terkait 1] dalam interogasi yang dilakukan hakim komisaris di Brazil pada tanggal 15
Maret 2006, dianggap oleh Pengadilan Banding kurang relevan.

Saksi — sekaligus turut terdakwa — [pihak terkait 6] telah menyatakan dalam persidangan
tanggal 13 Februan 2008 bahwa dia telah berkali-kali menanyakan pada [pihak terkait
1] asal muasal uangnya; [pihak terkair 1] selalu menjawab bahwa dia telah memperoleh

uangnya dari usaha cambin.

Begiru juga saksi — sekaligus turut terdakwa — [pihak terkait 6] (ketika itu pemegang saham
mavoritas maskapai penerbangan [B] vang sedang mencari investor-investor baru), dalam
persidangan di Pengadilan Banding pada tanggal 13 Februar 2008, telah menyatakan
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bahwa dia mengetahui investornya [pihak terkait 1] mendapatkan uvangnya dari hasil
perdagangan cambio dan dia telah menanyakannya lagi kepada [pihak terkait 7], seorang
mantan menteri keuangan Suriname, tentang asal muasal vang investor tersebur. [Pihak
terkait 7] sepertinya telah berkara kepada [pihak terkait 5], bahwa dia pikir mungkin ada
keuntungan yang begitu besar dari perdagangan cambio, jika kekayaan [pihak terkait 1] —
menurut pendapatnya sendiri — memang diperoleh dad perdagangan cambio. Pernyataan
ini didukung oleh pernyataan [pihak terkait 7] pada hakim komisaris tanggal 19 Januari
2006, bahwa tidak aneh baginya, jika asal muasal vangnya (dalam pemahaman Pengadilan
Banding: uang [pihak terkait 1]) dihubungkan dengan cambio.

Berdasarkan pernyataan saks [saksi] dalam persidangan di Pengadilan Banding pada
tanggal 13 Februari 2008, para pemegang saham [B] telah meminta pernyataan bank,
terkait vang-uang dari investor barunya [pihak teckait 1] dalam rapar pemegang saham,
[Saksi] juga menyatakan, para pemegang saham di sini telah menerima sebuah surat
dari [C] vang menyebutkan bahwa investor tersebut adalah seorang nasabah vang baik
dari bank itu, dengan siapa usaha dapat dijalankan. Oleh karena adanva pernyataan [C]
tersebut, maka — menurut [saksi] — tak ada alasan bagi para pemegang saham unmk
meragukan asal muasal legal dari uangnya dan dapat dipereayanya [pibak terkait 1].

Pengadilan Banding menetapkan, terlepas dari situasi keuangan [B] yang mengenaskan
ketika iru, serta adanya keburuhan untuk sepera mendapatkan investor baru, keputusan
untuk bekerjasama dengan [pihak terkair 1] bukannya tanpa penelitian terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Banding menilai — berbeda dengan
Pengadilan —, dalam hal ketiadaan bukd langsung untuk suatu kejahatan yang menjadi
asal uang tersebut, serta melihat adanya pernyataan yang jelas dan dapat diverifikasi
dari terdakwa terkait asal vangnya, maka menjadi beban kejaksaan untuk memeriksa
apakah [pihak terkait 1] memiliki bagian/saham dalam perusahaan-perusahaan cambio
yang dalam penilaian Pengadilan Banding dapar menjadi sebuah alternatif asal muasal
vang terscbut. Pemeriksaan semacam itu tidak terjadi, atau setidak-tidaknya Pengadilan
Banding ridak menemukan hasil pemeriksaan itu di dalam berkas perkaranya.

Berdasarkan penelitian pada perusahaan-perusahaan cambio yang dilakukan oleh
Perhimpunan Konsumen, Advocaat-Generzal juga telah menghitung dan berkesimpulan,
bahwa uvangnya — dilihat dar besarnya perputaran uvang di luar wilayah perbankan -
tdak mungkin berasal dan perusahaan-perusahaan iru; perhitungan ini sebenarnya relah
dibantah dalam pembelaan. Namun, menurut penilaian Pengadilan Banding, tak termumup
kemungkinan bahwa sejumlah uang dalam proses perkara terscbut, dan sepertinya
diperoleh dalam periode tujuh tahun itu, memang berasal dati keuntungan dari cambio,
atau dar hasil penjualan saham di perusahaan-perusahaan cambio-nva.

Dengan demikian, karena tidak dapat sepenuhnya dipastikan tertutupnya kemungkinan
uanp-uang itu mempunyai asal muasal yang legal, serta asal muasal ilegal bukan merupakan
satu-satunya pénjelasan yang dapat diterima atas fakea-fakra dan keadaan-keadaan yang
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telah diketahui, maka, menurut penilaian Pengadilan Banding, apa yang didakwakan
kepada terdakwa pada angka 1, 2, 4, 5, dan 6, tidak sesuai dengan undang-undang dan
tidak terbukti secara meyakinkan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dard dakwaan-
dakwaan it

Karena Pengadilan Banding akan membebaskan terdakwa dari dakwaan pada angka 1,
2, 4, 5, dan 6, maka apa yang didakwakan kepada terdakwa pada angka 7 juga dapat
dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan terbukti secara meyakinkan, sehingga
terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan itu,”

Di akhir penjelasan permohonan kasasinya, disebutkan bahwa penilaian Pengadilan
Banding mengenai asal muasal vang yang disampaikan itu “tak dapat dianggap benar-
benar tdak mungkin di muka”, tanpa disertai dasar alasan lebih lanjut dan terputus,
schingga tak dapat dimengert, dengan melihat bahwa:

(i} pemochon sendid tdak melakukan pemerksaan lebih lanjut mengenai asal muasal
uang yang disampaikan;

(i) pemohon juga tdak menunjukkan dengan cara bagaimana, fakta-fakta dan
keadaan-keadaan yang disebutkan terkait asal muasal uvangnya, mungkin akan dapat
diverifikasi;

(iif) Pengadilan Banding tidak memastikan secara konkret legal atau tdaknya karakter
dari perusahaan-perusahaan cambio itu;

(iv) Pengadilan Banding berpendapar fakra-fakta dan keadaan-keadaan yang dikumpulkan
aleh Pengadilan, dilihat dari karakternya, bagaimanapun juga menunjukkan adanya
dugaan pencucian uang,

Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, perkara ini secara substansi tidak
menyvangkut esensi dard istilah-istilah “diperolch dari kejahatan™/“berasal dar suatu
kejahatan”, namun terkait pembuktian dan pembagian beban pembuktannya; perkara
ini juga tidak berhubungan dengan syarar mengetahui, Harus dapar dipastikan, “beyond
reasonable doubt”, bahwa suatu barang tertentu diperoleh/berasal dari suatu kejahatan;
schingga masuk akal saja tidaklah cukup. Jika barang yang ditemukan dapat dihubungkan
secara langsung pada scbuah kejahatan tertentu, maka secara teknis pembuktian tidaklah
masalah (misalnya: hasil yang didapat dari sebuah mobil curian). Meskipun tak dapat
dipastikan kejahatan apa yvang dilakukan, ddak juga di mana, kapan, atau oleh siapa
kejahatan itu dilakukan, sebuah barang tetap dapat dianggap terhukti berasal dari suatu
kejahatan, jika keadaan-keadaan yang ditemukan dan telah dipastikan, menunjukkan
dengan sedemikian rupa, baliwa tak bisa lain, selain barang terkait berasal dari suam
kejahatan.[2] Jadi, itu pula ukuran kepastian “bevond reasonable doubt™.[3]

Berdasarkan sejarah pembentukan ketentuan-ketentuan mengenal pencucian uang,
dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang — meskipun ada kecenderungan
kuat[4] ke arah ima — tidak bertujuan meringankan beban pembuktian: sebagaimana
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penadahan, untuk tuduhan penadahan/pencucian vang akan harus dibuktkan bahwa
terdakwa (a) harus menduga, setidak-tidaknya secara wajar, (b) barang terkait berasal
dari suatu kejahatan.[5] Pada pihak kejaksaanlah beban untuk mengajukan bukt yang
dapat mendasari kesimpulan hakim bahwa barangnya berasal dari suatu kejahatan.
Dalam perkara-perkara pidana, begitulah yang pada umumnya terjadi. Praduga tak
bersalah dari Pasal 6 EVRM [Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia Eropa, red.], menurut
Corstens, mengandung konsekuensi “bahwa peraturan perundang-undangan harus
disusun sedemikian tupa, sehinggra beban pembuktian ada pada hakim atan pihak yag
menuduh™.[6] Oleh karena itu, kejaksaan dalam perkara-perkara pencucian vang harus
mengajukan sebanyak mungkin bukt, schingpra dapat ditunjukkan secara langsung asal
muasal kriminal dari sebuah barang, atau adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat
menjustifikasi dibuatnya suate kesimpulan yang berdasar, bahwa tak bisa lain, selain
barangnya berasal dan suatu kejahatan.

Tapi, bagaimana jika terbuka kemungkinan lain selain apa yang disampaikan — pertama-
tamna oleh polisi, serta kemudian oleh kejaksaan? Maka, saya pikir, bukti yang cukup tidak
tersedia. Berbeda dengan apa yang disampaikan dalam permchonan dan disinggung
dalam surat dakwaan pada halaman 3 {tanpa nomor), di sini tidak terjadi situasi “Meer-
en-Vaart” [sebuah doktrin yang dikembangkan sctelah putusan HR 01-02-1972, NJ
1974, 450, red.]. Dalam situasi yang disebut terakhir ini, fakta-fakta yang cukup untuk
pernyaraan terbukrya telah diterapkan, namun terdapat bantahan atas bukt yang odak
menyanggah (penetapan) fakta-fakea i, melainkan menyanggah pernyataan terbuktinya,
misalnya: ditemukan heroin di dalam selokan arap dekat jendela kamar terdalewa; boleh
disimpulkan bahwa heroin yang ditemukan it ada pada terdakwa, kecuali teman
sckamarnya mungkin telah menyembunyikannya di sana.[7] Bantahan aras buka bolch
diabaikan tanpa dasar alasan, jika hal itu sangat tidak mungkin {misalnya terdakowa delik
petburuan biar yang mengatakan, “kami tidak sedang mencan hewan-hewan liar, tapi
mencar pemburu-pemburu liar™);[8] dan boleh ditolak, asal disertai dasar alasan yang
cukup, jika apa yang disampaikan itu ddak masuk akal (“meskipun sidik jariko rerdapar
pada pisau yang tertancap pada dada isteriku, itu tidak menutup kemungkinan pihak
ketiga mempunyai motif atau kesempatan untuk melakukan pembunuhan itu™).[9]

Dalam kasus terkait, justru ddak semua bagian dan uraian deliknya telah ditetapkan:
ini tak lebih dari sebuah dugaan pencucian uang yang memang berdasar, menurut
Pengadilan Banding Dengan demikian, rujukan pada verisprudensi “Meer-enWVaare”
juga tdak membantu kita lebih jauh. Dugaan iru, sejak intetogasi perrama kali oleh
polisi, telah dibantah oleh terdakwa. Pendapat yang tersembunyi dalam permohonannya
sckarang adalah bahwa para terdakwa harus membuktkan bahwa bantahan mereka
didasarkan pada kebenaran. Arau, sebagaimana dapat dibaca dalam surat dakowaan (him.
3): beban ada pada para terdakwa dan penasehat hukum mereka untuk meyakinkan
bahwa rerdapat asal muasal yang legal. Pendapar ini, menurut hemat saya, bertentangan
dengan pembagian mugas dalam proses pidana, sepanjang ini tdak berkaitan dengan
suatu pernvataan yang sangat tidak mungkin, atau terkait pernvataan yang — di luar
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dari terdakwa sendiri — tidak ditemukan petunjuk apapun. Akibat dari hal tersebut,
terdakwa akan harus menunjukkan bahwa barangnya tidak berasal dan suam kejaharan,
dan dengan begitu, harus membuktkan ketidaksalahannva. Ini akan berart adanya
pembalikan “beban pembuktian™ dan menimbulkan pertentangan dengan asas praduga
tak bersalah. Menurut Corstens (ta.p.), mungkin benar bahwa EHRM mengijinkan
pembuktian terbalik, jika suatu fakta materiil (dar ketentuan undang-undang) telah
ditunjukkan, namun dugaan atas kesalahan ini juga harus dimungkinkan untuk dibancah.
Akan rerapi, poinnya di sini, fakta materiil (yaitu asal muasal kriminal dari barangnya)
belum ditunjukkan. Sehingga, pembuktian terbalik (yang dalam kasus ini akan bermuara
pada penyangkalan kesengajaan/kesalahan terkait asal muasal kriminalnya) belumlah
relevan. Asal muasal kriminalnya telah dibantah oleh pemochon, serra tudak didasan
dengan suatu arpumen yang sangat tidak mungkin, ataupun dengan suatu arpumen yangy
tidak memberikan polisi perunjuk untuk penyelidikan lebih lanjut. Pertanyaan yang
diajukan dalam penjelasan (hlm. 12}, yaitu apakah “dalam keadaan-keadaan ini, menurut
ukuran kepatutan dan kewajaran, dapart diterima bahwa beban pembuktan semacam ini
diletakkan pada kejaksaan”, dengan demikian, saya jawab dengan pendapar bahwa akan
tidak dapat diterima jika kejaksaan dibebaskan dari beban i

Diajukannya bantahan seperd ini, sepertinya memang mirip dengan permintaan
penerapan alasan penghapus pidana yang disjukan pada awal pembuktian untuk
menunjukkan ketidakbenaran tuduhan-tuduhan dan kebenaran bantahannya, di mana
setelah itu pada pithak vang berwenanglah untuk menyelidiki lebih lanjut kebenaran
faktual arau masuk akal tidaknya pernvataan vang disampaikan. Jika seseorany dituntut
atas rindak penganiayaan dan dia meminta penerapan pembelaan terpaksa, karena dia
dipojokkan di dalam bus itw,[10] maka pukulan yang dijatuhkan adalah asumsi awalnya,
namun hakim akan harus memeriksa (meminta pemeriksaan) keadaan-keadaan fakwalnya
untuk dapat memutuskan apakah pukulan itu memang dapat berakibat pada pernyataan
terbukt dilakukannya dndak pidana penganiayaan. Begitu juga, dalam perkara terkait
ini, memang telah dipastkan bahwa pemohon bersama dengan orang-orang lain telah
menguasai vang-uang tersebut dan elah mengalihkannya, namun, asal muasal kriminalnya
dibantah dengan petunjuk-petunjuk “vang konkret, kurang lebih dapat diverifikasi, serta,
menurut pandangan Pengadilan Banding, tak dapat dianggap benar-benar tidak mungkin
di muka”.

Pemohon telah sedar awal menyarakan siapa investornva, sekaligus dan siapa dia
mengetahui (dan mengangpapnya masuk akal) bahwa vangnya (terurama) berasal dad
{penjualan) saham pada apa vang discbur cambio, Selain itu, pemohon telah menanyakan
lagi asal muasal uang darl investornva kepada mantan Menter Keunangan Suriname,
[pihak terkait 7], yang dikonfirmasi oleh pernyataan [pihak terkait 7] tersebut. Pernyataan
pemohon didukung oleh sadapan pembicaraan relepon, serta dan pernyataan para turut
terdakwa [pihak terkait 5] dan [pihak terkait 6]. Selanjumnya, dar pernyataan [saksi)
diketahui bahwa para pemegang saham [A] telah meminea dan mendapatkan pernyataan
bank mengenai uang-uang investor itu; dari sini tak ada alasan untuk meragukan asal
rmuasal legal dari uang rersebut dan dapar dipercayanya investor it Sepanjang Pengadilan
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Banding menetapkan bahwa terlepas dari situasi kevangan [A] yang mengenaskan ketika
itu, serta adanya kebutuhan untuk segera mendapatkan investor baru, keputusan untuk
bekerjasama dengan [pihak terkait 1] bukannys tanpa penelitian terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebur, pendapat yang diseburkan pada poin (i} bahwa pemohon sendiri
tidak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai asal muasal vang yang disampaikan,
tidak disertai dasar faktoal; Bagaimanapun jupa, pemohon — sebagaimana para turut
terdakwa [pihak terkait 6] dan [pihak terkait 5] — telah menanyakan lagi asal muasal vang
tersebut. Saya tambahkan, bantahan itu juga memuat unsur-unsur yang mengarah pada
penyangkalan aras pengetahuan mengenai asal muasal kriminalnya, namun pertanyaan
sebelumnya adalah apakah vang iu mempunyai asal muasal kriminal. Untuk i, tak
ditemukan adanya data-data obyektif, selain hanya dugaan-dugaan — vang pada dasarnya
diperbolehkan, namun masih mungkin disangkal.

Dengan mengatakan bahwa vangnya (terutama) berasal dari (penjualan) saham pada
apa yang disebur cambio seperti itu, menurut Pengadilan Banding permohon telah
menyebutkan asal muasal yang konkret, kurang lebih dapat diverifikasi, serta tak
dapat dianggap benar-benar tidak mungkin di muka. Dengan memperhatikan premis
{(pada angka 7) bahwa pada kejaksaanlah beban untuk mengajukan bukti-bukti yang
menunjukkan asal muasal krnminal vangnya — vang berdasarkan pernvataan pemohon
dalam perkara terkait kepada polisi menyiratkan bahwa kejaksaan harus menghasilkan
dara-data yang memadai dalam pengajuan bukti untuk memungkinkan hakim memutus
dengan baik mengenai dapat diterima (atau tidaknya) pernyataan para pemohon, maka
penilaian Pengadilan Banding bahwa menjadi beban kejaksaan untuk memeriksa alternaaf
ini, jugra bukannya tak dapat dimengern, sehingga gagal pula pernyataan yang disebutkan
pada poin (i) bahwa pemohon “juga tidak menunjukkan dengan cara bagaimana fakea-
fakta dan keadaan-keadaan yang disebutkan terkait asal muasal vangnya, mungkin akan
dapat diverifikasi”.

Berdasarkan surat dakwaan vang dilekatkan pada berita acara sidang pada ranpgal 1, 13,
20, dan 27 Februari 2008, kejaksaan berarpumen — ringkasnya —, tidaklah mungkin dan
satu arau lehih cambio, dalam wakmu tujuh tahun lamanya, dapat diperoleh uang puluhan
juta euro:|11] dengan demikian, menuror Advocaat-Generaal, jelas ada hubungan dengan
kriminalitag; kemudian dirujukkan pada sangkaan-sangkaan /hukuman-hukuman terhadap
investor [pihak terkait 1] dan saudara laki-lakinya [pihak terkait 2] terkaie delik-delik
pidana menurut Undang-Undang Candu. Pengadilan Banding telah mempertimbangkan
bahwa i tak dapat dihubungkan dengan sangksan-sangkaan/hukoman-hukoman i,
karena perkara-perkara itu menyangkut fakra-fakta yang terjadi setelah periode dakwaan,
serta perkara-perkara itu terkait sejumlah obat-obatan terlarang vang tidak scbanding
dengan besarnya pencucian uang yang dituduhkan. Selanjutnya, Advocaat-Generaal
menyebutkan bahwa vangnya jugas merupakan milik seseorang [pihak terkait 4] vang
diduga mempunyai catatan kejahatan dan akan terkaiv penvelidikan-penyeldikan pada
penyelundupan kokain. Namun, Pengadilan Banding menyatakan bahwa sehubungan
dengan hal tersebut, tak ditemukan adanya petunjuk di dalam berkasnya, Oleh karena



16.

18.

19.

Hukum Pidana | 153

kejaksaan, schubungan dengan perusahaan-perusahaan cambionva, ddak memeriksa
lebih lanjut lagi secara memadai, maka Pengadilan Banding — berbeda dengan yang
tertulis pada pernyataan dalam poin (jii) - tidak wajib memberikan pendapat lebih lanjut
mengenai legal atau tidaknya karakrer perusahaan-perusahaan cambio it

Pengadilan Banding relah menyatakan bahwa — berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-
keadaan yang dikumpulkan oleh Pengadilan berdasarkan tipologi-tipologi pencucian
uang — tak diragukan lagi adanya dugaan pencucian vang terhadap pemohon. Di dalam
keberatan penutup dad penjelasan permohonan pada poin (iv) ini, tersembunyi pendapat
bahwa dugaan semacam ini harus dipersiapkan dengan sangat berat agar dapat berhasil,
dan untuk itu, bantahan vang “tak dapat dianggap benar-benar tidak mungkin di mulka"
secara substansial tak cukup untuk menvanggah dugaan i, Namun, menurut pendapat
saya, jika sebuah bantahan terhadap pembuktian suar unsur delik telah cukup masuk
akal, maka iu mengundang adanya kewajiban penyelidikan bagi polisi, jaksa, atau hakim.
Melihat asal muasal yang telah disebutkan oleh pemohon dan mempertimbangkan bahwa
kemungkinan ini tidak ditelusuri lagi oleh kejaksaan, serta kejaksaan tidak menghitung
penelusuran ini sebagai tugasnya, maka kejalksaan secara sadar telah menerima akibar
vang tak diinginkan bahwa hakim akan mungkin menilai tak tertumupnya kemunglkinan
— sampai pada tingkatan yang cukup — vangnya mempunyai asal muasal yang legal. Atau
dengan kata lain: “tak bisa lain, selain uangnya berasal dard suatu kejahatan™. Pendapat
Pengadilan Banding yang terdapat di dalam berkas dan yang dibahas dalam persidangan,
yaitu bahwa dakwaan tidak berdasarkan undang-undang dan tidak terbukti secara
mevakinkan, dengan demikian, bukannya tak dapat dimengerti,

. Saya kesampingkan kemungkinan pertanyaan apakah Pengadilan Banding sendiri tidak

wapib untuk menelusuri pernyataan-pernyataannyz dan untuk itu memerintahkan
pemeriksaan perkara pada hakim — atau hakim tinggi — komisaris (Pasal 420 Sv). Tak ada
keberatan mengenai tidak digunakannya pemeriksaan semacam ini, serta pada tingkat
kasasi, bagaimanapun, ini akan dianggap terlambat, karena permohonan ke arah itu
tidak diajukan oleh A-G dalam persidangan. Sampai pada tingkat tertentu, A-G telah
sembrono. Berdasarkan satu dan lain hal, bagaimanapun juga, Pengadilan Banding telah
mendasari putusan bebas dengan dasar alasan memadai.

Permohonan gagal. Dasar-dasar berdasarkan jabatan vang dapat menjadi dasar Dewan
Anda untuk membaralkan putusan yang difawan, tidak saya remukan.

Mot konklusi ini ditujukan untuk penolakan permohonan.

Procureur-Generaal

Hog
A-G

e Raad der Nededlanden
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menjalin hubungan denpan para terdalowa dalam sebuah penyelidikan menyanglkur kasus pencucian nang dalam
gkala bezar.

< TK 1999-2000, 27159, no. 3, him._ B di tengah,

* O, him. 8-9

% Buku Panduan, Edisi ke-6, him. 57.

" HR 3 Fehruar 1980 1IN AB7225 N 1980342,

* HR 30 Januari 2060, LIN: D322, N] 2001, 242

“HR 31 Okeober 2000, LIN AA7959, NJ 2001, 238.

* HR 11 Juni 2002 LIN AE1316, NJ 2002, 467,

' Dalam permbangan Pengadilan Banding, ini terkait penjualan saham cambio milik [pibak terkar 1], Nikai
dari ssham semacam int — saya pikir — tidak hanya diteneukan aleh keuntungan yang telah diperoleh, namun joga
kemungkinan keunmengan (yang dapar diharaplkan).

3.3.HR No. § 11/03164, 08-01-2013
Putusan

8 Januari 2013

Nr. S 11/03164

CeH

Hoge Raad der Nederlanden

Putusan pada perkara kasasi techadap putusan Pengadilan Banding Den Haap tanggal 3
November 2010, nomer 22/005517-08, dalam perkara pidana terhadap:

[Terdalkowa), lahir di [tempat lahir] pada tanggal [fangeal lahic] 1951,

1. Proses kasasi

Permohonan — yang sepertinya tidak ditujukan pada putusan bebas fakta 1 — diajukan
oleh terdakwa. Bertindak atas nama terdakwa, mr. HK. Jap-A-Joe, advokat di Utrecht,
secara tertulis telah mengajukan sebuah dasar alasan kasasi. Berkas permohonan kasasi

¥ Caratan Kaki ini merupakan catatan kaki asli dari Nom Konklusi.
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tersebut dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya. Advocaar-Generaal
Hofstee telah menyimpulkan untuk menolak permohonan tersebut.

2, Pertimbangan atas dasar alasan kasasi
2.1. Permohonan kasasi mengajukan keberatan atas penilaian Pengadilan Banding bahwa apa
yang dinyatakan terbukti pada angka 3 menghasilkan “pencucian vang”

22, -

2.2.1, Terhadap terdakwa, pada angka 3, telah dinyatakan terbukt bahwa:

“Dia di dalam, atau sekitar, periode Oktober 2006, hingga 30 Marer 2007, di
Rotterdam, telah berulangkali menguasai suatu barang, vainw sejumlah uang,
sedangkan dia mengetahui bahwa barang itu - secara langsung atau tak langsung —
berasal dar suatu kejahatan.”

222, Pernyataan terbukt ini didasarkan pada pembuktian berikur:

2.2.3.

“Terdakwa dalam periode yang didakwakan, bekerja sebagai manajer hubungan
nasabah pada [A] N.V. di Rorterdam. Berdasarkan posisinya, ia berwenang secara
mandid untuk menyalurkan kredit-kredit standar hingga nilai maksimal € 125.000,
-. Terdakwa telah menyatakan bahwa dirinya dalam periode Oktober 2006, sampai
dengan 12 April 2007, telah menyalurkan kredit-kredit, menyangkut mutasi dari
kredit-kredit sebelumnya tanpa adanya kontrol internal atas data seperti yang telah
ditentukan, serta bahwa untuk itu dia telah menerima uang (provisi}. [Pihak terkait 4]
dan [pihak terkair 5] relah menyatakan bahwa mereka telah membayar nang (prowvisi)
untuk kredit-kredit yang disalurkan kepada mereka. Menurut saksi [saksi 1], manajer
produksi petkreditan bank itu, pembayaran provisi secara langsung terkait kredit-
kredit usaha juga tidak biasa dilakukan dan mungkin [dalam pemahaman Pengadilan
Banding: terkait bentuk-bentuk layanan yang lain] provisi hanya dibayarkan kepada
bank. Terdakwa tahu bahwa dia telah berbuat kelitu dengan menerima uang
{provisi). Dia telah tahu bahwa ini bertentangan dengan aturan-aturan internal bank.
Menurut [pihak terkait 2], konsultan risiko bank itu, menurut pedoman perilaku
vang berlaku di bank, manajer hubungan nasabah tidak boleh menerima uang tunai
dari nasabah dan pegawai bank harus selalu memberitahukan kepada atasannya,
terkait pemberian hadiah yang nilainya lebih dari € 50.-. [Pihak terkait 3], peneliti
pada bagian Urnsan Keamanan pada bank itu, bertindak atas nama pihak bank telah
memasukkan laporan pada tanggal 10 April 2007 terkait perkara, antara lain, “korupsi
bukan dalam jabatan [publik, red.]” yang dipidana di dalam Pasal 328ter Wethoek
van Strafrecht, berdasarkan desas desus bahwa terdakwa telah menerima vang untuk
kredit-kredit vang disalurkannya, Terdakwa telah menggunakan (sebagian dari) vang
yang diterimanya untuk berjudi™

Pengadilan Banding, terkait pernyataan terbuktnya, selanjutnya juga mem-
pertimbangkan sebagai berikut:
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“Berdasarkan alat-alat buku yang ada, dapat dipastikan bahwa terdakwa sebagai
kelanjutan dari penyaluran kredit-kredit dalam fungsinya sebagai manajer hubungan
nasabah pada sebuah bank, dalam periode Oktober 2006, sampai dengan 12 April
2007, di Rotterdam, telah menerima uang (provisi) dan bertentangan dengan itikad
baik telah merahasiakan hal ini dari pemberi kerjanya. Uang yang diterima dari hasil
kejahatan tersebut, telah digunakan sebagian oleh terdakwa untuk berjudi.”

2.3.1. Sehubungan dengan pencucian uang dengan menguasai suatu barang yang berasal

dar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sendin, telah dipertimbangkan di dalam
HR 26 Oktober 2010, LN NM 4440, NJ 2010/655, scbagai berikut.

Pertama-tama harus diketahui bahwa dilihat dari teks, maupun sejarah pembentukan
Pasal 420bis dan Pasal 420quater Sr. sendir, tak ada yang menghalangi bahwa
seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-
ketentuan ima, terkait suatu barang yang berasal dar kejahatan yang dilakukannya
sendiri, dihukum karena — pendeknya — pencucian vang (karena kesalahan). Itu juga
berlaku, sesuai dengan teks undang-undangnya, unwk menguasai barang semacam
itu (bandingkan HR 2 Okwober 2007, LN BAT923, NJ 2008/16).

Ini bukan berarti bahwa setiap perbuatan yang diuraikan di dalam Pasal 420bis,
ayat pertama, dan Pasal 420quater, ayar pertama, St., pada semua keadaan, dapat
menjustifikasi angpapan adanya pencucian vang, atau pencucian uang karena
kesalahan (bandingkan, dalam konteks lain, HR 5 September 2006, LIN AU6712,
IN] 2006/ 612). Dengan demikian, dalam lasus terkait suarn barang yang berasal dari
kejaharan yang dilakukan oleh terdakwa sendin dan perbuatan “menpuasai” barang
itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka timbul pertanyaan apakah hanya dengan
menguasai seperti ini telab cukup untuk menganggapnya sebagai pencucian uang

(karena kesalahan).

Dari sejarah pembentukan undang-undangnya dapat dilihat bahwa pemidanaan
pencucian uang bertujuan untuk melindungi pelanggaran terhadap integritas lalu
lintas keuangan dan ekonomi dan juga terhadap ketertiban umum, bahwa pencucian
uang merupakan sebuah fenomena yang meliputi banyak hal, namun juga terbatas,
dan bahwa dalam hal pencucian vang terkait dengan hasil kejahatan sendiri, maka
pada sisi pelaku pencucian vangnya, pada prinsipnya, dipersyaratkan adanya sebuah
tindakan yang ditujukan “unruk mengamankan hasil-hasil tindak pidananya”.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka harus dipahami, jika dapat dipastikan
bahwa perbuatan terdakws menguasai suatu barang vang berasal dari hasil
kejahatannya sendiri, tidak dapar berkoneribusi pada penvembunyian atau tindakan
menutup-nutupi asal ktiminal dar barang terkait, maka perbuatan ito tak dapat
dikategorikan sebagai pencucian vang (karena kesalahan),
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23.2. Untuk memperjelasnya, pada pertimbangan ini Hoge Raad menambahkan sebagai
berikut. Dengan putusan ini dimaksudkan juga untuk mencegah seorang terdalkwa
yang melakukan suatu kejahatan tertentu dan yang memegang barang-barang yang
didapatkan dari kejahatannya, sehingga dia menguasai barang-harang im, dengan
sendirinya juga telah hersalah melakukan pencucian uang atas barang-barang
tersebur. Lagi pula periu digarishawahi bahwa dalam suam kasus, kejahatan (asal)
vang dilakukan oleh terdakwa — yang pada dasarnyva diuraikan lebih lanjut dalam
sebuah ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur spesifiknya, merupakan bagian
utama tantutan. Oleh karena inu, diputuskan “jika dapar dipastikan bahwa perbuatan
terdakwa menguasai suatu barang yang berasal dari hasil kejahatannya sendir,
tidak dapat berkontrbusi pada peayembunyian atau tdndakan menutup-nutupi asal
kriminal dari baranpg terkait, maka perbuatan it tak dapat dikategorikan sebagai
pencucian uang (karena kesalahan)”,

Dalam kasus-kasus seperti itu harus terdapat sebuah perbuatan yang tidak hanya
metmuat tindakan menpguasal saja, serta yang mempunyai karakrer yang bertujuan
untuk secara nyata menyembunyikan atau menutup-nutupi asal kriminal dari barang
vang didapatkan dengan kejahatannya sendiri ino. Dalam hal perbuatan tersebut
terkait dengan sebagian saja dari barang-barang itu, maka hanya tindakan menpuasai
sebagian dari barang itu saja yang dapat dianggap sebagai pencucian uang,

Selanjutnya, dalam putusan sebelumnya itu, ditegaskan pula bahwa sebuah vonis
atau putusan harus memberikan penjelasan vang cukup terkait perbuatan-perbuatan
terdakwa yang dalam hal ini dianggap relevan aleh hakim, Ketika it terkait perbuatan
menguasai sebuah barang vang berasal dari kejahatan vang dilakukannya sendiri,
oleh karenanya, dituntut adanya syarat-syarat tertenru untuk pertimbangan yang
menilai bahwa telah terjadi pencucian uang (karena kesalahan). Dard pertimbangan
tersebut harus dapat diketahui bahwa terdakwa tidak hanya menguasai barang itu
saja, namun perbuatan-perbuatannya saar itu juga (sepertinya) ditujukan unruk
secara nyara menyembunyikan atau menutup-nutupi asal kriminal dari barangnya.

2.4, Kasus ini menyangkut pernyataan terbuktinya perbuatan menguasai suat barang - yaitu
sejumlah uang — vang berasal dan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri (korupsi
hukan dalam jabatan [publik, red.]) dan Pengadilan Banding menilai bahwa perbuatan
semacam itu merupakan pencucian uang Penetapan Pengadilan Banding bahwa terdakwa
telah “menjudikan” sebagian dani vang yang dimaksud dalam pernvataan terbukd,
bagaimanapun tak memuat penilaian bahwa terdakowa telah melakukan pencucian vang
aras uang im scluruhnva, karcna Pengadilan Banding tidak menetapkan apapun joga
terkait sebagian uang vang tidak digunakan untuk berjudi, sehingga dapar disimpulkan
babwa perbuatan-perbuatan terkair ire telah dilakukan vang juga (sepertinya) ditujukan
untuk secara nyara menyembunyikan atau menump-nurapi asal kriminal dari schagian
uang itu, sedangkan sebagian uang yang dijudikan tidak lagi berlaku sebagai “menguasai”
dan menjudikan akan lebih dapart dikategorikan sebagai sebuah perbuatan lain yang dapat
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dipidana dalam ketentuan-ketentuan mengenai pencucian uang.
2.5. Permohonan kasasi berhasil.

3. Kesimpulan

Hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, mengakibatkan putusan yang dimohonkan
kasasi — sepanjang merupakan obyek penilaian Hoge Raad — tak lagi dapat dipertahankan dan
harus diputuskan sebagai berikut.

4, Putusan
Hoge Raad:

Membatallkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebut, sepanjang merupakan obyek
penilaiannya;

Merujukkan perkara tersebut kepada Pengadilan Banding Den Haap, agar perkara pada
tingkat banding ini, diadili dan diputus kembali.

Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden A J.A. van Dorst, sebagai ketua majelis, dan hakim-
hakim agung |. de Hullu, W.E Groos, Y. Buruma dan ] Wortel, dengan dihadic panitera S.P.
Bakker, dan dibacakan pada tanggal 8 Januari 2013,

MNota Konklusi

Nr. 11/03164
Mr. Hofstee
Sidang: 28 Agustus 2012 (dipercepat)

Nota Konklusi dalam perkara:
[Pemohon = terdakwa]

1. Dengan putusan tanggal 3 November 2010, pemohon telah dihukum oleh Pengadilan
Banding Den Haag karena “pencucian uang yang dilakukan berulang kali”, dengan
pidana penjara untuk jangka waktu 100 hari,

2. Terdapar hubunpan antara perkara dengan nomor pendaftaran 11,/03164 dan 11/03166.
Dralam kedua perkara ini, saya akan meyimpulkannya han ini.

3.  Bertindak atas nama pemohon, mr. HK. Jap-A-Joe, advokat di Utrecht, telah mengajukan
sam dasar alasan kasasi.

4. Permohonan, dibaca berikut penjelasannya, mengadukan bahwa Pengadilan Banding
berdasarkan alat-alat bukt vang ada. tak dapat sampai pada pernyataan terbuktinya
pencucian uang, karena tidak terbuti bahwa pemochon telah melakukan perbuatan-
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perbuatan yang dirgjukan untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi asal muasal
uangnya.
Dakwaan terhadap pemohon dinyarakan terbukn oleh Pengadilan Banding:

“Bahwa dia di dalam, atau sekitar, pericde Okrober 2006, hingga 30 Maret 2007, di
Rotterdam, telah berulangkali menpuasai suatu barang, vaitw: sejumlah uang, sedangkan
dia mengetahu.:i bahwa barang itu — secara langsung arau tak langsung — berasal dari suaru
kejahatan.”

Schubungan denpan hal tersebut, Pengadilan Banding dalam putusan “Promis”-nya,
berdasarkan alat-alat bukt sesual undang-undang, telah menetapkan fakta-fakta dan
keadaan-keadaan berikut:{1]

“Fakta-fakta dan keadaan-keadaan vang ditetapkan oleh Pengadilan Banding berdasarkan
alat-alatr bukt sesuai undang-undang, sehubungan dengan dakwaan pada angka 3

Terdakwa dalam periode yang didakwakan, bekerja sebagai manajer hubungan nasabah
pada [A] N.V. di Rotterdam. Berdasarkan posisinya, ia berwenang secara mandin untuk
menyalurkan kredit-kredit standar hingga nilai maksimal € 125.000, -. Terdakwa telah
menyatakan bahwa dirinya dalam perinde Oktober 2006, sampai denpan 12 Apl:il 2007,
telah menyalurkan kredit-kredit, menyangkut mutasi dan kredit-kredit sebelumnya tanpa
adanva kontrol internal atas data seperd yang telah ditentukan, serra bahwa untuk itu dia
telah menerima vang (provisi). [Pihak terkait 4] dan [pihak rerkait 5] welah menyatakan
bahwa mereka telah membayar vang (provisi) untuk kredit-kredit vang disalurkan kepada
mereka, Menurut saksi [saksi 1], manajer produksi perkreditan bank im, pembayaran
provisi secara langsung terkait kredit-kredit usaha juga tidak biasa dilakukan dan mungkin
|dalam pemahaman Pengadilan Banding: rerkair bentuk-benruk lavanan yang lain] provisi
hanya dibavarkan kepada bank. Terdakwa tahu bahwa dia relab berbuat keliru dengan
menerima vang (provisi). Dia telah tahu bahws ind bertentangan dengan aturan-aturan
internal bank. Menurut [pihak terkair 2], konsultan risiko bank i, menurut pedoman
perilaku yang berlaku di bank, manajer hubungan nasabah tidak boleh menerima uang
tunai dari nasabah dan pegawai bank harus selaly membertahukan kepada atasannya,
terkait pemberian hadiah vang nilainya lebih dad € 50.-. [Pihak terkait 3], penelit
pada bagian Urusan Keamanan pada bank itu, bertindak atas nama pihak bank telah
memasukkan laporan pada tanggal 10 April 2007 terkait perkara, antara lain, “korupsi
bukan dalam jabatan [publik, red.]” yang dipidana di dalam Pasal 328ter Wetboek van
Strafrechr, berdasarkan desas desus bahwa terdakwa telah menerima vang untuk kredit-
kredit yang disalurkannya. Terdakwa telah menppunakan (sebagian darl) uang vang
diterdmanya untuk berjudi.,”

Selanjutnya, Pengadilan Banding dalam perkara yang dimohonkan kasasi mem-
perumbanglan sebagal berikur:

“Pendapat terdalowa
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Dialam persidangan pada tingkae banding, telah diajukan atas nama terdakwa, bahwa vang
provisi tidak didapatkan dari kejaharan dan terdakwa, oleh karenanya, harus dibebaskan
dari dakwaan pada angka 3.

Penilaian Pengadilan Banding

Berdasarkan alat-alat bukd yang ada, dapat dipastikan bahwa terdalowa sebagai kelanjuran
dari penyaluran kredit-kredit dalam fungsinya sebapal manajer hubungan nasabah pada
sebuah bank, dalam periode Oktober 2006, sampai dengan 12 Apnl 2007, di Rotterdam,
telah menerima vang (provisi) dan bertenmngan dengan itikad baik telah merahasiakan
hal ini dari pemberi kerjanya. Uang yang diterima dari hasil kejahatan tersebut, telah
digunakan sebagian oleh terdakwa untuk berjudi”

Pasal 420bis, ayar pertama, Sr. berbunyi sebagai berikur:

“Dihukum bersalah melakukan pencucian uang dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau denda kategori kelima:

a. Dia yang menyembunyikan atau menutup-nutupi karakrer sesungguhnya, asal
muasal, lokasi, pengalihan hak, atau pemindahan, sebuah barang, maupun
menyembunyikan atau menutup-nutupi siapa pihak vang berhak atas sebuah
barang atau menguasainya, sedangkan dia mengetahui bahwa barang tersebut
— secara langsung atau tak langsung — berasal dari suatu kejahatan;

b. Dia yang memperoleh, menguasai, mengalihkan atau memperdaganpkan
sebuah barang, sedangkan dia mengetahui bahwa barang tersebut — secara
langsung atau tak langsung — berasal dari suatu kejahatan.”

Ketentuan-ketentuan pencucian uang yang dirumuskan secara luas telah banyak
mengundang kritik. Dalam anotasinya pada putusan HR 26 Okeober 2010, LIN
BM4440, NJ 2010, 655, Keijzer mengutarakannya dengan indah: “Pasal 420bis Se
bukanlah keajaiban legislasi; namun memuing sebuah ketentuan ajaib. Keanchannya
meliputi fakta bahwa untuk dua Gndak pidana yang berbeda, sam rerhadap penguasa
umum (menyembunyikan: pada ayat 1, huruf a) dan satunya lagi terhadap lalu lintas
ekonomi (membawanya masuk ke dalam lalu lintas ekonomi dengan mengalibkan atau
memperdagangkannya: pada ayat 1, huruf b), orang memberikan satu penamaan vang
sama dan, selain i, joga membingungkan, ‘pencucian vang® (C.)7 Dard beberapa
purusan terbaru, rernyata Hoge Raad mendengarkan kridk ini dan hendak membatasi
jangkauan ketenman yang diatur dalam Pasal 420bis, avat pertama, bagian pembuka dan
huruf b, S, untuk mengusahakan, dalam rumosan De Hullu,[2] sebush “penerapan vang
wajar (jadi juga ada batasannya) dari ketentuan luas terkait pencucian vang™.[3] Dengan
demikian, menurut Hoge Raad, untuk pencucian vang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 420bis dan Pasal 420quater Sr. tak cukup hanya dengan membukdkan perbuatan
terdakewa menguasai sebuah barang vang berasal dari kejahatannya sendin saja. Jika,
sclain im, tdak dapat dipastikan bahwa tindakan menguasai itu telah berkontribusi pada
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usaha menyembunyikan atau menutup-nutupi asal kriminal dari barang tersebut, maka
perbuatan terdakwa tak dapat dikategorikan sebagai pencucian vang seperti dimaksud
di simu. Juga dikatakan bahwa perbuatannya dirujukan untuk mengamankan barang
vang diperoleh (hasil kejahatan). Lihat pertimbangan-pertimbangan hukum Hoge Raad
berikut ini yang terdapat dalam putusannya tanggal 26 Oktober 2010, LN BM4440, NJ
2010, 655

*2.4.1. Pertama-tama harus diketahui bahwa dilihat dari teks, maupun sejarah pembentukan
Pasal 420bis dan Pasal 420quater 5r, sendiri, tak ada yang menghalangi bahwa seseorang
yang melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-ketentuan itu, terkaic
suatu barang yang berasal dari kejaharan yang dilakokannya sendin, dihukum karena —
pendeknya — pencucian uvang (karena kesalahan). Itu juga berlaku, sesuai dengan teks
undang-undangnya, untuk menguasai barang semacam itu (bandingkan HR 2 Oktober
2007, LN BA7923, NJ 2008/16).

2,42 Ini bukan berarti bahwa setiap perbuatan yang diuraikan di dalam Pasal 420bis, ayat
pertama, dan Pasal 420quater, ayat pertama, Sr., pada semua keadaan, dapat menjustifikasi
anggapan adanya pencucian uang, atau pencucian wang karena kesalahan (bandingkan,
dalam konteks lain, HR 5 September 2006, LN AUG6712, NJ 2006/612). Dengan
demikian, dalam kasus rerkait suatu barang yang berasal dan kejahatan yang dilakukan
oleh terdakwa sendiri dan perbuatan “menpuasai” barang itu dapat dipersalahkan
kepadanya, maka ombul perranyaan apakah hanya dengan menguasai seperti ini telah
cukup unruk menganggapnya sebagai pencucian uang (karena kesalahan).

Dari sejarah pembentukan undang-undangnya dapat dilihar bahwa pemidanaan pencucian
uang bertujuan untuk melindungi pelanggaran terhadap integritas lalu lintas keuangan
dan ekonomi dan juga terhadap ketertiban umum, bahwa pencucian uang merupakan
sebuah fenomena vang meliputi banyak hal, namun juga terbatas, dan bahwa dalam hal
pencucian vang terkait dengan hasil kejahatan sendir, maka pada sisi pelaku pencucian
uangnya, pada prinsipnya, dipersyaratkan adanya sebuah tindakan yang ditujukan “untuk
mengamankan hasil-hasil tindak pidananya”. Dengan memperhatikan hal tersebut,
maka harus dipahami, jika dapat dipastikan bahwa perbuatan terdakwa menguasai suatu
barang yang berasal dari hasil kejahatannya sendiri, tidak dapat berkontribusi pada
penyembunyian atau tindakan menutup-nutupi asal kriminal dari barang teckait, maka
perbuatan itu tak dapar dikategorikan sebagai pencucian vang (karena kesalahan).”

Pengadilan Banding, berdasarkan alat-alat bukd sesuai undang-undang, telah
menguraikannya dalam begitu banyak kata bahwa pemohon telah menerima provisi dalam
bentuk sejumiah vang yang bertentangan dengan peraturan internal yang berlaku pada
bank tersebut, untuk penyaluran pinjaman-pinjaman uang, sehingga dia (berulangkali)
telah menguasai sejumlah wang vang berasal dari suatu kejahatan. Jika Pengadilan
Banding telah merasa cukup dengan perimbangan tersebut, (maka) itu tak cukup untuk
pengkateporian pencucian uvang. Namun, Pengadilan Banding menyatakan lebih dati
itw, yairu babwa pemohon telah merahasiakan vang vang diperoleh dari kejahatan ini,
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secara bertentangan dengan itkad baik, dari pembed kerjanya, serta pemohon telah
menggunakan (sebagian dar) vang tersebur unmk berjudi. ,

Pertanyaannva sekarang adalah apakah merahasiakan dan menjudikan akan cukup untuk
menegaskan bahwa perbuatan “menguasai”-nya telah berkontribusi pada penyembunyian
atau tindakan menutup-nutupl uang (provist) tersebut.|4] Bahwa pemohon secara
bertentangan dengan itikad baik relah merahasiakan tindakannya menerima vang (provisi)
dari pemberi kerjanya, justru menjadikan dapat diterimanya unsur yang menentukan
dapat dipidananya perbuatan menurut Pasal 328ter 5r., dalam perkara ini tindak pidana
asal (korupsi bukan dalam jabatan [publik, red.]). Penetapan Pengadilan Banding bahwa
pemohoen telah menjudikan sebagian dan vang (provisi) vang dikuasainya, dapat dibilang
tak rerduga. Apa maksud Pengadilan Banding dengan mengatakan hal itw? Secara
keseluruhan saya beranggapan bahwa dari situ, sebagai akibar tindakan merahasiakan dari
pemberi kerjanya, dapat disimpulkan penyamaran (‘layering”) vang merupakan tahapan
selanjutnya dari “menguasai” dalam pandangan Pengadilan Banding telah terjadi,[5]
serta dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan menguasainya telah
berkontribusi pada tindakan menutup-nurupi asal kriminal dari vang (provisi)
melalui arena judi, lingkungan yang sangat tepat untuk mengamankan uang gelap
dengan memutihkannya.[6] Bagaimanapun juga, dengan meminjam rumusan
putusan HR 26 Oktober 2010, LJN BM4440, NJ 2010/655, dalam kasus ini
tak dapat dikatakan bahwa perhuamn menguas;aj uang (provisi) yang dilakukan
pemohon tidak dapat berkontribusi pada penyembunyian atau tindakan menutup-
nutupi asal kriminal dari barang itu.[7] Saya juga tak akan dapat memahami
mengapa tindakan penggunaan slip gaji palsu untuk mendapatkan penyaluran
kredit yang kemudian digunakan untuk membeli rumah, dapat dianggap sebagai
pencucian uang menurut Pasal 420bis, ayat 1, Sr.,[8] sedangkan penggunaan vang
vang didapar dari hasil korupsi di meja judi atau mesin judi tddak.

Saya sampai, meski dengan sedikit keraguan, pada kesimpulan bahwa penilaian Pengadilan
Banding yang dimohonkan kasasi — menganggap perbuatan-perbuatan pemohon sebagai
tindak pidana pencucian vang — tidak menunjukkan adanya pendapat hukum yang tak
tepat, bukannya tak dapat dipahami, serta disertai dengan dasar alasan yang cukup.[9)

Permohonan gagal.

Dasar-dasar alasan yang semestinya dapat digunakan oleh Hoge Raad untuk membaralkan
putusan vang dimohonkan kasasi berdasarkan kewenangan jabarannya ridak saya
temukan,

Nota konklusi ini bertujuan menolak permohonan kasasi.

Procureur-Generaal
Pada Hoge Raad der Nederlanden

AG
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Camatan FKali:*

' Unmk memudshkan pembacaan, saya tnggalkan catatan-catatan kaki Pengadilan Banding yang
mencintumbkan sumber duci alat-alat bakii yang ada,

* Mengenai hal ini, lihat: J. de Holly, Hukum Pidana Materdil, edist kelima, 2012, hlm. 420,

* HR 26 Okrober 2000, LJN BM4440, NJ 2010/655 dengan anotasi Keijzer, HR 7 Februan 2012, LJN
BUG930, NJ 2012/116, dan HR 17 April 2012, LIN BW 1481,

' Menark hahwa teckaie hal ini ddak ditemuokan adanya sebuah perombangan yang jelas dar Penpadilan
Banding. Mungkin dapar dijelaskan bahwa purnsan HR 26 Oktober 2010, LN BM4440, NJ 2010,/655, keloar tak
berapa lama sebelum punusan Pengadilan Banding tersebut. Namun, reddepas dard hal ftu, menurut saya tidak jelas
mengapa Pengaditan Banding di sini, sebagnimana perkara terkait terhadap isterinya yang disebutkan pada anglka
2, tidak menetapkan bahwa pemohon elsh menyembunyikan vang veang didapatnya dari hasil korupsi bukan
jabatan |publik, red.] di dalam amplop-amplop yang tersimpan di dalam sebuah kouk penpaman di rumahnya.
Selanjuenya, terkait hal itu saya juga tak paham kepentinpan apa yang ingin dicapai oleh pemohon dengan
permohonan kasasinya.

* Berkas Pembahasan Parlemen [T 1999,/2000, 27 159, ne. 3 (MvT), him. 2_ 4, dan 14,

" Caratan pinggir: kasus ini menunjukian babwa “‘perbuaran yang dingukan unruk mengamankan hasil dndak
kriminal” {mengamankan) dan berkontribusi pada “penvembunyian atau tindakan menump-nutipi” dard sebuah
h.nﬁ,ﬂ.g vang dischutkan dalam HR 26 Oktober 2010, L)N BM4440, NJ 2010/655, ddak sc'p:nuhn}la u:qm:ll
bersamaan,

* Sejauh ine perkara ini berheda dad perkara dalam HR 7 Pebruad 2012, LIN BUG930, NJ 2012/116 dan HR
17 April 2012, LIN BW 1481,

® Fakta sesungguhnya di dalam HR 26 Oktober 2010, LN BM4440, NJ 2010/655.

 Sebagaimana sudah dikarakan sehelomnya {lihar eataean kaki 4), sapn berranya-tanya kepentngan apa yang
ingin dicapdi oleh pemohon dengan permohonan kasasinya. Apakah hanya menyanghut dikembalikannya perkara
kepada Pengadilan Banding, supaya Pengadilan Banding — sehaguimana dalam perkara rerkaie techadap iseednya
vang dischutkan pada anpka 2, menetaphan dengan begitu banyak kata bahwa pemohon telah menvembunyikan
wang vang didapatava dari hasil korupsi bukan jabaran [pubdik, red.] di dalam amplop-amplop vang rersimpan di
dalam sebuah kotak pengiman di rumahoya?

* Cararan Kaki ini merupakan catatan kaki agli dari Nora Konkbusi,
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1. Pengantar

Diakuinya korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban
pidana di Indonesia sebenarnya telah lama diatur, yaitu sejak tahun 1951 dengan
diundangkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-
Barang. Selanjutaya pengamran korporasi sebagai subyek hukum pidana kembali diperkuat
dan diperjelas dalam UL Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Dimungkinkannya korporasi untuk dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kemudian
semakin banyak diatur dalam banyak undang-undang sejak pertengaban tahun 1990an dan
terurama sejak era reformasi namun dengan istilah yang kadang ridak seragam. Tak jarang
undang-undang menggunakan istilah “badan hukum” tak jarang juga menggunakan istlah
“korporasi”, Mamun terlepas dard adanya perbedaan penggunaan istilih keduanya memiliki
kesamaan, yairn indnya diakuinya subyek hukum yang bukan manusia (non maswral person)
unruk dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, walaupun dalam sejarahnya sebenarnya dimungkinkannya korporasi atau
badan hukum untk dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, dalam kenvataannya
penerapan ketentuan terschut hingga kini masih sangar jarang Beberapa purusan yang
berhasil ditemukan dalam website pumusan Mahkamah Agung rerkair pertanggungjawaban
pidana korporasi ini yaitu putusan dalam perkara tindak pidana lingkungan dengan terdakwa
PT. Dongwoo Enviromental Indonesia (Kasasi No, 862 K /Pid.5us/2010) dan purusan tindak
pidana korupsi dengan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana (04/PID.SUS/2011/PT.B|M).

Untuk menambah bahan-bahan dalam rangka memahami konsep pertanggungawaban
pidana korporasi ini kami berpandangan penting kiranya untuk melihat juga bagaimana
praktek penerapan pertanggungjawaban korporasi ini di Belanda, Dari penelusuran yang kami
lakukan ditemukan dua putusan yang relevan yaitu putusan yang di Belanda dikenal dengan
nama Putusan Kawat Besi (Ifzerdraad-arrest ) dan Putusan Pupuk Cair {Dryfmest-arres). Khusus
untuk putusan Kawat Besi dilengkapi juga dengan anotasi dari BVAR. Ringkasan purasan dari
kedua putusan tersebut dapar dilihar dibawah in.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, salah same pertanyaan mendasarnya
adalah bagaimana menerapkan kondisi pelaku pada korporasi terkair, atan dengan kara lain,
bagaimana menetapkan korporasi sebagai pihak vang secara nvata melakukan. Menurut
Kesteloo (2013), ketika Pasal 51 Sr. mulai diberlakukan (pada tahun 1976), pembuar undang-
undang tidak memberikan suatu petunjuk yang jelas' Dengan demikian, penetapan kondisi
pelakuy, atau sendak-tidaknya suatu bentuk pertangpungjawaban pidana sebuah badan usaha,
harus dilakukan dengan melihat yurisprudens: dan literatur terkait hal rersebur. Salah samu

! Kesweloo, A, D rechirpersson i bet révafrechy, Stodiepocker Steafrecht 43, Devenrer: Kluwer BY, 2003, him.,
35-68.
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vurisprudensi klasik yang (dalam beberapa hal) tetap dianggap berlaku adalah Putusan Kawat
Besi (IJzerdraad-arrest, HR 23 Februari 1954, NJ 1954/378) vang meskipun telah muncul
sebelum lahirnya Pasal 51 5r, namun masih tetap relevan hingga saat ini. Selain putusan
klasik tersebut, diterjemahkan pula sebuah putusan lain yang lebih aktual, yaitu Putusan
Pupuk Cair (Drijfmest-arrest, FIR 21-10-2013). Purusan ini ddak hanya mempertepas kriteria
yang sebelumnya pernah dikembangkan dalam Putusan Kawar Besi, namun juga melengkapi
kriteria yang perlu diterapkan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana
suatu badan usaha,

Putusan Kawat Besi (Ifzerdraad-arrest, HR 23 Februari 1954, N] 1954/378), pada prinsipnya,
menjawah pertanvaan hukum, kapan suatu perbuaran yang dilakukan oleh bawahan atau anak
buah dapat dianggap sebagai perbuatan atasannya. Kasusnya sendiri menyangkut tindakan
pengisian formulir pengiriman barang, penyampaian barang tersebut kepada pihak yang
berwenang, serta tindakan mengekspor barang terkait, yang dilakukan oleh seorang bawahan.
Dalam putusan ini, sechubungan dengan Pasal 15 WED (sebelum ditetapkannya Pasal 51
5r), muncul pula pertanyaan apakah perranggungjawaban badan hukum yang dimaksud di
situ juga meliputi badan usaha atau perusahaan perseorangan. Hoge Raad ménjawab neganf
pertanyaan terschut, serra menegaskan bahwa perbuatan terlarang vang diperbuar seorang
bawahan akan dapat dianggap sebagdi perbuatan atasannya, “jika terdakwa [atasannya,
red.] berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan, atau tdak, dan perbuatan
scmacam itu, atau sejenisnya, berdasar bedangsungnyva peristwa-peristiwa terkair telah
diterima oleh rerdakwa, atau setidak-ridaknya semestnya dianggap diterima olehnya,” i
akhir kutipan yurisprudensi ini, dapat ditemukan pula anotasi yang mengulas lebih mendalam,
antara lain, mengapa perusahaan perseorangan dapat dianggap berbeda dan bentuk-bentuk
perusahaan lainnya,

Selanjutnya, dalam Putusan Pupuk Cair (Drgfwest-arrest, HR 21-10-2013), kita dapar melihat
bagaimana Hoge Raad menegaskan kembali dan melengkapi kriteria vang telah dikembangkan
dalam Putusan Kawar Besi di atas (lihat bagian 3 putusan rersebut yang memuat pengantar
pertimbangan), setelah pembuat undang-undang sendifi membuka ruang penafsiran bagi
hakim dengan tidak mengaturnya secara tepas (sebagaimana dalam WED). Meski mengakui
adanya kerumitan dalam menetapkan pertanggungjawaban semacam ini [kemungkinan besar
sehubungan dengan keberadaan perasaan bersalah arau ‘mens rea’ yang bisa jadi akan sangat
berdasar dalam menilai ada atau tidaknya kesengajaan, red ], namun Hoge Raad mematiskan
bahwa pada prinsipnya harus dilihar “apakah perbuatan it terjadi atau dilakukan dalam
lingkup badan hukum terkait”. Sementara untuk menilai bahwa suatu perbuatan dilakukan
{atau tidzlk) dalam lingkup badan hukum tetkair, harus dilihat keadaan-keadsan terkait
dalam kasusnya. Keadaan-keadaan vang harus diperhatkan, selain “kriteria kawat besi”
di atas, yaitu berkuasa menenrukan dan menerima perbuatan tersebut, juga jika kasusnya
“menyangkut sebuah tindakan atau kelalaian dari seseorang [...] untuk kepentingan badan
hukum tersebut”, “perbuatan itu sesuai dengan aktiviras usaha badan hukum seperti ita pada
umumnys”, atau “perbuatan itu telah menghasilkan manfaar bagi badan hukum dalam usaha
yang dijalankannya®.
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Dalam Putusan Pupuk Cair ini, kasusnya sendiri menyangkut badan hukum yang dapat
dianggap sebagai pengelola schidang tanah di mana di atas/dalamnya terbukti telah digunakan
pupuk kandang cair secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya,
dapatkah perusahaan pengelola tanah tersebut dianggap bertangpungiawab, sementara
dia menpaku tdak mengetabui adanya pengpunaan tersebut. Dalam kasus ini, sepert
penilaian P-G di dalam nota konklusinya (pada poin 15), Pengadilan Banding telah secara
tepat memeriksa adanya kelalaian pada pihak tersebut, namun tidak menguji lagi bagaimana
kelalaian itu terjadi — misalnya dengan melihat apakah pihak terkait juga berkuasa menentukan
dilakukan {atau tidaknya) perbuatan tersebut. Hoge Raad sendid pada akhirnya juga menilai
hahwa permohonan tersebut berdasar, karena Penpadilan Banding dianggap tidak mendasari
penilaiannya, bahwa perbuaran itu dapat dianggap sebagai tanggung jawab rerdakwa, dengan
dasar alasan yang cukup.

2. Dasar Hukum Belanda dan Dasar Hukum di Indonesia
Dasar Hukum di Belanda
Pasal 47 Wetboek van Strafrecht (Sr.)
(1) Dipidana sebagai pelaksn tindak pidana:
. mereka yang melakakan, yang mesyarah melabwkan, dan yang furad serta meloknban perbuatan.

2. mercka yang dengan memberi atan menjanfikan seswatn dengan menyalabgunakan kekwasaan
atan martabas, dengan kekerazan, ancaman atau peryesatan, atax dengan memberi kesempatan,
sarana atan keferangan, sengaja menganjurkan orang lain supaye melakakan perbuatan.

(2] Terbadap penganiur, banya perbuatan yang sengafa dignjwrkan sajalab yang diperbitungkan, beserta
akibar-akibatrya.

Pasal 51 Wetboek van Strafrecht (Sr)

(1) Tindak-tindak pidana dapat diperbsiat oleh orang-orang perscorangan dan badan-badan hukum.,

(2)  Jika sebuak tindak pidana diperinat oleh badan buksm, maka luntutan pidana dapat diamkan, seria
buknman-bukaman dan findakan-tindakan yang telah ditentukan wndang-undang dapat diputnikan,
ik terpennbi syarat unink it
1. Terbadap badan buksne tersebut, atan,

2. Terbadapt mereika yanp telab memberiean perintah difakadamnye perbuatan itv, begitn fupa
terbadap meereka_yany fecara wyala memimpin perbaatan ferlarang itu, alav,

3. Terbadap pihak: terselst pada angka 1 dan angha 2 secara bersana-sama.

(3) Untuk penerapan ayat-ayat sebelumiya, disetarakan dengan badan bukum: perseroan fidak berbadan
ks, persekutuan perdgta, perusabaan pelayaran dan barta kekayaan untaf tujuan fertenty.

[Perubaban Pasal 51 tersebut divndanghan pad tabwn 1976, D)i dalam undang-undang persbaban fersebut,
ditambaban jugs beberapa pasal ketentwan bukuns acara pidana pada Wethoek van Sirafvordering (Sn.),
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seburlrsngan dengan penuntutan dan peradilan badar bukum. Ketentsean Pasal 15 Undang-Undang Tindak
Pidana Edonomi (WED) yang isinya sama dengan peraturan serapa di Indonesia (libat di banab ini),
antara lain, dinyatakan Sidak lagi berlaken seiok sagt itw, red.]

Dasar Hukum di Indonesia (yang sebanding)
Pasal 55 KUH Pidana
(1) Dipidana sebagai pelaks findak pidana:

. wereka yang melakakan, vang menyurah melakukan, dan yany turut Serta melakukan perbvaltan.

2. mercka Yang dengan memberi atan menjanjikan sermaty dengan menyalabgunakan fekiasaan
atasn partabar, denpan kekerasan, ancaman atan penyesatan, atan dengar memiberi kesempatan,
Jarana atay Reterangan, fengaia menganjurikan orang lain rwpaya melakikan perbyatan.

(2) Terbadap penganrur, banya perbuatan yang sengaja dianjurkan saralab yarg diperbitunpfan, beserta
akibat-akibatnya.

Pasal 39 KUH Pidana

Dalanr bal-bal di mana karena pelanggaran ditentakan pidana terbadap pengurss, anggota-anggota badan
pengurns alan Romisaris-komisaris, maka peuparss, angoota badan penguras atay Eomitaris yang fernyata
tidak ikut canpur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,
Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

(1) Jika swatn findak-pidana ekonomi dilokskan oleh ofaw atas nama sucin baden buksw, suatn
Jerseroan, suatu perierikatan orang yang lainmys ataw suatu yayasaw, maka twwivian-pidana
difaksban darn hukuman-pidana serfa tindakan tata-tertih dijatubikan, baik terhadap badan bukun,
perseroan, perserikatan atan yayaian itn, baik terbadap mercka_yang wemberi perintah melakukan
tinidak-pidana ekonomi itn atan yang bertindak sebagai pemempin dalam perbuatan atan kelalaian ity,
maspun ferbadap kedug-duanya.

(2) Swuatw tindak-pidana ekowom: dilakukan juga oleb atew atar nama swatw badan buksw, snatu
perseraan, suatn perierikatan arang atau iuaty yayaram, fika findak it dilakskan oleh orang-orang
yang, baik berdasar bubungan-derja manpun berdasar bubungan lain, bertindak dalam lingksngan
budan buknm, perseroan, perserikatan atan Yayasan ita, tak perduli apakab orang-orang ita masing-
masing tersendiri melakskan tindak-pidana ekowomi it atau paca mereka bersama ada anasir-anasir
dindak-pidana tersebut.

(3) Jika swatw tumiutan-pidana dilakmkan terbadap swaty badan. buksm, suatu perservan, suafu
perserikatan orang alay yayaran, maka badan hukum, perseroan, perserikatan alau yayasan itu pads
wakls penuniutay iy divakill oled searang pengirns atan, fika aela lebih dari Serang PEREHING, olh
sl segramy dari mereka fo, Waki! dapat drvakili oleb orang lain,

Hakim dapat memerintabian supaya seorang penpurns menghadap sendiei di pengadilan, dan dapat
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pula memerintabkan supaya pengures itu di bawa £z muka bakim,

(4) Jika swatn tumtstan-pidena dilsknkan terbadap swatw badan bwkwm, swatw perseroam, suatu
perserikatan orang ataw snaln yayasan, mika seala panggilan uniwk menghadap dan sepala penyeraban
swrat-inrat panggilan itw akan dilikakan kepada kepale pengurus atan d@i fempat tinggal Kepala
pengaris itn ataw di tempat penguras bersidang ataw berkantor.

3. Terjemahan Putusan
3.1. HR. No. 378, 23-02-1954 (Ijzerdraad-arrest / Putusan Kawat Besi)

Nr. 378
HR (Kamar Pidana)
23 Februari 1954

{Mrs. Fick, Feber, Vrij [Rapp.], Westerouen van Meeteren, Haga; PG Van Asch van Wijck;
disertai anotasi BVAR)

Pertanggungjawaban atas kesengajaan — Penguatan dari vonis lebih rendah
dalam hal ini ridak dimungkinkan,

Secara keliru digiumsikan babuwa pessikivan-pemifiran yang sendasart £etentuan Ehusws pada Pasal 15
Wet Econ. Del. [Undang-Undang Tindak Pidana Fkonoms, red.; selamutnya akan disebut: WED, red. |
bagi badan-hadan hukun, perseroan-persersar, perkumpulan-perkumpulan orang lainnya, maspun harta
kekayaan yang dipisabkan untuk tujuan terfentn, juga akan berlaku untuk menjawab pertanyaan umum,
dalam fkondisi apa orang perssorangan, fuga jika dirinya pengusaba, dapat dibiksun sebagar pelaks.

Kesengajaan atar ruatn tindak pidana atau wnsar tindak pidana, tidak dianggap oleh bukum pidana
Belanda sebagar tangawng panab orang perseorangan, jika secara personal tidak terdapat perasaan bersalab
[mens rea, red.] pade orang fersebut.

Tindakan-tindakan semacam ini (lihat dalam putusannya — Red.) bertentangan dengan eteniwan undang-
andang terkait pengisian formulir-formaiir, penyeraban formuiir-formulir itu pada Dinas Kepabeanan, serta
ekspor barang-barang ferkait, sebingga banya akan dapat diangpap perbuatan-perbualan terdakna, fika
terdakwa berkusa menentulan apakab perbuatan itu akan dilafeukan, atau tidak, dan perbuatan semacam
ity atan Selenisnya, berdasar berlangsangtya peristiva-peristiva terkait telah diterima oleh terdakua, ataw
sefidak-fidaknya semestinya diangeap diterinea olehnya.

Pengadilan Banding telab [...] memberikan sebugh penolakan berbeda atar permobonan pembatalan
panggilan, sebuab perayataan ferbukti berbeda, sebmall Esalfikas berbeda dan sebuab ksputusan
penghukuman berbeda, serta oleh karena its, telab mengganti keputusan-keputusan dalaw vonisnya dengan
keputuran-keputusan yang berbeda pula, dengan perfecnalian pernyataan bersalab terdakwa terkait fakia
delik pidananya yang berbubungas dengan sebnah fakin lain, sehingga barws diterima adanya isi yang
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berbeda; iz putusan itn sendiri telab tak dapat dijalankan.’
(Pasal 15 WED); Pasal 21 SK Devisa 1945; Pasal 423 Sv; Pasal 1-91, Buku L, Sr)

Berdasarkan permohonan (1) Jaksa Tinggl pada Kejaksaan Tingg di Arnhem® (Pemohon
1 —red), dan (2) GJLM.V,, di N (Pemohon 2 —red), para pemohon kasasi atas Putusan Kamar
Ekonom: Pengadilan Banding di Arnhem tanggal 30 juni 1953 yang berisi penguatan pada
tingkat banding — kecuali sehubungan dengan dasar alasan penolakan bantahan vang diajukan,
pernvataan terbukdt, kualifikasi fakea-fakta, begiro juga hukuman dan dasar alasannya — dari
vonis Kamar Ekonomi Pengadilan di Arohem tangpal 2 Januan 1953, di mana pemohon
nomor 2, karena “secara sengaja berkali-kali melakukan pelanggaran aras scbuah peraturan
vang dibuat berdasarkan SK Devisa 1945", dengan merujuk pada Pasal 7 dan 21 SK Devisa,
Pasal 1, 2, dan 6 WED, serta Pasal 23 dan 91 Sr,, telah dihukum uatuk membayar denda
sebesar £ 250, amaun kurungan selama 10 harl; Pengadilan Banding sendiri menghukum
pemohon tersebut, dengan penambahan Pasal 56 dan 62 S5t., karena “dua kali melakukan
pelanggaran atas sebuah peraturan, dibuat berdasarkan SK Devisa 1945, sekalipus merupakan
pelanggaran berkelanjutan”, dengan dua kali denda sebesar £, 1000 dan £ 4000, atau kurungan
selama 2 minggu dan 6 minggu; (Berkas tertulis dan, serta diajukan dalam pembelaan oleh,
M. [W.E. Donath di Atnhem — Red.).

Hoge Raad, dst.;
Telah mendengar, dst.;

Melihat dasar alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon nomor 1 dalam berkas
tertulisnya, dan berbunyi:

“8,, setidak-tidaknva terkait Pasal 7 dan 21 SK Devisa 1945, Pasal 1, 2, dan 6 WED, Pasal
36, 62, dan 91 5r, serta Pasal 350, 358, 415, dan 422 Sv. karena membebaskan terdakoara
dari fakea-fakra yang didakwakan kepadanya, sepanjang fakta-fakta tersebur dilakukan
dengan sengaja; putusan bebas tersebut didasarkan pada tafsic yang tak tepat terkait
“untuk kepentungan perusahaan ckspor, di mana dia, rerdakwa, merupakan pemilik,
melalui manajer ckspor, sckalipus kepala divisi pembelian pada perusahaan tersebut,
telah mengisi sebuah formulir, dengan sengaja bertentangan dengan kenyataan™ dan
“sebagai eksportir secara sengaja telzh bertindak bertentangan dengan SK Devisa 1945”7,
sehagaimana diuraikan dalam bagian 1 dan bagian IT panggilan, serta oleh karena itu,
tiddak dibahas berdasarkan dakwaannya,”

Dan dasar-dasar alasan permohonan kasasi, diajukan atas nama pemohon nomor 2 dalam

7 Lihit anotasi vane terdapat di bawah putesan (Red)

7 Dalam dokumen asl “Jaksa Tinggi™ diterjernahkan dengan PG (Procureur-generaal) pada Pengadilan Tinggi
di Arnhemn, Elniuk |'|'||.*|E_|_{||‘-|,‘!d:||i. Efﬁllﬂp:mlﬁlumng i‘ll.":'l'lﬂ!'l.lﬁ'l.‘lfl, kami menggrantinym -:||.-J'|.;|.::4'.'| "_|:lks,u Fl'l._ﬂ_p pada
Fejaksaan Tingg o Armhem"”. Lihat juga bagian penjelasan sistem peradifan df Belanda pada bagran pengantar.
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berkas tertulis yang disampaikan sesuai dengan Pasal 56 WED dan tclah dijelaskan dalam
pembelzan, yang berbanyi:

“1. 8, setidak-tidaknya terkait Pasal 1, 2, dan 6 WED), Pasal 7, 21, dan 37 SK Devisa 1945,
Pasal 350, 358, 415, dan 422 Sv., serta Pasal 47 Sr. karena mempertimbangkan, jika undang-
undang pidana mengpunakan istilah-istilah ekonomi yang dirujukan pada mengerjakan
suatu kegiatan ckonomi tertentu, sepert dalam kasus ini, vaitu: melakoukan laporan-
laporan palsu dalam rangka permohonan izin eckspor dan tindakan mengekspor, dan jika
tindakan yang dilanggar dilakukan dalam swatu usaha tertentu, seperti dalam kasus ini,
yaitu; dalam perusahaan perseorangan, dilakukan oleh bawahan-bawahan sebagai akibat
suatu perintgh umum di dalam lingkungan perusahaan itu, struktur masyarakat saat ini,
di mana tindakan orang-orang semakin sering tidak dilakukan langsung, namun oleh satu
atau lebih orang-orang perantara, membawa konsekuensi, bahwa pemilik perusahaan yang
mengerjakan kegiatan ekonomi, dianggap sebagai “Pelaku” dari tindakan-tindakannya;
tindakan-tindakan vang dilarang itu terjadi, meskipun pemilik ridak mengetahui dan dia
tidak memberikan perintah khusus kepada pegawainya; serta oleh karena itu, menyatakan
terdalewa bertanggungjawab secara pidana dan menghukumnya terkait pelanggaran atas
sebuah peramuran, dibuat berdasarkan SK Devisa 1945, dilakukan dua kali, sekaligus
sebagai pelanggaran berkelanjutan.

2. S, setidak-tidaknya terkait Pasal 1, 2, dan 6 WED, Pasal 7, 21, dan 37 SK Devisa 1945,
Pasal 350, 358, 415, dan 422 5+, serta Pasal 47 5r. karena menghukum terdakwa terkait
bagian IT dakwaan, oleh karena Pengadilan Banding, dengan mengambil alih dasar-casar
alasan Pengadilan, menerima bahwa ekspor kawat besi ke Finlandia telah berlangsung tanpa
mempertimbangkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, mengingat ekspor it hanya
didukung dengan izin-izin yang dimaksud dalam persidangan. sedangkan berdasarkan surat
surarnya hanya berlaku untuk transaksi-transaksi vang dimaksudkan di sim dan tdak berlaku
untuk ekspor terkait, karena menurut spesihkasinya seharusnyva menyangkut barang vang
berasal dari Belanda, vaitu sepenuhnya diproduksi arau diolah di Belanda,”

Telah mendengar PG di dalam nota konklusinya, bertujuan untuk, dst.;
O. bahwa terdakwa telah didakwa:

“I. dia padsa, atav sekitar, tanggal 28 Apnl 1952 dan pada, atau selitar, tanggal 2 Mei 1952
di N., atau di tempat lain di negeri Belanda, bertentangan dengan SK Devisa 1945 untuk
kepentingan perusahaan ekspor “X", di mana rerdakwa merupakan pemiliknya, sekaligus
dalam rangka mendapatkan izin ekspor dan/atau devisa unmk mengekspor sejumiah
kawat besi galvanis dan/atau kawat besi polos dari pasar terbuka di Belanda ke Finlandia,
telah mengisi formulir vang ditujukan unwek itu, antars lain terkaic barang-barang ini,
melalw DM, manajer ekspor, sekaligus kepala divisi pembelian pada perusahaan
tersebut, dengan data-data berkur

Negara asal: Belanda,
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Barang-barangnya diproduksi di perusahaan yang berkedudukan di Belanda: Ya.
Ini adalah perusahaan ekportir: Ya,

Uraian mengenai produksi atau pengolahan di Belanda: sepenuhnya.
Barang-barangnya:

a. Dibeli dari negara tersebur di sini: (tidak diisi)

b. Dibavar dalam mata vang tersebut di sini: (tidak diisi).

Ini terjadi, sedangkan barang-barang terseburt ddak diproduksi di perusahaan terdakwa,
tidak juga di tempat lain di Belanda, namun sebelumnya diimpor dari Belgia dengan
pembayaran dalam mata uang Belgia, serta, dengan demikian, baik sengaja, maupun
tidak, formulir ini telah diisi bertentangan dengan kenvataan, dan, baik sengaja, maupun
tidak, fakra-fakta yang disebutkan pada huruf a dan b dirahasiakan, dibubuhi dengan
stempel "X dan dilengkapi dengan tanda tangan M. tersebut; telah menyampaikannya
kepada Dinas Pusat Kepabeanan Den Haag,

I1. dia, sebapai eksportir, pada satu waktu atau lebih pada tahun 1952, di R., atau di
tempat lain di negeri Belanda, bertentangan dengan SK Devisa 1945, dengan sengaja
telah mengekspor 53700 kg dan 38300 kg kawat besi galvanis dan/atau polos dari pasar
terbuka di Belanda ke Finlandia, sedangkan barang-barang tersebur berasal dan tempat
lain selain Belanda, serta itu terjadi tanpa memperhatikan dokumen-dokumen yang
diinstruksikan Menteri Kevangan kepada para pejabat Bea dan Cukai;”

bahwa Pengadilan telah menyarakan hal ini terbukri.

“dalam pengertan, dapat diterima terbukd terkait dakwaan bagian 1, bahwa dia melakukan
hal ini di N., serta bahwa dia, melalui . D.M., Manajer Ekspor, sekaligus kepala divisi
pembelizn pada perusahaan ekspor tersebur, telah mengisi sebagai berikut:

Negaraasal iooooinnaa Belanda
Uraian mengenai produksi atau pengolahan di Belanda ... sepenuhnya.

Ini terjadi, sedangkan barang-barang tersebut tidak diproduksi di perusahaan terdakwa,
tidak juga di tempat lain di Belanda, namun sebelumnya diimpor dari Belgia dengan
pembayaran dalam mara uang Belgia, serta, denpan demikian, baik sengaja, maupun
tidak, formulir ini telah diisi bertentangan dengan kenyaraan, dibubuhi dengan stempel
“X" dan dilengkapi dengan tanda tangan M. tersebut; telah menyampaikannya kepada
Dinas Pusat Kepabeanan Den Haag, serta terkait bagian I1 yang didakwakan, bahwa dia
pada satu atau lchih waktu, denpan sengaja mengekspornya di R.;”

Babwa Pengadilan, sehubungan dengan hal tersebut, antara lain mempertimbangkan:

“penasehat hukum rerdakwa relah menyarakan bahwa ddak rerbukn dia telah mengisi,
menyampaikan, serta mengekspor, katakanlah jika dia melakukan tndakan-tndakan
itu dengan sengaja, namun bantahan ini gapal, karena, apa-apa vang dilakukan
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dalam sebuah perusahan perscorangan oleh bawahan-bawahan, seperti M., dalam
hubungan kerjanya sebagai akibat perintah umum mercka dalam lingkup perusahaan
itu, harus dianggap telah dilakukan oleh pemilik perusahaan perscorangan itu;”

Bahwa Pengadilan, karena tndak pidana “pelanggaran sccara sengaja atas scbuah
peraturan vang dibuat berdasarkan SK Devisa 1945, dilakukan berulangkali”, telah
menghukum pemohon nomor 2 dengan pidana denda sebesar £ 250,

0. bahwa rerkait permohonan banding vang diajukan oleh Kejaksaan, Pengadilan Banding
telah memutuskan “menganggap terbuka, terdakwa telah melakukan fakea-fakea yang
didakwakan, dalam pengertian, dapat diterima terbukt rerkait dakowaan bagian 1, bahwa
dia melakukan hal ini di N., serta bahwa dia, melalui [D.M., Manajer Ekspor, sckaligus
kepala divisi pembelian pada perusahaan ekspor tersebut, telah mengisi sebagai berikut:

Uraian mengenai produksi atau pengolahan di Belanda .................., sepenuhnya.

Ini terjadi, sedangkan barang-barang tersebut tidak diproduksi di perusahaan terdakwa,
tidak juga di tempar lain di Belanda, namun sebelumnya diimpor dari Belgia, serta, dengan
demikian, formulir ini telah diisi bertentangan dengan kenyataan, dibubuhi dengan stempel
“X" dan dilengkapi dengan tanda tangan M. tersebut; telah menyampaikannya kepada Dinas
Pusar Kepabeanan Den Haag; serta terkait bagian 11 yang didakwakan, bahwa dia lebih dari
satu waktu, mengekspornya di R.;”

Bahwa Pengadilan Banding, sehubungan dengan hal tersebut, antara lain mempertimbangkan:

“bantahan dari penaschat hukum terdakwa, bahwa terdakwa tidak terbukt telah mengisi,
menyampaikan, serta mengekspor, juga telah ditolak dengan tepat oleh Pengadilan —
kecuali sehubungan dengan tndakan sengaja yang akan dibahas lagl di bawah ini — namun
Pengadilan Banding tdak sependapat dengan dasar-dasar alasan yang mendasarinya;

Pengadilan  Banding menolak bantaban ini, karena jika undang-undang pidana
menggunakan istlah-istilah ekonomi, ditujukan pada pengerjaan kegiatan ekonomi
tertentu, seperti dalam kasus ini, yaitu: melakukan laporan-laporan palsu dalam rangka
permohonan izin ekspor dan tindakan mengekspornya, serta jika tindakan yang dilanggar,
dilakukan dalam suatu usaha tertentu, seperti dalam kasus i, yaitn: dalam perusahaan
perseorangan, dilakukan olch bawahan-bawahan scbagai akibar suam perintah umum
di dalam linpkungan perusahaan itu, struktur masyarakat saar ini, di mana tindakan
arang-orang semakin sering fidak dilakukan secarz langsung, namun oleh saru atau
lebih orang-orang perantara, membawa konsckuensi, bahwa pemilik perusahaan yang
mengerjakan kegiatan ekonomi, dianggap sebagai “pelaku” dari tindakan-tindakannya;
tindakan-tindakan yang dilarang terjadi, meskipun pemiliknya tddak mengetahui dan
tdak memberikan perintah khusus kepada pegawainya;

bahwa, oleh karena itu, dalam kasus terkait, terdakwa sebagai pemilik perusahaan “X",
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berranggungjawab sccara pidana untuk tindak-tindak pidana yang dilakukan bawahannya,
manajer ekspor M., dalam hubungan kerjanya di dalam lingkunpan perusahaan inu;

bahwa, meski demikian, penetapan pertanggungjawaban terdakwa ini, bukan berarti dia
juga akan bertanggungjawab untuk kesengajaan yang terdapat pada M;

bahwa, bagaimanapun juga, pengertian “sengaja” dalam hukum pidana, berarti keadaan
psikis tertentu dari pelaku, terkait tindak pidana atau unsur-unsurnys; keadaan psikis ini
memberikan dasar koreksi-koreksi serius yang dapat diterapkan oleh hakim pada did
seseotang , sesuaru yang tak munglin telah dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
koreksi-koreksi ini mungkin dibuat berdasarkan alasan bahwa kondisi psikis itu terdapat
pada seorang bawahan dari pelaku;

bahwa ddak mungkin juga menjadi maksud dari undang-undang, untuk menyatakan
seseorang bersalah atas kejahatan, untuk suatu fakta yang sehubungan dengan fakta it
tdak ditemukan adanya perasaan bersalah atas suatu kejahatan [mens rea, red.];

bahwa, oleh karena itu, Pengadilan Banding bagaimanapun juga ddak menyatakan
terbuktinva kesengajaan;

bahwa sehubungan dengan penetapan bertangpungiawabnya terdakwa tersebut, tidak
tertutup kemungkinan bawahannya sendiri, M., juga dituntut dan dihukum terkait tindak-
tindak pidana tersebut, sebagaimana disampaikan aleh penaschat hukom terdakws;

bahwa tidak tertutup kemungkinan juga, ketentuan dalam Pasal 37 SK Devisa 1945
— bahwa pemilik-pemilik dan pemimpin-pemimpin suatu perusahaan, wajib untuk
melakukan pengawasan, memberikan perintah, mengambil tindakan-dndakan, dan
menyediakan sarana-sarana yang secara wajar dapat dirunrut dari pihak rersebur, dalam
rangka mencegah pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dibuat dengan atau berdasar
keputusan tersebut — karena ketentuan ini membebankan sebuah kewajiban khusus pada
pemilik-pemilik dan pemimpin-pemimpin i, serta ketentuan ini dapat berlaku, juga
dalam hal belum ada andak pidana yang dilakukan oleh bawahan,”

Bahwa Pengadilan Banding, karena tindakan “dua kali melakukan pelanggaran atas
sebuah peraturan, dibuat berdasarkin SK Devisa 1945, sekaligus merupakan pelanggaran
berkelanjutan™, telah menghukum Pemohon 2 (Terdalowa —red) dengan dua kali denda sebesar
£. 1000 dan £ 4000, sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Q.

Pertama-tama, mengenai dapar diterimanya permohonan dari Pemaohon 1 yang ditojukan
terhadap putusan bebas terkait unsur kesengajaan yang didalwakan kepada rerdalowa,
sehingra permohonan ini hanva dapar diterima, jika putusan it ternyata bukan
merupakan pumusan bebas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 5v;

Untuk melandasi dasar alasan yang diajukan dalam permohonan ini, terlihat dari penjelasannva,
didasarkan pada suatu penilatan babwa Pengadilan Banding sampai pada putusan bebas
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tersebut, karena penjelasan yang tak tepat mengenal perbuatan-perbuatan yang menjadi
tanggung jawab terdakwa dalam bagian 1 dan bagian 1T, yaitu bahwa dia “relah mengisi sebuah
formulir, dengan sengaja bertentangan dengan kenyataan”, serta “telah dengan sengaja
mengekspor bertentangan dengan SK Devisa 1945%; di situ Pengadilan Banding — mesk
telah menolak melakukannya — seharusnya menganggap terbukui indakan-tindakan disengaja
terdakwa, karena juga pada bawahannya, JILM. yang bertindak sebagai akibat perintah
umumanya di dalam lingkungan perusahaan terdakwa, serta melakukan tindakan-oindakan
terkait, ditemukan adanya kesengajaan sehubungan dengan tindakan-tindakan irg;

Untuk mendasari penilaian tersebur, secara kelirn diasumsikan bahwa pemikiran-pemikiran
yang mendasari ketentuan khusus pada Pasal 15 WED bagi badan-badan hukum, perseroan-
perseroan, perkumpulan-perkumpulan orang lainnya, maupun harta kekayaan yang dipisahkan
untuk tujuan tertent, juga akan berlaku untuk menjawab pertanyaan umum, dalam kondisi
apa orang perseorangan, juga jika dirinya pengusaha, dapat dihukum sebagai pelaku;

Namun, penilaian tersebut tidaklah tepat, karena kesengajaan atas suaru tindak pidana arau
unsur tindak pidana, tidak dianggap oleh hukum pidana Belanda sebagai tanggung jawab
orang perseorangan, jika secara personal udak terdapat perasaan bersalah [mens rea, red)]
pada orang tersebut;

Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa Pengadilan Banding akan telah memutuskan berdasarkan
penjelasan yang rak tepat mengenai dasar tuduhan dalam panggilan yang berada di luar
dakwaannya, schingga putusan bebas tersebut tidak juga bukan merupakan salah satu dan
jenis putusan yang dimaksud dalam Pasal 430 5v. Dengan demikian, permohonan pemohon
nomor 1 tddak dapat diterima.

O. selanjutnya, mengenai dasar-dasar alasan yang diajukan oleh pemohon nomaor 2:

Bahwa Pengadilan tdak melandasi pernyataan terbuktinya, seperti disebutkan sebelumnya,
kecuali berdasarkan dua formulir permohonan untuk mendapatkan izin ekspor dan/atau
devisa, serta dua izin ckspor, berikut devisa, tanpa satupun alar bukt lain, selain pernyataan
dari JD.M. tentang pengisian, penyampaian, serta ckspor yang dilakukannya “sebagai
manajer ekspor, untuk kepentingan perusahaan ekspor “X", di mana terdakwa merupakan
pemiliknya”, begitu juga — sepert terlihat dalam berita acara — berdasar apa yang dinyatakan
terdakwa dalam persidangan, hanya tugas-tugas ini:

“Saya adalah pemilik perusahaan ekspor “X” dan dengan demikian bertanggungjawah
atas apa yang dilakukan oleh manajer ekspor saya, sekaligus kepala divisi pembelian, saksi
JD.M., dalam perusahaan itn pada tahun 1952, ketika dia sava mgaskan unrok mengurus
ekspor, serta melakukan permohonan izin-izin devisa dan ekspor dalam rangka i, dalam
pengertian termasuk apa vang dilakukannya sehubungan dengan ekspor sejumlah kawat
besi ke Finlandia sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan;”

Selanjutnya, pernyataan terbukti yang diputuskan oleh Pengadilan Banding, sama dengan
yang telah disebutkan di atas, serta dilandasi oleh instansi tersebut dengan alat-alat bukti yang
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S3ama,

Pengadilan Banding, dengan begitu, telah mengambil alih perumbangan-pertimbangan
yang diberikan oleh Pengadilan untuk mendasari pernvataan, bahwa terdakwa telah mengsi,
menyampaikan, serta mengekspor;

Namun, schubungan dengan dasar alasan kasasi I, pertimbangan-pertimbangan ini tak
dapat mendasari pernyataan itu, karena hanya dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana
dischutkan — yang ditujukan untuk mengerjakan suam kegiatan ekonomi, oleh bawahan-
bawshan pada perusahaan perseorangan akibat perintah umum mereka di dalam linglkungan
perusahaan im, juga dapat disimpulkan adanya konsep pelaku pada pemilik perusahaan
it “meskipun pemilik tidak mengetahui tindakan-tindakannya, serta meskipun dia tidak
memberikan suatu perintah khusus kepada pegawainya.”

Bahwa, bagaimanapun juga, tindakan-tindakan seperti ini, yaitu mengisi formulir-formulie
secara bertentangan dengan undang-undang, menyampaikan formulir-formulirnya kepada
Dinas Kepabeanan, dan mengekspor barang-barang tersebut, hanya akan dapat dianggap
sebagai perbuatan terdakwa, jika terdakwa berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan
dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam itu, atau sejenisnya, berdasar berlangsungnya
petistiwa-peristiwa teckait telah diterima oleh terdalowa, atau setidak-tidaknya semestinya
dianggap diterima olehnya;

(). bisa saja, terlepas dani pertimbangan Pengadilan Banding, pengakuan terdakwa juga akan
dapat mengakibatkan adanya konsep pelaku pada diri terdakwa, namun kemungkinan
inipun tertutup, karena dia menyvatakan “dengan demikian”, sebagai pemilik perusahaan
ekspor “X”, bertanggungjawab aras apa yang dilakukan oleh manajer ekspor, sekaligus
kepala divisi pembelian, saksi .M., schubungan dengan ckspor sejumlah kawat besi
ke Finlandia tersebut; tanggung jawab seperti itu, dipertimbangkan secara sama rata,
bukannya ridak rerbatas, sehingga harus dianggap tak pasti apakah pernyaraan terdakwa
ity memang menyangkut pertanggungjawaban pidananya;

Oleh karena i, apa yang terbukti di dalam putusan Pengadilan Banding itu tak dapat
disimpulkan dari alar-alat bukt yang ada, sehingpa dasar alasan kasasi 1 berdasar dan dasar
alasan II tak perlu diperiksa lagi;

0. sebagai penutup, berdasarkan jabatan:

Bahwa Pengadilan Banding telah memperkuat vonis Pengadilan, “kecuali sehubungan
denpan pertimbangan penolakan bantahan dari penasehat hukum bahwa dakwaan, terkair
bagian I yang didakwakan, akan menjadi baral, pernyataan terbukrinya, kualifikasi dari fakea-
fakta yang dinyatakan terbukti dan diangpap dapat dipidana, pidana yang dijatuhkan dan
pertimbangannya;"

Babwa Pengadilan Banding, dengan mengadili kembali poin-poin ini, telah memberikan sebuah
penolakan berbeda atas permohonan pembatalan panggilan, sebush pernvataan terbukd
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berbeda, schush kualifikasi berbeda dan sebuah keputusan penghukuman berbeda, serta
olch karena itu, telah menggant keputusan-keputusan dalam vonisnya dengan keputusan-
kepurusan yang berbeda pula, dengan perkecualian pernyataan bersalah terdakwa terkair fakta
delik pidananya yang berhubungan deéngan sebuah fakea lain, sehingga harus diterima adanya
isi yang berheda; isi putusan iru senditi telah tak dapat dijalankan;

Bahwa, oleh karena itu, Pengadilan Banding seharusnya mk dapat memutuskan sarupun
penguaran darl vonisoya, schinggas putusan yang dikeluarkan semestinya dibatalkan, juga
karena melanggar Pasal 423 Sv;

Menyatukan pemohon nomor 1 tidak dapat diterima dalam permohonannys;

Membamalkan purusan yang dimohonkan kasasi, dan,

Mengadili berdasarkan Pasal 106 RO

Merujukkan perkara terkait kepada Pengadilan Banding Amsterdam, dst.

MNota Konklusi PG van Ash van Wijck:

Pust afiz [dengan mengabaikan bagian-bagian scbelumnya, red.]:

Sava akan terlebih dahulu membahas dasar alasan pertama terdakwa / pemohon yang dijelaskan
melalui pembelaan di hadapan Majelis Anda. Saya menganggapoyva berdasar. Alat-alatbuktinya
tidak lain — sepanjang relevan di sini — dari pernyataan pertama terdakwa yang berbunyi:
“Saya adalah pemilik perusahaan ekspor “X” dan dengan demikian bertanggungjawab
atas apa vang dilakukan oleh manajer ekspor sava, sekaligus kepala divisi pembelian, saksi
JD.M., dalam perusahaan it pada wahun 1952, ketika dia saya tupaskan unmk mengurus
ekspor, serta melakukan permohonan izin-izin devisa dan ekspor dalam rangka im, dalam
pengertian termasuk apa yang dilakukannya sehubungan dengan ekspor sejumlah kawat besi
ke Finlandia sebagaimana discbutkan di dalam dakwaan;” dan pernyataan saksi M yang tak
menyatakan hal-hal lain, selain apa yang dia, M., relah lakukan untuk peruszhaan ekspor itu.
Terdakwa dapat saja mengatakan bahwa sebagai pemilik dirinya bertanggungjawab, namun ini
belum melahitkan pertanggungjawaban pidana; sebuah pertanggungiawaban yang seharusnya
menopang ketentuan ketenman perundang-undangan yang sesuai. Ketenmman perundang-
undangan itu, pertama-tama, Pasal 47 Sr. vang memberitahukan siapa yang dipidana sebagai
pelakn dan suam tindak pidana (dalam hal ink: mengisi, meayampaikan dan mengekspor),
serta kemudian menurut uraian deliknya sendird. Selain itu, Pasal 15 WED juga memuat
pengaturan, jika deliknya dilakukan oleh, atau karena, sebuah badan hukum, perseroan,
perkumpulan orang lainnya, maupun harta kekayaan vang dipisahkan untuk tojuan tertentu,
yaitu pihak-pihak vang kemudian dianggap bertanggungawab secara pidana berdasar hal im.

Ketika ddak terdapar sebuah badan hukum, dst. di sini, Pasal 15 WED dalam hal ini tidak
berlaku. Dengan denukian, Pasal 47 Si. tetap menjadi dasar alasan penghapus rerkait uraian
delikaya. Dan ketika di sini vang didakwakan kepada terdakwa hanya melakukan dndakan
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{yaitu mengisi, menyampaikan, dan mengekspor), harus dijawab pertanvaan apakah hal
semacam itu dapat disimpulkan dari materi alatr-alat buktinya. Seseorang dapar melakukan
suaru perbuaran yang dilarang, meskipun tindakan i secara fisik dilakukan oleh orang lain.
Yunsprudensi anda telah saya sebut sebelumnya dalam nota konklusi saya, pada putusan
Anda anggal 22 Januari 1952, NJ no. 145; boleh kiranya saya merujuk ke nota konklusi iru.

Di dalam pertimbangan-perimbangannva yvang telah dikutp di atas, Pengadilan Banding
mengatakan bahwa “pemilik perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi, dianggap sebagai
“Pelaku” dari tindakan-tindakannya; tindakan-tndakan vang dilarang terjadi, meskipun
pemiliknya tidak mengetahui dan dia tidak memberikan perintah khusus kepada pegawainya™;

Sava dengan senang han mengakui bahwa “pelaku” mungkin ada, meskipun pemilik fdak
mengetahui dilakukannya tindakan-tindakan teetentu vang dilarang, serta meskipun dia tidak
memberikan tugas khusus untuk hal itn kepada pegawainya, namun, bagaimanapun juga, ini
akan tergantung pada keadaan-keadaan yang harus diunjukkan dari alat-alat buktinya.

Dari penerapan pertimbangan yang umum dari Pengadilan Banding dalam kasus terkair,
saya pikir harus disimpulkan bahwa Pengadilan ingin mengabaikan keadaan-keadaan yang
saya maksudkan itn dan begitu saja menganggap pemilik usaha sebagai pelaku tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh pegawainva, jika saja dndakan-tndakan it dilakukan dalam
lingkup usaha yang dijalankan oleh pemilik tersebut (*mengerjakan kegiatan ekonomi”, kata
Pengadilan Banding). Penilaian ini saya anggap tidak tepat; pendapat Pengadilan Banding
tersebut, menurut pandangan saya, tak memiliki satupun dasar perundang-undangan.
Namun, meskipun apa yang Pengadilan Banding telah maksudkan dengan “mengerjakan
kegiatan ekonomi™ mungkin melebihi perkiraan saya, dari alat-alat buktinya, menurut saya,
tak dapat disimpulkan lain, selain bahwa pada perusahaan terdakwa telah dilakukan tindakan-
tindakan terlarang yang dilakukan kuasanya untuk kepentingan perusahaan itu. Hal ini saja
tidaklah cokup untuk menganggap terdalowa sebagai pelaku dndakan-dndakan itu; sedangkan
keadaan-keacaan lebih lanjut yang akan memungkinkan untuk im, tddak terlihar dari alat-alar
buktinya. Dengan demikian, purusannya ridak akan dapar dipertahankan.

Dasar alasan Jaksa Tinggi, disertai penjelasannya sendiri, mengasumsikan Pengadilan telah
memutuskan dengan tepat bahwa terdakwa adalah pelaku, serta dengan demikian, maka
Pengadilan Banding juga seharusnya melangkah lebih jauh dan seharusnya menerima adanya
kesengajaan. Sebagaimana telah boleh saya pertahankan di atas, berdasarkan alat-alar buktinya
Pengadilan tidak dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah menpisi, menyampaikan, serta
mengekspor, sehingga dasar dari arpumen Jaksa Tinggi runtuh. Dapar ditemukan dalam
arpumennya, bahwa pendapat yang didukungnya ita sesungguhnya merupakan pengaturan
Pasal 15 WED terkait badan-badan hukum, dst. vang diterapkan secara analogi pada orang-
orang perseorangan. Namun, dalam pandangan saya, ini tidak didasari dasar peraturan
perundang-undangan.

Dasar alasan kedua dari terdakwa/pemohon, terkait dengan bagian II dakwaan, serma
menyatakan Pengadilan Banding secara keliru telah menerima bahwa ekspor kawar besi
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ke Finlandia telah berlangsung tanpa memperombangkan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan, mengingat ekspor itu hanya didukung dengan izin-izin yang dimaksud
dalam persidangan, berdasarkan surat-suratnya hanya berlaku untuk transaksi-transaksi
yang dimaksud di situ dan tdak berlako untuk ekspor terkait, karena menurut spesifikasinya
seharusnya menyangkut barang vang berasal dari Belanda, yairu sepenuhnya diproduksi atau
diolah di Belanda.

Sebagai alat-alat bukti yang diajukan terkait hal tersebur, antara lain, dst.

Drari isi alat-alar buktinya, hakim telah dapat menyimpulkan, karena tak ada dokumen lain yang
diajukan (lihat penjelasan saksi M.), selain dokumen-dokumen sebagaimana diinstruksikan
oleh Menteri Kevangan.

Akibat berdasarnya dasar alasan pertama dari terdakwa/pemohon, saya mendapatkan
kehormatan untuk menyimpulkan pembatalan putusan terkait, serta merujukkan perkara
tersebut kepada Pengadilan Banding terdekat, agar perkara pada tingkat banding ini diadili
dan diputus.

Anotasi BVAR

Dalam pertimbangan berdasarkan jabatan, pembatalan berdasarkan bhukum acara pidana
diberikan oleh HR yang di dalam dasar-dasar alasan kasasinga sepenvhnya odak dibahas
yaitu pelanggaran Pasal 423 ayar 1 Sv. Pernah pada suarn masa, HR, jika ternyara terdapar
lebih dari satu alasan unmk pembatalan, mendasarkan kasasinva pada alasan proses pidana,
serta idak memumiskan terkaic dasar-dasar alasan kasasi lainnya. Orang-orang, dengan hat-
hat, pernah menyalahkan HR, karena dia terkadang menghindari keputusan-keputusan
terpentingnya dengan cara sepert inl. Unwk tuduhan semacam itu, dalam hal ini, tak ada
dasarnya sama sekali. Justru sebaliknya. HR memberikan tinjauan-tinjauan sangat penting,
sebagai akibat dasar alasan pertama permohonan, sedangkan, berdasarkan alasan hukum acara
pidana sebagaimana telah disebutkan, putusan iru bagaimanapun juga sudah tak akan dapar
dipertahankan, Maka lahirlah tnjauan-tinjauan, diberikan secara berlebihan, untuk panduan
hakim dalam permasalahan yang sangat sulit menyangkut konsep pelaku dalam hukum
pengaturan sosial ekonomi, Di sini HR mengikut contoh BRyC [Mahkamah Kasasi Luar
Eia.ﬁﬂ. }-‘S.T_‘ls dihtl’lmk 5:1’:1.5.'1 PETEI'IE nuni:i TTJ ﬂ.'.l!{.} !."‘ﬂ:l"lg RCCarna H."I'l'Tﬂ.l" l.'].'.']l'l. r:'.gns m{‘:nghil'uﬂg
pemberian bimbingan doktrinal pada prakeek peradilan pasca perang yang genting, sebagai
salah satu tugasnya.

Jika diajukan pertanyaaan, apakah telah dilakukan delik ekonomi oleh orang bukan orang
perseorangan vang discbutkan dalam Pasal 15 WED, maka jawabannya dapat ditemukan
dalam Pasal 15 WED. Hal ini antara lain akan terjadi, jika delik dilakukan oleh orang-orang
vang berdasarkan hubungan kerja. atau berdasarkan hal-hal lain, bertindak dalam linglkup
badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau harta kekayaan untuk tjuan tertenm. Masih
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banyak yang harus terjadi sehinppa “hertindak dalam lingkop” mendapatkan isi vang jelas
bagi setiap orang, Namun, tidak seorang pun akan menganggap tidak jelas, asas di dalam
WED, jika dilakukan perbuatan berdasar hal-hal terventu dalam lingkup persercan, maka
perseroan terkaidah vang bertindak dalam kehidupan ekonomi. Hukum pengaturan sosial
ckonomi bekerja dengan fungsi-fungsi dan para penyandang fungsi-fungsi tersebut. Ini
menvanghkut fungsi ekonomi mana yang dijalankan oleh sebuah perusahaan tertentu, dan
jika terdapat pelanggaran ketentuan-kerenmuan yang diperbuat dengan tujuan menjalankan
fungsi {produksi atau distribusi) tertentu, maka sudah semestinya penyandang fungsi, yaitu
perusahaannya, dapar dimintal pertanggungjawaban; maka perusahaannya, sudah semestonya,
menjalani sanksi-sanksinya, Selain iru, dapat dibayangkan pula hukuman-hukoman bagi
orang-orang perscorangan yang teslibat, namun, cirl khas dar hukum pengaturan adalah ini
ditnjukan pada suatu entitas yang bertindak dalam kehidupan ckonomi, dengan sanksi-sanksi
khusus yang pada umumnya juga hanya dapar ditangpung oleh entitas in

Memang begitulah adanva, kebanyakan realitas ekonomi dapat diungkapkan dalam bentuk
yuridis badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau harta kekayaan untuk tujuan tertentu.
Dan di sanalah WED didasarkan. Orang bisa saja mengatakan adanya sebuah lubang
dalam hukum pengawran, schubungan dengan kasus-kasus di mana fungsi ekonominya
tidak dijalankan dalam konstruksi yuridis khusus, namun oleh orang-orang perseorangan.
Itu adalah situasi vang menjadi pertimbangan dalam sektor pertanian, serta semakin jarang
ditemukan di sektor industri dan perdagangan (sclain perdagangan kecil). Terkait perusahaan
perseorangan, situasi hukumnya lain sama sekali dari sitaasi di mana bentuk hukum tertentu
diberikan kepada perusahaan. Sementara fungsi-fungsinya sama, berikut kewajiban-kewajiban
yang bethubungan dengan itu, pertangpungjawabznnya berbeda, sehubungan dengan bentuk
yuridis vang tidak relevan dan sebenarnva hanya sebuah kebetulan, dari perusahaan di mana
fungsi itu dijalankan.

Terkait perseroan, orang mempertanyakan kasus-kasus di mana suatu tindak pidana telah
dilakukan perseroan, sementara terkait perusahaan perseorangan, pertanyaannya adalah kapan
pemilik adalah pelakunya. Di dalam kasus yang diputus di sini, HR menyatakan dengan sangar
tegas, dalam menjawab pertanyvaan terakhir itu, asas-asas dari Pasal 15 WED tidak dianggap
berlaku, meskipun orang perseorangan itu adalah penpusaha. Kesengajaan dar bawahan
tidak dapar dianggap sebagai kesengajaan atasannya (sebagaimana kesengajaan pegawai dapat
dianggap sebagal kesengajaan perseorannya), ‘karena kesengajaan atas suatu tindak pidana
atau unsur tndak pidana, odak dianggap oleh hukum pidana Belanda sebapai tanggung jawab
orang perscorangan, jika secara personal tidak terdapar perasaan bersalah [mens rea, red.]
pada orang tersebut’. Tindakan-tindakan bawahan, sepertd menpekspor barang, hanya akan
dapat dianggap scbagai tindakan-tindakan terdakwa, 'jika terdalowa berkuasa menenrukan
apakah perbuatan itu skan dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam ity, atau sejenisnva,
berdasar berlangsungnya peristwa-peristiwa terkait telah diterima olch terdakwa, atau setidak-
tidaknya semestinya dianggap diterima olehnya’.

Sescorang dapat sampai pada tindakan menerima dilakukannya tindak pidana oleh orang
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tertentu, melalui dua cara, vainu, melalui penjiwaan pengertian tindakan, serta melalw
pertanggungawaban atas tindakan-tindakan orang lain,

Terdapat yurisprudensi yang luas terkait penjiwaan pengertian tindakan, di mana pandangan
naturalis berpeser ke pandangan sosial-ckonomi. Orang dapat melihat dalam putusan-
purusan yang disebur dalam nota konklusi HR 22 Januari 1952, No. 154, sebuah yurisprudensi
yang dapar dimengerti terkait kerumitan aktivitas sosial yang diatur dalam undang-undang
(mengimpor, mengekspor, membangun, membayar upah, menghirung harga); banyak
orang bersama-sama terlibat dalam sebuah ikatan yang terorganisic, ‘di mana tndakan
orang-orang semakin sering tidak dilakukan langsung, namun oleh satu atau lebih orang-
orang perantara’ (HR 24 Januwari 1950, No. 287, m.o. BVAR). Sebuah masyarakat yang
secara nyata tersusun sepern itu, tak dapart lagi berpegang pada asumsi pembuat undang-
undang dari tahun 1886, “Melakukan” dengan demikian berart juga termasuk apa vang dulu
dianggrap scbhagai “menyuruh melakukan”, “menganjurkan”; atau “turut serta melakukan™.
Di sini terjadi perubahan yang lebih dari sekedar “penyesuaian batas™ yang dibahas oleh
Me. E. |. Anneveldt (Pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang ikut melakukan dan
pthak-pihak ketiga lainnya, disertasi, Gron. 1953, him. 153). Ini merupakan reorientasi dari
pengertian *melakukan”, berdasarkan sebuah realitas sosial baru. “Mengerjakan™; yang dulu
akan dengan sendirinya berakibat pada konstruksi penyertaan, dalam hukum sosial ekonomi
menjadi bentuk terpentng dar “melakukan™.

Namun, dapatkah dikatakan “mengerjakan”, apabila tindakan-tindakan inu dilakukan menurut
suatu perintah umum dalam sebuah perusahaan? D sini, di mana seseorang secara konkret
jelas tidak telah mengenakan tindakan terkait, menurut pengertian vang ada saar ini lebih
menyangkut pertanggungjawaban satu pihak atas perbuatan-perbuatan pihak lain, meskipun
menurut konstruksi hukumnya saat ini, menyangkur sebuah pertanvaan mengenai kondist
pelaku [perbuatan itu sendir, red.|. Prakick putusan peradilan seringkali menggunakan
pengertian tanggung jawab untuk dapat sampai pada kondisi pelaku, meski sepertinya
lebih merupakan tugas dari pembuat undang-undang unwk menenmkan kapan perbuatan-
perbuatan dari satu pihak dapat dihitung sebagai perbuatan-perbuatan pihak lain (bandingkan
Putusan HR 21 Februan, 1950, Nao. 603 dan 604, m.o. BVAR).

Pada putusan-putusan vang disebut terakhir iu, didahului sebush keputusan dari HR,
Porusan 31 Januar 1950, No. 286, mo. BVAR, di mana HR mengajarkan, lingkup peraturan
mengenai harga juga berart “bahwa dia vang membeli lilin dengan perantaraan seorang kuasa
hukom umum, “membeli” dalam arti sebagaimana dimaksod dalam 5K Harga terselint, serta,
sesual dengan keadaan-keadaannya, bertangpungjawab secara pidana unruk hal tersebur,
meskipun dia tidak telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan secara personal terkait
pembelian ita". Di sini tedebih dahulu ditentokan, dia vang membeli dengan perantaraan
seorang kuasa hukum, membeli sendin, artinva merealisasikan uralan peraturan undang-
undangnya sendiri. Namun, ditambahkan pula, bahwa dia tidak selalu bertanggungjawab
untuk itu. Pertanggungjawaban semacam ini ditenrukan “sesuai dengan keadaan-keadaannya”,
Dengan demikian, keadaan-keadaan itu dalam hal ini tidak dilihat relevan untuk pertanyaan



Hukum Pidana 183

mengenal kondisi pelakunya, namun relevan untuk pertanggungjawaban pidananya, karena
kondisi pelakunya telah diterima. Dalam anotasi pentingnya dalam SEW, No. 108, mengenai
purusan vang dikeluarkan sekarang ini, Mr. A. Mulder, ketika membahas Putusan 31 Januan
1950, sampai pada kesimpulan bahwa kondisi pelaku hanya ada “sesuai dengan keadaan-
keadaannya”. Menurut saya, ini bertentangan dengan kata-kata yang terdapat dalam putusan
dari tahun 1950 i,

Kasus yang diputuskan sckarang ini, menyangkut pertanyaan apakah pemohon, pemilik
perusahaan perseorangan (perusahaan ekspor), telah melakukan tndak pidana, karena
perbuatan-perbuatan  terkait telah dilakukan secara sengaja oleh manajer ekspornya.
Sehubungan dengan tindakannys, HR menolak penerapan analogi dari prinsip-prinsip dalam
Pasal 13 WED, serta mempertimbangkan, bahwa hanya tindakan-tindakan manajer ekspornya
saja yang akan dianggap sebagai perbuatan-perbuatan pemohon, jika dia ‘berkuasa menentukan
apakah perbuatan itu akan dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam iru, arau sejenisnya,
berdasar berlangsungnya peristiwa-peristiwa terkait relah diterima oleh terdakwa, atau setidak-
tidaknya semestinya dianggap ditenima olehnya’. Rumusan yang digunakan memuat syarat-
syarat “dapat ikut campur” dan “ternyata membenarkan”, Menyangkut tndakan-tindakan
yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan seperti terjadi di sini, syarat “dapat ikut campur”
barangkali berlebihan, karena telah termasuk ke dalam hubungan atasan-bawahan, sehingga
titik beratnya ada pada “dapat membenarkan”. Namun, jika kriteria pertanggungjawaban ini
menentukan, maka sehubungan dengan pertanyaan apakah kesengajaan bawahan mungkin
juga akan dapat dianpgap kesengajaan atasannya, keputusan yvang diberikan oleh HR terkait
kesengajaan saat ini kurang begitu memuaskan. Menpgapa kesenpajaan dan atasannya ddak
akan dapat diterima, jika kesengajaan ini bertindak membenarkan kesengajaan pegawainya?
Ajaran kesengajaan bersyarat (kesadaran atas kemungkinan “kesengajaan pada diri pegawai™,
sedangkan orang [atasan, red.] juga akan tclah membenarkannya, jika dia mendapatkan
kepastian untuk itu) akan dapar merayakan kemenangan barunya.

Putusan vang sckarang dikcluarkan ini menunjuk pada sebuah lubang di dalam hukum
pengaruran sosial sekonomi, serta berarti pula, hal-hal yang sama (perusahaan perseorangan
vang mengpunakan bawahan, dan petusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bentuk
hukum perseroan, perkumpulan, atau harta kekayaan untuk rjuan tertenru) mendapatkan
perlaknan berbeda.

Kondisi ini sangat tidak diinginkan, sebagaimana telah dipertahankan dengan tepat oleh Mr. A,
Mulder di dalam anotasi yang telah diseburkan sebelumnya. Mr. Mulder beranggapan bahwa
persamaan seharusnya dicapai dengan perluasan dari prinsip-prinsip Pasal 15 "WED yang
saat ini telah diterima, di mana prinsip-prinsip itu digunakan untuk menafsickan pengertian
“berondak dalam Iinglcup perusahdian tersebut™, Apa yang juga ﬂap;lr IEt‘pikirkan. serty lebih
sesuai dengan hukum pengaturan, kondisi pelaku dari pihak yang menjalankan usaha, juga
berlaku di dalam perusahaan perseorangan, yang dapat ditentukan menurut prinsip-prinsip
Pasal 15 WED. Namun, di samping itu, juga memberikan ruang bagi kemungkinan pengecualian
pertanggungiawaban, sehingpa membedakan secara jelas antara pertanyaan mengenai kondisi
pelaku dan pertanyaan mengenai pertangpungjawaban pidananya, seperti terjadi dalam
Putusan tanggal 31 Januari 1950 yang telah discbutkan. Rumusan “ternyata membenarkan™
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yang digunakan olch HR memang memuat momen-momen pertanggungjawaban, sedangkan
rumusan “bertindak dalam lingkup” vang digunakan oleh WED lebih melihatr kondisi
pelakunya.

Dasar kerumitan dari ketidaksamaan perlakuannya terletak di situ, bahwa dalam hukum
pengaturan sosial ckonomi pada dasarnva berlaku “perusahaan-perusahaan”, sehingga
terfokus kepada para penyandang fungsi sosial ekonominya, sedangkan perintah-perintah dan
larangan-larangannya tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditujukan kepada baik
orang-orang perseorangan, maupun bukan orang-orang perseorangan.

BVAR

3.2.HR No. 02229/02 E, 21-10-2003 (Drijfmest-arrest / Putusan Pupuk Cair)

21 oktober 2003
Kamar Pidana
No. 02229/02 E
SG/ABG

Hoge Raad der Nederlanden
Putusan

Pada perkara kasasi terhadap purusan Pengadilan Banding Amsterdam, Kamar Ekonomi,
tanggal 18 Maret 2002, nomor 23/000704-01, dalam perkara pidana terhadap:

[terdakwa), bertempat tinggal di [rempar tnggal).
1. Purusan yang dimohonkan kasasi

(L1. Pengadilan Banding, pada proses di ingkat banding - dengan membatalkan vonis
Hakim Tunggal (Tindak Pidana) Ekonomi pada Pengadilan Alkmaar tanggal 9
Oktober 2000 — telah menghukum terdakwa wnmk membayar denda sebesar
sembilan ratus euro, sehubungan dengan dakwaan terhadap terdakwa vang telah
terbukd, yvaitu, menurut Pengadilan Banding, berhunyi: “kejahatan berikut (Hoge
Raad membacanya: pelanggaran berikut): pelanggaran terhadap ketentuan yang
ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Tanah™.

(1.2, Ringkasan putusan dan berkas pelengkapnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal
365a ayat 2 Sv, dilekatkan pada purusan ini dan menjadi bagian darinva.

2

Proses kasasi
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1.1, Permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa. Bertindak atas nama terdakwa, me. C.
Walling, advokat di Den Haag, telah mengajukan berkas permohonan kasasi. Berkas
tersebut dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya. Advocaat-Generaal
Wortel telah menyimpulkan bahwa Hoge Raad akan membatalkan putusan vang
dimohonkan kasasi dan akan merujukkan perkara ini kepada pengadilan banding
vang berdekatan, sehingpa perkara tersebut dapat diadili lagi dan diputus.

1.2. Hoge Raad telah memeriksa pendapac tertulis dard penasihat hukum atas nota
konklusi yang dibuat oleh Advocaar-Generaal.

Pengantar perimbangan atas permohonan kasasi

2.1. Dalam Pasal 51 Sr. telah ditentukan bahwa suatu tindak pidana, selain oleh orang
perseorangan (individu), dapat dilakukan juga oleh sebuah badan hukum, termasuk
juga perseroan tanpa badan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran, dan
harta kekayaan yang dipisahkan untuk nyjuan tertentu.

2.2 -

2.1,

222,

Undang-undang odak memuat ukuran-ukuran untuk menentukan badan hukum
sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Sejarah pembentukan Pasal 51 St tentang badan hukum sebagai pelaku tindak
pidana, memuat pernyataan berikut ini:

“Rancangan undang-undang ini merupakan langkah terakhir pada jalan vang telah
dilewati di negeri Belanda sekian lamanya. Saya kira saat ini tak lagi dibutuhkan
tinjauan teori hukum yang mendalam, unruk pemidanaan badan hukum, Saya
mencukupkan diri dengan penjelasan berikut.

Dengan mengatur suatu badan hukum dapat dipidana, hukum pidana terhubung
dengan sebuah pengertian dalam hukum perdata. Sebuah badan yang dikelola
secara hukum untuk suatu tujuan tertentu, di hadapan hukum disetarakan dengan
orang perseorangan. Pada badan tersebut, sepanjang ada manfaatnya, berdasarkan
hukum diakui adanya hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban vang
sama ini tentu hanya dapat muncul karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan
aleh orang-orang perseorangan yang bertindak untuk badan tersebut.

Dengan mengatur dalam hukum pidana bahwa badan hukum, sebagaimana
orang perseorangan, dapat dipidana, maka dalam hukum perdata sckaligus juga
ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan orang-orang perseorangan yang bertin-
dak sehubungan dengan sebuah badan hukom dan (perbuatan-perbuatan imu)
secara bersama-sama memenuhi kriteria suaty tindak pidana, perbuatan tersebut
dapat dianggap sebagai tanggung jawab badan hukum tersebut. Dalam penyera-
raan ini tentu tersimpan suaru fksi (pengandaian). Meski begitu, bukan berart
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pengandaian itu tak dapat ditedma. Dengan menggunakan fiksi, kadang-kadang
sesuat vang mungkin hanya dapat diutarakan secara panjang lebar dan rumit,
akhirnya dapat dinyatakan sccara sederhana dan terbayangkan dalam peraturan
perundang-undangan.” (Berkas Pembahasan Parlemen 11 1975-1976, 13 665, no.
3, him. 8)

Di samping itu, dalam paragraf berikuot ini diberikan juga perhatian pada (unsur)
kesengiajaaan dan kesalahan:

*Pasal 15, ayat 2, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, menentukin bahwa
tindak pidana ekonomi antara lain dilakukan oleh, atau akibar (adanya), scbuah
badan hukum, dst., jika perbuatan it dilakokan olch orang-orang perseoran-
gan, entah ime karena hubungan kerja mereka, atau karena hubungan-hubungan
lain, bertindak dalam lingkup badan hukum tersebut, tanpa membedakan apakah
mereka masing-masing melakukan dndak pidana ekonomi itu secara terpisah,
atau perbuatan mereks secara bersama-sama memenuhi unsur-unsur tndak
pidana terkair,

Dengan tidak mencaniumkan ketenman yang sama dengan Pasal 15 ayar 2 Un-
dang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dalam rancangan undang-undang ini,
maka hakim diberikan kebebasan sepenubnya untuk menilai dalam pertimban-
gan putusannya apakah, dengan mempertimbangkan segala keadaan konkeetnya,
kesengajaan atau kesalahan dari orang perseorangan vang melakukan perbuatan
dapat ditimpakan pada badan hukum di mana diringa bekerja, Sekarang tentu
menjadi jelas, tanggung jawab badan hukum itu akan semakin mudah ditemukan
apabila crang perseorangan yang melakukan itu adalah pengurus, ketimbang ke-
tika perbuatan im menyangkut orang perseorangan vang bekerja sebagai pegawai
bawahan dalam badan hukum tersebut.” (Berkas Pembahasan Parlemen 11 1975-
1976, 13 655, no. 5; him, 2)

2.2.3. Dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah diserah-
kan kepada hakim, untuk melengkapi prasyarat apa saja yang harus terpenuhi,
sehingga sebuah badan hukum dapat disnggap sebagai pelaku dari sebuah rindak

picana.

2.3. Berdasarkan sejarah pembentukannva, sebuah badan hukum (sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Sr.) dapat dianggap sebagai pelaku dari sebuah tindak
pidana, jika perbuatan terkait sepatutnya dapat dianggap sebagai tangpung
jawabnya. Di dalam putusan-putusan pengadilan pertangpungjawaban
semacam ini juga diakui sebagai dasar dari konsep badan hukum sebagai
pelaku (bandingkan, antara lain, HR 23 Februari 1993, NJ 1993, 605 dan HR
13 November 2001, NJ 2002, 219).

24, Selanjurnya timbul pertanyaan, kapan suata perbuatan (terlarang) sepatutnya dapat
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dianggap sebagal tanggung jawab sebuah badan hukum,

Jawaban pada pertanyaan im tergantung pada keadaan-keadaan kongkrit kasusnya,
di mana sifat dari perbuatan (terlarang) tersebut termasuk juga di dalamnya. Sebuah
ketentuan vang bersifat umum, dengan demikian, akan sulit untuk dirumuskan.
Namun, schuah pedoman penting untuk pertangpungjawaban tersebut, apakah
perbuatan itu terjadi atau dilakukan dalam lingkup badan hukum terkait. Perbuatan
semacam ini, pada prinsipnya, dapat diangpap sebapai tangpung jawab badan hukam.

Scbuah perbuatan vang dilakukan dalam lingkup badan hukum dapat dianggap ada,
jika terdapat sam atau lebih keadaan-keadaan berikut ini:

- Menyangkut sebuah tindakan atau kelalaian dari seseorang, entah karena
suatu hubungan kerja, atau karena hubungan-hubungan lainnya, bekerja unmk
kepentingan badan hukum tersebut,

- Perbuatan itu sesuai dengan aktivitas usaha badan hukum seperti itu pada
umumanya,

- Perbuatan it telah menghasilkan manfaar bagi badan hukum dalam usaha yang
dijalankannya,

- Badan hukum tersebut berkuasa menentukan apakah perbuatan iru akan dilakukan,
atau tidak, dan perbuaran sémacam itu, atau sejenisnya, berdasar fakta-fakta
dalam perkara terkait telah diterima cleh badan hukum it, atau setidak-tidaknya
semestinya dianggap diterima olehnya. Yang dimaksud menerima, termasuk juga
tidak mengambil tindakan antisipasi yang sepatutnya dapat diharapkan dari badan
hukum itu, dengan tujuan mencegah dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam
hal ini perlu ditambahkan, kriteria terakhir vang dimaksud - yang dikembangkan
dalam HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 dan juga yang muncul dalam kasus ita,
disebut sebagai “kriteria kawat besi” (ifgerdraadoriterna) —, memang dikembangkan
dengan tujuan mengatur konsep pelaku secara Fungsional dari orang perseorangan
(jadi ditujukan pada pertanggungjawaban orang perseorangan atas suatn
perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang lain), Namun, dalam
kasus-kasus yang terjadi, konsep ini ternyata juga dapat menjadi ukuran untuk
pertanggungjawaban perseroan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang
perseorangan (bandingkan HR 14 januani 1992, NJ 1992, 413).

2.5 Perlu dicatat bahwa pertimbangan dalam poin 3.4, tersebut hanya berhubungan

dengan pertanyaan apakah badan hukum dapat dianggap sebagai pelaku dari
perbuatan yang didakwakan kepadanya, jadi tanpa melihat apakah perbuatan i
menyangkut kejahatan atau pelanggaran, Terlepas dari hal tersebut, penilaian atas
keberadaan unsur-unsur seperti kesengajaan atau kesalahan akan dilakukan, jika itu
menyangkut sebuah kejahatan.

Pertimbangan atas permohonan kasasi
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4.1.

4.2,

4.3,

Memori kasasi memuat — pada intinva — suatu pengaduan bahwa Pengadilan Banding
telah salah memutuskan, atau setidak-tidaknva memutus dengan dasar alasan vang
tak cukup, bahwa terdakwa (sebuah badan hukum) dapat dianggap sebagai pelaku
dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Perkara int menyangkut perihal berikut ini. [A] BV adalah pemilik sepetak tanah yang
berdasarkan perintahnya dikelola oleh [nama terdakwa). Kemudian, berdasarkan
perintah terdakwa, tanah tersebut dikelola secara nyata oleh [pihak terkait 1] yang
dipekerjakan cleh [A] BV. Pada tanggal 31 Mei 1999 ditemukan fakta bahwa pada
sepetak tanah itu telah disebarkan pupuk kandang cair oleh seseorang vang tak
dikenal, serta pupuk kandang cair itn tidak diolah lebih lanjut lag. Oleh karena i,
digjukan runturan secara hukum terhadap terdakwa ([terdakweal). Pengadilan Banding,
sebagaimana surat dakwaan, menyatakan terbukd bahwa terdakwa “pada tanggal 31
Mei 1999 di Groote Keeten, kota Zijpe, telah menggunakan pupuk kandang di atas
sebidang ranah yang tidak dibudidayakan, berlokasi di dekat Zwarteweg, sedangkan
pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya emisi (gas
buang).”

4.3.1, Perumbangan pembukdan lebih lanjut dard Pengadilan Banding memuat sebagai

berikut:

“Pengadilan Banding menilai telah terbukti bahwa terdakwa “telah menggunakan”
pupuk kandang im sebagaimana dimaksud dalam SK Pengpunian Pupuk
Kandang 1998, karena ia dapat dipersalahkan telah menyebatkan pupuk i di
atas tanah, sehingza pupuk itu terserap ke dalam tanah™

4.3.2. Selanjutnya, Pengadilan Banding juga telah meringkas dan menolak pembelaan

yang diajukan dalam persidangan tnghkar banding sebagai berikut:

“Penasehar hukum telah menyarakan - bepitn menurat pemahaman Pengadilan
Banding — bahwa terdakwa harus dilepaskan dan segala tunmuran hukum.

Unmk mendasari pernyataan itu ia sampaikan hal berikur ini. Terdakwa mengelola
tanah, namun bukan pemilik tanah tersebut. Namun, sebagai pengelola dia
tidals hisa meﬂ}rﬂhurknn ﬂiﬂrn] yang telah lnmggun:lkﬂn pul'mh tersehut di ams
tamahnya, karena dia ddak tahu dan tidak memberikan izin pada siapapun untuk
menvebarkan pupuk di atas tanah yang dikelolanya,

Hal yang didakwakan, karenanya, tak dapat dipersalahkan kepadanya.

Sehubungan dengan ini, Pengadilan Banding mempertimbangkan sebagai berikur.
Menurut penilaian Pengadilan Banding, sesuai ketentuan hukum sebagian dari
tugas pengelola suatu tanah adalah menjaga agar tanahnya dikelola sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan. Di dalamnya termasuk juga kewajiban untuk
mengawasi, agar pihak ketiga ddak menggunakan tanahnya untuk twjuan lain,
selain dari rujuan pengelolaannya. Alasan bahwa terdakwa telah mengambil
segala tindakan, untuk menghindari pihak ketiga dapat menggunakan tanah
tersebut sebagal tempat untuk membuang persediaan pupuk mereka, tidak dapat
diterimi. Tidak terlihat adanya tindakan pengawasan dan pemeriksaan (intensif) —
ini juga tidak diajukan atas nama terdakwa, dikesampingkan pula bahwa terdakwa
sebagai pengelola tidak dapat mengetahui siapa yang telah menyebarkan pupuk
di atas tanahnya. Pembelaan tersebut, dengan demikian, bagaimanapun haruos
ditolak.”

Dakwaan telah sesuai dengan Pasal 5, avat 1, SK bertanggal 1 Desember 1997
vang didasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Pedindungan Tanah, serta
memuat ketentuan-ketentuan terkait penyebaran pupuk kandang pada tanah (SK
Pengpunaan Pupuk Kandang 1998),

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Tanah tersebut berbunyi sebagai berikut:

“l. Untuk kepentingan petlindungan tanah, dalam peramuran pelaksana dapat
ditetapkan ketentuan-ketentuan terkait perbuatan-perbuaran yang mengakibatkan
tanah tertimbun bahan-bahan yang dapat mencemari arau merusaknya, sehingga
mempengaruhi strukrur atau kualitas tanah tersebut

2, Hal ini dapat meliputi ketentuan-ketenman yang berhubungan dengan:
a (.2
b, menyebarkan pupuk di atas tanah.”
SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998 berbunyi, sepanjang berkaitan dengan
perkara ini, sebagai berikut:
- Pasall, ayac 1:
“Dalam SK ini yang dimaksud dengan: (...)
pengpunaan pupuk kandang: penyebaran pupuk kandang di atas atau di

y 8

dalam tanah; {...).
Pasal 5, ayat 1:
“Dilarang mengpunakan pupuk kandang di atas (...) tanah yang tidak

(1

dibudidayakan, kecuali pupuk kandang tersebut digunakan dengan
menghindar munculnya gas buang (emisi).”

4.5. Ketentuan larangan menurut Pasal 5, ayat 1, SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998
tentang penggunaan pupuk kandang dengan odak menghindad munculnya gas
buang (emisi) di atas tanah vang odak dibudidayakan, dirojukan pada sevap orang.
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Menurut Pasal 51 Sr. pelanggaran atas larangan ini dapat dilakukan oleh orang
perseorangan, maupun oleh badan hukum. Sesuai dengan poin 3 yang telah diper-
timbangkan sebelumnya, terdakwa (sebuah badan hukum) dapat dianggap sebagai
pelaku pelanggaran ity, jika perbuatan yang dilarang sepatutnya dapat dianggap se-
bagai tangpung jawabnya.

4.6. Penilaian Pengadilan Banding bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan
yang telah terbukt itu (penggunaan pupuk kandang — jadi menyebarkannya di atas
atau di dalam tanah) sepatutnya dapat diangpap sebagai tangpung jawab terdakwa,
tidak dilengkapi dengan dasar alasan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh
undang-undang. Alac-alat bukd dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Banding sebagai pertimbangannya, sebagaimana telah diuraikan kembali pada poin
4.3. di atas, odak memberikan dasar alasan yang cukup untuk penilaian tersebut,
dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Banding tidak menctapkan tugas-tugas
atau kewenangan-kewenangan mana yang termasuk ke dalam fungsi pengelolaan
vang dipercayakan kepada terdakwa, mengingat hubungan antara terdakwa dengan
pemilik dan pemberi perintah, [A] BV, serta “penpelola nyata™ vang dipekerjakan
pada BV tersebur |pihak terkait 1)

4.7. Permohonan kasasi ini, karenanya, disertai alasan yanp berdasar.

5. Kesimpulan

Pertimbangan di aras mengakibatkan putusan yang dimohonkan kasasi tak lagi dapat
dipertahankan dan harus diputuskan sebagai berikut.

6. Putsan
Hoge Raad:
Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebur;

Merujukkan perkara terkait kepada Pengadilan Banding Den Haag, Kamar Ekonomi, agar
perkara pada tingkat banding ini diadili dan dipums kembali.

Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden C.J.G. Bleichrodt, sebagai ketua majelis, dan
hakim-hakim agung EH. Koster, AJA. van Dorst, B.C. de Savornin Lohman, dan E.J.
Numann, dengan dihadiri panitera S.P. Bakker, dan dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2003,
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MNota Konklusi

No. 02229/02 E Mr. Wortel
Sidang: 15 April 2003

MNota Konklusi dalam perkara:
Lpemﬂhﬂn =rerdakwal

Pemohon telah dibukum oleh Pengadilan Banding Amsterdam untuk membayar denda
senilai € 900~ karena “pelanggaran peraruran perundang-undangan menurut Pasal 7
Undang-Undang Perlindungan Tanah".

Bertindak atas nama pemohon, mr. . Walling, advokar di Den Haag, mengajukan dua
alasan permohonan kasasi.

Sebelum membahas poin-poin tersebut, berdasarkan jabaran, sava ingin menyampaikan
hal berikur ini. Tindakan tersebut di atas diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 1a,
bagian lo, WED [Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, red.]. Dalam Pasal 2 WED
ditentukan, bahwa tindak pidana in adalah sebuah kejabatan, sepanjang dilakulkan
dengan sengaja.

Terhadap pemohon telah didakwakan:

“dia pada suatu waktu dalam, arau senidak-odaknya sekitar, periode antara tanggal 1 Mei
1999 sampai dengan tanggal 31 Mei 1999 di Groote Keeten, kora Zijpe, hagaimanapun juga
di negeri Belanda, secara bersama-sama dan berkelompok dengan seseorang arau orang-
orang lain, arau setidak-todaknya sendiri, baik sengaja, maupun tidak, telah menggunakan
pupuk kandang di atas sebidang tanah vang tdak dibudidayakan, berlokasi di dekar
Zwarteweg, sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari
munculnya emisi {pas buang); Pasal 5, ayat 1, SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998,

Pengadilan Banding telah menyatakan terbukti bahwa pemohon:

“(...) pada tanggal 31 Mei 1999 di Groote Keeten, kot Zijpe, telah menggunakan pupuk
kandang di atas sebidang tanah yang tidak dibudidavakan, berlokasi di dekat Zwarteweg,
sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya
emisi (gas buang).”

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Banding schubungan dengan pemidanaan
tindakan tersebut, Pengadilan Banding telah menganpgapnya sebagai kejaharan.
Sehubungan dengan ketenruan Pasal 2 WED, untuk itu harus dibuktikan babwa tindakan
iu dilakukan dengan sengaja.

Saya menilal bahwa sengaja dilakukannya tindakan tersebut juga semestinya ditekankan
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dalam pernyataan terbukd. Oleh karena itu, saya menganggap pernyataan terbukt itu
semestinya akan dapat dibaca dengan lebih baik, menjadi bahwa pemohon: “pada tanggal
31 Mei 1999 di Groote Keeten, kota Zijpe, dengan sengaja telah mengpunakan pupuk
kandang di atas sebidang tanah yang tidak dibudidayakan, berdokasi di dekat Zwarteweg,
sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya
emisi (gas buang).”

Selanjutnya, saya herpendapat bahwa perdmbangan terkait pemidanaan ondakan tersebut
juga semestinya dapar dibaca dengan lebih baik, dalam arti akan menjadi: “pelanggaran
secara sengaja tethadap peramuran perundang-undangan yang diatur berdasarkan Pasal 7
UU Pedindungan Tanah, dilakukan oleh sebuah badan hukum®.

Poin pertama permohonan kasasi berisi pengaduan bahwa Pengadilan Banding telah
tdak memusyawarahkan dan memutuskan berdasarkan dakwaan, karena Pengadilan
Banding telah memberikan makna vang nidak tepat pada kara-kata “telah menggunakan™
yang muncul dalam pertimbangannya.

Dalam poin kedua kasasi, diadukan bahwa pernyataan terbukti tidak bersumber dari
alat-alat buktl, karena dari alat-alat bukd yang diajukan tidak dapat disimpulkan bahwa
pemohon “telah mengpunakan” pupuk kandang,

Kedua poin tersebut dalam penilaian saya dapat dibahas secara bersamaan.

Dalam putusan vang dimohonkan kasasi, dicantumkan juga pertimbangan pembuktian
lebih lanjut, berbunyi:

“Pengadilan Banding menilai telah terbukti bahwa terdakwa “relah menggunakan™ pupuk
kandang itu sebagaimana dimaksud dalam SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998, karena
ia dapat dipersalahkan menyebarkan pupuk itu di aras tanah, sehingga pupuk itu terserap
ke dalam tanah”

Selanjutnya, sebuah pembelaan yang diajukan dalam persidangan di tingkat banding, se-
bagaimana dimuat dalam putusan yang dimohonkan kasasi pada bagian “dapat dipidan-
anya terdakwa”, diringkas dan ditolak sebagai berikur;

“Penasehat hukum telah menyatakan — begitu menurur pemahaman Pengadilan Banding
— bahwa terdakwa harus dilepaskan dan segala tunturan hukum. Untuk mendasan pe-
nyataan iy, ia sampaikan hal berikut ini. Terdakwa mengelola tanah, namun bukan pemi-
lik tanah tersebut. Namun, sebagai pengelola dia tidak bisa menyebutkan siapa yang telah
menggunikan pupuk tersebut di atas ranahnya, karena dia odak tahu dan tidak memberi-
kan izin kepada siapapun, untuk menyebarkan pupuk di atas tanah yang dikelolanya. Hal
yang didakwakan, oleh karenanya, tak dapat dipersalahkan kepadanya.

Sehubungan dengan ini, Pengadilan Banding mempernmbangkan sebagai berikut. Menu-
rut penilaian Pengadilan Banding, sesuai ketentuan hukum, sebagian dan tugas pengelola
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suatu tanah adalah menjaga agar ranahnya dikelola sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Di dalamnyza rermasuk juga kewajiban untuk mengawasi, agar pihak ketiga
tidak menggunakan tanahnya untuk nzjuan lain, selain dari tujuan pengelolaannya. Alasan
bahwa terdalowa [baca: telah mengambil, W] segala tindakan, untuk menghindari pihak
ketiga dapat menggunakan tanah tersebut sebagai tempat untuk membuang persediaan
pupuk mereka, tidak dapar diterima, Tidak terlihat adanya tindakan pengawasan dan
pemeriksaan (intensif) — ini juga tidak diajukan atas nama terdakwa, terlepas dari fakea
bahwa terdakwa sebagai pengelola juga tidak dapat mengetahui siapa yang telah menye-
barkan pupuk di atas tanahnva. Pembelaan tersebut, dengan demikian, bagaimanapun
harus ditolak.”

Penjelasan pada poin perrama dapat diringkas sebagai berikut, Ajaran pelaku tindak pidana
secara fungsional mengandung konsekuensi bahwa orang-orang lain selain orang yang
secara fisik telah melakukan suvatu perbuatan, termasuk juga badan hukum, juga dapat
dianggap schagai pelakn. Unsor delik “menggunakan pupuk kandang”, sebagaimana
tercantum dalam dakwaan yang didasarkan pada Pasal 5 5K Penggunaan Pupuk Kandang
1998, membuka ruang penafsiran fungsional ini. Ukuran vang mendasarinya, apakah
pemohon berkuasa atas digunakannya pupuk kandang tersebut, sedangkan dirinya telah
menerima penggunaan itu, atau setidak-tdaknya semestinya dianggap menerimanya.
Penerimaan semacam ini menyiratkan adanya kesengajaan bersyarat.,

Ukuran ini tidak diperhatikan oleh Pengadilan Banding, karena berdasar pertimbangan-
pertimbangannya, Pengadilan Banding telah menctapkan bahwa penyebaran pupuk
itu tidak dilakukan oleh perusahaan pemohon, pemohon tidak mengetahui siapa yang
telah melakukan itu, dan jugs tidak dapat menunjuk siapa orangnya, Dengan demikian,
pemohon dianggap sebagai pelaku fungsional, meskipun dia tak memiliki hubungan
apapun dengan pelaku fisik, semata-mata hanya karena pemohon dapar dipersalahkan
akibar dia tidak mengetahuwi siapa pelaku fistkaya.

Saya berpendapat bahwa dan periimbangan-pertimbangan yang menalak pembelaan vang
dapat dianggrap scbagrai alasan penghapus pidana in, dapar disimpulkan bahwa Pengadilan
Banding tidak telah mengabaikan bahwa unmk menentukan pertangpunpgjawaban
pemohon atas penggunaan pupuk kandang harus dilihar apakah dirinya berkuasa
atas penggunaan itu, sementara dirinya telah menedma penggunaan itu, atau sendak-
tidakoya semestinya. dianggap telah menerimanya. Pertimbangan-pertimbangan it
saya pahami sedemikian rupa, sehingpa dalam bagian pertamanya, di mana ditetapkan
sejauh mana ruang lingkup kewajiban-kewajiban yang disandang oleh pengelola tanah,
diputuskan bahwa pemohon, terkait dengan pengpunaan pupuk kandang di atas tanah
yang dikelolanya, memiliki kekuasaan semacam itu. Menurut pendapart saya, bagian dari
pertimbangan-pertimbangan itn bukan merupakan suaru pendapat hukum yang wak
tepat. Selain itu, pendapat itu juga bukannya tak dapat dipahami. Dalam bagian kedua
pertimbangan-pertimbangan ini, menurut pandangan sava, telah diambil suatu penilaian
bahwa pemohon telah menerima penggunaan terlarang pupuk kandang tersebut. Bagian
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itu berdasar pada penetapan bahwa pemohon telah lalai untuk mengambil ondakan
sendiri, untuk menentang penggunaan pupuk kadang di atas tanah vang dikelolanya saat
it

Bagian tcrakhir pernmbangan-pertimbangan Pengadilan Banding ini, dalam pandangan
saya, membantah keberatan bahwa dalam putusan irun belum ditetapkan apakah
pemohon dapat dianggap mengertahui, terkait penggunaan terarang pupuk kandang
di atas tanah yang dikelolanya, atau seudak-tidaknya mengetahui bahwa penggunaan
terlarang semacam itu pernah terjadi di atas tanah tersebut, Sava menilai pengetahuan itu
seharusnya ada, untuk dapat menetapkan bahwa perbuatan yang dilarang telah diterima,
atau bagaimanapun juga, berdasar situasi dan keadaan nvatanya, semestinya dianggap
diterima.

Karena Pengadilan Banding telah menetapkan bahwa pemobon telah lalai untuk
mengawasi, agar pihak ketiga udak mengpunakan tanah yang dikelolanya untuk suatu
hal vang terlarang, namun tidak menetapkan hahwa kelalaian ini telah rerjadi, sedangkan
pemohon berkuasa untuk memerintahkan pihak keriga untuk menghentikan perbuatan-
perbuatan terlarangnya, penilaian Pengadilan Banding bahwa pengpunaan pupuk
kandang di aras sepetak tanah sebagaimana dimaksud dalam pernyataan terbukd, dapat
dipersalahkan kepada pemohon, dalam pandangan saya, bukannya dapar dimengern
ranpa terkecuali.

Masih kurangnya pertimbangan ita saya temukan dalam putusan yang dimohonkan
kasasi ini, namun saya ddak sependapat dengan pemohon kasasinya, bahwa alabar dar
penjelasan yang tidak tepat atas “menpgpunakan pupuk kadang”, sebagaimana dimaksud
Pasal 5 SK Pengpunaan Pupuk Kandang 1998, pernyataan terbuktl telah melampaui
hatas-hatas dakwaannya.

Dari pertimbangan di atas, maka poin permohonan kasasi kedua juga mencapai
tujuannya. Alat-alat bukt yang diajukan, juga dalam hal alat-alar bukt itu dapar dinilai
dengan mempertimbangkan pertimbangan pembuktian lebih lanjut dan pertimbangan-
pertimbangan atas dapat dipidananva pemohon, bukan berarti dengan sendirinya
mengandung penilaian bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pernyataan terbukn
dapat dianggap sebagai tanggung jawab pemohon,

Putusan yang dimohonkan kasasi tersebut karenanya tdak lagi dapat dipertahankan.
Kesimpulan ini saya capai dengan berat hati, Dari alat-alat buksi yang diajukan, nyata bahwa
seseorang yang telah past [pihak terkait 1], seorang pegawai pemohon, telah mengatur
kontak dengan penyewa-penyewa tanah-tanah yang dikelola olch pemohon. Dengan
suati tinjauan (barangkali semestinya tak boleh) atas apa yang terjadi “di balik layar™,
saya memastikan bahwa arang ini [pihak terkair 1] dalam pemeriksaan penyidikan, telah
menyatakan bahwa tanah tersebur dula disewakan pada seseorang vang telah pasti [pihak
terkait 2] dan [tempat dnggal]. Sesudah pemohon dibebaskan pada tingkat pertama, jaksa
telah meminta perugas untuk memeriksa kembali [pihak terkait 1), agar mendapatkan
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informasi lebih lanjut mengenai [pihak teckait 2] tersebut, Pada berta acara vang ternyata
dibuat secara sembrono itu, [pihak terkait 1] telah menyarakan bahwa selebihnya dia tak
tahu sama sekali mengenai penyewa sebelumnya. Saya pikir hal seperti ini, bagi seorang
pengelola tanah yang semestinya mengurus kontak dengan para penyewanya, seperti tak
dapat dipercaya, sedangkan ketidakmampuan untuk menyebutkan data dan informasi
mengenai penyewa-penyewa sebelumnya yang disampaikan, dalam pandangan saya,
sepertl tak sesual dengan pengelolaan tanah pertanian vang cermat.

19. Nota konklusi ini bertujuan menyampaikan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi
semestinya dibatalkan, dan perkara ini semestinya dirujukkan kepada Pengadilan Banding
terdekat, agar perkara pada ringkat banding ini diadili dan diputus kembali.

Procureur-Generaal
pada Hope Raad der Nederlanden
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Tentang LelP

LelP didirikan di Jakarta pada 12 Januar 1999, oleh sekelompok praktisi dan pemerhat
hukum yang memiliki concern terhadap pembaruvan hukum dan peradilan. Bersama
dengan stakeholders lainnya, LelP memperjuangkan terwujudnya independensi peradilan
melalui kegiatan kajian dan advokasi kebijakan pada dua ruang lingkup /isu utama, yaita: (1)
pengembangan administrasi peradilan; dan (2) pengembangan hukum dan kebijakan.

Sejak didirikan tahun 1999, LelP telah melalukan berbagai kegiaran untuk mewujudkan
peradilan yang independen. Secara umum ada tiga lingkup kerja LelP yaitu: (1) mendorong
perubahan hukum dan kebijakan melalui kerja-kerja di bidang kajian, lobi dan advokasi
perubahan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan dunia peradilan; (2) melakukan
edukasi publik, melalui kampanye, pembuatan buletin hak-hak masyarakat dalam konteks
peradilan dan sebagainya; (3) membela hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam proses
peradilan, melalui eksaminasi putusan, monitoring proses peradilan atau menerima dan
menindaklanjuti laporan masyarakat sehubungan dengan pelanggaran proses peradilan.

Beberapa buku dan jurnal yang pernah diterbitkan oleh LeIP antara lain:

. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, LelP, 1999

2. Komisi Yudisial di Berbagai Negara (Terjemahan), Dr. Wim Voermans, 2002
3. Membuka Ketertutupan Pengadilan, Rifgi 5 Assegaf & Josi Katharina, 2005
4. Runtuhnya Instirasi Mahkamah Agung (Terjemahan), Sebastian Pompe, 2010
5. Konsep Ideal Peradilan Indonesia, LelP, 2010

6. Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan
Berkualitas, LeIF, 2010

7. Jurnal Putusan Pengadilan “Dictum™
8. Newslerter “Berita Peradilan”

Selain sejumlah terbitan tersebut, LelP juga mengembangkan website wwwindeksputusan.
org yang bertujuan untuk memudabkan pencatan putusan Mahkamah Agung serta
mengembangkan kajian-kajian putusan di Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai LelP dapat mengunjungi website kami di wwwleip.orid
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